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KATA PENGANTAR 

 

Puji  syukur  kehadirat  Tuhan  Yang Maha  Esa atas  rahmat  dan  

karuni a- Nya, sehingga Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

(RPJMD)  Kabupaten  Lombok Ba rat  Tahun  202 5-2029  dapat tersusun  

dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang 

partisipatif,  melibatkan  berbagai p emangku kepentingan, termasuk 

pemerintah  daer ah baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Barat , 

Lembaga Legeslatif DPRD, masyarakat,  dunia  u saha,  dan  lembaga  non-

pemerintah, sebagai wujud komitmen bersama dal am mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif , serta selaras dengan 

RPJMN dan RPJMD Provinsi  NTB. 

RPJMD Kabupaten  Lombok Ba rat  Tahun  202 5-2029 disusun sebagai  

pedoman strategis  bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  dalam 

menjalankan  pembangunan selama  lima  tahun  ke depan.  Dokumen ini  

memuat  visi,  misi,  tujuan,  dan prioritas pembangunan , serta pendanaan 

yang diranca ng untuk mengoptimalkan potensi daerah, mengatasi 

tantangan, serta memanfaatkan peluang yang ada demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat  Lombok Barat yang lebih baik.  

Proses penyusunan  RPJMD  Kabupaten  Lombok Ba rat  Tahun  202 5-

2029 tidak  terlepas  dari dukungan dan kontribusi berbagai  pihak. Oleh  

karena itu,  kami mengucapkan  terima  kasih  yang sebes ar -besarnya  kepada  

seluruh  jajaran pemerintah daerah, anggota DPR D, to koh masyarakat, 

akademisi, dunia usaha , seluruh mitra pembangunan , dan  semua  pihak  

yang  telah  memberikan  masukan,  saran,  dan dukungan dalam 

penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih 

dapat disempurnakan, sehingga masukan dan kritik konstruktif  dari  semua  

pih ak sangat  diharapkan untuk  penyempurnaan lebih lanjut.  

  



 

II  
 

Kami berharap  RPJMD Kabupaten Lombo k Barat Tahun 202 5-2029 ini 

dapat  menja di landasan yang kokoh  dalam mengarahkan pembangunan 

daerah ke arah yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. Semoga Tuhan 

Yang Maha  Esa senantiasa memberkahi upaya kita bersama dalam 

mewujudkan Lombok Barat  semakin bai k . 

 
 

Lombok Barat , 29 September  2025  

Bupati Lombok Barat,  

 

Ttd.  

 

H. LALU AHMAD ZAINI  
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Lombok Barat mencapai usia 67 

tahun, usia yang cukup dewasa untuk sebuah daerah. Secara yuridis, 

Lombok Barat terbentuk sejak tanggal 14 Agustus 1958 dengan 

ditetapkannya Undang -Undang Nomor 64 dan 69 Tahun 1958, yang 

mengatur tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur s erta Daerah Tingkat II. Pelantikan 

Pejabat Sementara dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959, yang 

kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat sesuai 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7/14/34. Berdasarkan 

Undang -Undang Nomor 20 Tahun  2022, Lombok Barat kini merupakan 

salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Sesuai dengan amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer intahan Daerah, 

pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan 

guna memberikan arah pembangunan yang jelas dan terukur, sebagai 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Kabupaten Lombok Barat telah memiliki rencana pemb angunan jangka 

panjang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2024. Untuk menjabarkan Perda tersebut, diperlukan dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah, yang terdiri dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Strategis (Renstra)  Perangkat Daerah .  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta progra m Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
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pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.  

Berdasarkan evaluasi capaian indikator makro pada pelaksa naan 

RPJMD periode sebelumnya (Tahun 2019 -2024), capaian Lombok Barat 

menunjukkan kemajuan yang sangat progresif. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) meningkat dari 70,23  pada tahun 2020  menjadi 72,70 

pada tahun 2024, mengalami peningkatan  sebesar 2,47  poin. Tingkat 

kemiskinan menurun dari 14,28  persen pada tahun 2020  menjadi 12,65 

persen pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang 

dari 100.250  orang pada tahun 2020  menjadi 96.570 orang pada tahun 

2024, mengalami penurunan sebanyak 3.680  orang.  Tingkat keparahan 

kemiskinan menurun dari 0, 82  pada tahun 2020  menjadi 0,4 3 pada 

tahun 202 4, mengalami penurunan sebesar 0, 39  poin. Tingkat 

kedalaman kemiskinan juga menunjukkan penurunan dari 2,91  pada 

tahun 2020  menjadi 1,84  pada tahun 2024 , mengalami pe nurunan 

sebesar 1, 07  poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 

4,58  persen pada tahun 2020  menjadi 2,75 persen pada tahun 2024, 

mengala mi penurunan sebesar 1, 83  poin. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan peningkatan yang signifikan . Terkontraksi aki bat Covid 

19 di tahun 2020 sebesar -7,03  persen menjadi 3,02  persen pada tahun 

202 4. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini juga 

mengalami penurunan dari 0,358 pada tahun 2019 menjadi 0,365 pada 

tahun 202 4, naik sebesar 0,007 poin namun masi h tergolong rendah.  

Meskipun Lombok Barat telah mampu mencapai beberapa target 

makro, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan  capaian 

Kabupaten/Kota tetangga, terlebih lagi jika dibandingkan dengan 

capaian nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) Lombok Barat 

tahun 2024 sebesar 72,70 berada di bawah rata -rata IPM Provinsi NTB 

(73,1), serta di bawah rata -rata nasional (73,55 pada tahun 2023), dan 

belum mencapai sasaran nasional sebesar 75,54.  Tingkat kemiskinan 

sebesar 12,65 persen pada tahun 2024  masih lebih baik dari rata -rata 

Provinsi NTB (12,91 persen), tetapi masih jauh tertinggal dari capaian 

nasional (9,36 persen pada tahun 2023) dan masih jauh dari sasaran 
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makro nasional sebesar 6,0 -7,0 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) sebesar 2,7 5 persen lebih baik dari capaian Provinsi NTB (3,3 

persen) dan nasional (4,82 persen pada tahun 2024), serta lebih baik 

dari sasaran makro n asional sebesar 3,6 -4,3 persen. Pertumbuhan 

ekonomi Lombok Barat sebesar 5,03 persen lebih baik dari capaian 

Provinsi NTB (4,75 persen), namun masih lebih rendah dari rata -rata 

nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2024. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) per kapita Lombok Barat seb esar Rp 25,04  Juta  

(202 4) masih lebih rendah dari PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 26,77 

juta, dan masih jauh dari rata -rata nasional sebesar Rp 42,46 juta. 

Tingkat ketimpangan yang diukur dengan Gini ratio sebesar 0,365, 

masih berada pada rentang yang ditetap kan pada sasaran makro 

nasional sebesar 0,360 -0,374.  Evaluasi ini menunjukkan perlunya 

upaya yang lebih intensif dan strategis dalam meningkatkan kinerja 

pembangunan di Lombok Barat agar dapat bersaing dan sejajar dengan 

daerah -daerah lain di tingkat nasio nal.  

Sebagai upaya keberlanjutan dari pembangunan yang telah 

dilaksanakan , meningkatkan capaian pembangunan yang telah diraih , 

menyelesaikan permasalahan  dan isu pembangunan jangka menengah 

di Lombok Barat, serta sebagai wujud pelaksanaan regulasi, maka 

di susun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2025 -2029 . Penyusunan RPJMD dilakukan  secara simultan 

dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB 

Tahun 2025 -2029 .  

RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah yaitu : 

1) Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang 

telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat; 2) 

Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tah unan 

(RKPD); 3) Merupakan ruang politis bagi Kepala Daerah terpilih dan 

DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai; 4) 

Alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) 

dan Bappeda; 5) Pedoman penilaian keberhasil an Pemerintahan Daerah 

sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6) Instrumen mengukur tingkat 

pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.  

Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat periode 2025 -2029 telah 

dilantik pada tanggal 20  Februari 2025  dan masa baktinya akan 

berlangsung hingga tahun 2029. Pelantikan ini menandai dimulainya  

penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025 -2029 sekaligus dimulainya  

impl ementasi visi, misi, dan program yang telah dijanjikan kepada 

masyarakat Lombok Barat.  Dengan demikian, penyusunan RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 -2029 diharapkan mampu 

menjadi pedoman yang komprehensif dan efektif untuk òTerwujudnya 

Lombok Barat y ang Maju, Mandiri dan Berkeadilan ó, yang tentunya 

dengan ikhtiar òSejahtera Dari Desa , 1 Miliar per Desa per Tahun , 100 

juta per Dusun per Tahun ó sebagai wujud upaya pemerataan, dan 

partisipasi masyarakat untuk turut membangun Lombok Barat.  

1.2 Landasan Hukum  

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 -2029 

disusun atas dasar peraturan perundangan -undangan yang berlaku 

yaitu:  

1.  Undang -Undang Dasa r Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 18 ayat 6;  

2.  Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

4.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 
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24 Tahun 2013 tentang Perub ahan Atas Undang -Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5475);  

5.  Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen ataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

6.  Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846);  

7.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

8.  Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  

9.  Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratura n Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 22 Nomor 1 43 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801 ); 
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10.  Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6809);  

11.  Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856);  

12.  Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  

13.  Undang -Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7019);  

14.  Perat uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi P elaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
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Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6042);  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2016 Nomor 

114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941);  

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 56); 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);  

23.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 

Nomor 2);  

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 

2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor  6633);  

26.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang P eraturan 

Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 199);  

27.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  

28.  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112);  

29.  Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tu juan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);  

30.  Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun 202 5 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 -

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor  

19); 

31.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indon esia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  

32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evalu asi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);  

33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah 

Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);  
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34.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

35.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  

36.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

37.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan  (Berita Negara Republik Ind onesia Tahun 2022 Nomor 

677);  

38.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 2024 -2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Nusa 

Tenggara Barat : (4 -121/2024); Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 205);  

39.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9  Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Te nggara Barat Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);  

40.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 213 ); 

41.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah 



 

-10 -10  
 

Kabupaten Lombok Barat Nomor 4,  Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Nomor 189 ). 

42.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 202 5 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2025 Nomor 3, Tamba han Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Barat Nomor 190 ). 

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan  

Lainnya 

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup perencanaan jangka 

Panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

dan masyarak at, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mengacu 

pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029 , dijelaskan 

hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta 

penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain tersebut meliputi; 

RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMN, RPJMD Provinsi, 

RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten, KLHS dan 

sebagainya.  

 

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencana an  

Pembangunan dan Sektoral Lainnya  
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Hubungan antar dokumen perencanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2025 ð 2029 dengan dokumen perenc anaan lainnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Hubungan RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah dan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai 

tujuan pembangunan nasional dan sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait 

langsung dengan SDGs karena rencana-rencana pembangunan ini 

menjadi wadah untuk mengintegrasikan target-target Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) ke dalam program dan kegiatan pembangunan 

di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. SDGs 

menjadi masukan bagi penyusunan rencana-rencana tersebut untuk 

memastikan pembangunan nasional dan daerah selaras dengan 

tujuan global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPN, RPJPD, dan RPJMD 

berfungsi sebagai kerangka hukum dan perencanaan yang 

memastikan bahwa pembangunan di Indonesia, baik di tingkat 

nasional maupun daerah, secara sistematis dan terencana 

memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata 

mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals 

(SDGs). 

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan RPJM Nasional, 

dan RPJMD Provinsi NTB  

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang -undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan  daerah. Oleh karena itu, 

RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 ð 2029 

merupakan bagian yang terintegrasi, satu kesatuan dengan 

perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJM 
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Nasional, RPJMD Provinsi NTB yang  bertujuan untuk mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Lombok 

Barat disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi NTB yang 

disusun secara stimultan dan terkoordinasi dengan RPJMD Provinsi 

NTB dan berpedoman pada RPJM Nasiona l yang di dalamnya 

memuat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Program -program di tingkat daerah yang dirumuskan dalam RPJMD 

harus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan 

provinsi sehingga terjadi sinergi antara pembanguna n di pusat dan 

daerah.  

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan RPJPD 

Kabupaten Lombok Barat  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 ð 2045  

merupakan dokumen  perencanaan pembangunan j angka panjang 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai arah dan prioritas 

pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 

bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai 

amanat UUD 1945. RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 ð 

2045  selanjutnya di pedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2025 ð 2029 untuk periode 5 (lima) tahun.  

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan RTRW 

Kabupaten Lombok Barat  

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat disusun dengan 

mempedom ani dokumen RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2011 ð 2031 sebagai  dasar untuk menetapkan lokasi program 

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di 

Kabupaten Lombok Barat. Setiap rencana pembangunan yang 

dirumuskan dalam RPJMD, seperti p embangunan infrastruktur, 

industri, atau kawasan pemukiman, harus sesuai dengan rencana 

tata ruang yang tertuang dalam RTRW. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan pembangunan daerah berjalan secara teratur dan tidak 

merusak tata ruang yang ada.  
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5. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 ð 2029 

dengan Dokumen Manajemen Resiko Pembangunan 

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 

ð 2029 juga dipedomani oleh Dokumen Manajemen Resiko 

Pembangunan Nasional di daerah. Dengan demikian,  dokumen 

RPJMD Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat menjadi 

dokumen perencanaan pembangunan yang tanggap resiko. Olah 

karena itu, penyusuna RPJMD Kabupaten sangat penting untuk 

merujuk, mengadopsi mauapun menginternalisasi berbagai aspek 

yang terdapat dalam dokumen manajemen pembangunan resiko.  

6. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD 

Kabupaten adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang 

merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pe mbangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau 

program. Dokumen KLHS memberikan rekomendasi untuk 

memodifikasi atau memperbaiki kebijakan dan program dalam 

RPJMD yang berpote nsi merusak lingkungan. KLHS menganalisis 

apakah suatu kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi yang 

merugikan bagi keberlanjutan lingkungan dan memberikan alternatif 

yang lebih ramah lingkungan. Penyusunan RPJMD Kabupaten 

Lombok Barat harus mempedomani KL HS, sehingga kebijakan 

pembangunan lebih adaptif terhadap risiko lingkungan dan 

mengurangi potensi kerusakan alam. KLHS memastikan bahwa 

semua program yang ada dalam RPJMD sejalan dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Karena 

pada dasarnya, RPJMD tidak hanya bertujuan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara 

perkembangan sosial dan kelestarian lingkungan.  
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7. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra ð PD) 

RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 ð 2029 disusun 

secara stimultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat 

daerah Kabupaten Lombok Barat harus memperhatikan RPJMD 

Kabupaten L ombok Barat yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). 

Setiap Perangkat Daerah harus merumuskan program yang sesuai 

dengan tujuan dan prioritas yang tercantum dalam RPJMD. Dengan 

demikian, Renstra Perangk at Daerah berfungsi untuk memastikan 

bahwa setiap instansi pemerintah daerah berkontribusi dalam 

mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD.  

8. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan Data capaian 

pembangunan 5 (lima) tahun terakhir  

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat harus 

mempedomani Data Capaian Pemvangunan 5 (lima)  tahun terakhir 

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu 

dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD 

Tahun 2025 -2029. Hal ini sangat penting karena dengan berpedoman 

pada data capaian lima tahun terakhir maka akan membantu dalam 

penentuan target yang lebih relevan dan realistis di tahun 

berikutnya. Selain itu Data capaian lima tahun terakhir juga dapat 

digunakan sebagai a cuan dalam pelaksanaan evaluasi pada program 

mauapun kegiatan yang akan dilakukan kedepan.  

1.4  Maksud dan Tujuan  

1.4.1 Maksud 

Maksud dibuatnya RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 -

2029, adalah memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun masa jabatan 

kepala daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang 
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ditetapkan Bu pati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 -2029. RPJMD 

ini menjadi landasan hukum dan acuan dalam menyusun kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan yang terarah dan terukur.  

1.4.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2025 -2029 adalah:  

1.  Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;  

2.  Memberikan gambaran rumusan visi, misi, dan program prioritas 

calon kepala daerah ; 

3.  Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan 

pendanaan 5 (lima) tahun ke depa n; dan  

4.  Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis 

untuk di pecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan;  

5.  Melakukan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan 

RPJMN.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2025 -2029 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

tahun 2025 -2029 , dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I  Pendahuluan  

1.1  Latar Belakang  

1.2  Dasar Hukum Penyusunan  

1.3  Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Lainnya  

1.4  Maksud dan Tujuan  
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1.5  Sistematika Penulisan  

BAB II  Gambaran Umum Daerah  

2.1  Gambaran Umum Kondisi Daerah  

2.2  Gambaran Keuangan Daerah   

2.3  Permasalahan dan Isu Strategis  

BAB III  Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah   

3.1  Visi  

3.2  Misi  

3.3  Sasaran Pokok Pembangunan  

3.4  Tujuan dan Sasaran  

3.5  Strategi dan Arah Kebijakan  

3.6  Pentahapan Pembangunan  

3.7  Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan  

3.8  Program Prioritas  

3.9  Pemetaan Dukungan Kabupaten Lombok Barat terhadap 83 

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025 -2029  

3.10  Pemetaan Dukungan Kabupaten Lombok Barat terhadap 45 

Indikator Utama Pembangunan (IUP)  

BAB IV  Program Perangkat Daerah  dan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  

4.1  Program Perangkat Daerah  

4.2  Indikator Kinerja Utama  

4.3  Indikator Kinerja Daerah  

BAB V  Penutup  
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BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 

 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah 

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

 Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Barat memiliki luas wilayah kurang 

lebih 92.282 h a. Terdiri dari 10 kecamatan dengan Kecamatan Gerung 

sebagai ibu kota kabupaten dan sebagai pusat pemerintahan. Secara 

geografis wilayah Kabupaten Lombok Barat terletak di 1150 49,12õ 04õõ ð 

1160 20õ15,62õõ Bujur Timur dan 80 24õ 33,82õõ ð 80 55õ 19õõ Lintang 

Selatan dengan batas -batas wilayah:  

Sebelah Utara  : Kabupaten Lombok Utara  

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

Sebelah Barat  : Selat Lombok dan Kota Mataram 

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah 

 

Sumber:  Dinas PUTR Kabupten Lombok Barat, 2023 

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat  
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Secara administratif,  Kabupaten  Lombok  Barat  terbagi  atas 10 

(sepuluh) kecamatan  yaitu , Kecamatan  Sekotong  yang memiliki luas 

34.425 ha  dan terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Lembar 

memiliki luas 7.720 ha  dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Gerung 

memiliki luas 6.031 ha  dengan  11 (sebelas) desa  dan  3 kelurahan, 

Kecamatan Labuapi memiliki luas 2.385 ha  dan 12 (dua belas) desa, 

Kecamatan Ked iri memiliki luas 2.114  dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan 

Kuripan memiliki luas 2.503 ha  dan 6 (enam) desa, Kecamatan Narmada 

memiliki luas 12.881 ha  dan 21 (dua puluh satu) desa, Kecamatan 

Lingsar memiliki luas 11.543 ha  dan 15 (lima belas) desa, Kecamatan  

Gunungsari memiliki luas 8.413 ha   dan 16 (enam belas) desa, dan 

Kecamatan Batulayar memiliki luas 4.267 ha  dan 9 (sembilan) desa. 

Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai 

pusat pemerintahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wil ayahnya 

dapat dilihat pada tabel berikut . 

Tabel 2. 1  Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan 

Kabupaten Lombok Barat  

Kecamatan  Luas  Wilayah  (Ha)  
Persentase  

(%) 

Sekotong  34.425  37,30  

Lembar  7.720  8,37  

Gerung  6.031  6,54  

Labuapi  2.385  2,58  

Kediri  2.114  2,29  

Kuripan  2.503  2,71  

Narmada  12.881  13,96  

Lingsar  11.543  12,51  

Gunungsari  8.413  9,12  

Batu  Layar  4.267  4,62  

Jumlah  92.282  100,00  

Sumber :  Rekomendasi Peta Dasar Badan Informasi Geospasial, 2020  

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat 

dibagi menjadi:  

1. Daerah pegunungan, yaitu gugusan pengunungan yang membentang 

dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan 

pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke 

wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat. 
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2. Daerah berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi 

Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan. 

3. Daerah dataran rendah, yang terdapat di bagian tengah yang 

membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat. 

Secara astronomis  letak Kabupaten Lombok Barat berada pada 

posisi sebagai berikut:  

Sebelah Selatan :  8ě55'.19'ôLS ð 116ě0õ5õõBT 

Sebelah Barat :  8Ü45ô.11,15'ôLS ð 115Ü49,12õ.04õõBT 

Sebelah Timur Selatan  :  8ě52õ22.29õõLS- 116ě6õ33.7õõBT 

Sebelah Timur Utara  :  8ě24ô.33.82õõLS-116ě20õ15.62õõBT 

Kabupaten Lombok Barat memiliki gugusan pulau -pulau (gili), baik 

yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, di antaranya adalah Gili 

Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong (D esa Tawun), Gili Poh, Gili Genting, 

Gili Lontar, Gili Gede,  Gili  Ringgit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng 

(Desa Pelangan), Gili Kao, Gili Kere, Gili Geneng -geneng, Gili Anak Ewo, 

Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu 

Nyan gkong, Gili Malang dan Gili Sepatang (Desa Sepi). Gili Sepatang 

(Pulau Sophialouisa) merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia 

yang terletak di Samudera Hindia dan merupakan wilayah paling selatan 

dari provinsi NTB, dan masih terdapat banyak pulau  yang sampai saat 

ini belum mempunyai nama. Berdasarkan hasil pengamatan Citra Satelit 

tahun 2016, terdapat 100 pulau baru di NTB yang tidak berpenghuni, 

belum mempunyai nama, dan sebagian besar berada di Kabupaten 

Lombok Barat, yaitu di Kecamatan Sekotong  sebanyak 90 pulau.  

Kabupaten Lombok Barat, sebagai salah satu sentra pertanian di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki jaringan irigasi yang 

menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. 

Pengelolaan jaringan irigasi ini mengacu pada  Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/ 2015 

tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang menegaskan 

pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, 

provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan regulasi in i, Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Lombok Barat memiliki kewenangan penuh untuk mengelola 

sebagian besar daerah irigasi di wilayahnya, sebagaimana tercantum 

dalam data berikut:  

Tabel 2. 2 Daerah Irigasi, Luas Areal (Ha), Panjang Saluran dan Kondisi 

yang Merupakan Kewenangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024  

No 
Nama Daerah 

Irigasi  
Kecamatan  

Luas Areal (Ha)  
Panjang 
Saluran 

(Km ') 

Kondisi (%)  

Permen 
14/2015  

Baku 
(Pemetaan 

IGT)  

Fungsional 
(Pemetaan 

IGT)  

Baik  
Rusak 
Ringan  

Rusa
k 

Berat  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Sandik  
Batulayar, 
Gunungsari  

330  519  195  4,29  75,24  22,42  2,33  

2 Medas  Gunungsari  67  89  35  4,79  72,29  27,71   

3 Ireng Daya  Gunungsari  246  229  135  3,33  81,01  18,99   

4 Gegutu  Gunungsari  141  158  122  3,39  60,06  39,94   

5 Penimbung  
Gunungsari, 
Lingsar  

450  529  310  7,90  85,90  14,10   

6 Menjeli  Lingsar  97  91  80  3,62  57,11  30,14  12,75  

7 Repok Pancor  Lingsar  244  346  224  4,79  38,58  51,48  9,94  

8 Mencongah  Lingsar  244  256  161  2,95  78,94  21,06   

9 Nyur Baye  Lingsar  443  579  394  10,88  82,99  17,01   

10  Montang  Lingsar  176  126  43  4,22  61,57  38,43   

11  Keru  Narmada  833  842  603  6,67  83,58  16,42   

12  Buntopeng  Kuripan  174  376  257  7,10  50,21  49,79   

13  
Pesongoran 
Kuripan  

Kuripan  78  92  53  6,97  70,08  23,15  6,77  

14  Pelangan  Sekotong  108  489  126  8,51  60,01  39,99   

15  Embung Kengkang  Sekotong  175  245  30  3,50  30,99  49,01  19,99  

16  
Embung Telekong 

I, II  
Lembar     1,20  36,00  44,00  20,00  

17  
Embung Tibu 
Kuning  

Sekotong  266  181  77  4,25  31,36  58,12  10,52  

18  
Embung Telaga 
Lebur  

Sekotong  223  176  44  1,85  60,49  39,51   

19  Embung Bantir I, II  Gerung  91  326  237  1,10  84,36  15,64   

20  Embung Aik Mual  Lembar  79  167  25  2,10  30,00  60,00  10,00  

Jumlah     93,418  65,02  31,65  3,33  

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2024  

Fungsi atau Kontribusi Daerah terhadap Wilayah Sekitar atau 

Wilayah yang Lebih Luas  

1. Kontribusi Ekonomi 

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

Lombok Barat terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

mencerminkan peran penting Kabupaten Lombok Barat dalam 

perekonomian, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.  
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Tabel 2. 3 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2020 -2024  

Kabupaten / Kota  2020  2021  2022  2023  2024  

Lombok Barat  10,8  10,9  10,5  10,9  10,50  

Lombok Tengah  12,4  12,6  12,2  12,7  12,39  

Lombok Timur  14,9  15,0  14,4  14,7  14,41  

Sumbawa  10,8  10,7  10,2  10,5  10,15  

Dompu  5,3  5,2  5,0  5,1  4,97  

Bima  8,5  8,4  8,1  8,4  8,09  

Sumbawa Barat  17,0  16,9  20,0  17,8  20,04  

Lombok Utara  3,4  3,3  3,2  3,3  3,28  

Kota Mataram  13,9  14,0  13,5  13,7  13,26  

Kota Bima  3,1  3,1  2,9  3,0  2,91  

 Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025  

Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam periode 2020 -2024, dengan persentase 

yang relatif stabil. Pada tahun 2020, kontribusinya mencapai 10,8 

persen, kemudian meningkat tipis menjadi 10,9 persen pada tahun 

2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan kontribusi 

menjadi 10,5 persen, sebelum kembali naik ke angka 10,9 persen 

pada tahun 2023. Di tahun 2024, kontribusi  Kabupaten Lombok 

Barat sedikit menurun menjadi 10,50 persen. Secara keseluruhan, 

fluktuasi kontribusi ini menunjukkan peran penting Kabupaten 

Lombok Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, 

meskipun terdapat variasi kecil dari tahun ke tahun.  

2. Kontribusi Infrastruktur 

Kabupaten Lombok Barat memainkan peran penting sebagai 

pintu masuk utama ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui 

Pelabuhan Lembar. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan 

strategis di Pulau Lombok dan menjadi titik pentin g dalam arus 

transportasi barang dan penumpang. Selain itu, Lombok Barat juga 

berperan dalam pembangunan ruas jalan strategis yang mendukung 

sektor -sektor unggulan seperti industri, jasa, perikanan, dan 

pariwisata di provinsi. Infrastruktur yang baik diang gap sebagai 
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fondasi penting untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat di NTB.  

Kabupaten Lombok Barat berkontribusi signifikan dalam 

pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Beberapa proyek infrastruktur strat egis yang melibatkan Lombok 

Barat termasuk pembangunan jalan baypass antara Bandara 

Internasional ZAM Lombok Tengah ð Lombok Barat ð dan Kota 

Mataram serta Lombok Utara.  Ruas jalan nasional yang melewati 

Lombok Barat sepanjang 83,61 Km, dan ruas jalan Prov insi NTB yang 

melewati Lombok Barat sepanjang 125,11 Km.  

3. Kawasan Strategis Nasional (KSN) 

Penetapan KSN di Wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 

KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup, yaitu Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang terdapat di 

Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, 

dan Kecamatan Narmada dan KSNT adalah Kawasan Perbatasan 

Negara di Laut Lepas termasuk pulau terluar Indonesia di Provinsi, 

yaitu Pulau Sepatang / Shopialouisa terdapat di Kecamatan 

Sekotong. 

4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 

Penetapan KSP yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lombok 

Barat adalah KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

yang terdiri atas: 

a. Kawasan Mataram Raya - Tiga Gili dan Sekitarnya terdapat di 

Kecamatan Batulayar, Kecamatan Senggigi, Kecamatan Lingsar, 

Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Labuapi 

dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, 

dan perikanan; dan 

b. Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya terdapat di Kecamatan 

Sekotong dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan 

industri. 
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5. Lingkungan Hidup 

Sesuai dengan peruntukannya Rencana Pola Ruang di 

Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi dua bagian yakni, rencana 

pola ruang untuk kawasan lindung dan rencana pola ruang untuk 

kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Lombok Barat 

dikelompokkan menjad i 7 (tujuh) bagian, di antaranya:  1) Kawasan 

Hutan Lindung; 2) Kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 

4) Kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; 5) Kawasan rawan 

bencana alam; 6) Kawasan lin dung geologi; Dan 7) Kawasan lindung 

lainnya. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud terdiri atas:  

A. Kawasan hutan lindung di Lombok Barat adalah memiliki luas 

25.078,94 ha, yang meliputi:  Kawasan hutan lindung yang 

persebarannya terletak pada sebagian Kelom pok Hutan Gunung 

Rinjani (Register Tanah Kehutanan/RTK.1) seluas 17.038,41 ha, 

Kelompok Hutan Gunung Sasak (RTK 3) seluas 492 ha, Kelompok 

Hutan Ranget (RTK.6) seluas 2,70 ha, Kelompok Hutan Pelangan 

(RTK 7) seluas 5.671,83 ha dan Kelompok Hutan Mareje Bon ga 

(RTK 13) seluas 1.874,00 ha.  

B. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya berupa:  Kawasan resapan air di Kecamatan 

Gunungsari, Narmada, Lingsar, Gerung, Lembar, dan Sekotong.  

C. Kawasan perlindungan setempat meliputi:  

1) Kawasan sempadan  sungai. Kawasan ini merupakan tempat 

dilakukannya pengelolaan sungai, yang terdiri dari:  

a) kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan 

memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan 

pemanfaatan tanaman keras dan juga krib (pengarah 

arus) sebagai pengendal i saluran air;  

b) sempadan sungai besar sekitar 30 -100 meter sesuai letak, 

bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah 

Sungai (SWS):  Jelateng dan Dodokan;  
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c) sempadan sungai kecil 10 -30 meter yang berada di luar 

permukiman; dan  

d) sungai di kawasan perm ukaan berupa sempadan sungai 

yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi 

antara 10 -15 meter.  

2) Kawasan mata air tersebar di tiap kecamatan, dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan 

air minum dan irigasi;  

3) Kawasan sempadan pantai di tetapkan di wilayah kabupaten,  

berlokasi di semua wilayah wilayah pesisir dan pulau -pulau 

kecil dengan jarak minimal 30 -250 m dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat; dan  

4) Kawasan ruang terbuka hijau (rth) dengan luas seluruhnya 

kurang lebih 9.568,10 ha.   

5) Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya berlokasi di:  a) 

Kawasan Pantai Hutan Bakau yang meliputi:  Kecamatan 

Lembar dan Sekotong seluas 307,17 ha; b)  Taman  Wisata 

Alam (TWA.) yang meliputi:  TWA Bangko Bangko seluas 

2.610,17 ha berada di Kecamatan  Sekotong; TWA 

Kerandangan seluas 396,10 ha berada di Kecamatan 

Batulayar; TWA. Mekaki seluas ± 344,00 ha berada di 

Kecamatan Sekotong; TWA. Suranadi seluas 52 ha berada di 

Kecamatan Narmada; TAHURA seluas 3.155 ha berada di 

Kecamatan Narmada.  

6) Kawasan Rawa n Bencana Alam meliputi:  a) kawasan rawan 

bencana tanah longsor di kawasan sekitar Kecamatan 

Gunungsari, Narmada, Lembar, dan Sekotong; b) kawasan 

rawan banjir di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Labuapi, 

Lembar, dan Sekotong; c) kawasan rawan tsunami di kawasan 

pesisir bagian selatan; d) kawasan rawan angin topan di 

Kecamatan Sekotong, Narmada, dan Labuapi; e) kawasan 

rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir Kabupaten 
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Lombok Barat; dan f) kawasan rawan kekeringan di 

Kecamatan Lembar, dan Sekotong.  

7) Kawasan lindung geologi meliputi:  a) kawasan lindung geologi 

terdapat di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi dengan luas 

sekitar 2 ha; dan b) kawasan lindung  geologi  terdapat  di 

Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan 

Sekotong dengan luas sekitar 1  ha.  

8) Kawasan lindung lainnya meliputi:  berupa Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Gili Tangkong, Gili 

Sudak, Gili Nanggu, dan Gili Rengit.  

Selanjutnya, Lombok Barat berperan penting dalam pengelolaan 

sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menyediakan salah 

satu lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional di TPA 

Kebon Kongok. Pabrik ini mampu mengolah sampah sebanyak 120 ton 

per hari, sehingga membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk 

ke TPA dan menghasilkan bahan bakar RDF ya ng dapat dimanfaatkan 

pada PLTU Jeranjang. Kontribusi ini sangat signifikan dalam 

mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di 

wilayah NTB.  Meskipun jumlah sampah yang terangkut jauh lebih besar 

dibandingkan dengan kapasitas terolah . Tentunya ini merupakan 

tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan ekonomi.  

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam 

A. Pertanian  

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi besar dalam sektor 

pertanian. Berdasarkan data yang ada, Lombok Barat memiliki luas 

lahan sawah irigasi sebesar 11.117,17 hektare (Ha) dan luas lahan 

sawah tadah hujan sebesar 3.424,86 Ha . Kedua jenis lahan ini memiliki 

karakteristik dan potensi pengembangan yang berbeda, sehingga dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan 

lokal, peningkatan ekonomi daerah, dan bahkan ekspor.  
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B. Kelautan dan Perikanan 

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Lombok Barat 

meliputi:  perikanan tangkap; perikanan budi daya; dan pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan. Perikanan tangkap terdiri atas kawasan 

perikanan tangkap laut di Kecamatan Sekotong , Lembar, Batulayar, 

Labuapi dan Gerung; perikanan budidaya air tawar dikembangkan di 

Kecamatan Kuripan, Narmada, Lingsar, Gerung, Labuapi dengan luas 

kurang lebih 2.938 ha; perikanan budidaya air payau dikembangkan di 

Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong   dengan luas kurang lebih 873 

ha; perikanan budidaya air laut dikembangkan di Kecamatan Sekotong 

dengan luas kurang lebih 8.100 ha.  

C. Pertambangan dan Penggalian 

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud 

meliputi:  

1) kawasan pertambangan mineral logam emas, perak, tembaga, timah 

hitam, dan mangan tersebar di Kecamatan Lembar dan Sekotong; 

dan 

2) kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebar 

di seluruh kecamatan. 

Pengelolaan pertambangan mineral logam dan bukan logam 

sebagaimana dimaksud, dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah 

Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.  Ijin 

pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam yang telah  

diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya 

habis dan perpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 

daerah yang berlaku.  Tata cara dan mekanisme usulan penetapan WP 

sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan yang berlaku.  

D. Pariwisata dan Perindustrian 

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lombok Barat 

meliputi:  peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah 

tangga. Kawasan peruntukan industri besar dan sedang diarahkan di 

kawasan pesisir barat Kecamatan Labuapi, Lembar, dan Sekotong. 
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Kawasan peruntukan industri rumah tangga diarahkan pada sentra -

sentra produksi dengan mengedepankan produk -produk unggulan. 

Pengelolaan kawasan peruntukan industri mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pa riwisata meliputi:  

1. Kawasan wisata alam di Pantai Senggigi dan sekitarnya, Kawasan 

pantai Sekotong dan sekitarnya, Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili 

Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, 

Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, 

Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, 

Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu 

Nyangkong, dan Gili Malang, Pantai Induk, Pantai Cemare, Pantai 

Kuranji, Gunung Pengsong, Kawasan Suranadi, dan Kawasan Wisata 

Sesaot; 

2. Kawasan wisata budaya pada Kawasan Taman Narmada, Kawasan 

Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan Gerabah Banyumulek di 

Kecamatan Kediri. 

E. Permukiman 

Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan di daerah yang 

datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan 0% ð 25%, bukan 

lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan 

bencana, aksesibilitas baik, tersedia air bersih yang cukup, drainase 

baik sampai sedang dan tidak berada di wilayah sempadan 

sungai/pantai/mata air/saluran pengairan/daerah aman penerbangan 

dan tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian. Kawasan 

permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana 

dimaksud terdiri atas:  

1. Permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi di 

antaranya dilengkapi dengan sistem transportasi massal pada 

perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, 

Gunungsari, Labuapi; dan 

2. Permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah 

yang di antaranya dilengkapi dengan sarana dan prasarana produksi 
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serta pengolahan di kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan 

(PPL) meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, 

Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, 

Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, 

Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung dan Mambalan. 

F.  Potensi Lain-lain 

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:  

1. Kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata 

sebagaimana dimaksud, dikembangkan di Kecamatan Batulayar, 

Gunungsari, Narmada, Labuapi dan Gerung. 

2. Kawasan peruntukan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud, 

terletak pada Kecamatan Gerung. 

3. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud, 

meliputi kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemerintah di 

bidang pertahanan dan keamanan negara di wilayah darat dan laut 

terletak di Pulau Sepatang/Sophialouisa. 

4. Kawasan pesisir dan pulau ð pulau kecil sebagaimana dimaksud, 

meliputi Gili Kedis, Gili Sudak, Gili  Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, 

Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili  

Asahan,  Gili  Goleng,  Gili  Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ 

Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, Gili 

Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili 

Malang. 

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan 

lingkungan untuk mendukung kehidupan, termasuk menyediakan sumber 

daya alam dan layanan ekosistem yang dibutuhkan oleh manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) adalah 

kapasitas lingkungan untuk menyerap beban pencemaran dan dampak 

negatif dari aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. 
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A. Analisis Daya Dukung Air  

Daya dukung sumberdaya air adalah kemampuan lingkungan atau 

suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi dan 

kehidupan di dalamnya dengan mempertimbangkan potensi 

ketersediaan air yang ada. Berdasarkan data hasil kajian Daya Dukung 

Air Kementerian Lingkungan Hidup, diketahui daya dukung air masing-

masing Kecamatan disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. 4 Status Daya Dukung Air Kabuaten Lombok Barat  

Kecamatan  
Status Daya Dukung Air  

Grand Total  
Belum Terlampaui  Terlampaui  

Batu Layar  1.389,27  2.943,49  4.332,76  

Gerung  16,63  6.151,45  6.168,08  

Gunungsari  4.956,88  3.647,90  8.604,79  

Kediri   2.163,75  2.163,75  

Kuripan  99,64  2.459,74  2.559,38  

Labuapi   2.428,24  2.428,24  

Lembar  315,29  7.438,64  7.753,92  

Lingsar  6.167,85  5.657,04  11.824,89  

Narmada  7.370,89  6.186,06  13.556,95  

Sekotong  10.128,21  22.869,06  32.997,27  

Grand Total  30.444,65  61.945,37  92.390,02  

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022  

Luas kawasan dengan daya dukung air terla mpaui di Kab. Lombok 

Barat seluas 61.945,37  ha dan belum terlampaui seluas 30.444,65 (Ha). 

berdasarkan dari data luas tersebut dapat diketahui bahwa status daya 

dukung air di Kabupaten Lombk Barat masuk dalam kategori 

Terlampaui. Kondisi ini cukup riskan jika perencanaan tata ruang 

kedepan tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang dapat 

menyebabkan degradasi terhadap sumber daya air.    

2.1.1.4. Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem 

Daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem 

adalah analisis kapasitas suatu lingkungan untuk mendukung 

kehidupan manusia dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan 

ekosistem (jasa ekosistem), yang meliputi penyediaan, pengaturan, 

budaya, dan pendukung. Analisis ini bertujuan untuk mengukur 
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kemampuan ekosistem dalam mempertahankan fungsinya bagi 

keberlanjutan sumber daya alam dan manusia.  

 

A. Jasa Ekosistem Penyedia 

Jasa ekosistem penyedia (provisioning services) adalah manfaat 

yang diperoleh manusia secara langsung dari ekosistem. Contoh jasa 

ekosistem penyedia antara lain yaitu pangan, air tawar, bahan baku, 

sumber daya genetic dan produk esositem lainnya. 

1. Jasa Penyedia Pangan 

Secara umum Kabupaten Lombok Barat memiliki daya dukung 

dan daya t ampung jasa ekosistem penyediaan pangan yang sedang 

(warna orange), namun pada wilayah utara  dan wilayah tengah 

memiliki fungsi jasa ekosistem penyediaan pangan yang sangat tinggi  

(Gambar 3.48.). Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem 

penyediaan pan gan tersebut tersebar di 10 kecamatan yaitu 

Sekotong, Lembar, Gerung, Labu Api, Kediri, Kuripan, Narmada, 

Lingsar, Gunung Sari, Batu Layar. Secara umum apabila di lihat dari 

peta. wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki distribusi 

penyediaan jasa penyediaa n pangan sangat tinggi, tinggi dan sedang 

yang lebih dominan.  

Tabel 2. 5 Distribusi Luasan DDDTLH Fungsi Jasa Penyedia Pangan  

di Kabupaten Lombok Barat Berdasarka Unit Kecamatan  

Kecamatan  

 JE Penyediaan Pangan  
Grand 

Total  Sangat 

Rendah  
Rendah  Sedang  Tinggi  

Sangat 

Tinggi  

Batu Layar   205,43   2.959,89  1.191,66  4.356,98  

Gerung  16,96  810,33  1.083,11  674,84  3.562,49  6.147,73  

Gunungsari   143,03   5.797,57  2.667,77  8.608,37  

Kediri   224,25   33,49  1.906,28  2.164,01  

Kuripan   533,41  485,78  637,33  905,81  2.562,34  

Labuapi   185,10  0,57  55,40  2.183,90  2.424,97  

Lembar  1,46  2.677,25  2.937,89  776,52  1.346,23  7.739,35  

Lingsar   39,45  204,93  6.842,95  4.744,12  11.831,45  

Narmada   99,37  4.881,22  3.726,49  4.852,39  13.559,47  

Sekotong  349,34  60,37  30.674,16  2.697,05   33.780,92  

Grand 
Total  

367,76  4.977,99  40 .267,66  24 .201,53  23 .360,65  93 .175,59  

Sumber: P3 E Bali Nusra  



 
 

II - 16  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  
 

Gambar 2. 2 Peta Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Lombok Barat  
 

2. Jasa Penyedia Air Bersih 

Kabupaten Lombok Barat memiliki distribusi penyediaan jasa 

penyediaan air bersih kelas sedang  lebih dominan, diikuti oleh 

penyedia air bersih pada kelas sangat rendah. Secara rinci distribusi 

jasa penyediaan air bersih tersebut dapat dilihat dari  tabel dan peta 

di bawah ini . 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  

 

Gambar 2. 3 Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Lombok Barat  
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Tabel 2. 6  Distribusi Luasan DDDTLH Fungsi Jasa  Penyedia Air Bersih 

di Kabupaten Lombok Barat Unit Kecamatan  

Kecamatan  

JE Penyediaan Air   
Grand 

Total  
Sangat 
Rendah  

Rendah  Sedang  Tinggi  
Sangat 
Tinggi  

Batu Layar   2.661,35  1.372,39  323,24   4.356,98  

Gerung  840,29  1.288,63  3.989,03  28,69  1,10  6.147,73  

Gunungsari   3.265,75  5.077,83  264,79   8.608,37  

Kediri   224,25  1.939,76    2.164,01  

Kuripan   1.124,99  1.437,35    2.562,34  

Labuapi  0,57  201,34  2.223,06    2.424,97  

Lembar  3.383,56  1.687,68  2.649,85  3,05  15,22  7.739,35  

Lingsar   3.848,04  7.888,47  94,94   11.831,45  

Narmada   3.961,57  9.590,19   7,71  13.559,47  

Sekotong  16.905,48  9.044,21  7.787,05   44,19  33.780,92  

Grand Total  21.129,9  27.307,8 1 43.954,9 8 714,7 1 68,2 2 93.175, 59  

Sumber: P3E Bali Nusra  

3. Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik 

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang 

melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan 

manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan 

keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana 

keanekaragaman hayati yang tin ggi akan diikuti dengan sumber 

daya genetik yang melimpah. Sumberdaya genetic juga berkaitan 

dengan pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat 

dan biokimia). Sehingga, ketersediaan dan distribusi sumberdaya 

genetik ditentukan oleh tipe ekosiste m yaitu ekoregion bentangalam 

dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Distribusi luas dan 

peran jasa ekosistem dalam penyediaan sumber daya genetik dapat 

dilihat dari Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

berbasis jasa ekosistem penyedi a sumber daya genetik tersaji pada 

gambar berikut.  
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Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  
 

Gambar 2. 4 Peta Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik  

Kabupaten Lombok Barat  

Tabel 2. 7  Distribusi Luasan DDDTLH Fungsi Jasa Ekosistem Penyedia 
Ssumber Daya Genetik Di Kabupaten Lombok Barat  

Berdasarka n Unit Kecamatan  

Kecamatan  

JE Penyedia Sumber Daya Genetik  
Grand 
Total  Sangat 

Rendah  
Rendah  Sedang  Tinggi  

Sangat 

Tinggi  

Batu Layar    205,43  3.985,45  166,10  4.356,98  

Gerung  91,87  176,41  5.017,59  813,22  48,64  6.147,73  

Gunungsari   60,95  660,02  3.659,03  4.228,38  8.608,37  

Kediri    2.130,53  33,49   2.164,01  

Kuripan  31,32  15,81  1.414,97  997,43  102,82  2.562,34  

Labuapi   1,55  2.369,06  53,85  0,51  2.424,97  

Lembar  138,22  259,78  6.730,30  594,99  16,07  7.739,35  

Lingsar   163,77  1.486,51  4.658,16  5.523,01  11.831,45  

Narmada    1.915,04  5.357,61  6.286,82  13.559,47  

Sekotong   996,90  21.675,05  10.903,15  205,82  33.780,92  

Grand Total  261,4 1 1.675,1 7 43.604,50  31.056,3 8 16.578,1 7 93.175, 59  

Sumber : P3E Bali Nusra 2023  

B. Jasa Ekosistem Pengaturan 

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia 

dari hasil pengaturan proses ekosistem, termasuk mempertahankan 
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kualitas udara, pengaturan iklim, kontrol terhadap erosi, pengaturan 

terhadap penyakit dan penjernihan air. Jasa ini membantu menjaga 

keseimban gan lingkungan yang mendukung kehidupan . Jasa ekosistem 

pengaturan terbagi dalam bebrapa jenis yaitu pengaturan iklim, tata air 

dan pengendalian bencana, kualitas udara, dan lain -lain.  

1. Jasa Pengaturan Iklim Lokal 

Isu perubahan iklim adalah isu yang saat ini telah dianggap 

sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di 

berbagai wilayah. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak 

ramah lingkungan, serta perkembangan -perkembangan lainnya 

menyebabkan kondisi iklim dirasakan mengalami perub ahan. Hal 

tersebut antara lain dapat diindikasikan dengan naiknya suhu udara 

pada beberapa wilayah di dunia. Keberadaan tumbuh -tumbuhan 

hijau menjadi penting, mengingat penyerapan karbondioksida dan 

pelepasan oksigen ke udara  sangat dipengaruhi oleh proses  

fortosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau (berklorofil) untuk 

menjaga fungsi hutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  

Gambar 2. 5 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Lokal   
Di Kabupaten Lombok Barat  
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Tabel 2. 8 Distribusi Luasan DDDTLH Fungsi Jasa Ekosistem 

Pengaturan  Iklim Lokal di Kabupaten Lombok Barat  

Berdasarkan Unit Kecamatan  

Kecamatan  

J asa Ekosistem  Penaturan Iklim   

Grand 

Total  
Sangat 
Rendah  

Rendah  Sedang  Tinggi  
Sangat 
Tinggi  

Batu Layar   205,43  586,33  3.399,12  166,10  4.356,98  

Gerung  0,21  552,74  5.057,70  537,09   6.147,73  

Gunungsari   143,03  1.345,09  2.891,88  4.228,38  8.608,37  

Kediri   224,25  1.939,76    2.164,01  

Kuripan  12,00  144,49  1.397,89  1.007,96   2.562,34  

Labuapi   186,65  2.237,81   0,51  2.424,97  

Lembar   966,58  6.131,64  641,14   7.739,35  

Lingsar   39,45  1.707,75  4.505,25  5.579,00  11.831,45  

Narmada   99,37  1.815,66  4.968,42  6.676,01  13.559,47  

Sekotong   1.249,07  23.416,04  5.351,68  3.764,14  33.780,92  

Grand Total  12,21  3.811,06  45.635,6 7 23.302,5 4 20 .414,1  93.175, 59  

Sumber : P3E Bali Nusra 2023  

2. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air (Drainase Alami) 

Pada saat kini permasalahan terkait ketersediaan air semakin 

dirasakan, ketersediaan air bersih yang semakin menurun baik 

kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah dengan peningkatan 

jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kebutuhan akan air 

menjadi semak in tinggi. Disisi lain, perubahan tutupan lahan dari 

tutupan bervegetasi menjadi lahan terbangun, khususnya pada 

wilayah perkotaan akan berdampak pada terganggunya fungsi 

pengendalian banjir dan erosi. Gangguan tata air ini dapat 

menimbulkan banjir yang me rusak berbagai aset ekonomi seperti 

jalan, bangunan atau pemukiman, areal pertanian dan saat musim 

kemarau debit air menyusut dan kelangkaan air bersih terjadi. 

Kelangkaan air bersih ini menimbulkan biaya dalam bentuk uang, 

tenaga, waktu yang lebih tinggi untuk pengadaannya. Konsekuensi 

yang ditimbulkan oleh penurunan kuantitas dan kualitas air, 

terhadap sistem produksi barang dan jasa cukup besar. Hal ini 

tentunya akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

di suatu wilayah. Sebaran kondisi fungs i jasa ekosistem pengaturan 

tata aliran air ditunjukkan pada gambar dan tabel  berikut.  
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Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  

Gambar 2. 6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air  

(Drainase Alami) Di Kabupaten Lombok Barat  
 

Tabel 2. 9  Distribusi Luasan DDDTLH Fungsi Jasa Ekosistem Pengaturan 
Tata Aliran Air (Drainase Alami) Di Kabupaten Lombok Barat  

Berdasarkan Kecamatan  

Kecamatan  

JE Penaturan Tatanan Air  
Grand 

Total  Sangat 

Rendah  
Rendah  Sedang  Tinggi  

Sangat 

Tinggi  

Batu Layar  201,12  47,05  3.073,39  1.035,42   4.356,98  

Gerung  3.644,81  1.097,77  1.389,61  15,54   6.147,73  

Gunungsari  605,39  374,93  3.370,41  2.226,80  2.030,84  8.608,37  

Kediri  1.235,73  894,79  33,49    2.164,01  

Kuripan  481,56  482,08  1.034,16  564,55   2.562,34  

Labuapi  2.078,15  306,65  39,67  0,51   2.424,97  

Lembar  1.925,06  3.840,24  1.725,58  248,47   7.739,35  

Lingsar  244,62  1.407,64  3.737,00  3.057,67  3.384,51  11.831,45  

Narmada  18,57  1.896,47  3.869,91  3.671,31  4.103,21  13.559,47  

Sekotong  911,54  19.572,37  9.403,34  3.893,68   33.780,92  

Grand Total  11.346,55  29.919,99  27.676,5 6 14.713,9 5 
9.518,5

6 
93.175, 59  

Sumber : P3E Bali Nusra  2023  

3. Jasa Pengaturan Kualitas Udara 

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai 

polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor -faktor meteorologis 

(angin, suhu, hujan,dan sinar matahari), serta pemanfaatan ruang di 

permukaa n bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, 
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semakin dinamis kualitas udara. Oleh karena itu, kualitas udara 

sangat berkaitan dengan ekosistem. Sebagai contoh, jasa 

pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada 

daerah bertopografi t inggi umumnya lebih baik dibanding dengan 

daerah nonvegetasi  

Tabel 2. 10   Distribusi Luasan DDTLH Fungsi Jasa Ekosistem 
Pengaturan Kualitas Udara Di Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan 

Unit Kecamatan  

Kecamatan  

JE Penngaturan Kualitas Udara   

Grand 
Total  

Sangat 

Rendah  
Rendah  Sedang  Tinggi  

Sangat 

Tinggi  

Batu Layar  - - 3.203,83  987,05  166,10  4.356,98  

Gerung  - 1.136,52  4.950,49  60,73  - 6.147,73  

Gunungsari  - 78,22  4.195,06  106,72  4.228,38  8.608,37  

Kediri  - - 2.164,01  - - 2.164,01  

Kuripan  - 90,17  1.903,50  568,67  - 2.562,34  

Labuapi  - 2,13  2.422,33  - 0,51  2.424,97  

Lembar  - 4.264,95  3.209,86  261,70  2,84  7.739,35  

Lingsar  - 169,88  5.219,38  919,18  5.523,01  11.831,45  

Narmada  - - 5.777,24  1.495,41  6.286,82  13.559,47  

Sekotong  300,75  19.986,22  9.555,94  3.824,65  113,36  33.780,92  

Grand Total  300,75  25.728,09  42.601,64  8.224,11  16.321,02  93.175, 59  

Sumber : P3E Bali Nusra 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Barat 2025 -2029  

Gambar 2. 7 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Di 

Kabupaten Lombok Barat  
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2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 

A. Indeks Ketahanan Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan ( Food Security Index ) adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah 

atau negara . Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran yang mencakup 

berbagai aspek untuk menilai ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan 

stabilitas pangan di suatu wilayah. Indeks ini memberikan  gambaran 

tentang sejauh mana suatu wilayah mampu memastikan bahwa seluruh 

penduduknya memiliki akses yang cukup terhada p pangan yang bergizi 

dan aman. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat 

disajikan pada tabel berikut. 

 

Sumber:  DIKPANGAN Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 -2024  

 

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dalam periode 

2020 -2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan nilai yang 

tetap berada di kisaran 73 -76 persen. Pada tahun 2020, indeks 

ketahanan pangan mencapai 75,92 persen, kemudian mengalami 

penu runan menjadi 74,7 persen pada tahun 2021. Di tahun 2022, 

terjadi kenaikan tipis menjadi 74,76 persen, namun kembali turun 

menjadi 73,44 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks ini 

kembali meningkat signifikan menjadi 75,74 persen. Secara 

keseluruh an, meskipun terdapat variasi tahunan, Kabupaten Lombok 

Barat mampu mempertahankan tingkat ketahanan pangan yang cukup 
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baik, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas 

ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakatnya.  Indeks Ketahanan 

Pangan (IKP) Kabupaten Lombok Barat pada peringkat 327 secara 

nasional  (tahun 2024) . Meskipun berada di peringkat tersebut, angka ini 

mencerminkan potensi yang cukup baik dalam hal ketahanan pangan.  

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 

Prevalensi Ketidak  cukupan Konsumsi Pangan (PoU) adalah 

proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi 

energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif .  

 

 

           Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025   

Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan 

Konsumsi Pangan  di Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( Prevalenc e of 

Undernourishment  atau  PoU) di Kabupaten Lombok Barat, yang 

menggambarkan proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan 

konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan 

aktif, menunjukkan fluktuasi dalam periode 2020 -2024. Pada tahun 

2020, prevalensi PoU sebesar 2 ,4 persen dengan jumlah penduduk 

undernourish sebanyak 17.316 jiwa, kemudian menurun menjadi 2,32 

persen (16.944 jiwa) pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, 

721.481 730.360 742.074 753.641 763.556

17.316 16.944

21.001

18.238

25.561

2,4 2,32 2,83 2,42 3,35
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2020 2021 2022 2023 2024

Ketidakcukupan Pangan

Jumlah Penduduk Penduduk Undernourish PoU



 
 

II - 25  
 

prevalensi meningkat menjadi 2,83 persen dengan 21.001 jiwa 

undernourish, sebelum turun kembali menjadi 2,42 persen (18.238 jiwa) 

di tahun 2023. Di tahun 2024, prevalensi PoU mengalami kenaikan 

signifikan menjadi 3,35 persen dengan jumlah penduduk undernourish 

mencapai 25.561 jiwa. Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya 

penurunan, peningkatan pr evalensi dan jumlah penduduk undernourish 

pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya penguatan program 

ketahanan pangan untuk memastikan akses pangan yang memadai bagi 

seluruh masyarakat.  

C. Konsumsi Listrik Per Kapita 

Tingkat konsumsi listrik sering kali menja di indikator dari 

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatnya penggunaan 

teknologi di berbagai sektor. Ketika ekonomi tumbuh, aktivitas industri, 

komersial, dan rumah tangga cenderung meningkat, sehingga 

membutuhkan lebih banyak listrik. Selain itu, den gan adanya 

peningkatan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan akan listrik untuk 

mengoperasikan berbagai perangkat dan sistem teknologi juga 

meningkat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa peningkatan 

konsumsi listrik ini diimbangi dengan upaya pengel olaan energi yang 

efisien dan berkelanjutan. Tingkat konsumsi listrik di Lombok Barat 

disajikan pada tabe l berikut.  

Tabel 2. 11  Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 -202 4 

No Tahun  Total Konsumsi Listrik  
Jumlah 

Penduduk  

Konsumsi 

Listrik Per 
Kapita (kWh)  

1 2020  161.612.168  721.481  224  

2 2021  331.375.365  731.820  453  

3 2022  313.437.143  744.309  421  

4 2023  334.798.376  753.640  444  

5 2024  312 .810 .674 * 765 .050  409*  
Sumber : PLN Unit Induk Wilayah NTB, Tahun 2024  
Keterangan *Data Konsumsi Listrik sampai tanggal 5 Oktober 2024  

 

Tingkat konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lombok Barat 

masih rendah yaitu 444 kW h (tahun 2023), dan 409 k Wh (Oktober 2024) 
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masih jauh lebih rendah dari rata -rata konsumsi listrik di Indonesia 

yang mencapai 1.285 kWh per kapita pada tahun 2023. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah ini juga relatif rendah. 

Konsumsi listrik yang rendah seringkali berkaitan dengan tingkat 

penggunaan tekn ologi yang masih minim dan sektor ekonomi yang 

belum sepenuhnya berkembang.  

D. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Akses Air 

Bersih/Cakupan Perpipaan) 

Air bersih merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. 

Peningkatan jumlah penduduk menunt ut sarana prasarana pendukung, 

salah satunya terkait ketersediaan sarana air minum layak. Pelayanan 

air bersih, khususnya air minum perpipaan, dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.  

 

Sumber: Dinas PUTR Kab Lombok Barat, 2025  

Gambar 2. 10  Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses 

Terhadap Air Minum Layak Tahun 2020 -2024  

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 

layak di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan peningka tan yang 

konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat 

sebesar 81,12  persen , kemudian meningkat menjadi 82,13  persen  pada 

tahun 2021, dan terus naik menjadi 83,08  persen  pada tahun 2022. 

Peningkatan yang signifikan terjadi pada tah un 2023, di mana 

persentasenya melonjak menjadi 93,53  persen , dan pada tahun 2024, 

81,12 82,13 83,08

93,53 94,45

70

75

80

85

90

95

100

2020 2021 2022 2023 2024

Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air 

Minum Layak (Persen)



 
 

II - 27  
 

persentase tersebut mencapai 94,45  persen , mencerminkan upaya 

berkelanjutan dalam meningkatkan akses air minum layak bagi rumah 

tangga di wilayah tersebut.   

Mengingat capaian untuk akses air minum layak sudah cukup 

tinggi, maka untuk perencanaan selanjutnya akan digunakan metode 

perhitungan yang berbeda dengan capaian tersebut diatas. Salah satu 

pertimbangannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas air minum 

yang dap at diakses oleh masyarakat. Maka, untuk indikator air minum 

yang digunakan adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum perpipaan, dengan data baseline nya adalah 

sebesar 40,38 % di tahun 2024.  

2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas 

Menje laskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan sebagai p arameter 

bidang urusan lingkungan hidup. Capaian IKLH dan komponen 

pembentuk IKLH di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut . 

Tabel 2. 12  Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup  

Kab upaten  Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No Indikator Kinerja  Satuan  
Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 Persentase 

Pengelolaan 

Sampah  

Persen 60,03  61, 15  61 ,41  61,4 2 61,43  

2 Indeks Kualitas 

Udara  

Indeks  90,39  89,7 3 91,2 0 91, 69  94,24  

3 Indeks Kualitas Air 
(dengan 11 

parameterPH, COD, 

DO, TSS, Fe, Mn, 

Tds, DHL dan 
Suhu, e -coli dan 

BOD5)  

Indeks  50,91  54, 26  46,7 2 48,95  43,42  

4 Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan  

Indeks  46,08  46,8 3 46,7 2 49, 17  49,88  

 5 IKLH  Indeks  60,82  67 ,00  64,7 3 66,3 1 65,42  

Sumber  : Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Lombok  Barat,  202 4 
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Dari tahun ke tahun, capaian indikator bidang urusan lingkungan 

hidup cukup fluktuatif. Persentase pengelolaan sampah dengan capaian 

60,03 di tahun 2020, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 

2023 dengan capaian 61,42 persen. Sementara itu Indeks kualitas udara 

tahun 2020 sebesar 90,39 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 

menjadi 89,73, dan meningkat berturut -turut di tahun 2022,  tahun 

2023, dan 2024 dengan capaian 91,20 dan 91,69 serta 94,24. Untuk 

in deks kualitas lahan pada tahun 2020 mencapai 46,08 dan mengalami 

peningkatan menjadi 46,83 pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 

mengalami penurunan  menjadi 46, 72, dan kembali meningkat di tahun 

2023 menjadi 49,17, serta tahun 2024 sebesar 49,88 . 

Pengukur an kualitas air sungai, kualitas fisika diukur 4 parameter 

yaitu parameter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Dari 

hasil pengukuran keempat parameter tersebut dari 22 titik di 11 sungai 

kondisinya baik. Pengukuran kualitas air dilakukan pada p arameter 

suhu, pH, COD, DO, TSS, Fe, Mn, TDS, DHL, E -coli dan BOD5. Hasil 

pengukuran menunjukkan nilai Indeks Pencemaran untuk 3 sungai 

kondisi cemar ringan dan 8 sungai kondisi baik dari total 11 sungai yang 

diukur atau sekitar 72,73% sungai dalam kondisi  baik. Sedangkan 

untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi 

digunakan dua parameter yaitu total Coli  dan E Coli . 

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak 

Sanitasi layak merupakan  fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat 

kesehatan, di mana penggunaan kloset menggunakan jenis leher angsa 

dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Sistem Pengolahan Air Limbah 

(SPAL). Untuk memenuhi target akses universal yaitu terc apainya  

Gerakan 100 -0-100 sesuai dengan gerakan yang dicanangkan 
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pemerintah pusat, terkait akses sanitasi layak berikut adalah capaian di 

Kabupaten Lombok Barat.  

 

Sumber : Dinas P UPR Kabupaten Lombok Barat, 202 5 

  Gambar 2. 11  Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap 
Sanitasi Layak  

Capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Lombok Barat telah 

melampaui target tahun 2024 yaitu 87,99 persen dengan capaian  

sebesar 90,58 persen . Hal ini menunjukkan  keberhasilan dalam 

penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai bagi masyarakat. Jumlah 

tangki septik atau MCK yang tersedia di seluruh kabupaten merupakan 

hasil akumulasi dari pembangunan yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Di nas Kesehatan, ditambah 

dengan pembangunan secara swadaya oleh masyarakat. Saat ini, 

cakupan layanan sanitasi telah menjangkau 214.568 Kepala Keluarga 

(KK) dari total penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 

237.844 KK atau setara dengan 742.303 jiwa . Pencapaian ini 

mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas hidup melalui sanitasi yang layak.   

Untuk meningkatkan kualitas sanitasi yang diakses oleh 

masyarakat maka untuk perencanaan selanjutnya akan 

memperhitungkan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses 

terhadap sanitasi aman yaitu sanitasi yang kedap. Kondisi eksisting 

untuk capaian tersebut di tahun 2024 adalah sebesar 8,24%.  
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C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. 

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan 

Sampah.  

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat menjadi isu 

penting seiring dengan meningkatnya aktivitas penduduk dan 

wisatawan. Belum semua sampah yang dihasilkan dapat ditangani 

secara optimal .  

Tabel 2. 13  Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No Indikator  2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Jumlah Sampah Yang Terangkut 
ke TPA (Ton/hari)  

100,2  98,5  100,5  100,6  100,80  

2 
Jumlah Sampah Yang Terkelola 

(Ton/Hari)  
175,41  178,50  182,28  185,15  188,15  

3 
Jumlah Sampah Tidak Terkelola 

(Ton/Hari)  
112,01  113,64  114,55  116,30  118,13  

4 
Jumlah Timbulan Sampah 

(Ton/Hari)  
287,42  292,14  296,83  301,46  306,28  

5 
Persentase Sampah Yang 

Tertangani ( %)  
53,2  52,1  51  50,5  50,20  

6 
Persentase Sampah Yang di 

Kurangi (%)  
7,83  9,00  10,41  10,92  11,23  

7 
Persentase Sampah Tidak Terkelola 
(%) 

38,97  38,9  38,59  38,58)  38,57  

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab upaten  Lombok Barat, 202 5 

Persentase pengelolaan sampah dengan capaian 61,03 persen di 

tahun 2020, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan 

capaian 61,43 persen.  Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah 

yang dilakukan masih perlu ditingkatkan jika dilihat dari capa ian 

pengelolaan sampah sela 5 (lima) tahun peningkatannya hanya 0,40 

persen.  

 

2.1.1.7. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

A. Penurunan Intensitas Emisi GRK 

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara 

emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk 

domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut.  

Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan  sinergitas 
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anta ra upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.  

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tiap Kabupaten/Kota di NTB 

disesuaikan secara proporsional dengan nilai PDRB ( ADHK ). Capaian 

PDRB (ADHK ) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 sebesar Rp 

11 ,38 triliun atau sebesar 10,89 persen dari PDRB ( ADHK ) provinsi NTB 

yang sebesar 104,49 triliu n. Dengan demikian, target penurunan emisi 

Kabupaten Lombok Barat sebesar 10,89 persen dikalikan target 

penurunan emisi NTB yang sebesar 25 persen, yaitu menjadi 2,83 

persen.  

B. Indeks Risiko Bencana dan Wilayah Rawan Bencana 

Dalam konteks indeks risiko, ting kat kebencanaan dievaluasi 

berdasarkan tiga komponen utama, yakni bahaya, kerentanan, dan 

kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Kapasitas ( capacity ) 

dievaluasi dengan memanfaatkan pendekatan tingkat ketahanan 

daerah, dengan tujuh prioritas sebagai berikut:  (1) Penguatan kebijakan 

dan lembaga; (2) Evaluasi risiko dan perencanaan terpadu; (3) 

Pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan logistik; (4)  Penanganan 

tematik di kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas 

pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Penguatan kesiapsiagaan dan 

penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan 

bencana. Berikut adalah trend capaian  Indeks Risiko  Benca na (IRB) 

Kabupaten Lombok Barat .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  BPBD Kabupaten  Lombok  Barat,  202 5 

Gambar 2. 12  Trend Capaian Indeks Risiko Bencana  

Kabupaten Lombok Barat , Provinsi NTB dan Nasional  
Tahun 2020 -2024  

161,83 145,84 129,66 116,90 107,22
128,05 122,33 119,83 115,37 113,64

141,65 138,81 135,56 132,25 128,52

2020 2021 2022 2023 2024
Lombok Barat Provinsi NTB Nasional
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Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Barat sampai 

dengan tahun 202 0 masih dalam  kategori  tinggi , dan tahun 2021 

sampai dengan 2024 termasuk kategori sedang .  Berdasarkan data dan 

informasi bencana, Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah rawan 

bencana yang mel iputi banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa 

bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrem, tanah 

longsor, kebakaran hutan, dan tsunami. Untuk itu sangat diperlukan 

upayan penurunan indeks risiko bencana dengan peningkatan kapasitas 

pena nggulangan bencana di daerah dengan Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD).  

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan performa yang baik  dalam 

penurunan risiko bencana, dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang 

terus menurun secara signifikan dari 161,83 (2020) menjadi 107, 22 

(2024), turun 33,7% dalam lima tahun, mencerminkan efektivitas 

program mitigasi bencana di tingkat lokal. Provinsi NTB mengalami 

penurunan  risiko bencana dari 1 28,05 (2020) menjadi 113,64  (2024) .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber:  Badan Informasi Geospasial, 2022  

Gambar 2. 13  Peta Rawan Bencana Kabupaten Lombok Barat  
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Tabel 2. 14  Bencana yang Terjadi di Kabupaten Lombok Barat Menurut 

Jenis Bencana Sepanjang Tahun 2020 -2024  

Jenis Bencana  2020  2021  2022  2023  2024  

Angin Putting Beliung  8 1 4 - 12  

Banjir  13  40  10  1 8 

Longsor  11  47  10  1 3 

Kebakaran hutan  - 0 0 1 2 

Kekeringan  3 0 4 1 5 

Gelombang Pasang  - 2 3 1 2 

Gempa Bumi  - - 0 1 - 

 Sumber:  BPBD Kabupaten  Lombok  Barat,  202 5 

C. Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan inisiatif untuk 

mengevaluasi kapasitas penanggulangan bencana di wilayah 

administratif, termasuk di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 

Penilaian IKD menjadi bagian penting dalam penyusunan Indeks Risiko 

Bencana Indonesia (IRBI) dan juga berperan dalam pembaruan peta 

risiko bencana. Indeks Ket ahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lombok 

Barat , disajikan pada Tabel berikut.   

Tabel 2. 15  Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 -2024  

Tahun  
Perkuatan  

Kebijakan  dan  

Kelembagaan  

Pengkajian 

dan  
Perencanaa

n Terpadu  

Pengembanga

n Sistem  
Informasi,  

Diklat  dan  

Logistik  

Penanganan  

Tematik  
Kawasan  

Rawan  

Bencana  

Peningkata

n  

Efektivitas  
Pencegahan 

dan  Mitigasi  
Bencana  

Perkuatan  

Kesiapsiagaan  

dan  
Penanganan  

Darurat  
Bencana  

Pengembanga

n  Sistem  
Pemulihan  

Bencana  

IKD  Kelas  

2020  0,7  0,8  0,8  0,63  0,3  0,57  0,67  0,64  SEDANG  

2021  0,98  1,00  0,99  0,70  0,70  0,57  0,78  0,72  SEDANG  

2022  0,98  1,00  0,99  1,00  0,78  0,57  0,78  0,72  SEDANG  

2023  0,98  0,57  100  100  0,98  0,63  0,78  0,76  SEDANG  

2024  0,97  0,80  0,83  1,00  0,80  0,64  0,83  0,78  SEDANG  

Sumber :  BPBD Kabupaten  Lombok  Barat,  202 5 

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 202 4 

termasuk dalam kategori sedang. Masih diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kapasitas daerah menuju Kabupaten Lombok Barat 

Tangguh Bencana.  
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D. Penanganan Kebakaran 

Berdasarkan  Permen PU No. 20/PRT/M/2009 c tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Perkotaan mencantumkan bahwa unit pemadam 

kebakaran harus mampu mencapai lokasi dalam waktu 15 menit di 

daerah yang lebih padat. Capaian indikator tin gkat waktu tanggap 

(respon time ) penanganan kebakaran di Kabupaten Lombok Barat 

disajikan pada tabe l berikut.    

Tabel 2. 16  Capaian Indikator Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Ttime ) 

Penanganan Kebakaran Di Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2022 -2024  

No 
Jenis 

Pelayanan  
Indikator  

Capaian  

2022  2023  2024  

1 

Layanan 

Pemadaman 
Penyelamatan 

dan Evakuasi 
oleh petugas 

PMK 

Tingkat tanggap 
waktu ( Response 

Time Rate ) 

86,05 %  73,42 %  80,43 %  

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Bara t, 2025  

 

Tingkat tanggap waktu ( Response Time Rate ) pemadaman 

kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan fluktuasi dalam 

tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 86,05% pada tahun 2022, menurun 

menjadi 73,42% pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali 

menjadi 80,43% pada tahun 2024. Namun, pencapaian tersebut belum 

optimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana dan 

prasarana pemadam kebakaran yang masih sangat minim. Salah satu 

faktor utama adalah usia kendaraan khusus pema dam kebakaran 

(Ransus) yang sudah tua dan memerlukan peremajaan dengan unit baru 

untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan respons dalam menangani 

kasus kebakaran.  

2.1.1.8. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Dinamika penduduk merupakan suatu kondisi dimana saat 

struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan 

akibat terjadinya proses demografi diantaranya adalah kelahiran, 

kematiaan perpindahan (migrasi). Pertumbuhan penduduk di pengaruhi 
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oleh tiga element utama yaitu fertilitas (tingkat kelahiran) , mortalitas 

(tingkat kematian), dan perpindahan (migrasi).  Jumlah dan laju 

pertumbuhan p enduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-202 4 

disajikan pada gambar  berikut.  

 

 Sumber :  BPS Lombok  Barat,  202 5 

Gambar 2. 14  Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat menunjukkan 

pertumbuhan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, dimulai 

dari 721.480 jiwa pada tahun 2020, meningkat menjadi 731.810 jiwa di 

tahun 2021, 744.309 jiwa di tahun 2022, 753.641 jiwa di tahun 2023, 

dan mencapai 762.757 jiwa di tahun 2024. Laju pertumbuhan 

penduduknya bervariasi, dengan angka 1,38 persen pada tahun 2020, 

kemudian naik menj adi 1,91 persen di tahun 2021, turun sedikit 

menjadi 1,71 persen di tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 1,21 

persen di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan 

kembali meningkat menjadi 1,58 persen. Pertumbuhan penduduk ini 

mencerminkan din amika kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, 

yang dipengaruhi oleh faktor -faktor seperti kelahiran, migrasi, dan 

kebijakan kependudukan, sekaligus menuntut perencanaan 

pembangunan yang tepat untuk memastikan keseimbangan antara 

pertumbuhan penduduk dan ke tersediaan sumber daya.  

2.1.1.9. Rasio Penduduk  

Rasio ketergantungan ( dependency ratio ) adalah indikator 

demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk non -

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Penduduk Lombok Barat 704.586 731.810 744.309 753.641 762.757

Laju Pertumbuhan Penduduk
Kab. Lobar

1,38 1,91 1,71 1,21 1,58
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produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan 

penduduk produktif (usia 15 -64 tahun). Rasio ini digunakan untuk 

menilai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia 

produktif dalam memenuhi kebutuhan kelompok usia non -produktif. 

Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tekanan pada 

penduduk usia kerja untuk menye diakan sumber daya bagi kelompok 

yang bergantung.  Rasio ketergantungan penduduk Lombok barat tahun 

2020 -2024 disajikan pada Gambar berikut.  

 

Sumber : BPS Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 15  Rasio Ketergantungan Penduduk  
Kab upaten  Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil selama periode 2020 hingga 

2024. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 47,04, 

yang kemudian meningkat menjadi 47,32 di tahun 2021, dan terus nai k 

menjadi 47,63 di tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan 

mencapai 47,91, namun pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 

47,44. Rasio ketergantungan ini mengindikasikan proporsi penduduk 

non -produktif (usia muda dan lanjut usia) yang bergantun g pada 

penduduk produktif (usia kerja). Meskipun mengalami sedikit kenaikan 

dalam beberapa tahun, penurunan pada tahun 2024 menunjukkan 

adanya perbaikan dalam struktur demografi, yang dapat menjadi 

peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan  

masyarakat jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan 

kerja.  

Selanjutnya jumlah Penduduk non -produktif mencakup kelompok 

usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun yang secara ekonomi 

bergantung pada pendud uk usia produktif (15 -64 tahun) , di Kabupaten 

Lombok Barat disajikan pada gambar berikut.  

 

Sumber  BPS Lombok Barat, 2024  
Gambar 2. 16  Jumlah Penduduk Produktif dan Non Produktif  

Kab upaten  Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Persentase penduduk non -produktif di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi selama 

periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 , persentase penduduk non -

produktif tercatat sebesar 31,99 persen, yang kemudian meningkat 

menjadi 32,12 persen di tahun 2021, dan terus naik menjadi 32,26 

persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase ini mencapai 32,39 

persen, namun pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 32,17 

persen. Penduduk non -produktif mencakup kelompok usia di bawah 15 

tahun dan di atas 64 tahun yang secara ekonomi bergantung pada 

penduduk usia produktif (15 -64 tahun). Meskipun persentasenya 

mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa tahun, penurunan pada 

tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur demografi . 
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Jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Lombok Barat disajikan 

pada gambar berikut.  

 

Sumber  BPS Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 17  Penduduk Lanjut Usia Kab upaten  Lombok Barat  
Tahun 2020 -2024  

 

Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Lombok Barat 

mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 

2024. Pada tahun 2020, jumlah lansia tercatat sebanyak 53.880 jiwa, 

kemudian meningkat menjadi 56.570 jiwa di tahun 2021, dan terus 

bertambah menjadi 59.420 jiwa di tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah 

lansia mencapai 62.470 jiwa, dan pada tahun 2024, angka tersebut 

melonjak menjadi 69. 104 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan tren 

penuaan penduduk (aging population) yang signifikan di Kabupaten 

Lombok Barat, yang dipengaruhi oleh faktor -faktor seperti peningkatan 

harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Fenomena ini 

menuntut perhatian s erius dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

untuk menyiapkan kebijakan dan program yang mendukung 

kesejahteraan lansia, seperti layanan kesehatan, jaminan sosial, dan 

fasilitas yang ramah lansia, guna memastikan kualitas hidup yang lebih 

baik bagi kelom pok usia tersebut.  
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2.1.1.10.  Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk per kilometer persegi di beberapa kecamatan 

di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan variasi yang signifikan, 

mencerminkan perbedaan distribusi penduduk di wilayah tersebut.   

Sumber  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 18  Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024  
 

Kecamatan Labuapi mencatat kepadatan tertinggi dengan 3.341,67 

jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Kediri dengan 3.207,9 jiwa per 

kilometer persegi, menunjukkan konsentrasi penduduk yang tinggi di 

kedua wilayah ini. Kecamatan Gerung juga memiliki kepadatan yang 

cukup tinggi, yaitu 1.578,91 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, 

kecamatan seperti Kuripan (1.795,73 jiwa/km²), Batul ayar (1.310,82 

jiwa/km²), dan Gunungsari (1.171,41 jiwa/km²) memiliki kepadatan 

yang relatif sedang. Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan lebih 

rendah antara lain Lembar (765,34 jiwa/km²), Narmada (859,45 

jiwa/km²), Lingsar (693,51 jiwa/km²), dan Sekot ong (205,04 jiwa/km²), 

yang menunjukkan penyebaran penduduk yang lebih merata dan kondisi 

geografis yang mungkin lebih luas atau berbukit.  
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2.1.1.11. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 

Proyeksi penduduk Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2025 

hingga 2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat, 

seiring dengan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor -

faktor seperti angka kelahiran, migrasi, dan peningkatan harapan hidup.  

Angka proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2029 disajikan 

pada tabe l berikut.  

Tabel 2. 17   Proyeksi Penduduk Laki -laki dan Perempuan  

Kab upaten  Lombok Barat Tahun 2025 -2029  

Umur  2025  2026  2027  2028  2029  

1 2 3 4 5 6 

0 - 4 68,8  68,38  67,94  67,5  67,08  

5 - 9 69,5  69,05  68,82  68,84  69,03  

10 - 14  70,68  72,03  72,41  71,95  70,97  

15 - 19  57,26  59,43  62,29  65,44  68,36  

20 - 24  56,23  55,65  55,25  55,22  55,81  

25 - 29  61,38  60,38  59,34  58,33  57,43  

30 - 34  65,26  65,1  64,7  64,09  63,3  

35 - 39  63,8  64,66  65,34  65,84  66,13  

40 - 44  58,54  59,61  60,83  62,12  63,34  

45 - 49  54,44  55,53  56,35  57  57,7  

50 - 54  45,04  46,82  48,71  50,57  52,27  

55 - 59  36,09  37,62  39,07  40,51  42,01  

60 - 64  26,38  27,82  29,39  31,02  32,64  

65 - 69  18,81  19,77  20,74  21,75  22,84  

70 - 74  12,08  12,78  13,54  14,35  15,2  

75+  12,02  12,71  13,44  14,22  15,06  

Total  776,3  787,34  798,16  808,76  819,14  

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024  

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan mengenai kondisi 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial yang 

menjadi sasaran dari perkembangan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Lombok Barat. Capaian dari aspek kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi merupakan permasalahan mendasar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan gairah 

perekonomian masyarakat yang masih bersifat fluktuatif. Beberapa 
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faktor yang mempengaruhi kontribusi perekonomian di Kabupaten 

Lombok Barat adalah kemampuan berproduksi dari setiap lapangan 

usaha , serta aktivitas perbankan yang dicapai oleh lapangan usaha jasa 

keuangan dan asuransi.  

Pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus pada kesejahteraan 

sosial, kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari 

berbagai fokus utama pembangunan, seperti pertumbuhan PDRB, laju 

inflasi, PDRB per kapita dan kemiskinan. Sedangkan kondisi 

kesejahteraan sosial dapat diketahui dari beberapa aspek, yakni Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan Rata -rata Lama Sekolah (RLS). Fokus 

ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pe nduduk 

Lombok Barat.  

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 

2.1.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju 

Pertumbuhan Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memiliki peran utama 

dalam memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi dan 

perkembangan pembangunan di be rbagai tingkat pemerintahan seperti 

provinsi, kabupaten, atau kota selama periode waktu tertentu. PDRB 

dapat dihitung , baik dengan dasar harga berlaku  maupun dasar harga 

konstan. Esensinya, PDRB mencerminkan total nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh bisnis dan unit ekonomi yang beroperasi di 

wilayah tertentu. PDRB berdasarkan harga berlaku memperlihatkan 

nilai tambah barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga 

saat itu, sementara PDRB dengan dasar harga konstan mencerminkan 

nilai tambah baran g dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga 

yang berlaku pada tahun tertentu sebagai patokan. Nilai PDRB 

Kabupaten Lombok Barat disajikan pada gambar berikut.  
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Sumber  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  
 

Gambar 2. 19  Nilai PDRB ADHB  dan ADHK  Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2020 -2024 (Rp. Trilyun)  

 

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok 

Barat menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama periode 2020 

hingga 2024, baik at as dasar harga berlaku ( ADHB ) maupun atas dasar 

harga konstan ( ADHK ). Pada PDRB ( ADHB ), tercatat peningkatan dari 

14,57 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 15,41 triliun rupiah di tahun 

2021, 16,56 triliun rupiah di tahun 2022, 18,12 triliun rupiah di tahun 

2023, dan mencapai 19,16 triliun rupiah di tahun 2024. Sementara itu, 

PDRB (ADHK ) juga mengalami kenaikan, dimulai dari 10,13 triliun 

rupiah di tahun 2020, naik menjadi 10,47 triliun rupiah di tahun 2021, 

10,83 triliun rupiah di tahun 2022, 11,38 tri liun rupiah di tahun 2023, 

dan mencapai 11,72 triliun rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan ini 

mencerminkan stabilitas dan kemajuan ekonomi Kabupaten Lombok 

Barat, yang didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi riil dan 

pengendalian inflasi, sehingga berkon tribusi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.  
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Sumber  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 20  Lapangan Usaha Unggulan PDRB ADHB   

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024  

 

Berdasarkan capaian PDRB atas dasar harga berlaku ( ADHB ) tahun 

2024, struktur ekonomi Kabupaten Lombok Barat didominasi oleh lima 

lapangan usaha unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian 

daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi 

teratas dengan ko ntribusi sebesar Rp 4,02 triliun (20,99 persen), 

mencerminkan peran penting sektor primer dalam perekonomian. Diikuti 

oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor dengan nilai Rp 2,65 triliun (13,84 persen), yang menunjukkan 

ak tivitas perdagangan yang cukup dinamis. Sektor Transportasi dan 

Pergudangan berkontribusi sebesar Rp 2,24 triliun (11,71 persen), 

menandakan pentingnya mobilitas dan logistik dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Sektor Konstruksi menyumbang Rp 2,10 triliun  

(10,98 persen), mencerminkan perkembangan infrastruktur dan 

pembangunan fisik. Terakhir, sektor Pertambangan dan Penggalian 

memberikan kontribusi sebesar Rp 1,20 triliun (6,27 persen), yang 

menunjukkan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu 

pendo rong ekonomi. Dominasi kelima sektor ini mengindikasikan 

keragaman ekonomi Lombok Barat yang didukung oleh sektor -sektor 
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strategis, sekaligus menjadi dasar untuk penguatan dan pengembangan 

ekonomi ke depannya.  

 

Sumber  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 21  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  
 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang tercermin 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

(ADHK ) menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dalam lima tahun 

terakhir. Pada tahun 2020, PDRB Lombok Barat tercatat sebesar 10,13 

triliun rupiah, namun mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) 

sebesar -7,03 persen akibat dampak pandemi. Pada tahun 2021, 

perek onomian mulai pulih dengan PDRB naik menjadi 10,47 triliun 

rupiah atau tumbuh 3,4 persen. Pertumbuhan ini terus berlanjut di 

tahun 2022 dengan PDRB mencapai 10,83 triliun rupiah atau tumbuh 

3,46 persen, dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 11,38 tril iun 

rupiah dengan pertumbuhan sebesar 5,03 persen. Di tahun 2024, PDRB 

Lombok Barat diproyeksikan mencapai 11,72 triliun rupiah dengan 

pertumbuhan sebesar 3,02 persen yang menunjukkan tren laju 

pertumbuhan yang melambat . Kondisi ini berbanding terbalik dengan 

tingkat pengangguran terbuka menurun, kemiskinan menurun, dan 

inflasi stabil. Perbandingan pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran terbuka, kemiskinan, dan inflasi disajikan pada Gambar 

berikut.  
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Sumber  BPS Lomb ok Barat, 2024  

Gambar 2. 22  Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Inflasi  
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Pertumbuhan ekonomi Lombok Barat menunjukkan pemulihan 

pasca -kontraksi pandemi ( -7,03% pada 2020) dengan pertumbuhan 

positif di tahun -tahun berikutnya. Namun, pada 2024, pertumbuhan 

melambat menjadi  3,02%  (dari 5,03% di 2023), meskipun indikator 

ketenagakerjaan (TPT turun ke  2,75%), kemiskinan (turun ke  12,65% ), 

dan inflasi (1,92%) stabil. Beberapa penjelasan terkait fenomena tersebut 

sebagai berikut : TPT menurun, tetapi pekerjaan yang tercipta didominasi 

sektor informal atau upah rendah (misalnya, perdagangan kecil, jasa 

sederhana, atau UMKM mikro). Pekerjaan  ini menyerap tenaga kerja 

tetapi kontribusinya terhadap PDRB kecil, sehingga pertumbuhan 

ekonomi tidak signifikan meskipun pengangguran turun. Produktivitas 

tenaga kerja stagnan karena kurangnya investasi di sektor bernilai 

tambah tinggi (pariwisata berku alitas yang menurun -0,38 poin, 

konstruksi menurun -9,72 poin , sektor pertambangan dan galian 

menurun -6,03 poin ). Kontraksi Sektor Kunci yang Berkontribusi Besar 

pada PDRB Pariwisata akibat persaingan dengan destinasi lain (Bali, 

Labuan Bajo, KEK Mandalik a). Lombok Barat belum mampu menarik 

wisatawan yang berlabuh di Pelabuhan Gili Emas Lembar, hanya datang 
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berlabuh. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang tidak meningkat 

signifikan. Kemiskinan menurun, tetapi daya beli kelas menengah tidak 

naik drastis. Pe nurunan kemiskinan mungkin berasal dari bantuan 

sosial (BLT, PKH), bukan peningkatan pendapatan yang riil. Upah riil 

pekerja stagnan (upah nominal naik, tetapi tidak cukup untuk 

mendorong konsumsi massal). Inflasi stabil, tetapi permintaan domestik 

lemah, karena masyarakat mungkin lebih menabung karena 

ketidakpastian ekonomi.  

Selanjutnya p erbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lombok Barat, Provinsi NTB, dan Nasional tahun 2020 -2024 disajikan 

pada gambar berikut.  

 
Sumber  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 23  Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dan Nasional  

Tahun 2020 -2024  

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, 

dan nasional menunjukkan dinamika yang beragam. Pada 2020, 

ketiganya mengalami kontraksi akibat pandemi COVID -19, dengan 

Lombok Barat terdampak paling dalam ( -7,03%), sementara NTB ( -

0,62%) dan nasio nal ( -2,03%) lebih resilien. Pemulihan mulai terlihat 

pada 2021 ð2022: Lombok Barat tumbuh positif namun moderat (3,4% 

dan 3,46%), NTB melesat di 2022 (6,95%) didorong sektor pariwisata dan 
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pertanian, sedangkan pertumbuhan nasional konsisten di atas 5% 

(202 2: 5,35%). Tahun 2023, Lombok Barat mencapai pertumbuhan 

tertinggi (5,03%), mengungguli NTB yang melambat (1,8%), sementara 

nasional stabil di 5,06%. Namun, di 2024, Lombok Barat kembali 

melambat (3,02%), lebih rendah  dengan NTB (5,3%) dan nasional 

(5,04%) , mencerminkan tantangan struktural seperti ketergantungan 

pada sektor tradisional dan daya saing yang belum optimal.  Pola ini 

menunjukkan bahwa meski Lombok Barat mampu pulih, konsistensi 

pertumbuhannya masih tertinggal dibanding tingkat provinsi dan 

nasi onal.  

2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok 

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Secara 

absolut, kemiskinan diukur berdasarkan g aris kemiskinan, yaitu 

standar minimum pendapatan atau konsumsi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Secara relatif, kemiskinan merujuk pada 

ketimpangan pendapatan atau sumber daya dibandingkan dengan rata -

rata masyarakat di sekitarnya. Selain i tu, kemiskinan juga dapat bersifat 

multidimensi, mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, 

partisipasi sosial, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga 

pada kemampuan individu  untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan 

masyarakat dan mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, upaya 

pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, 

termasuk peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan 

penciptaan peluang ekonomi.  

Adapun perkembangan persentase dan jumlah penduduk miskin 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini.   
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Sumber :  BPS Kabupaten  Lombok  Barat , 202 5 

Gambar 2. 24  Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin 

Kabupaten Lombok Barat, Tahun 20 20ð202 4 

 

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok 

Barat menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 

2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,28% atau setara 

dengan 100,25 ribu jiwa. Angka ini meningkat pada tahun 2021 m enjadi 

14,47% atau 105,04 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2022, persentase 

penduduk miskin turun menjadi 13,39% dengan jumlah 99,01 ribu jiwa. 

Pada tahun 2023, persentase tersebut sedikit naik menjadi 13,67% atau 

102,71 ribu jiwa, tetapi pada tahun 2024, terj adi penurunan signifikan 

menjadi 12,65% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 96,57 ribu 

jiwa. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kondisi ekonomi dan upaya 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat, yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti pe rtumbuhan ekonomi, program bantuan 

sosial, dan kebijakan pemerintah. Penurunan presentase kemiskinan 

mengisyaratkan bahwa  program -program penanggulangan kemiskinan 

berjalan dengan baik , salah satunya yaitu  pemberian bantuan yang telah 

dilaksanakan tepat wa ktu dan pembaruan data intervensi bantuan 

seperti data P3KE dan  DTKS menyebabkan program pemberian bantuan 

menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu , penurunan laju inflasi 

menyebabkan peningkatan kemampuan masyarkat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten 

Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional disajikan pada gambar 

berikut.  
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Sumber :  BPS Kabupaten  Lombok  Barat , 202 5 
 

Gambar 2. 25  Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat,  
Provinsi NTB dan Nasional  Tahun 2020 -2024  

 

Selama periode 2020 -2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Lombok Barat, Provinsi NTB, dan nasional menunjukkan tren 

penurunan dengan pola yang berbeda. Lombok Barat mengalami 

flu ktuasi dengan puncak kemiskinan 14,47% (2021) sebelum turun 

menjadi 12,65% (2024), mencerminkan tantangan penurunan 

kemiskinan yang berkelanjutan. Provinsi NTB menunjukkan penurunan 

lebih stabil dari 14,23% (2020) menjadi 11,91% (2024), dengan 

pencapaian t erbaik pada 2024 yang berhasil menekan kemiskinan di 

bawah Lombok Barat. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional secara 

konsisten berada di posisi terbaik, turun dari 10,19% (2020) ke 8,57% 

(2024), menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan 

secara nasional.  

Untuk angka kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dihitung dari 

penyesuaian pengeluaran perkapita dalam PPP (purchasing power parity) 

dan penghitungan GKE (Garis Kemiskinan Ekstrem) tiap 

kabupaten/kota merupakan hasil perkalian rasio rata -rata pengeluaran 

dengan GKE Nasional. Pada tahun dasar 2011, kemiskinan ekstrem 

didefinisikan sebagai mereka yang hidup dibawah US $1,9 PPP per hari. 

Dalam laporan Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific  (2024) dari 

World Bank  bahwa pada tahun 2024 nilai US $1,9 PPP = R p.11.924,13, - 

2020 2021 2022 2023 2024

Lombok Barat 14,28 14,47 13,39 13,67 12,65

Provinsi NTB 14,23 13,83 13,82 13,85 11,91

Nasional 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57

14,28 14,47 13,39 13,67 12,65 
14,23 13,83 13,82 13,85 

11,91 
10,19 9,71 9,57 9,36 8,57 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat, NTB dan Nasional 

Tahun 2020 -2024 
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per kapita per hari atau Rp.362.692,14 orang/bulan. Dengan metode 

tersebut berdasarkan rilis estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

estimasi oleh Satgas data P3KE diperoleh kemiskinan ekstrem 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 sebanyak 8,82 ribu orang atau 

sekitar 1,17% (rilis dari Satgas data P3KE), namun capaian tahun 2024 

berdasarkan estimasi yang dihitung oleh BPS mengalami peningkatan 

jumlah kemiskinan ekstrem dibandingkan tahun 2023 menjadi 1,57% 

(rilis dari BPS).  

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per Kapita) 

adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik pendapatan 

rata -rata penduduk suatu daerah provinsi, kabupaten/kota. Menghitung 

PDRB per Kapita dilakukan dengan membagi PDRB suatu daerah dengan 

jumlah penduduk daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB per Kapita 

mengukur seberapa besar potongan ekonomi yang dapat dialokasikan 

kepada masing -masing individu jika seluruh pendapatan dari daerah 

tersebut dibagi secara merata.  

PDRB per Kapita memb erikan wawasan yang berharga tentang 

tingkat kesejahteraan ekonomi suatu populasi. Semakin tinggi PDRB per 

Kapita suatu daerah, semakin besar kemungkinan penduduknya 

memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup 

yang lebih baik. Sebali knya, PDRB per Kapita yang rendah bisa 

mengindikasikan tingkat kemiskinan atau ketidaksetaraan ekonomi 

yang tinggi dalam suatu daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB per kapita 

merupakan salah satu ind ikator tingkat kemakmuran penduduk di 

suatu daerah/wilayah yang menunjukkan besarnya kegiatan ekonomi 

yang dihasilkan oleh masing -masing penduduk di Lombok Barat.  



 
 

II - 51  
 

 

  Sumber :  BPS Kabupaten Lombok  Barat,  202 5 

Gambar 2. 26  PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten 

Lombok Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif baik atas dasar 

harga berlaku ( ADHB ) maupun atas dasar harga konstan ( ADHK ) selama 

periode 2020 hingga 2024. Pada PDRB per Kapita ( ADHB ), tercatat 

peningkatan dari 20,27 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 21,10 juta 

rupiah di tahun 2021, sebesar 22,32 juta rupiah di tahun 2022, sebesar 

24,04 j uta rupiah di tahun 2023, dan mencapai 25,04 juta rupiah di 

tahun 2024. Sementara itu, PDRB per Kapita ( ADHK ) juga mengalami 

kenaikan, dimulai dari 14,10 juta rupiah di tahun 2020, naik menjadi 

14,34 juta rupiah di tahun 2021, sebesar 14,60 juta rupiah di tahun 

2022, sebesar 15,10 juta rupiah di tahun 2023, dan mencapai 15,32 juta 

rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas dan 

kemajuan ekonomi Kabupaten Lombok Barat, yang didukung oleh 

peningkatan aktivitas ekonomi riil dan pengendalian i nflasi.  
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Sumber :  BPS Kabupaten Lombok  Barat,  202 5 

Gambar 2. 27  PDRB per kapita Kabupaten Lombok Barat,  

Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020 -2024  

Dalam kurun waktu 2020 -2024, PDRB per kapita Kabupaten 

Lombok Barat menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih kuat dibanding 

Provinsi NTB maupun tingkat nasional, dengan pertumbuhan kumulatif 

23,5% (dari Rp20,27 juta menjadi Rp25,04 juta). Sementara itu, Provinsi 

NTB justru mengalami stagnasi ekonomi, hanya tumbuh 2,6% (dari 

Rp18,22 juta menjadi Rp18,69 juta), dengan penurunan pada 2021 -2022 

sebelum pulih di 2023 -2024. Di tingkat nasional, PDRB per kapita tetap 

dominan meski sempat turun di 2021, dengan pertumbuhan 7,6% (dari 

Rp41,02 juta menjadi Rp44,14 juta).  

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang 

mengindikasikan persentase dari total angkatan kerja yang saat ini tidak 

memiliki pekerjaan. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, 

yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang s aat ini bekerja, 

memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran 

sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori:  pertama, mereka yang 

secara aktif mencari pekerjaan; kedua, individu yang sedang dalam 

proses persiapan mencari pekerjaan atau  memulai usaha baru; ketiga, 

2020 2021 2022 2023 2024

Lombok Barat (adhb) 20,27 21,10 22,32 24,04 25,04

Provinsi NTB 18,22 17,58 17,72 18,65 18,69

Nasional 41,02 39,78 40,78 42,47 44,14

20,27 21,10 22,32 24,04 25,04 

41,02 39,78 40,78 42,47 44,14 

PDRB per Kapita Kab. Lombok Barat, NTB dan Nasional Tahun 2020 -

2024

Lombok Barat (adhb) Provinsi NTB Nasional
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orang -orang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak 

mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi 

mereka; dan keempat, kelompok individu yang tidak aktif mencari 

pekerjaan karena mereka tela h memiliki pekerjaan tetapi belum memulai 

bekerja.  

 

Sumber : BPS Kabupaten Lombok  Barat,  202 5 

Gambar 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat, 
Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024 

Selama periode 2020 -2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dan tingkat nasional 

menunjukkan tren penurunan yang konsisten, meskipun dengan 

dinamika yang berbeda. Lombok Barat mengalami fluktuasi dengan TPT 

tertinggi pada 2020 (4 ,58%) dan terendah pada 2024 (2,75%), 

mencerminkan pemulihan ekonomi pasca -pandemi yang cukup 

signifikan. Provinsi NTB secara konsisten memiliki TPT lebih rendah 

dibanding Lombok Barat, dimulai dari 4,22% (2020) dan turun menjadi 

2,73% (2024), menunjukkan stabilitas pasar tenaga kerja yang lebih 

baik. Sementara itu, TPT nasional meskipun selalu lebih tinggi dibanding 

Lombok Barat dan NTB, berhasil menurun secara signifikan dari 7,07% 

(2020) menjadi 4,91% (2024), menandakan perbaikan kondisi 

ketenagakerjaan secara menyeluruh.  

2020 2021 2022 2023 2024

Lombok Barat 4,58 3,32 4,16 3,12 2,75

Provinsi NTB 4,22 3,01 2,89 2,80 2,73

Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91
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2.1.2.1.5. Indeks Gini 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

distribusi pendapatan suatu daerah adalah Indeks Gini /Koefisien Gini 

(Gini Ratio ). Nilai koefisien berkisar antara nol sampai dengan satu. Gini 

rasio bernilai nol menu njukkan pemerataan pendapatan yang 

sempurna, sedangkan nilai mendekati satu menunjukkan pendapatan 

yang semakin tidak merata.  

Nilai Gini Ratio penduduk Kabupaten Lombok Barat , Nusa Tenggara 

Barat, dan Nasional  tersaji pada gambar berikut.  

 

Sumber :  BPS Provinsi Nusa Tenggara  Barat , 202 4 

Gambar 2. 29  Gini Ratio Kabupten Lombok Barat , Provinsi NTB dan 

Nasional Tahun 20 20ð202 4 

 

Dalam periode 2020 -2024, ketimpangan ekonomi yang diukur 

melalui Gini Rasio menunjukkan dinamika berbeda di Kabupaten 

Lombok Barat, Provinsi NTB, dan tingkat nasional. Lombok Barat 

mengalami fluktuasi signifikan, dimulai dari tingkat ketimpangan 

terendah (0,306 pada 2020), melonjak drastis ke 0,421 (2022)  ð yang 

menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu ini ð sebelum turun kembali 

ke 0,3 48  (202 4). Provinsi NTB justru menunjukkan tren perbaikan yang 

stabil, dengan penurunan bertahap dari 0,386 (2020) menjadi 0,364 

(2024), mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata. 

Sementara itu, Gini Rasio nasional relatif stabil di kisaran 0,381 -0,388, 

2020 2021 2022 2023 2024

Lombok Barat 0,306 0,389 0,421 0,365 0,348

Provinsi NTB 0,386 0,384 0,374 0,375 0,364

Nasional 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381
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dengan puncak di 0,388 (2023). Pola ini mengungkapkan tiga fenomena 

kunci: (1) Lombok Barat mengalami tekanan ketimpangan yang lebih 

volatil dibanding wilayah se kitarnya, (2) NTB berhasil menjaga 

konsistensi kebijakan pengurangan kesenjangan, dan (3) tingkat 

ketimpangan nasional tetap resisten terhadap perubahan meski 

kebijakan afirmatif terus dilakukan. Pada 202 4, Lombok Barat (0,3 48) 

berhasil menurunkan ketimpan gan di bawah angka NTB (0,375) dan 

nasional (0,388 ). 

2.1.2.2. Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang 

digunakan untuk membandingkan kualitas hidup dan perkembangan 

manusia di berbagai tingkat, bai k itu tingkat nasional maupun daerah. 

IPM mencakup beberapa komponen kunci seperti harapan hidup, melek 

huruf, pendidikan, dan standar hidup. Nilai IPM dan komponen IPM 

Lombok Barat disajikan pada gambar dan tabel berikut ini.  

 
 Gambar 2. 30  IPM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð2024  

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 

2024. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Lombok Barat tercatat sebesar 

70,23, kemudian mengalami kenaikan menjadi 70,64 pada tahun 202 1. 

Peningkatan ini terus berlanjut dengan capaian 71,44 pada tahun 2022, 

72,18 pada tahun 2023, dan mencapai 72,7 pada tahun 2024. 
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Pertumbuhan IPM tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam 

aspek -aspek pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, 

dan standar hidup, yang menjadi indikator utama dalam mengukur 

kemajuan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.  

Tabel 2. 18  Dimensi Pembentuk IPM Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 
 

Tahun  

Dimensi  Pembentuk  IPM  

Kesehatan  Pendidikan  Daya  Beli  

Umur Harapan  
Hidup  (Tahun)  

Harapan  lama  

sekolah  (Tahun)  

Rata -rata  lama  

sekolah  (Tahun)  

Pengeluaran  per  

kapita  (Rp) x  1.000  

2020  71,27  13,71  6,41  11.304,00  

2021  71,51  13,95  6,42  11.334,00  

2022  71,94  13,96  6,60  11.754,00  

2023  72,37  13,98  6,87  11.960,00  

2024  72,64  13,99  6,88  12.431,00  

Sumber :  BPS Kabupaten Lombok  Barat,  202 4 

Pada periode tahun 2020-202 4, capaian seluruh dimensi 

pembentuk IPM mengalami peningkatan di Kabupaten Lombok Barat, 

sebagai berikut:  

a. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur 

Harapan Hidup (UHH). Pada dimensi kesehatan, yang diukur melalui 

Usia Harapan Hidup (UHH), menunjukkan peningkatan yang stabil 

dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH di Kabupaten 

Lombok Barat tercatat sebesar 71,27 tahun, kemudian meningkat 

menjadi 71,51 tahun pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut 

dengan capaian 71,94 tahun pada tahun 2022, 72,37 tahun pada 

tahun 2023, dan mencapai 72,64 tahun pada tahun 2024. 

Peningkatan UHH ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas 

layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan hidup sehat, serta 

upaya-upaya pembangunan yang berfokus pada peningkatan 

kesejahteraan dan umur panjang penduduk di Kabupaten Lombok 

Barat. 

b. Dimensi Pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama 

Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada tahun 2020, HLS 

mencapai 13,71 tahun dan RLS sebesar 6,41 tahun. Kedua indikator 

ini menunjukkan peningkatan yang konsisten, di mana pada tahun 
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2021 HLS naik menjadi 13,95 tahun dan RLS menjadi 6,42 tahun. 

Pada tahun 2022, HLS mencapai 13,96 tahun dan RLS meningkat 

menjadi 6,60 tahun. Peningkatan ini terus berlanjut dengan capaian 

HLS sebesar 13,98 tahun dan RLS sebesar 6,87 tahun pada tahun 

2023, serta HLS 13,99 tahun dan RLS 6,88 tahun pada tahun 2024. 

Tren positif ini mencerminkan upaya peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, yang berkontribusi pada 

pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Harapan lama 

sekolah anak-anak usia 7 tahun mencapai 13,99 tahun (setara 

kuliah semester IV atau tamat D2). Sementara itu, penduduk usia 25 

tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 

6,88 tahun  atau setara kelas  VII SMP semester I di tahun 2024. 

c. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator 

pengeluaran per kapita, yang menunjukkan tren peningkatan dari 

tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita 

tercatat sebesar 11,30 juta, kemudian meningkat menjadi 11,33 juta 

pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut dengan capaian 11,75 

juta pada tahun 2022, 11,96 juta pada tahun 2023, dan mencapai 

12,43 juta pada tahun 2024. Peningkatan pengeluaran per kapita ini 

mencerminkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat, 

yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan, stabilitas harga, 

serta upaya-upaya pembangunan yang berfokus pada peningkatan 

kesejahteraan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok 

Barat. 

Selanjutnya perbandingan antara capaian IPM Kabupaten Lombok 

Barat, Provinsi NTB, dan Nasional disajikan pada gambar berikut.  
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Sumber : BPS Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 31  Perbandingan antara Capaian IPM  
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dan Nasional  

Tahun 2020 -2024  

Analisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

selama lima tahun terakhir (2020 -2024) menunjukkan pola 

peningkatan yang konsisten di berbagai level pemerintahan. 

Kabupaten Lombok Barat mencatat kenaikan IPM dari 70,23 (2020) 

menjadi 72,70 (2024), dengan rata -rata kenaikan tahunan sebesar 

0,62 poin, meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi NTB 

yang meningkat dari 70,46 menjadi 73,10 pada periode yang sama. 

Sementara it u, IPM Nasional secara konsisten lebih tinggi dengan 

pertumbuhan stabil dari 71,94 (2020) ke 74,20 (2024), menunjukkan 

bahwa meskipun Lombok Barat dan NTB terus mengalami 

kemajuan, keduanya masih perlu mengejar ketertinggalan dari rata -

rata nasional. Gap a ntara Lombok Barat dengan NTB menyempit dari 

0,23 poin (2020) menjadi 0,40 poin (2024), sedangkan jarak dengan 

IPM Nasional berkurang dari 1,71 poin menjadi 1,50 poin, 

mengindikasikan adanya percepatan pembangunan manusia di 

Lombok Barat, meski dengan tant angan untuk terus meningkatkan 

kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat agar 

dapat menyamai bahkan melampaui capaian regional dan nasional.  
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2.1.2.3. Derajat Kesehatan Masyarakat 

2.1.2.3.1. Usia Harapan Hidup 

Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) 

adalah perkiraan jumlah tahun rata-rata yang diharapkan akan dijalani 

oleh seseorang sejak lahir dalam suatu populasi. UHH atau AHH dapat 

digunakan secara bergantian dan keduanya menunjukkan tingkat 

keberhasilan dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial 

masyarakat.  Jumlah penduduk dan angka harapan hidup penduduk 

setiap negara merupakan hasil estimasi yang merujuk pada data sensus 

yang dilakukan setiap negara. Indonesia mengacu pada hasil Sensus 

Penduduk (SP) 2020. Estimasi tersebut memperhatikan perubahan 

tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. UHH 

dipengaruhi oleh kematian ibu dan bayi, kematian akibat penyakit 

menular, serta kecelakaan, semuanya menurunkan angka harapan 

hidup.  Sebaliknya, perbaikan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, 

dan ekonomi dapat meningkatkan usia harapan hidup.  

UHH penduduk Kabupaten Lombok Barat dapat mengalami 

peningkatan, apabila masyarakat Lombok Barat telah dapat hidup 

dengan sehat maka korelasinya adalah UHH semakin panjang dan 

produktivitas meningkat. Menjadi sebuah indikator dampak, UHH dapat 

memberikan gambaran harapan hidup yang tinggi berarti orang 

diharapkan hidup lebih lama, yang mencerminkan perbaikan 

kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan penduduk.  

 

Gambar 2. 32  Perkembangan UHH Kabupaten Lombok Barat dan  

Provinsi NTB Tahun 2020 -2024  
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Capaian UHH dalam 5 tahun terakhir, angka harapan hidup (AHH) 

penduduk Lombok Barat  terus mengalami peningkatan hi ngga tahun 

2024. Rata -rata usia harapan hidup Lombok Barat adalah 7 2,70 tahun 

pada tahun 2024 , dan berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata -rata UHH NTB yang mencapai 72,25 tahun. Capaian UHH 

Lombok Barat ini lebih tinggi 5, 76  tahun dibandingkan tahun 20 20 .  

2.1.2.3.2. Indeks Keluarga Sehat 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan untuk hidup sehat agar tercapainya derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. Salah satu program utama pembangunan 

kesehatan saat ini adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS -PK). Untuk menunjukan status Kesehatan yang dimiliki 

sebuah keluarga. Dimana Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi  3 (tiga) 

yaitu keluarga sehat (>0,8), keluarga pra sehat (0,5 -0,8) dan keluarga 

tidak sehat (<0,5). Capaian IKS Kabupaten Lombok Barat 5 tahun 

terakh ir disa jikan pada tabel berikut . 

 

Gambar 2. 33  Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)  

Kabupaten  Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 
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kategori keluarga tidak sehat, kemudia n meningkat sedikit menjadi 0,15 

dengan kategori yang sama pada tahun 2021. Pada tahun 2022, IKS 

mengalami kenaikan menjadi 0,18, meskipun masih berada dalam 

kategori keluarga tidak sehat. Namun, pada tahun 2023, terjadi 

peningkatan yang cukup besar dengan  capaian IKS sebesar 0,54, yang 

mengindikasikan perbaikan status menjadi kategori keluarga pra sehat. 

Perkembangan positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana IKS 

mencapai 0,68 dan tetap berada dalam kategori keluarga pra sehat. 

Peningkatan IKS in i mencerminkan upaya -upaya pembangunan dan 

intervensi kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

hidup keluarga di Kabupaten Lombok Barat.  Salah satu  upaya yang telah 

dilaksanakan adalah adanya UHC tahun 2024 yaitu 99,46% masyarakat 

memiliki jaminan Kesehatan dan program inetrvensi dalam peningkatan 

Indeks Kelurga Sehat.  

2.1.2.3.3. Prevalensi Stunting 

Stunting merupakan kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek 

dibandingkan tinggi badan orang seusianya, yang disebabkan 

kekurangan gizi kronis s ejak bayi dalam kandungan hingga masa awal 

anak lahir yang mulai nampak setelah anak berusia 2 tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, 202 5 

 

Gambar 2. 34  Prevalensi Stunting di Kabupaten Lombok Barat  
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Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi 

Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok 

Barat, angka prevalensi stunting menunjukkan penurunan yang 

signifikan d ari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi 

stunting tercatat sebesar 29 persen, kemudian menurun menjadi 22,71 

persen, pada tahun 2021. Penurunan ini terus berlanjut dengan capaian 

18,98 persen, pada tahun 2022, 12,38 persen, pada tahun 2023, dan 

mencapai 9,74 persen, pada tahun 2024. Tren penurunan ini 

mencerminkan keberhasilan berbagai upaya intervensi dan program 

penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku 

kepentingan di Kabupaten Lombok Barat, seperti peningkatan akses 

terhadap gizi berkualitas, layanan kesehatan, serta edukasi kepada 

masyarakat tentang pola asuh dan pola makan yang baik. Namun 

demikian, masih cukup tingginya prevalensi Stunting di Lombok Barat 

mengindikasikan bahwa masih perlu adanya perhatian dan penang anan 

serius terhadap Stunting dan Balita Kurang Gizi, sebab lambatnya 

penanganan akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya 

manusia di masa depan.  

Data EPPGBM ini menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan 

data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI ) yang hasilnya jauh lebih tinggi. 

Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Lombok Barat berdasarkan SSGI 

28,90 persen sedangkan berdasarkan EPPBGM 22,71 persen, sehingga 

terdapat gap 6,19 persen. Pada tahun 2022 data SSGI mencapai 34,00 

persen sedangkan dat a EPPBGM 18,98 persen, sehingga gapnya 15,02 

persen. Dan pada tahun 2024 data SSGI 27,30 persen sedangkan data 

EPPBGM 9,74 persen, sehingga gapnya mencapai 17,56 persen. Dari 

hasil SSGI terdapat peningkatan prevalensi stunting di Lombok Barat 

dari tahun 20 21 hingga 2024. Untuk tahun 2020 dan tahun 2023 tidak 

tersedia data, karena tidak dilakukan survey.  
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2.1.2.3.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perbandingan Antar 

Standar (PGM, SKI, DSGI) di Kabupaten Lombok Barat 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Lombok Barat, analisis terhadap Sumber Daya Manusia 

(SDM) Kesehatan menjadi aspek kritis yang perlu diperhatikan  secara 

komprehensif, termasuk dengan membandingkan berbagai standar yang 

berlaku, yakni PGM, SKI, dan DSGI . 

Tabel 2. 19  Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perbandingan Antar 

Standar (PGM, SKI , DSGI) di Kabupaten Lombok Barat Tahun  2024  

No Jenis Ketenagaan  
Jumlah 

Aktual  

Standar  

PGM SKI 
DSG 
(GAP) n 

× 

Pusk  

× 

PGM 

Stdr per 

100.000  
× Pdd  × SKI 

1 Dokter Umum  106  4 20  80  50  762 .757  381  -275  

2 Dokter Gigi  19  2 20  40  14  762 .757  107  -88  

3 
Perawat Vokasi 

dan/atau Ners  
466  9 20  180  200  762 .757  1,526  

-

1,060  

4 
Bidan Vokasi dan/atau 

Bidan Profesi  
391  8 20  160  130  762 .757  992  -601  

5 

Tenaga Promosi 

Kesehatan dan Ilmu 
Perilaku dan/atau 

Tenaga Kesehatan 

Masyarakat  

36  2 20  40  18  762 .757  137  -101  

6 

Epidemiolog Kesehatan 

dan/atau Tenaga 
Kesehatan Masyarakat  

36  2 20  40  18  762 .757  137  -101  

7 

Tenaga Sanitasi 

Lingkungan dan/atau 

Tenaga Kesehatan 

Masyarakat  

40  1 20  20  20  762 .757  153  -113  

8 Nutrisionis  100  2 20  40  18  762 .757  137  -37  

9 Apoteker  66  2 20  40  15  762 .757  114  -48  

10  
Tenaga Teknologi 
Laboratorium Medik  

65  3 20  60      

11  Psikolog Klinis  0 1 20  20      

12  Fisioterapis  0 1 20  20      

13  Terapis Gigi dan Mulut  32  1 20  20      

14  Terapis Wicara  0 1 20  20      

15  Entomolog Kesehatan  0 1 20  20      

16  Perekam Medis  29  1 20  20      

17  Refraksionis Optisien  0 1 20  20      

18  Terapis Okupasional  0 1 20  20      

19  Terapis Akupunktur  0 1 20  20      

20  
Tenaga Kesehatan 

Tradisional  
0 1 20  20      
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No Jenis Ketenagaan  
Jumlah 

Aktual  

Standar  

PGM SKI 
DSG 
(GAP) n 

× 

Pusk  

× 

PGM 

Stdr per 

100.000  
× Pdd  × SKI 

21  

Tenaga Administratif 

dan Kebijakan 

Kesehatan  

0 1 20  20      

22  
Tenaga Pembimbing 
Kesehatan Kerja  

0 1 20  20      

23  
Tenaga Kesehatan 
Lainnya  

0 1 20  20      

Sumber : Dinas Kesehatan Kab upaten  Lombok Barat, 2025  

Berdasarkan tabel  diatas, ketersediaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 menunjukkan 

adanya kesenjangan (gap) antara jumlah dan kualifikasi tenaga 

kesehatan yang ada dengan standar yang ditetapkan, terutama pada 

beberapa aspek kritis, yaitu: Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat Vokasi 

dan/atau Ners, Bidan Vokasi dan/atau Bidan Pro fesi, Tenaga Promosi 

Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat, 

Epidemiolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga 

Sanitasi Lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat, 

Nutrisionis, serta Apoteker. Kesenjangan ini  mencerminkan 

ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat 

dengan kapasitas tenaga kesehatan yang tersedia, baik dari segi 

kuantitas, distribusi geografis, maupun kompetensi, sehingga 

diperlukan intervensi kebijakan yang terarah, terma suk rekrutmen, 

pelatihan, dan penempatan strategis, guna memenuhi standar pelayanan 

kesehatan yang optimal.  

2.1.2.4. Pendidikan Berkualitas yang Merata 

2.1.2.4.1. Rata-rata Lama Sekolah 

Rata -Rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan indikator penting 

untuk menggambarkan lamanya penduduk berusia 25 tahun ke atas 

mengenyam pendidikan . Dengan kata lain, RLS mencerminkan rata -rata 

tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dalam kelompok 

usia tersebut. Semakin tinggi nilai RLS, semakin lama waktu yang 

dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan, yang 

mengindikasikan tingkat pendidikan umum masyarakat yang lebih baik 
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dan kualitas penduduk yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

tentan g Program Indonesia Pintar, pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal atau rintisan wajib belajar dilaksanakan selama 12 tahun. Hal 

ini menjadi dasar harapan bahwa RLS penduduk akan terus meningkat 

seiring waktu, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menin gkatkan 

akses dan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.  

Tabel 2. 20  Rata -Rata Lama Sekolah Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No Tahun  
RLS Lombok Barat  RLS NTB  

Laki -Laki  Perempuan  Laki -Laki  Perempuan  

1 2020  7,25  5,68  8,08  6,64  

2 2021  7,26  5,69  8,15  6,66  

3 2022  7,31  6,06  8,16  6,92  

4 2023  7,58  6,31  8,25  7,15  

5 2024  NA NA NA NA 

Sumber: BPS Provinsi NTB, 202 5 

 

Rata -Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lombok Barat masih 

berada di bawah rata -rata RLS Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang 

mengindikasikan bahwa pencapaian pendidikan masyarakat Lombok 

Barat masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota 

lainnya di provinsi tersebut. Dalam kurun waktu 2020 -2024, rata -rata 

pendidikan yang dicapai masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, RLS di 

Kabupaten Lombok Barat hanya sekitar 6 tahun, yang berar ti sebagian 

besar masyarakatnya masih berpendidikan setingkat tamatan Sekolah 

Dasar (SD). Kondisi ini terutama disebabkan oleh generasi orang tua, 

khususnya yang berusia 45 tahun ke atas, yang banyak tidak 

menyelesaikan pendidikan SD. Menyikapi hal ini, Pe merintah Daerah 

Kabupaten Lombok Barat memfokuskan perhatian pada kelangsungan 

pendidikan anak -anak usia sekolah, dengan harapan mereka tidak 

putus sekolah hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemantauan pa rtisipasi sekolah 
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secara ketat. Jika ditemukan kasus putus sekolah, pemerintah daerah 

akan segera mengambil kebijakan dan program yang menjamin 

kelanjutan pendidikan anak -anak tersebut, guna meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan mengejar ketertingg alan di bidang 

pendidikan.  

2.1.2.4.2. Harapan Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebuah indikator yang 

menggambarkan rata -rata lamanya seorang anak yang berusia 7 tahun 

ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 

hidupnya. Indikator ini me ngukur peluang anak -anak untuk tetap 

bersekolah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, mulai 

dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Semakin tinggi nilai HLS, 

semakin besar peluang anak -anak untuk memperoleh pendidikan yang 

lebih lama dan b erkualitas. HLS tidak hanya mencerminkan aksesibilitas 

terhadap sistem pendidikan, tetapi juga menunjukkan komitmen suatu 

daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka 

putus sekolah.  

Tabel 2. 21  Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No Tahun  HLS Lombok Barat  HLS NTB  

1 2020  13,71  13,7  

2 2021  13,95  13,9  

3 2022  13,96  13,96  

4 2023  13,98  13,97  

5 2024  13,99  13,98  
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025  

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lombok Barat pada 

tahun 2020 mencapai 13,71 tahun, yang berarti anak berusia 7 tahun 

ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun 7 bulan 

atau setara dengan kuliah tahun kedua. Menariknya, pada tahu n 2020, 

HLS Kabupaten Lombok Barat berada di atas HLS Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB), yang mencapai 13,70 tahun. Pada tahun 2024, 

HLS Kabupaten Lombok Barat meningkat menjadi 13,99 tahun, 
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sedangkan Provinsi NTB mencapai 13,98 tahun, setara dengan semes ter 

4 (empat) di jenjang pendidikan tinggi. Dalam kurun waktu 2020 -2024, 

HLS Provinsi NTB meningkat satu semester, sementara HLS Kabupaten 

Lombok Barat mengalami pertambahan sebesar 0,28 tahun. Peningkatan 

HLS ini menunjukkan bahwa peluang penduduk Lombok Barat untuk 

mengenyam pendidikan tin  

ggi semakin besar. Jika tren peningkatan HLS ini terus berlanjut 

setiap tahun, hal ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi 

masyarakat Lombok Barat untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, 

yang pada akhirnya be rkontribusi pada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan daya saing daerah.  

2.1.2.4.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi 

Kemampuan Literasi Siswa merujuk pada kemampuan siswa dalam 

memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai 

jenis teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan 

pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca 

dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman, analisis, dan 

interpretasi terhadap i nformasi yang disajikan dalam bentuk teks. 

Kemampuan literasi yang baik memungkinkan siswa untuk mengakses 

pengetahuan, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif.  

Kemampuan Numerasi Siswa merujuk pada kemampuan siswa 

dalam memahami, menginterpretas ikan, dan menggunakan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari -hari. Numerasi meliputi 

kemampuan berhitung, memecahkan masalah matematis, menganalisis 

data, serta menerapkan logika dan penalaran matematis dalam berbagai 

konteks. Kemampuan numerasi yang bai k membantu siswa untuk 

membuat keputusan yang tepat, memahami informasi kuantitatif, dan 

menghadapi tantangan yang membutuhkan pemikiran matematis.  
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Tabel 2. 22   Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 -2024  

Tahun 

Kemampuan 

Literasi SD 
(Persen) 

Kemampuan 

Literasi SMP 
(Persen) 

Kemampuan 

Numerasi  SD 
(Persen) 

Kemampuan 

Numerasi  
SMP (Persen) 

2022 44,85 35,31 25,79 30,21 

2023 51,48 59,41 40,43 54,34 

2024 54,95 64,48 48,84 58,14 
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Lombok Barat, 2025  

Kemampuan literasi siswa di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. 

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), kemampuan literasi p ada tahun 2022 

tercatat sebesar 44,85  persen , kemudian meningkat menjadi 51,48  

persen  pada tahun 2023, dan terus naik menjadi 54,95  persen  pada 

tahun 2024. Sementara itu, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), kemampuan literasi juga mengalami peningkatan yang cukup 

besar, dari 35,31  persen  pada tahun 2022 menjadi 59,41  persen  pada 

tahun 2023, dan mencapai 64,48  persen  pada tahun 2024.  Peningkatan 

ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dan efektif dalam 

meningkatkan kemampuan literasi siswa di Kabupaten Lombok Barat, 

baik di tingkat SD maupun SMP, yang merupakan indikator penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah te rsebut.  

Kemampuan numerasi siswa di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. 

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), kemampuan numerasi pada tahun 

2022 tercatat sebesar 25,79  persen , kemudian meningkat pesat menj adi 

40,43  persen  pada tahun 2023, dan terus naik menjadi 48,84  persen  

pada tahun 2024. Sementara itu, pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), kemampuan numerasi juga mengalami peningkatan yang 

cukup besar, dari 30,21  persen  pada tahun 2022 menjadi 54, 34  persen  

pada tahun 2023, dan mencapai 58,14  persen  pada tahun 2024. 

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dan efektif 

dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa di Kabupaten Lombok 

Barat, baik di tingkat SD maupun SMP, yang merupakan indikator 
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penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi siswa 

di daerah tersebut.  

2.1.2.4.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah 

alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkem bangan 

literasi dalam suatu masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek 

literasi, termasuk literasi baca -tulis, numerasi, digital, sains, finansial, 

dan budaya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran 

komprehensif tentang sejauh mana masyarakat memil iki kemampuan 

dan akses terhadap sumber -sumber pengetahuan serta bagaimana 

mereka memanfaatkannya dalam kehidupan sehari -hari.  

Perhitungan nilai IPLM 2024 merujuk pada rumus perhitungan 

nilai IPLM yang digunakan pada Kajian IPLM Tahun 2023. Perhitungan 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terdiri dari dua komponen 

yaitu variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun 

Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM).  Hasil 

nilai IPLM pada perpustakaaan Kabupten Lombok Ba rat tahun 2024 

disajikan pada tabel rekapitulasi berikut.  

Tabel 2.23  Rekapitulasi UPLM Kabupaten Lombok  Barat   

Tahun 2022 - 2024  

No Uraian  
Tahun  

2022  2023  2024  

1 UPLM 1           0,018           0,421           0,421  

2 UPLM 2           0,079           0,198           0,192  

3 UPLM 3           0,002           0,346           0,348  

4 UPLM 4           0,000           0,011           0,022  

5 UPLM 5           0,053             1,00             1,00  

6 UPLM 6           0,024           0,268           0,068  

7 UPLM 7           0,024                  1                  1  

Nilai         20,570          46,340         43,600  

Sumber : Data Perpusnas da n Disarpus da  Kabupaten Lombok Barat , 2025  

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Minat Baca Kabupaten Lombok 

Barat mengalami penurunan, tahun 2024 yaitu 43,60 sedangkan pada 
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tahun 2023 yaitu 46,34 hal ini terjadi pada semua Provinsi dan 

Kabupaten/Kota karena adanya perubahan   metode perhitungan pada 

perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakt (IPLM) . 

2.1.2.4.5. Peran Pondok Pesantren Memajukan SDM di Lombok Barat 

Pondok pesantren di Lombok Barat memainkan peran strategis dan 

multidimensional dalam pembangunan sumber daya manusia ( SDM) 

yang unggul dan berkarakter. Pertama, sebagai lembaga pendidikan, 

pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan agama yang 

mendalam, tetapi juga mengintegrasikan keterampilan hidup, 

kewirausahaan, dan literasi digital untuk memenuhi kebutuhan era 

moder n. Kedua, sebagai pusat pengembangan karakter, pesantren 

menanamkan nilai -nilai moral, disiplin, dan kepemimpinan yang 

menjadi pondasi SDM berkualitas. Ketiga, dalam aspek sosial -ekonomi, 

pesantren memberdayakan masyarakat melalui program pelatihan 

vokasio nal, seperti pertanian, kerajinan, dan teknologi sederhana, yang 

mendorong kemandirian ekonomi. Keempat, kolaborasi pesantren 

dengan pemerintah dan stakeholder lain dalam program seperti 

pendidikan inklusif, pemberantasan buta huruf, serta peningkatan gizi  

santri memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah. 

Dengan peran komprehensif ini, pondok pesantren tidak hanya 

mencetak generasi religius, tetapi juga SDM yang kompetitif, adaptif, dan 

siap berkontribusi bagi kemajuan Lombok Barat.  Data jumlah P ondok 

Pesantren di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 disajikan pada Tabel 

berikut.  

Tabel 2. 24   Jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2025  

No Kecamatan  Jumlah Ponpes  

1 Sekotong  13  

2 Lembar  12  

3 Gerung  20  

4 Kediri  18  

5 Kuripan  7 

6 Labuapi  13  

7 Narmada  17  
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No Kecamatan  Jumlah Ponpes  

8 Lingsar  9 

9 Gunungsari  21  

10  Batulayar  6 

Jumlah  136  

 Sumber : Kementerian Agama RI Kab. Lombok Barat, 2025  

 

2.1.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif 

2.1.2.5.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

merupakan bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan sosial 

bagi tenaga kerja di berbagai sektor. Program Jamsostek, yang dikelola 

oleh BPJS Ket enagakerjaan, mencakup berbagai manfaat seperti 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 

jaminan kematian, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan rasa 

aman bagi pekerja dan keluarganya.  Terdapat 727 petani tembakau 

Lombok Barat penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Melalui Dana DBHCHT  Provinsi NTB Tahun 2024 . 

2.1.2.5.2. Indeks Kesejahteraan Sosial 

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan suatu alat ukur 

komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan 

suatu masyarakat melalui integrasi berbagai dimensi kehidupan, 

meliputi aspek kesehatan (seperti harapan hidup dan akses layanan 

kesehatan), pendidikan (termasuk literasi dan rata -rata lama sekolah), 

ekonomi (seperti pendapatan per kapita dan ketimpangan), lingk ungan 

(akses air bersih dan kualitas perumahan), serta keamanan dan 

perlindungan sosial (tingkat kejahatan dan jaminan sosial).  Capaian 

indeks kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tab el berikut.  
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Tabel 2. 25   Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota dan  

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024  

No Kabupaten/Kota/Provinsi  IKESOS Konversi  

1 Kota Mataram  58.07  

2 Kabupaten Sumbawa Barat  57.72  

3 Kabupaten Lombok Barat  57.38  

4 Kota Bima  57.19  

5 Kabupaten Lombok Tengah  57.11  

6 Kabupaten Lombok Timur  56.76  

7 Kabupaten Dompu  56.43  

8 Kabupaten Lombok Utara  56.25  

9 Kabupaten BIma  55.73  

10  Kabupaten Sumbawa  55.53  

  Provinsi Nusa Tenggara Barat  56.82  
Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB, 2025  

Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Lombok Barat mencatat 

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) sebesar 57.38, menempati 

peringkat ketiga di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB), di bawah Kota Mataram (58.07) dan Kabupaten 

Sumbawa Barat (57.72) , namun tetap lebih tinggi dibandingkan rata -rata 

provinsi NTB (56.82). Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Lombok Barat termasuk wilayah dengan tingkat kesejahteraan sosial 

yang relatif baik, mengungguli mayoritas daerah lain seperti Kabupaten  

Lombok Te ngah (57.11), Kabupaten  Lombok Timur (56.76), dan 

Kabupaten  Lombok Utara (56.25), serta jauh di atas kabupaten dengan 

nilai terendah seperti Kabupaten Bima (55.73) dan Kabupaten  Sumbawa 

(55.53). Namun, gap dengan peringkat teratas (Kota Mataram) 

mengindika sikan adanya ruang perbaikan, terutama dalam aspek 

pelayanan publik, infrastruktur, atau pemerataan ekonomi, sementara 

keunggulan terhadap rata -rata provinsi mencerminkan kontribusi positif 

Kabupaten  Lombok Barat terhadap kesejahteraan regional.  

2.1.2.5.3. Indeks Modal Sosial 

Indeks Modal Sosial ( Social Capital Index ) adalah ukuran kuantitatif 

yang menilai jaringan hubungan sosial, norma, kepercayaan, dan 

partisipasi kolektif dalam suatu masyarakat yang mendorong kerja sama 
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untuk mencapai kesejahteraan bersama. Modal  sosial mencerminkan 

sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan relasi sosial untuk 

mengatasi masalah bersama, meningkatkan produktivitas, atau 

memperkuat kohesi sosial.  Meskipun data aktual Indeks Modal Sosial 

(IMS) Kabupaten Lombok Barat saat ini belum te rsedia, aksi nyata seperti  

kearifan lokal Sasak, seperti revitalisasi sistem "Merariq" (gotong royong 

tradisional), organisasi masyarakat (PKK, karang taruna)  yang berperan 

optimal, dan lainnya .  

2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 

2.1.2.6.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Sesuai dengan d efinisi kebudayaan dalam Undang -Undang Nomor 

5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1 ayat (1), bahwa 

kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, 

karsa, dan hasil karya masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan 

(IPK) berpera n sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan 

kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah.  

Tabel 2. 26  Capaian Proksi Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Kab upaten  Lombok Barat Tahun 20 20-202 4  

No.  Uraian  
Tahun dan Realisasi  

2020  2021  2022  2023  2024  

1.  

Persentase benda, bangunan 

struktur, situs dan kawasan Cagar 

Budaya yang telah ditetapkan 
terhadap total pendaftaran  

1,33  1,33  3,53  3,60  3,60  

2.  
Persentase warisan budaya tak 
benda yang telah ditetapkan 

terhadap total pencatatan  

4,62  4,62  4,62  5,00  5,00  

Sumber : Di nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat , 202 4 

Berdasarkan data diatas, persentase benda, bangunan struktur, 

situs, dan kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total 

pendaftaran di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 202 4 

sebesar 3,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak 

potensi untuk meningkatkan pelestarian dan pengenalan lebih banyak 

warisan budaya di daerah ini. Demikian halnya dengan perse ntase 

warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total 
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pencatatan di Kabupaten Lombok Barat adalah 5,00 persen. Angka ini 

menunjukkan bahwa masih ada banyak potensi untuk meningkatkan 

pelestarian dan pengenalan lebih banyak warisan budaya tak benda di 

daerah ini.  

2.1.2.6.2. Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang 

menilai tingkat harmoni hubungan antarumat beragama dalam suatu 

masyarakat. Indeks ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk 

menjaga toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan bekerja sama 

dalam kerangka kehidupan berbangsa.  

 
Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2025 -2029  
 

Gambar 2. 35  Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama  

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 202 1-202 4 

 

Kabupaten Lombok Barat tidak merupakan sampling lokasi 

penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), sehingga data tidak 

terpublish. Namun demikian, capaian pada Indeks Kerukunan Umat 

Beragama (KUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dapat diajdikan 

rujukan tingkat capaian Lombok Barat yang mencerminkan refresentasi 

dari daerah. Capaian IKUB Provinsi NTB  mengalami peningkatan dalam 

empat tahun terakhir dan masuk dalam katagori TINGGI, walaupun 

masih berada di bawah angka nasional. Mes kipun demikian, masih 

terdapat tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan 
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kerukunan umat beragama di NTB. Upaya seperti deklarasi kerukunan 

dan peningkatan toleransi terus digalakkan oleh pemerintah daerah dan 

masyarakat setempat.  Di Kabupaten Lombok Barat terdapat Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertujuan untuk  memelihara 

harmoni dan toleransi antarumat beragama. FKUB Lombok Barat 

berperan penting dalam  mencegah konflik,  memfasilitasi dialog antar -

agama, dan  mendorong kerja sama  dalam kehidu pan  

bermasyarakat , silaturahmi lintas agama,  baksos  bersama,  

dan  penyelesaian masalah keagamaan secara damai . 

2.1.2.7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan masyarakat 

Inklusif 

2.1.2.7.1. Indeks Perlindungan Anak 

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur 

pencapaian pembangunan perlindungan anak, yang mencakup  Indeks 

Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak 

(IPKA). Capaian ini akan menggambarkan seberapa jauh pembangunan 

perlindungan yang diterima oleh anak di Lombok Barat dal amsituasi dan 

kondisi tertentu, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan 

anak terlantar. Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lombok 

Barat tahun 2019 -2024 disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 2. 27  Capaian Indeks  Perlindungan Anak  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No.  Tahun  
Kabupaten 

Lombok Barat  
NTB  

1 2020  - 60,74  

2 2021  - 58,97  

3 2022  58,52  - 

4 2023  59,21  - 

5 2024  59,21*  - 
Sumber: DPP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Indeks Perlindungan Anak untuk capaian Kabupaten/Kota  

dilakukan perhitungannya mulai tahun 2022 . Indeks Perlindungan 

Anak Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 58,52, 

menunjukkan tingkat perlindungan anak yang masih perlu 

ditingkatkan. Namun, pada tahun 2023, in deks ini mengalami 
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peningkatan sebesar 0,69 poin menjadi 59,21, mencerminkan adanya 

upaya dan kemajuan dalam upaya perlindungan anak di wilayah 

tersebut. Meskipun peningkatan ini belum terlalu signifikan, hal ini 

menunjukkan langkah positif dalam memperbai ki kualitas 

perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Lombok Barat.  

2.1.2.7.2. Indeks Pembangunan Keluarga 

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran 

yang menilai kualitas keluarga berdasarkan ketentraman, kemandirian, 

dan kebahagiaan. Indeks ini dibentuk dari 17 variabel yang 

menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar 

antara 0 -100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik 

(rentan): apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik 

(berkembang): apabila nilainya antara 40 -70. iBangga yang baik 

(tangguh): apabila nilainya di atas 70. Indeks ini digunakan untuk 

mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan 

keluarga yang tangguh, berkembang, atau rentan . Nilai iBangga di 

Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 yaitu sebesar 57,93 persen , 

dan tahun 2024 sebesar 61,90 persen .  

Tabel 2. 28  Capaian Pembentuk Dimensi iBangga  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 -2024  

No Uraian  
Tahun  

2023  

Tahun  

2024  

 Ketentraman  % % 

1 Menjalankan Ibadah  98,27  99,04  

2 Tidak Ada Konflik Keluarga  98,12   

3 Memiliki Buku Nikah  95,51  68,98  

4 Tidak Mengalami Cerai Hidup  94,54  7,72  

5 Anak 0 -17 Memiliki Akte Kelahiran  89,92  87,61  

6 Memiliki Jamkes  62,41  99,46  

 Demensi Kemandirian  % % 

1 Makan Makanan Beragam   96,75  

2 Memiliki Sumber Penghasilan  9,99  93,26  

3 Tidak Ada Keluarga Sakit/Disabilitas  93,98  9,42  

4 Memiliki Tabungan  87,76  71,50  

5 Akses Media Online  83,00  73,25  

6 Anak 7 -18 Tidak Putus Sekolah  90,04  72,64  

7 Rumah Layak Huni  53,28  48,19  
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No Uraian  
Tahun  
2023  

Tahun  
2024  

 Demensi Kebahagiaan  % % 

1 Pengasuhan Anak Bersama  59,69  94,78  

2 Interaksi Antar Anggota Keluarga  95,68  95,27  

3 Keikutsertaan Kegiatan Sosial  85,86  87,15  

4 Rekreasi Keluarga  38,00  70,17  

Sumber: DP2KBP3A Kab upaten  Lombok Barat,  202 4 

Diantara tiga (3) dimensi pembentuk iBangga, aspek kebahagian 

memiliki nilai capaian paling tinggi yaitu sebesar 73,37 persen. Ini 

artinya bahwa kegiatan pengasuhan anak secara bersama, interaksi, 

ikut serta kegiatan sosial, dan rekreasi telah berjalan bai k di dalam 

sebuah keluarga. Sementara dua (2) dimensi lainnya yaitu ketentraman 

dan kemandirian nilainya masing sebesar 58,63 persen dan 52,50 

persen. Capaian iBangga Kabupaten Lombok Barat lebih rendah  dari 

capaian nasional yaitu sebesar  62,40 persen dan  lebih baik dari Provinsi  

NTB yaitu sebesar 60,00.  

Tabel 2. 29  Capaian Bangga Kecana Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 202 0-2024  

No.  Tahun  
Kabupaten Lombok Barat 

(Persen)  

1 2020  78,90  

2 2021  77,90  

3 2022  64,92  

4 2023  68,35  

5 2024  65,41  
Sumber: DP2KBP3A Kab upaten  Lombok Barat,  202 4 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana  

(Bangga Kencana)  Kabupaten Lombok Barat fluktuatif dalam 5 (lima) 

tahun terakhir. Pada tahun 2020 merupakan capaian tertinggi Bangga 

Kencana Kabupaten Lombok Barat yaitu 78,90 persen. Capaian ini 

menurun pada tahun 2021 yaitu 77,90 persen dan turun Kembali pada 

tahun 2022 menjadi 64,92. Pada tahun 2023 capaian Bangga Kencana 

mengalami peningkatan menjadi 68,35 persen, namun turun Kembal i 

pada tahun 2024 menjadi 65,41 persen.  Selama 5 (lima) tahun rentan 

tahun 2020 -2024 capaian Bangga Kencana menurun 13,49 persen.  
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2.1.2.7.3. Indeks Ketimpangan Gender 

Indeks Ketimpangan Gender ( Gender Inequality Index/GII ) 

merupakan indikator penting yang mengukur kesenjangan antara laki -

laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, 

pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ini mencerminkan 

sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap peluang 

dan sumber daya dibandingka n laki -laki, serta dampaknya terhadap 

pembangunan manusia secara keseluruhan.  

Tabel 2.30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020-2024 

No.  Tahun  Kabupaten Lombok Barat  Provinsi NTB  

1 2020  0,598  0,665  

2 2021  0,574  0,653  

3 2022  0,549  0,648  

4 2023  0,565  0,65 0 

5 2024  0,565*  na 
Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) melalui tiga aspek, yaitu representasi di 

parlemen, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan distribusi 

pendapatan. Representasi di parlemen diukur dengan memperhatikan 

persentase perempuan dan laki -laki dalam badan legislatif. Partisipasi 

dalam pengambilan keputusan diukur melalui proporsi pe rempuan dan 

laki -laki dalam peran manajemen, administrasi, profesionalisme, dan 

teknisi. Distribusi pendapatan dievaluasi dengan memperhatikan 

perbedaan upah antara buruh perempuan dan laki -laki di sektor non -

pertanian. BPS kemudian menyusun hasil analisis  ini dalam skala 0 -

100, dengan kategori penilaian yaitu Rendah:  IDG<50, Sedang:  

50ÒIDG<60, Tinggi:  60ÒIDGÒ80, Sangat tinggi:  IDG>80. 

Tabel 2. 31  Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No.  Tahun  Kabupaten Lombok Barat  Provinsi NTB  

1 2020  55,91  51,96  

2 2021  57,56  52,54  
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No.  Tahun  Kabupaten Lombok Barat  Provinsi NTB  

3 2022  59,68  53,47  

4 2023  62,03  53,28  

5 2024  62, 49  - 
Sumber:  BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

 Berdasarkan grafik di atas Indeks Pemberdayaan Gender di 

Kabupaten Lombok Barat masuk pada kategori sedang , terlihat bahwa 

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 

2020 sebesar  55,91, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 

57,56,  di tahun 2022  sebesar 59,68,  tahun 2023 menyentuh  angka 

62,03  dan tahun 2024 sebesar 62,49.  

2.1.2.7.4. Indeks Pembangunan Gender 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator statistik 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan dalam suatu 

masyarakat atau negara, utamanya dalam hal ini adalah mengukur 

pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek 

gender.  IPG terdiri dari beberapa dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, dan partisipasi dalam kegiatan politik. IPG memberikan 

informasi tentang kesenjangan gender yang terdapat dalam masyarakat 

dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi area -area y ang 

memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kesetaraan 

gender.   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 202 5  

Gambar 2. 36  Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lombok Barat  
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Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 

2024. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 88,85, kemudian 

meningkat menjadi 89,22 pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut 

dengan capaian 90,36 pada tahun 2022, 90,71 pada tahun 2023, dan 

tetap stabil di angka 90,7 4 pada tahun 2024. Peningkatan IPG ini 

mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai 

aspek pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi 

ekonomi, yang menunjukkan upaya serius dalam mengurangi 

kesenjangan antara laki -laki dan perempuan di Kabupaten Lombok 

Barat.  

2.1.2.7.5. Indeks Pembangunan Pemuda 

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang 

mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami 

perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya 

manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.  

Tabel 2. 32  Data Wira usaha  Muda Aktif (usia 16 -30 Tahun)  

 Tahun 2024  

No Kecamatan  
Wira Usaha Muda  

Aktif  Tidak aktif  Jumlah  

1 Gerung  28  - 28 

2 Kediri  100  - 100  

3 Narmada  42  3 45 

4 Sekotong  13  5 18  

5 Lembar  189  - 189  

6 Labuapi  541  310  851  

7 Gunung Sari  123  30  153  

8 Batulayar  28  - 28  

9 Lingsar  210  577  787  

10  Kuripan  81  2 83  

Jumlah  1.355  927  2.282  

         Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat, 2024  

Pada tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat ada beberapa 

program untuk mendukung Wirausaha  muda di antaranya, Pelatihan 

wirausaha mandiri dan pendampingan UMKM. Pelatihan wirausaha 
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mandiri yakni memberikan pelatihan gratis kepala calon 

wirausahamuda mandiri juga memberikan bantuan alat produksi untuk 

berwirausaha, sedangkan pendampingan UMKM memberikan 

mendampingan kepada wirausaha pemuda pemula menjadi wirausaha 

baru, pendampingan yang di Berikan meliputi tata cara mendapatkan 

legalitas produksi, ijin Kesehatan PIRT, sertifikasi halal dan uji higienis  

dari balai POM. Pendampingan juga di berikan untuk meningkatkan 

produksi dan pemasaran, serta bantuan sarana prasarana.  

Tabel 2. 33  Jumlah Pemuda (usia 16 -30 Tahun) berpartisipasi dalam 

Kegiatan Ekonomi Tahun 2024  

No Kecamatan  

Jenis Usaha  

Pertanian, 

Perikanan, dan 

Pengolahan  

Perdagangan 
dan Jas  

Jumlah Pemuda 

yang memiliki 

Uasaha  

1 Gerung  15  30  45  

2 Kediri  31  85  116  

3 Narmada  33  28  61  

4 Sekotong  19  16  35  

5 Lembar  77  191  268  

6 Labuapi  57 493  550  

7 Gunung Sari  17  123  140  

8 Batulayar  14  30  44  

9 Lingsar  152  75 227  

10  Kuripan  41  56  97  

Jumlah  456  1.127  1.583  

   Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat, 2024  

Pemuda (usia 16 -30 tahun) dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

ekonomi melalui  bekerja, berwirausaha, atau mencari pekerjaan, yang 

merupakan bagian penting dari angkatan kerja dan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Mereka yang memiliki pekerjaan 

tetap atau sementara, atau membantu dalam kegiatan 

usaha/ekono mi.  Pemuda yang menjadi pengusaha mandiri, termasuk 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berusaha sendiri, 

atau dengan bantuan buruh tidak tetap/tetap.   

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah tercermin dari kemampuan perekonomian 

daerah . Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah 
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dalam menghasilkan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang 

tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka terhadap persaingan 

domestik dan internasional. Hal ini menciptakan daya saing dan 

kesej ahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.  

Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Lombok 

Barat diharapkan dapat menjadi masukan bagi rekomendasi 

penyusunan dan pelaksanaan strategi perencanaan pembangunan 

daerah untuk mencapai tujuan yang tinggi dengan memanfaatkan 

potensi yang dimiliki secara maksimal dan manfaat komunitas yang 

berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah 

memerlukan peran penting pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam 

mengarahkan dan menyinergikan berbagai po tensi sumber daya yang 

dimiliki, termasuk dalam kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan inovasi. Pada aspek i n i terdapat beberapa parameter untuk 

mengukur daya saing di daerah . 

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 

2.1.3.1. Angka Ketergantungan/Tingkat Ketergantungan (Defendency 

Ratio) 

Tingkat ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah 

penduduk umur 0 -14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk umur 

65 tahun ke atas yang keduanya merupakan bukan angkatan kerja, 

dibandingkan den gan jumlah penduduk usia 15 -64 tahun (angkatan 

kerja). Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 20ð

202 4 sebagaimana pada tabel  berikut.  

Tabel 2. 34  Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 20 20  - 202 4 

No Usia  
Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 Usia  < 15  Tahun  197.454  197.454  200.966  205 .540   200.513  

2 Usia  15 -64  Tahun  490.438  490.438  506.273  509 .550 517.350  

3 Usia  Ó 65  Tahun  33.589  33.589  37.070  38,56 0 44.894  

4 
Usia  < 15  Tahun  
+ Usia  Ó 65  

Tahun  

231.043  231.043  238.036  244,1 00  245.407  

5 Dependency  Ratio  47,11  47,11  47,02  47,90  47,44  

Sumber  : BPS Lombok Barat, 2023  
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Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 20 20  sebanyak 490.438  

jiwa, meningkat menjadi 517.350  jiwa pada tahun 202 4. Penduduk usia 

kerja meningkat akan menyebabkan kebutuhan akan kesempatan kerja 

juga meningkat. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, 

kelompok tersebut akan menjadi pengang guran yang pada gilirannya 

menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial mereka. Sebaliknya, 

apabila penduduk usia kerja produktif tersebut dapat terserap atau 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada 

semakin membaiknya kinerja ekon omi daerah.  

Terlihat bahwa nilai dependency ratio  di Kabupaten Lombok Barat 

pada tahun 20 20  sebesar 47,11  meningkat   menjadi  47, 44  tahun 202 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja 

(dianggap produktif) di Lombok Barat, mempunyai tanggungan sebanyak 

47,11  orang (tahun 20 20), sedikit meningkat  menjadi 47, 44  orang (tahun 

202 4).  

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 

2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan 

Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang 

perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen 

menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari 

produk pertanian, kehutanan, perikanan , pertambangan atau 

penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya 

Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang 

secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Perkembangan 

Kategori Industri Pengolahan di Kabup aten Lombok Barat Tahun 2020 -

2024  disajikan pada tabe l berikut.  

Tabel 2. 35  Perkembangan Kategori Industri Pengolahan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 20-202 4 

Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

PDRB Sektor Industri 

Pengolahan ( ADHB ) Milyar 
Rp 

656,73  676,47  714,33  779,45  837,66  

PDRB Sektor Industri 

Pengolahan ( ADHK ) Milyar 

Rp 

533,85  545,04  559,82  572,46  588,21  
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Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

PDRB (ADHB ) Milyar Rp  14.567,26  15.407,35  16.561,85  18.121,01  19.159,98  

PDRB (ADHK ) Milyar Rp  10.128,30  10.472,21  10.834,22  11.379,48  11.723,12  

Kontribusi Industri 

Pengolahan terhadap PDRB (  

persen ) 

4,51  4,39  4,31  4,30  4,37  

Laju Pertumbuhan Industri 

Pengolahan (  persen ) 
- 0,98  2.10  2.71  2.26  2.75  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat  (diolah) , 202 4 

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku ( ADHB ) Kabupaten 

Lombok Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang 

cenderung menurun namun mulai menunjukkan tanda pemulihan. Pada 

tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 4,51 persen, namun 

mengalami penurunan menjadi 4,39 persen pada tahun 20 21 dan 4,31 

persen pada tahun 2022, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid -

19  dan tantangan dalam rantai pasok. Pada tahun 2023, kontribusi 

sek tor ini pada angka 4,30 persen, dan meningkat menjadi 4,37 persen 

pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukka n adanya upaya 

pemulihan, namun  masih diperlukan langkah strategis seperti 

peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia untuk memperkuat peran sektor industri 

pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lom bok Barat.  

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 

Sebagai daerah wisata,  lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan  

Makan Minum berpengaruh tinggi terhadap  perekonomian Kabupaten 

Lombok Barat.  Dalam lima tahun terakhir, kontribusi  lapangan usaha 

ini telah menca pai lebih dari  lima  persen.  

Tabel 2. 36   Rasio PDRB ( ADHB ) Akomodasi dan Makan Minum 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No. Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum  
677  694  914  1.024  1.137  

2 PDRB Kab. Lombok Barat  14.567  15.407  16.562  18.121  19.159  

3 
Rasio Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum terhadap Total PDRB  

4,65  4,50  5,52  5,65  5,94  

Sumber: BPS Ka upaten  Lombok Barat 2025  
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Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan 

peran yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kabupaten 

Lombok Barat. Pada tahun 2020, rasio kontribusi sektor ini terhadap 

total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

(ADHB ) tercatat sebesar 4,65 persen. Namun, pada tahun 2021 , terjadi 

penurunan menjadi 4,50 persen, yang dipengaruhi oleh dampak 

pandemi COVID-19  yang membatasi aktivitas pariwisata dan bisnis 

hospitality secara global.  Memasuki tahun 2022, sektor ini mulai 

menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan rasio kontri busi 

meningkat menjadi 5,52 persen. Pemulihan ini sejalan dengan mulai 

bangkitnya kembali aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat pasca 

pandemi. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana rasio 

kontribusi sektor penyediaan akomodasi da n makan minum mencapai 

5,65 persen, mencerminkan semakin kuatnya peran sektor ini dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat.  Pada 

tahun 2024, rasio kontribusi sektor ini semakin meningkat menjadi 5,94 

persen, menandakan bahwa sektor penyed iaan akomodasi dan makan 

minum semakin menjadi salah satu penggerak utama perekonomian 

daerah. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya pemulihan sektor 

pariwisata, peningkatan kualitas layanan, serta promosi destinasi wisata 

Lombok Barat yang semakin gencar  dilakukan.  

2.1.3.2.3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif 

Ekonomi Kreatif (Ekraf) adalah sektor ekonomi yang berfokus pada 

kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang membutuhkan 

kreativitas dan kemampuan intelektual. Ekonomi kreatif mencakup 

berbagai subsekto r seperti periklanan, kerajinan, pasar seni, arsitektur, 

desain, mode, perfilman, video, dan fotografi, industri musik, seni drama, 

penerbitan, dan penyiaran radio dan televisi. Ekonomi kreatif tidak 

hanya membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi juga mendo rong 

masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif. Kontribusi ekonomi kreatif 

terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat disajikan pada table berikut.  
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Berdasarkan pendekatan metode perhitungan ekonomi kreatif yang 

dilakukan oleh Bappenas, maka diperoleh estimasi nilai ekonomi kreatif 

di Lombok Barat Tahun 20 20-202 4 sebagaimana tersaji pada table 

berikut.  

Tabel 2. 37  Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 20-202 4 

No 

Lapangan Usaha 

Penyumbang Ekonomi 

Kreatif  

Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 Industri Pengolahan  176,53  181,84  192,01  209,52  225,16  

2 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor  

260,34  267,67  293,23  322,93  343,46  

3 
Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum  
202,16  207,08  272,69  305,61  339,59  

4 
Informasi dan 

Komunikasi  
50,31  53,11  55,59  59,49  61,53  

5 Jasa Perusahaan  0,69  0,69  0,78  0,86  0,92  

6 Jasa Pendidikan  1,06  1,10  1,17  1,26  1,34  

7 Jasa lainnya  2,07  2,14  2,40  2,59  2,78  

Nilai Tambah Ekonomi Kretaif 

Kab Lombok Barat  
693,14  713,61  817,88  902,25  974,79  

Nilai PDRB Lombok Barat 

(ADHB ) 
14.567,26  15.407,27  16.561,85  18.121,01  19.159,98  

Proporsi PDRB Ekraf terhadap 

total PDRB Kabupaten  
4,76  4,63  4,94  4,98  5,09  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat dan Analisa Tim Penyusun, 2024  

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi sektor ekonomi 

kreatif terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku ( ADHB ) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang 

fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, proporsi 

PDRB ekonomi kreatif terhadap total PDRB tercatat sebesar 4,76 persen. 

Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 4,63 persen, 

kemungkinan  dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid -19  yang melanda 

berbagai sektor ekonomi, termasuk ekonomi kreatif.  

Namun, pada tahun 2022, proporsi tersebut mulai menunjukkan 

pemulihan dengan meningkat menjadi 4,94 persen. Tren positif ini terus 

berlanjut pada tahu n 2023, di mana kontribusi ekonomi kreatif terhadap 

PDRB mencapai 4,98 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya 

upaya pemulihan dan penguatan sektor ekonomi kreatif pasca pandemi. 
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Pada tahun 2024, proporsi tersebut kembali meningkat menjadi 5,09 

persen, menandakan bahwa ekonomi kreatif semakin menjadi salah satu 

pilar penting dalam struktur perekonomian Lombok Barat.  Peningkatan 

kontribusi ekonomi kreatif ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki 

oleh sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi  daerah. 

Untuk mempertahankan dan memperkuat tren positif ini, diperlukan 

dukungan kebijakan yang berkelanjutan, seperti peningkatan akses 

permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta promosi dan 

pemasaran produk -produk kreatif lokal.  

2.1.3.2.4. Rasio Kewirausahaan 

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah  

orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing -masing  daerah 

dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang  sama. Berusaha 

dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah  berusaha atas resiko 

sendiri dan mempekerjakan paling sedikit  satu orang buruh atau pekerja 

tetap yang dibayar. Penduduk  yang termasuk angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja (15  tahun dan lebih) yang bekerja atau punya 

pekerjaan namun  sementara tidak bekerja dan peng angguran.  

Tabel 2. 38  Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lombok barat  

Tahun 2020 -2024  

No Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Jumlah Wirausaha 

(Jumlah UMKM)  
4.250  5.018  5.800  6.444  7.052  

2 
Jumlah Angkatan 
Kerja  

358.974  379.980  393.920  405.601  426.080  

3 
Rasio 
Kewirausahaan  

1,18  1,32  1,47  1,59  1,66  

Sumber : Diskop -UMKM Kabupaten Lombok Barat, 2025 (diolah)  

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan 

tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 

tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 1,18, kemudian meningkat 

menjadi 1,32 pada tahun 2021, dan terus naik menjadi 1,47 pada tahun 

2022. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan me ncapai 1,59, dan pada 

tahun 2024, rasio tersebut mencapai 1,66. Tren kenaikan ini 

mencerminkan semakin banyaknya masyarakat Lombok Barat yang 
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memilih untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja, meskipun 

masih dalam skala kecil. Peningkatan rasio kewirau sahaan ini juga 

menunjukkan adanya upaya pengembangan ekonomi kreatif dan 

dukungan dari pemerintah maupun pihak terkait dalam menciptakan 

iklim usaha yang lebih kondusif. Namun, untuk mencapai rasio yang 

lebih tinggi, diperlukan langkah -langkah strategis s eperti peningkatan 

akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan 

ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Lombok 

Barat.  

2.1.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang 

menunjukkan pr oporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif 

secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dari total 

populasi usia kerja tersebut. TPAK Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2020 -2024 disajikan pada ta bel  berikut.  

Tabel 2. 39  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)   

Kab upaten  Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

Tahun  
Angkatan 

Kerja  

Bukan 
Angkatan 

Kerja  

Angkatan 

Kerja + Bukan 
Angkatan 

Kerja  

TPAK  
(persen)  

Jumlah 
Penduduk  

2020  358.974  169.793  528.767  67,89  721.481  

2021  379.980  159.130  539.110  70,48  731.810  

2022  393.920  155.530  549.450  71,69  744.309  

2023  405.601  142.509  548.110  74,00  753.640  

2024  426.080  132.970  559.050  76,22  765.050  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2025 (diolah).  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lombok 

Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang 

konsisten, mencerminkan semakin banyaknya penduduk usia produktif 

yang aktif dalam pasar kerja. Pada tahun 2020, TPAK Lombok Barat 

tercatat sebesar 67,89 persen, yang kemudian meningkat signifikan 

menjadi 70,48 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini terus berlanjut 

pada tahun 2022, di mana TPAK mencapai 71,69 persen, dan pada tahun 

2023, angka tersebut naik lagi menjadi 74,00 persen.  Pada tahun 2024, 
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TPAK Lombok Barat mencapai 76,22 persen, menandakan bahwa lebih 

dari tiga perempat penduduk usia kerja di wilayah ini aktif secara 

ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.  

Peningkatan TPAK ini dapat dipengaruhi oleh beberapa fa ktor, 

seperti pertumbuhan ekonomi yang memicu penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam 

angkatan kerja, serta program -program pemerintah yang mendukung 

peningkatan keterampilan dan akses kerja. Namun, unt uk 

mempertahankan dan meningkatkan TPAK ke depan, diperlukan 

langkah -langkah strategis seperti pengembangan sektor -sektor ekonomi 

potensial, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta 

penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pe nyerapan 

tenaga kerja.  

Tabel 2. 40  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  Laki -laki dan 

Perempuan Kab upaten  Lombok Barat dan NTB Tahun 2020 -2024  

Tahun  

Kabupaten Lombok Barat  Provinsi NTB  

TPAK 

Laki -Laki  

TPAK 

Perempuan  

TPAK 

Laki -Laki  

TPAK 

Perempuan  

2020  81,93  54,38  82,94  58,66  

2021  83,24  58,14  82,58  59,18  

2022  83,7  60,02  83,27  59,16  

2023  85,25  62,79  84,18  62,54  

2024  87,9  64,4  84,64  63,38  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis 

kelamin laki -laki sebesar 85,25 dan TPAK perempuan sebesar 62,79. 

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki -

laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti kesempatan kerja, akses pendidikan, dan peran 

gender dalam masyarakat.  

2.1.3.2.6. Indeks Inovasi Daerah 

Penyelenggaraan inovasi daerah pada hakikatnya untuk 

meningkatkan optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Inovasi daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan 
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pelayanan publik , pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah. Menurut Undang -Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah diartikan 

sebagai segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Inova si dapat dicapai melalui inovasi tata kelola, inovasi 

pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan 

kewenangan daerah. Inovasi daerah merupakan pembaruan dalam 

berbagai bentuk yang dapat dengan cepat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat da lam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Indeks Inovasi Daerah merupakan kumpulan inovasi daerah yang 

telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk reformasi 

manajemen pemerintahan daerah. Upaya pembaruan didasarkan pada 

urusan dan kom petensi berbagai tingkat pemerintahan daerah. Penilaian 

dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan 

pelayanan publik daerah, dan dapat diterapkan di daerah lain. 

Berdasarkan hasil indeks inovasi daerah diperoleh peringkat inovasi 

daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah. Pemeringkatan inovasi 

daerah memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai 

perencanaan, insentif dan panduan inovasi daerah.  

Tabel 2. 41  Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No IGA  
TAHUN  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Inovasi 

daerah  

3                    

(Kurang 
Inovatif)  

12,61               

(Kurang 
Inovatif)  

55,42              

(Inovatif)  

50,72              

(Inovatif)  

50,26 

(Inovatif)  

Sumber:  Kemendagri , 2024  

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Indeks Inovasi Daerah di 

Kabupaten Lombok Barat  pada tahun 2020 yaitu 3 dengan predikat 

kurang inovatif, tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 12,61 dengan 

predikat kurang inovatif, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 

55,42 dengan predikat inovatif, tahun 2023 menurun menjadi 50,72 

dengan predikat inovatif, dan tahun 202 4 menurun menjadi 50, 26  

dengan predikat i novatif.  
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2.1.3.2.7. Indeks Kapabilitas Inovasi 

Kapabilitas inovasi (Pilar 12) merupakan salah satu bagian dari 

komponen Ekosistem Inovasi, yang mengukur kemampuan daerah 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan  dan teknologi serta penerapannya 

dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.  Kapabilitas inovasi 

memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu 

daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu 

daerah mendorong kolaborasi,  konektivitas, kreativitas, keragaman, 

konfrontasi lintas -visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh 

mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa 

baru.  

Tabel 2. 42  Kapabilitas Inovasi (Pilar 12) Tahun 2022 -2024  

Indeks Kapabilitas Inovasi  
Tahun 
2022  

Tahun 
2023  

Tahun 
202 4 

Nasional  2,62  3,03  3,13  

Provinsi Nusa Tenggara Barat  2,54  3,27  3,27  

Kabupaten Lombok Barat  0,98  2,07  2,23  
Sumber : BRIN, 2023 dan 2024  

Pada tahun 2024, nilai Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten 

Lombok Barat tercatat sebesar 2,23. Angka ini menunjukkan bahwa 

kapabilitas inovasi di wilayah tersebut masih berada pada tingkat yang 

relatif rendah. Jika dibandingkan dengan rata -rata provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 3,27, capaian Lombok Barat masih 

tertinggal cukup signifikan. Begitu pula jika dilihat dari rata -rata 

nasional yang sebesar 3,13, Lombok Barat masih berada di bawah 

standar tersebut.  

Rendahnya nilai indeks kapabilitas inovasi  Lombok Barat 

mencerminkan bahwa upaya pengembangan inovasi di daerah ini masih 

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mungkin 

memengaruhi hal ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia 

yang berkualitas, minimnya alokasi anggaran untuk p enelitian dan 

pengembangan, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, 

swasta, dan aka demisi dalam mendorong inovasi. Untuk mengejar 

ketertinggalan ini, diperlukan langkah -langkah strategis dan 
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terintegrasi. Peningkatan kualitas pendidikan dan pe latihan, 

peningkatan anggaran untuk riset dan pengembangan, serta 

pembangunan ekosistem inovasi yang melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan menjadi kunci utama . 

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau 

Indeks Ekonomi Hijau adalah suatu alat  ukur yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah 

telah mengintegrasikan prinsip -prinsip keberlanjutan dan ramah 

lingkungan. Indeks ini mengevaluasi berbagai aspek, seperti penggunaan 

sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi karbon, pengelolaan 

limbah, serta upaya pelestarian lingkungan dalam proses pembangunan 

ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB) atau pendapatan , tetapi juga mempertimbangkan dampak 

lingkungan dan sosial jangka panjang.  

Tabel 2. 43  Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ( ADHB ) 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

Uraian  
Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

PDRB 

(ADHB ) 

Sektor 
Pertanian, 

Kehutanan 

dan 

Perikanan 
(Juta Rupiah)  

3.288.507,91  3.386.110,80  3.511.534,00  3.834.980,26  4.020.770,00  

PDRB total 

(ADHB ) 
14.567.264,74  15.407.346,10  16.561.845,40  18.121.007,06  19.159.980,00  

Kontribusi 

terhadap 

PDRB 

22,57  21,98  21,20  21,16  20,99  

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat, 2025  

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat 

selama periode 2020 -2024. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 

22,57% dari total PDRB, setara dengan 3,288 triliun rupiah. Kontri busi 

tersebut sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 21,98% dengan nilai 
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3,386 triliun rupiah, dan terus mengalami penurunan persentase pada 

tahun 2022 menjadi 21,20% meskipun nilainya meningkat menjadi 3,51 

triliun rupiah. Tren serupa terlihat pada tahun  2023, di mana kontribusi 

sektor pertanian mencapai 21,16% dengan nilai 3,83 triliun rupiah, dan 

pada tahun 2024, persentasenya turun menjadi 20,99% meskipun nilai 

kontribusinya meningkat menjadi 4,02 triliun rupiah. Meskipun 

persentase kontribusi terhadap  PDRB mengalami penurunan, nilai 

absolutnya terus meningkat, menunjukkan bahwa sektor pertanian 

tetap menjadi pilar penting perekonomian Kabupaten Lombok Barat.  

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia 

Indeks Ekonomi Biru adalah suatu alat ukur yang digunakan 

untuk m enilai sejauh mana aktivitas ekonomi suatu wilayah atau negara 

memanfaatkan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. 

Konsep ekonomi biru ( blue economy ) sendiri mengacu pada pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perairan yang tidak hanya berfokus pada 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan 

lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan sosial.  Pada 

aspek ekonomi, ekonomi biru di Lombok Barat dicerminkan oleh 

kontribusi sector perikanan terhadap PDRB sebag aimana disajikan pada 

table berikut.  

Tabel 2. 44  Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 -2022  

No Uraian  
Tahun  

2018  2019  2020  2021  2022  

1 
PDRB (ADHB ) Sub 

Sektor Perikanan  
461.041  483.173  503.572  535.914  575.551  

2 
PDRB (ADHK ) Sub 

Sektor Perikanan  
311.793  317.779  318.671  323.710  329.445  

3 

Produk Domestik 
Regional Bruto 

(Lombok Barat) 

ADHB  

14.470.436  15.452.079  14.567.265  15.407.346  16.561.845  

4 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(Lombok Barat) 

ADHK  

10.491.747  10.894.637  10.128.301  10.472.207  10.834.218  

5 

Kontribusi Sektor 

Perikanan terhadap 

PDRB 

3,19  3,13  3,46  3,48  3,48  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023  
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Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku ( ADHB ) Kabupaten Lombok Barat 

dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil 

dengan tren positif. Pada tahun 2018, kontribusi sektor perikanan 

tercatat sebesar 3 ,19 persen, yang kemudian sedikit menurun menjadi 

3,13 persen pada tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor -

faktor seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, atau tantangan 

dalam rantai pasok. Namun, pada tahun 2020, kontribusi sektor 

perikan an meningkat signifikan menjadi 3,46 persen, menunjukkan 

adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas di sektor ini. Peningkatan 

ini terus berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, di mana kontribusi sektor 

perikanan 3,48 persen .  

Stabilitas kontribusi sektor peri kanan pada tahun 2021 dan 202 2 

menunjukkan bahwa sektor ini mampu bertahan dan beradaptasi 

dengan berbagai tantangan, seperti dampak pandemi Covid -19  dan 

perubahan kondisi lingkungan. Diperlukan langkah -langkah strategis 

seperti pengembangan teknologi budi daya dan penangkapan ikan yang 

berkelanjutan, peningkatan akses pasar, serta pemberdayaan pelaku 

usaha perikanan melalui pelatihan dan pendampingan.  

2.1.3.4. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi  yang berasal dari 

sumber energi terbarukan antara  lain berasal dari panas bumi, angin, 

bioenergi, sinar  matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan  

perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari  sumber energi yang 

dapat dihasilkan oleh teknologi  baru (PP No 79 tah un 2014).  

Porsi EBT dalam bauran energi primer (  persen ) provinsi  adalah 

persentase antara total konsumsi EBT  terhadap total konsumsi energi 

primer (terbarukan  dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu  

tahun.  
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Tabel 2. 45  Persentase Penggunaan PJUTS di Kabupaten Lombok Barat  

No.  Titik Lampu PJU  
Tahun  

2019  2021  2023  

A Konvensional     

1 PJU Konvensional 

Dipasang Oleh Pemda  

- - 
2.455  

2 PJU Konvensional 
Dipasang Oleh 

Masyarakat  

- - 
2.563  

 Sub Jumlah  5.018  

B PJU Tenaga Surya  168  30  21  

 Sub Jumlah  219  

 Persentase PJU TS  4,18  
Sumber : Dinas Perhubungan Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

2.1.3.5. Transformasi Digital 

2.1.3.5.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu 

pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam 

penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari -hari maupun 

terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun yaitu: (1) 

Infrastruktur dan Ekosistem ; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; 

dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar -pilar tersebut bertujuan agar dapat 

memberikan gambaran kondisi masyarakat digital secara lebih 

komprehensif, objektif dan terstandarisasi. Perhitungan IMDI baru 

dilakukan pa da tahun 2022, nilai IMDI Kabupaten Lombok Barat tahun 

2022 -202 4 adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 46  Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)  

Tahun 2022 -202 4 

IMDI  2022  2023  2024  

IMDI Indonesia  37,8  43,18  43,34  

IMDI NTB  40,41  47,66  45,59  

IMDI Kab. Lombok Barat  41,56  45,76  50,12  

Pilar 1 Infrastruktur dan Ekosistem  39,14  59,67  57,83  

Á Sub Pilar Akses dan Adopsi Teknologi  30,46  62,84  71,08  

Á Sub Pilar Ekosistem Pembelajaran  47,81  46,13  44,08  

Á Sub Pilar Digitalisasi Pemerintahan  - 81  61,56  

Pilar 2 Keterampilan Digital  57,98  65,66  71,35  

Á Sub Pilar Komplemen  55,45  65,75  66,57  

Á Sub Pilar Pengenalan TIK  70,14  65,03  70,46  
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IMDI  2022  2023  2024  

Á Sub Pilar Keamanan  48,37  66,19  68,03  

Pilar 3 Pemberdayaan  28,91  24,81  29,88  

Á Sub Pilar Pengguna (Konsumen)  32,63  29,55  35,08  

Á Sub Pilar Penyedia (Penjual)  25,2  20,07  24,08  

Pilar 4 Pekerjaan  39,91  31,37  41,55  

Á Sub Pilar Permintaan  56,16  48,21  61,54  

Á Sub Pilar Penawaran  23,65  14,52  21,57  

Sumber : https://imdi.sdmdigital.id/home  

Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia ( IMDI ) Kabupaten 

Lombok Barat pada tahun 2022 sebesar 41,56, pada tahun 2023 

mengalami peningkatan menjadi 45,76  dan pada tahun 2024 sebesar 

50,12 . Peningkatan ini tertinggi di dongkrak oleh Pilar 2 Keterampilan 

Digital  (naik 5,69 poin ), dan Pilar 3 Pemberdayaan  (naik 5,07 point ), serta  

Pilar 4 Pekerjaan  mengalami kenaikan  10,18 point ). Sedangkan pilar 1 

Infrastruktur dan Ekosistem mengalami penurunan sebesar -1,84 poin. 

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital di Kabupaten 

Lombok Barat sudah cukup b aik dalam bidang digital dengan ditunjang 

oleh keterampilan digital, pemberdayaan, dan pilar pekerjaan . Namun 

hasil IMDI juga memperlihatkan masih diperlukan perbaikan pada pilar 

infrastruktur  di Kabupaten Lombok Barat.  

2.1.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 

2.1.3.6.1. Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu 

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok merupakan 

indikator statistik yang mengukur tingkat volatilitas harga dengan 

membandingkan standar deviasi terhadap rata -rata harga, dinyatakan  

dalam persentase. Nilai koefisien ini mencerminkan stabilitas harga ð 

semakin rendah angkanya (<10%), semakin stabil harga komoditas 

tersebut, sementara nilai yang lebih tinggi (>20%) menunjukkan 

fluktuasi yang signifikan. Dalam konteks pengendalian infla si dan 

ketahanan pangan, koefisien variasi berfungsi sebagai alat diagnostik 

untuk mengidentifikasi komoditas yang memerlukan intervensi 

kebijakan, seperti operasi pasar atau subsidi.  
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Tabel 2. 47  Koefisien Harga Barang Kebutuhan Pokok  

Di Kab upaten  Lombok Barat  Tahun 2020 -2024  

No Komoditi  Satuan  2020  2021  2022  2023  2024  

1 Beras        

 - Premium  Kg 2.26  6.60  7.33  6.19  6.39  
 - Medium  Kg 2.01  7.13  6.21  4.81  11.28  
 - Termurah  Kg 1.58  6.17     

2 Jagung Pipilan Kuning  Kg 6.19  6.18     

3 Kedelai Biji Kering  Kg  9.91  12.49  1.93  15.89  

4 Bawang Merah  Kg 6.54  16.53  29.15  21.56  27.36  

5 Bawang Putih (bonggol)  Kg 21.87  8.24  16.21  13.25  7.75  

6 Bawang putih (kating)   21.87  8.24     

7 Cabai Merah Keriting  Kg 17.82  34.54  34.17  10.70  33.12  

8 Cabe Rawit Merah  Kg 27.46  61.54  35.63  33.51  21.46  

9 Daging Sapi Murni  Kg  7.13  7.86  0.64  7.04  

10  Daging Ayam Ras  Kg  10.00  8.21  3.09  7.77  

11  Telur Ayam Ras  Kg 1.86  6.44  10.75  5.03  8.00  

12  Gula Pasir lokal  Kg  6.40  9.50  5.53  8.15  

13  Minyak Goreng Kemasan  Ltr    17.65  3.03  9.59  

14  Tepung Terigu  Kg  6.73  21.07  0.69  6.77  

15  Minyak Goreng Curah  Ltr  1.85  10.97  51.20  2.31  10.49  

16  Jagung Tk Peternak  Kg    13.08  24.42  

17  Ikan Kembung  Kg    4.17  9.96  

18  Ikan Tongkol  Kg    6.46  7.65  

19  Ikan Bandeng  Kg    7.17  10.00  

20  Tepung Terigu Kemasan (Non Curah)  Kg    1.35  11.23  
 RATA-RATA  10.12  13.30  19.10  7.61  12.86  

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab upaten  Lombok Barat dan Olah Data Bappeda, 2025  

 

Hasil analisis menunjukkan  bahwa Koefisien Variasi harga barang 

kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Barat yang mencapai 13,60% 

(tahun 202 0-2024).  Nilai koefisien variasi sebesar 1 3,60% menunjukkan 

bahwa harga barang kebutuhan pokok di Lombok Barat mengalami 

vola tilitas sedang, dengan fluktuasi harga rata -rata menyimpang 1 3,16% 

dari harga mean dalam kurun waktu tersebut. Angka ini 

mengindikasikan bahwa meskipun tidak termasuk dalam kategori 

sangat stabil (koefisien <10%), gejolak harga masih tergolong dapat 

dikelo la (kisaran 10 -20%), di mana faktor -faktor seperti gangguan 

pasokan musiman, perubahan permintaan, atau ketidakstabilan 

distribusi mungkin menjadi penyebab utamanya. Nilai koefisien ini dapat 

mencerminkan kinerja pasar yang relatif wajar, meski tetap memer lukan 
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intervensi kebijakan seperti stabilisasi stok atau subsidi selektif untuk 

mengurangi risiko inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat, 

terutama kelompok rentan.  

2.1.3.6.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indik ator 

ekonomi yang mengukur nilai total investasi dalam aset tetap yang 

digunakan untuk proses produksi dalam suatu periode tertentu, 

biasanya satu tahun. Aset tetap tersebut mencakup infrastruktur seperti 

bangunan, jalan, jembatan, mesin, peralatan, serta aset tidak berwujud 

seperti penelitian dan pengembangan. PMTB mencerminkan upaya suatu 

daerah atau negara dalam memperluas kapasitas produksi dan 

meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PMTB m enunjukkan seberapa 

besar kontribusi investasi fisik terhadap pertumbuhan ekonomi, yang 

menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.  

Tabel 2. 48   Share  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)  terhadap 

PDRB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

Pembentukan  Modal  Tetap  B

ruto ( ADHB ) 
5.533,03  6.014,60  5.961,31  6.604,50  6.762,64  

PDRB (ADHB ) 14.567,26  15.407,35  16.561,85  18.121,01  19.159,98  

PDRB (ADHK ) 10.128,30  10.472,21  10.834,22  11.379,48  11.723,12  

Pembentukan  Modal  Tetap  B

ruto ( ADHK ) 
3.484,35  3.658,87  3.450,93  3.757,60  3.795,76  

Pertumbuhan PMTB  
-                  

9,12  
5,01  

-                  

5,68  
8,89  1,02  

Share PMTB  37,98  39,04  35,99  36,45  35,30  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2025 (diolah) 

Kontribusi atau share  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

berlaku ( ADHB ) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan fluktuasi 

selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi PMTB 

mencapai 37,98 persen, kemud ian meningkat menjadi 39,04 persen di 

tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 35,99 

persen, yang diikuti oleh sedikit kenaikan menjadi 36,45 persen di tahun 
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2023. Pada tahun 2024, kontribusi PMTB kembali menurun menjadi 

35,30 persen. Meskipun mengalami fluktuasi, angka -angka ini 

menunjukkan bahwa PMTB tetap menjadi komponen penting dalam 

struktur perekonomian Kabupaten Lombok Barat, yang mencerminkan 

peran investasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya 

sebagai pendoro ng pertumbuhan ekonomi daerah  

2.1.3.6.3. Ekspor Barang dan Jasa 

Ekspor Barang dan Jasa dalam konteks Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di 

suatu wilayah tertentu (seperti kabupaten, provinsi, atau negara) dan 

dijual atau dikirim ke wilayah lain di luar batas geografisnya. Barang 

yang diekspor mencakup produk fisik seperti hasil pertanian, industri, 

dan pertambangan, sementara jasa yang diekspor meliputi layanan 

seperti pariwisata, transportasi, keuangan, dan jas a profesional. Dalam 

perhitungan PDRB, ekspor barang dan jasa termasuk dalam komponen 

permintaan eksternal, yang mencerminkan kontribusi sektor luar negeri 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan ekspor 

barang dan jasa umumnya menunjukkan d aya saing ekonomi yang baik 

dan kemampuan suatu wilayah untuk memanfaatkan peluang pasar 

global.  

Tabel 2. 49   Share Net Eksport  terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

Net Eksport  - 4.758,66  - 4.854,69  - 4.700,88  - 4.809,90  -5.034,33  

PDRB 14.567,26  15.407,35  16.561,85  18.121,01  19.159,98  

Share Net Eksport  - 32,67  - 31,51  - 28,38  - 26,54  -26,28  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2025 (diolah) 

Kontribusi atau share Net Ekspor (ekspor bersih) terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren perbaikan meskipun masih 

bernilai negatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 

kontribusi Net Ekspor tercatat sebesar -32,67 persen, yang kemudian 

membaik menjadi -31,51 persen di tahun 2021. Tren perbaikan ini terus 
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berlanjut dengan kontribusi Net Ekspor sebesar -28,38 persen di tahun 

2022, -26,54 persen di tahun 2023, dan -26,28 persen di tahun 2024. 

Nilai negatif ini mengindikasikan bahwa nilai impor barang dan jasa 

masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor, yang mencerminkan 

ketergantungan Kabupaten Lombok Barat pada barang dan jasa dari luar 

wilayah. Namun, penyempitan defisit dari tahun ke tahun menunjukkan 

upaya peningkatan daya saing dan perlambatan ketergantungan pada 

impor, yang dapat menjadi landasan untuk penguatan ekonomi daerah 

ke depannya. 

2.1.3.7. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

2.1.3.7.1. Indeks Infrastruktur 

Indeks infrastruktur dapat diartikan sebagai indikator atau alat 

ukur yang merepresentasikan tingkat kemajuan dan persebaran 

pemerataan pembangunan infrastruktur antarpemerintah daerah di 

seluruh wilayah Indonesia.  Variabel penilaian indeks infrastruktur 

meliputi : air minum, sanitasi, jalan, listrik, dan telekomunikasi. Hasil 

penilaian indeks infrastruktur Lombok Barat tahun 2023 yang 

dilaksanakan oleh Subdirektorat evaluasi pengelolaan dana transfer 

Direktorat Eva luasi dan system informasi Dirjen Perimbangan Keuangan 

RI menunjukkan angka 87,80. Indeks infrastruktur bernilai 1 -100, di 

mana nilai 100 merupakan daerah dengan kondisi terbaik dibandingkan 

dengan daerah lainnya.  

2.1.3.7.2. Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni dan 

Penanganan Kawasan Kumuh 

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satu 

fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap warga memiliki 

akses ke tempat tinggal yang layak. Salah satu indikator penting dalam 

evaluasi ini adalah jumla h rumah tidak layak huni (RTLH) yang 

didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi standar minimum 

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, seperti kondisi fisik bangunan 

yang buruk, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, dan akses yang 

terbatas terhadap air  bersih.  
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Tabel 2. 50  Rekap Data R umah Tidak Layak Huni  Per Kecamatan  

Di Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2022  

No Kecamatan  Jumlah  % Ket.  

1 Kec. Sekotong  13.479  14,45  
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2 Kec. Lembar  7.844  8,41  

3 Kec. G erung  8.149  8,73  

4 Kec. Labuapi  9.400  10,08  

5 Kec. K ediri  6.449  6,91  

6 Kec. Kuripan  4.462  4,78  

7 Kec. Narmada  14.571  15,62  

8 Kec. Lingsar  12.625  13,53  

9 Kec. Gunungsari  10.942  11,73  

10 Kec. Batulayar  5.371  5,76  

Jumlah  93.292  100%   
Sumber : https://sepakat.bappenas.go.id/regsosek -analisis/  

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 

2022, j umlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok 

Barat tercatat sebanyak 93.292 unit yang tersebar di sepuluh 

kecamatan. Ke camatan Narmada mencatat jumlah RTLH tertinggi 

dengan 14.571 unit (15,62%), diikuti oleh Kecamatan Sekotong sebanyak 

13.479 unit (14,45%) dan Kecamatan Lingsar sebanyak 12.625 unit 

(13,53%). Ketiga kecamatan ini menyumbang lebih dari 40% total RTLH 

di Lomb ok Barat. K ecamatan dengan jumlah RTLH paling sedikit adalah 

Kecamatan Kuripan dengan 4.462 unit (4,78%), disusul Kecamatan 

Batulayar sebanyak 5.371 unit (5,76%), dan Kecamatan Kediri dengan 

6.449 unit (6,91%) . 

Selanjutnya, Rumah Layak Huni (RLH) didefinisikan berdasarkan 

beberapa kriteria utama, seperti ketahanan bangunan, kecukupan luas 

minimum bagi penghuni, akses terhadap air bersih, dan ketersediaan 

sanitasi yang memadai. Standar ini mengacu pada ketentuan d alam 

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perumahan dan Permukiman. Jumlah rumah berdasarkan kategori 

Rumah Layak Huni di Kabupaten Lombok Barat disajikan pada tab el 

beri kut.  
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Tabel 2. 51  Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Lombok Barat   

Tahun 2022  

No Kecamatan  Jumlah  % Keterangan  

1 Kec. Sekotong  6.911  5,01  
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2 Kec. Lembar  9.361  6,79  

3 Kec. G erung  19.978  14,48  

4 Kec. Labuapi  18.723  13,57  

5 Kec. K ediri  12.859  9,32  

6 Kec. Kuripan  8.180  5,93  

7 Kec. Narmada  18.238  13,22  

8 Kec. Lingsar  13.047  9,46  

9 
Kec. 
Gunungsari  

19.191  13,91  

10 Kec. Batulayar  11.438  8,29  

Jumlah  137,926  100%   
Sumber : https://sepakat.bappenas.go.id/regsosek -analisis/  

Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Lombok Barat tercatat 

sebanyak 137.926 unit. Jumlah RLH tertinggi terdapat di Kecamatan 

Gerung dengan 19.978 unit (14,48%), disusul oleh Kecamatan 

Gunungsari (19.191 unit atau 13,91%) dan Kecamatan Labuapi (18.723 

unit atau 13,57%). Kecamatan dengan jumlah RLH paling sedikit adalah 

Kecamatan Sekotong dengan 6.911 unit (5,01%), disusul oleh Kecamatan 

Kuripan (8.180 unit atau 5,93%).  Peningkatan kualitas rumah la yak huni 

akan terus dioptimalkan melalui berbagai skema, baik melalui bantuan 

stimulan perumahan swadaya (BSPS), program rumah subsidi, maupun 

kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan 

sektor swasta.  

Sehingga dari jumlah rumah di Kab upaten Lombok Barat pada 

tahun 2022 yaitu 231.216 unit, sekitar 40,35% rumah termasuk kategori 

rumah tidak layak huni dan 59,65% kategori rumah layak huni. Kondisi 

ini menjadi perhatian yang penting karena berpengaruh pada kondisi 

sosial dan Kesehatan masy arakat di Kabupaten Lombok Barat.  

Upaya p eningkatan kualitas rumah layak huni akan terus 

dioptimalkan melalui berbagai skema, baik melalui bantuan stimulan 

perumahan swadaya (BSPS), program rumah subsidi, maupun 

kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan 

sektor swasta. Fokus utama adalah pada wilayah dengan jumlah RLH 
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rendah serta daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem, stunting 

dan kerentanan tinggi terhadap bencana.  

Selanjutnya, kawasan kumuh di Lombok Barat terkonsentrasi di 

beberapa daerah dengan kondisi permukim an padat, akses terbatas ke 

sanitasi, air bersih, dan infrastruktur yang memadai.  

Sumber : Dinas Permukiman Kab. Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 37  Persentase Penanganan Kawasan Kumuh  

Di Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

Penanganan kawasan kumuh telah mencapai 27,36 persen pada 

tahun 2024, telah melampau target yang ditetapkan sebesar 26,36 

persen.meskipun demikian, penanganan Kawasan kumuh ini masih 

lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Kegiatan penuntasan 

kawasa n kumuh yang di laksanakan melalui  kegiatan kotaku dan 

kegiatan reguler Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui  Dinas 

Perumahan dan Permukiman berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat masih perlu 

ditingkatkan lagi , agar selain tertanganinya Kawasan kumuh yang masih 

ada, yang utama adalah agar masyarakat memperoleh akses maksimal 

akan perumahan yang layak.  

2.1.3.7.3. Jumlah Desa Mandiri 

Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses 

terhadap layanan dasar, kegi atan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, 

aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. 

Peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses 

akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, 

dimensi l ingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola 

1,86

28,97 29,24
26,1 27,36

2020 2021 2022 2023 2024
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pemerintahan Desa. Semuanya menjadi mata rantai yang saling 

memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Status desa di Lombok Barat tahun 

2020 -2024 disa jikan pada tabel berikut.  

 

Tabel 2. 52  Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)  

di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

1 Jumlah Desa di Lombok Barat  119  119  119  119  119  

2 Jumlah Desa Mandiri  4 6 10  17  22  

3 Jumlah Desa Maju  28  42  55  69  73  

4 Jumlah Desa Berkembang  87  71  54  33  24  

5 Jumlah Desa Tertinggal  0 0 0 0 0 

6 Jumlah Desa Sangat Tertinggal  0 0 0 0 0 

  Sumber : DPMD Kab upaten  Lombok Barat, 202 4 

Jumlah desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dimulai dari 4 desa 

pada tahun 2020, meningkat menjadi 6 desa pada tahun 2021, 

kemudian melonjak menjadi 10 desa pada tahun 2022, dan terus 

bertambah menjadi 17 desa pada tahun 2023, serta mencapai 22 desa 

pada tahun 2024. Desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Desa 

Beleka, Kediri, Gelogor, Rumak, Lembuak, Dasan Tereng, Narmada, 

Sekotong Tengah, Bajur, Labuapi, Lingsar, Batu Kumbung, Langko, 

Saribaye, Lemba r Selatan, Meninting, Sandik, Senteluk, Senggigi, 

Kuripan, Jagaraga dan Kuripan Utara. Meskipun mengalami 

pertumbuhan yang konsisten, jumlah desa mandiri tersebut masih 

merupakan bagian dari total 119 desa yang ada di Kabupaten Lombok 

Barat, menunjukkan ba hwa masih terdapat potensi pengembangan yang 

besar untuk mencapai kemandirian di lebih banyak desa di wilayah 

tersebut.  
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2.1.3.8. Stabilitas Ekonomi Makro 

2.1.3.8.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 

Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara 

jumlah penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja 

perpaja kan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.  

Tabel 2. 53  Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 20 20-202 4 

Uraian  2020  2021  2022  2023  2024  

Pajak Daerah  70,24  85,91  104,60  127,96  143,04  

PDRB 14.567,26  15.407,35  16.561,85  18.121,01  19.159,98  

Proporsi 
terhadap PDRB 

(persen ) 

0,48  0,56  0,63  0,71  0,75  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 202 5 

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga berlaku ( ADHB ) Kabupaten Lombok Barat 

dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang 

konsisten, mencerminkan upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. 

Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB tercatat sebesar 

0,48 persen, yang kemudian meningkat menj adi 0,56 persen pada tahun 

2021. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana rasio 

tersebut mencapai 0,63 persen, dan pada tahun 2023, rasio pajak daerah 

terhadap PDRB meningkat lagi menjadi 0,71 persen. Pada tahun 2024, 

rasio ini mencapai 0,7 5 persen, menunjukkan bahwa kontribusi 

penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian Lombok Barat 

semakin signifikan.  

Tren peningkatan rasio pajak daerah ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti peningkatan efektivitas pemungutan pajak, 

perluasa n basis pajak, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong 

peningkatan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Meskipun rasio 

ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar ideal, 

peningkatan yang konsisten menunjukkan adanya upaya serius dari 
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pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

melalui sektor perpajakan.  Studi dan praktik internasional, rasio pajak 

daerah yang dianggap ideal atau sehat umumnya berada dalam kisaran 

1,5  persen  hingga 3  persen  dari PDRB , agar daerah ti dak terlalu 

tergantung dengan dana transfer.  

2.1.3.8.2. Tingkat Inflasi 

Kabupaten Lombok Barat tidak termasuk daerah sampel 

penghitungan inflasi nasional , k arena kondisi geografis Kabupaten 

Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, 

menyebabkan aktivitas ekonomi hampir seluruhnya bergabung dengan 

Kota Mataram . Sehingga , dalam mengambil kebijakan berkiblat pada 

inflasi Kota Mataram yang masuk dalam sampel nasional. Perkembangan 

inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB , dan Nasional  dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2. 54  Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð2024  

Uraian  2020  202 1  202 2  202 3  202 4  

Kabupten 
Lombok Barat  

 persen  0.58  0,88  6,18  2,44  1,92  

Provinsi  NTB  persen  0.60  2,12  6,23  2,30  1,28  

Nasional   persen  1.70  1,90  5,50  2,58  2,7  

Sumber :  BPS Lombok Barat , 202 5; BPS Provinsi NTB 202 5; Statistik 

Indonesia, 202 5 

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 20 20-202 4 

cenderung berfluktuasi seperti halnya inflasi di tingkat Provinsi NTB dan 

inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,18  

persen  sedangkan inflasi  terendah  terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,58  

persen . 

2.1.3.8.3. Indeks Akses Keuangan Daerah 

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan alat ukur 

yang dirancang untuk memetakan dan mengukur tingkat akses, 

penggunaan, serta kualitas layanan keuangan di tingkat 

kabupaten/kota. IKAD sebagai indikator strategis yang membantu 

pemerintah daerah dan T im Percepatan Akses Keuangan Daerah 
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(TPAKD) dalam mengidentifikasi gap akses keuangan dan merancang 

intervensi yang tepat. Nilai minimal IKAD yang baik adalah nilai yang 

mampu mencerminkan akses keuangan yang inklusif, merata, dan 

berkelanjutan, serta mend ukung pencapaian target nasional dalam 

mendorong kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan yang 

mudah dijangkau dan dimanfaatkan secara optimal.  

Tabel 2. 55  Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)  

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten/Kota di NTB  

Tahun 202 0-2024  

Kabupaten/Kota  
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)  

2020  2021  2022  2023  2024  

Kab. Lombok Barat  - - 3.00   3.28  3.22  

Kab. Lombok Tengah  - - 2.74  3.14  3.23  

Kab. Lombok Timur  - - 2.97  3.24  3.41  

Kab. Sumbawa  - - 3.79  4.10  4.39  

Kab. Dompu  - - 4.27  4.09  4.09  

Kab. Bima  - - 3.61  3.75  3.85  

Kab. Sumbawa Barat  - - 3.74  3.50  3.14  

Kab. Lombok Utara  - - 2.27  2.44  2.59  

Kota Mataram  - - 6.53  6.16  5.48  

Kota Bima  - - 5.21  4.36  3.51  

Nusa Tenggara Barat  - - 3.46  3.71  3.73  

Sumber : Bappenas, 2025  

Pada periode 2022 -2024, indeks akses keuangan di Kabupaten 

Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan 

perkembangan yang bervariasi. Kabupaten Lombok Barat mencatat 

peningkatan dari 3.00 pada tahun 2022 menjadi 3.28 pada tahun 2023, 

nam un mengalami sedikit penurunan menjadi 3.22 pada tahun 2024. 

Sementara itu, Provinsi NTB secara konsisten mengalami peningkatan, 

dengan indeks masing -masing sebesar 3.46 (2022), 3.71 (2023), dan 

3.73 (2024), menunjukkan tren positif dalam perluasan akses 

keuangan di tingkat provinsi. Capaian IKAD Lombok Barat secara 

keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTB. 

Diperlukan upaya dan p eran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 

(TPAKD) di Lombok Barat dalam mengimplementasikan berbagai 
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inisiatif yang meningkatkan literasi keuangan, kepemilikan produk 

keuangan, dan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat luas.  

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 

2.1.4.1.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layana n kepada pengguna SPBE. 

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang 

berkualitas dan terpercaya. Adanya perkembangan teknologi informasi 

dan teknologi komunikasi member ikan tantangan bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan pembangunan daerah dengan menerapkan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE 

dapat dilakukan melalui penyediaan layanan kepada instansi 

pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, maup un pihak -pihak pengguna 

layanan lainnya.  

Tabel 2. 56  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 20-202 4 

Uraian  
Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

Tingkat 

kematangan 
implemntasi Smart 
City  

- - 3,04  2,92  3,5 3 

Indeks SPBE  - 
2,64 

(Baik)  

2,62 

(Baik)  

2,77 

(Baik)  

3,05 

(Baik)  
Sumber:  Bappeda Kabupaten Lombok Barat , 2024  

 Di Kabupaten Lombok Barat, perkembangan SPBE dapat dilihat 

dari indeks SPBE yang menunjukkan kinerja yang konsisten dalam 

kategori "Baik" selama empat tahun berturut -turut. Pada tahun 2021, 

indeks SPBE tercatat sebesar 2,64, kemudian sedikit menurun menjad i 

2,62 pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 2,77 pada 

tahun 2023, dan mencapai 3,05 pada tahun 2024. Peningkatan ini 

mencerminkan komitmen Kabupaten Lombok Barat dalam 
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mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas 

layanan publ ik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta 

akuntabel.  Perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memahami faktor -

faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai SPBE dan untuk 

mengidentifikasi langkah -langkah perbaikan yang dapat diambil untuk 

memas tikan perkembangan yang berkelanjutan dalam penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di masa mendatang.  

2.1.4.1.2. Indeks Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan 

memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk akan barang, jasa, 

dan/atau layanan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, diperlukan pemantauan 

dan evaluasi atas pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga 

pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apar atur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi panduan 

dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik. 

Dokumen tersebut juga mengatur mengenai Indeks  Pelayanan Publik 

(IPP), yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di 

berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia, dengan 

mempertimbangkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, 

Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kon sultasi dan 

Pengaduan, serta Inovasi.  

Tabel 2. 57  Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2022 -202 4 

No OPD yang Dievaluasi  
Hasil 

Penilaian  

Tahun  

2021  2022  2023  2024  

1 DPMPTSP 
Indeks  3,11  3,05   - - 

Kategori  B- B- - - 

2 Dukcapil  
Indeks  3,54  4,03  - 4,13  

Kategori  B A- - A- 

3 Kecamatan  
Indeks  - - 3,57  - 

Kategori  - - B - 

4 Dinas Sosial  Indeks  - - 4 3,03  
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No OPD yang Dievaluasi  
Hasil 

Penilaian  

Tahun  

2021  2022  2023  2024  

Kategori  - - B B- 

5 RSUD 
Indeks  - - 3,95  3,99  

Kategori  - - B B 

Rata -rata  
Indeks  3,33  3,05  3,84  3,72  

Kategori  B- B B B 

Sumber:  Penilaian MenPANRB , 202 1-2024  

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu empat tahun, namun tetap 

berada dalam kategori "B" yang mencerminkan kinerja pelayanan publik 

yang baik. Pada tahun 2021, indeks pelayanan publik tercatat sebesar 

3,33 dengan predikat B -, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,05 

dengan predikat B pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi 

peningkatan signifikan dengan indeks  mencapai 3,84 (B), meskipun pada 

tahun 2024 indeks tersebut sedikit menurun menjadi 3,72 (B). 

Perubahan ini mengindikasikan upaya Kabupaten Lombok Barat dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat ruang 

untuk peningkatan guna menc apai standar yang lebih tinggi. Konsistensi 

dalam kategori "B" menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat terus 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang memadai bagi 

masyarakatnya.  

2.1.4.1.3. Reformasi Birokrasi 

Strategi reformasi birokrasi pemerintahan daera h merupakan salah 

satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda 

pemerintahan sekaligus memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi 

daerah. Dalam memperbaiki tata kelola pemerinta han dalam rangka 

memperkuat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi 

dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh.  

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat untuk menilai keberhasilan 

reformasi birokrasi dalam suatu lembaga pemerintah. Refor masi 

birokrasi merupakan langkah mendasar untuk mengubah sistem dan 

struktur. Pada intinya, reformasi birokrasi adalah upaya untuk 
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menyegarkan dan merombak sistem pemerintahan. Penilaian indeks 

reformasi birokrasi dibentuk dari dua bagian, yakni pengungkit  dan 

hasil. Komponen pengungkit mencakup pemenuhan, hasil antara area 

perubahan, dan reformasi. Sementara komponen hasil meliputi 

akuntabilitas kinerja dan keuangan, mutu layanan publik, integritas 

pemerintahan, serta kinerja organisasi.  

 

Sumber:  Setda Kab. Lombok Barat , 202 5  

Gambar 2. 38  Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 20 20-202 4  

Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Barat mengalami 

perkembangan yang stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2020, indeksnya tercatat sebesar 63,76, kemudian meningkat 

secara bertahap menjadi 64,43 pada tahun 2021 dan 64,54 pada tahun 

2022. Pada tahun 2023, indeks tersebut mengalami kenaikan tipis 

menjadi 64,58. Namun, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 

tahun 2024, di mana indeks Reformasi Birokrasi melonjak menjadi 

77,78, menunjukkan adanya percepatan dan komitmen yang lebih kuat 

dalam upaya meningkatkan tata kelola birokrasi di Kabupaten Lombok 

Barat.  

2.1.4.1.4. Nilai Implementasi SAKIP Daerah 

Nilai implementasi SAKIP daerah diukur melalui evaluasi oleh 

KemenPAN -RB atau lembaga terkait, dengan beberapa kriteria utama, 

yaitu  : 1) Perencanaan Kinerja  meliputi k esesuaian perencanaan 
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(Renstra, Renja) dengan tujuan pembangunan daerah ; 2) Pengukuran 

Kinerja  meliputi  Ketersediaan indikator kinerja utama (IKU) yang 

spesifik, terukur, dan relevan ; 3) Pelaporan Kinerja  meliputi  Keteraturan 

dan kualitas laporan kinerja yang disampaikan ke pemangku 

kepentingan ; dan 4)  Eval uasi Kinerja  meliputi a danya mekanisme 

evaluasi internal/eksternal untuk perbaikan berkelanjutan.  

Capaian implementasi SAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2020 -2024 disajikan pada Gambar  berikut.  

 
Sumber : Bagian Ortal Setda Kab. Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 39  Capaian Implementasi SAKIP Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 -2024  

 

Capaian implementasi SAKIP Kabupaten Lombok Barat pada 

periode 2020 ð2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren awal 

peningkatan yang stagnan, di mana nilai pada tahun 2020 sebesar 

63,77, tahun 2021 63,90, dan tahun 2022 64,09, mengindikasikan 

pertumbuhan yang lambat. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan 

signifikan menjadi 66,72, sebelum mengalami penurunan drastis di 

tahun 2024 ke 65,22 ñterselisih 1, 5 poin dari tahun sebelumnya. 

Penurunan ini menempatkan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah 

dengan reduksi nilai AKIP terbesar di antara 10 kabupaten/kota pada 

2024, mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor -

faktor penyebab, seperti konsist ensi pengukuran kinerja, kualitas 

pelaporan, atau efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.  
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2.1.4.1.5. Indeks Reformasi Hukum 

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan alat ukur komprehensif 

yang menilai kemajuan suatu wilayah atau negara dalam melakukan 

transformasi sistem hukum menuju prinsip -prinsip kepastian hukum, 

keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.  Capaian 

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lombok Barat disajikan pada tabel 

berikut.  

 

Sumber : Bag. Hukum Setda Kab upateb  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 40  Capaian Indeks Reformasi Hukum  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Kabupaten Lombok Barat mencatat capaian Indeks Reformasi 

Hukum (IRH) pada tahun 2023 sebesar 55,54 persen, dan pada tahun 

2024 sebesar 87,84 . Capaian ini  suatu prestasi yang mencerminkan 

kemajuan signifikan dalam transformasi sistem hukum daerah . Adapun 

variabel penilaian adalah:  

- Tingkat  koordinasi  Kementerian  Hukum  an  HAM  untuk 

melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk 

melakukan harmonisasi regulasi; 

- Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) 

yang berkualitas; 

- Kualitas  re-regulasi  atau  deregulasi  berbagai  peraturan perundang-

undangan  berdasarkan  hasil  reviu; dan 

- Penataan Database Peraturan Perundang-undangan 
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2.1.4.1.6. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pada pengelolaan keuangan mengukur kemampuan daerah dalam 

melakukan pengelolaan keuangan yang di ukur dengan indeks kapasitas 

fiscal daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan 

penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan 

yan g penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan 

pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah 

dapat digunakan untuk : (1) pertimbangan dalam pengusulan daerah 

penerima hibah yang bersumber dari: penerimaan dalam negeri; 

dan/a tau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal 

pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (pre -financing); (b) 

penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika 

dipersyaratkan; (c) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang 

daera h; dan (d) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

Adapun perkembangan IKFD Kabupaten Lombok Barat pada tahun 

2020  sampai dengan 202 4 dapat dilihat pada g ambar  berikut.  

 
    Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2024  

Gambar 2. 41  Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 20-202 4 

 

Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok 

Barat selama tahun 20 20  sampai dengan 202 4 berfluktuatif. Pada tahun 

2020  sampai 2021 nilai IKFD Kabupaten Lombok Barat masuk dalam 

kategori Sangat Rendah (< 1,302). Kemudian di tahun 2022 mencapai 

angka sebesar 1,379 atau kategori òRendahó (Ó1,302 sd <1,799). Pola 

0,929 0,887

1,379

0,953

0,843

2020 2021 2022 2023 2024
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pengukuran IKFD tahun 20 20-2021 berbeda dengan tahun 2022 -202 4, 

dimana pada tahun 2022 202 4 perhitungan IKFD telah memasukkan 

variabel Pembiayaan, sedangkan 20 20-2021 tidak memasukkan 

Pembiayaan sebagai variabel pengukuran indikator.  Pada tahun 2022, 

terjadi peningkatan yang signifikan d engan indeks mencapai 1,379, 

menandakan peningkatan kapasitas fiskal yang cukup besar. Pada 

tahun 2023, indeks kembali turun menjadi 0,953, dan pada tahun 2024, 

indeks Kapasitas Fiskal mengalami penurunan lagi menjadi 0,843. 

Fluktuasi ini mencerminkan dina mika dalam pengelolaan kapasitas 

fiskal di Kabupaten Lombok Barat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

ekonomi dan kebijakan fiskal.  

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan 

Demokrasi Substansial 

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah 

Untuk mendukung iklim investasi, perlu didukung penegakan 

peraturan di Lombok Barat. Perda dan Perbup dalam rangka 

menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang -undang 

juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Terciptanya 

keamanan dan ketert iban dapat menciptakan kondisi yang aman, tertib 

dan sadar hukum di masyarakat sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan pembangunan , mendukung investasi . Capaian SPM 

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2020 -202 4, yang dilaksanakan o leh Satuan Polisi Pamong Praja 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 2. 58  Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

pada Satuan Polisi Pamong Praja  

Jenis 

Pelayanan  
Indikator S PM Target  

Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

Pelayanan 

Pemeliharaan 

Ketertiban 
Umum,Ketentr

Cakupan Penegakan 
Peraruran Daerah Dan 

Kepala Daerah  

100  
persen  

100  
persen  

100  
persen  

100  
persen  

100  
persen  

100  
persen  
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Jenis 
Pelayanan  

Indikator S PM Target  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

aman 
Masyarakat 

Dan 

Perlindungan 
Masyarakat  

Cakupan Patroli Siaga 
Ketertiban Umum Dan 

Ketentraman 

Masyarakat  

3 X 
Patroli 
dalam 
sehari  

1
,1

 k
a
li 

p
a
tr

o
li 

d
a
la

m
 s

e
h
a
ri

 

1
,1
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1
,1

 k
a
li 

P
a
tr

o
li 

d
a
la

m
 s

e
h
a
ri

 

Cakupan Rasio Petugas 

Linmas  

1 org 
setiap 

RT atau 
sebutan  

0,13 

Org/ RT  

0,41 

Org/ RT  

0,41 

Org/RT  

0,49 

Org/RT  

0,35 
Orang/

RT 

Sumber :  Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat, 202 5 

Capaian SPM pada cakupan penegakan peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah pada tahun 20 20-202 4 mencapai 100  persen , 

sedangkan capaian cakupan patroli siaga ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat sebesar 1,1 kali patroli dalam sehari dari target 

sebesar 3 kali patrol dalam sehari. Cakupan rasio petugas perlindungan 

masyarakat (Linmas) di Kabupaten Lombok Barat mencapai 0, 35  

orang/RT tahun 202 4, atau belum mencapai target 1 orang setiap RT.  

2.1.4.2.2. Indeks Ketahanan Nasional 

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah sebuah ukuran 

kuantitatif yang  menggambarkan tingkat ketangguhan dan kemampuan 

suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, 

hambatan, dan gang guan baik yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Pengukuran IKN dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional 

Republik Indonesia (Lemhannas RI) dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh dan terkini mengenai kondisi ketahanan bangsa, 

sebagai barom eter yang dapat digunakan pemerintah dan pemangku 

kepentingan dalam merumuskan kebijakan strategis. Dengan a danya 

data ini , pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi 

ancaman yang mengganggu stabilitas, sekaligus mengukur keberhasilan 

kebijaka n yang telah diterapkan. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat 



 
 

II - 117  
 

evaluasi dan perencanaan guna memperkuat ketahanan nasional secara 

berkelanjutan . 

 
Sumber : Dinas ketahanan Pangan Kab upaten  Lombok Barat, 2024  
 

Gambar 2. 42  Skor Indeks Ketahanan Nasional  
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024  

 

Indeks Ketahanan Nasional Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan 

peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, sebel um sedikit mengalami 

penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks 

tercatat sebesar 2,17 menunjukkan kondisi ketahanan nasional yang 

konsisten dalam dua tahun berturut -turut. Pada tahun 2022 indeks 

mengalami peningkatan menjadi 2,18, da n melonjak lebih signifikan 

pada tahun 2023 menjadi 2,22, yang mengindikasikan adanya perbaikan 

dalam aspek -aspek ketahanan nasional di daerah tersebut. Namun, pada 

tahun 2024 indeks menurun sedikit menjadi 2,19, meskipun menurun 

masih berada di atas nilai  awal tahun 2020 -2021.  

Nilai indeks sekitar 2 berarti kondisi ketahanan nasional di 

Lombok Barat masih menghadapi sejumlah kelemahan dan tantangan 

dalam berbagai aspek. Nilai indeks di sekitar 2 termasuk dalam kategori 

"kurang tangguh". Hal ini dapat diart ikan sebagai peringatan bahwa 

ketahanan wilayah Lombok Barat belum optimal dan memerlukan 

perhatian serius untuk memperkuat daya tahan terhadap berbagai 

ancaman dan gangguan.  

2,17 2,17
2,18

2,22

2,19
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Trend Skor Indeks Ketahanan Nasional 
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Meski terdapat peningkatan indeks dari 2,17 pada 2020 -2021 

menjadi 2,22 pada 2023, angka ini masih menunjukkan bahwa 

ketahanan nasional Lombok Barat belum mencapai tingkat yang cukup 

tangguh (indeks 3) yang menjadi ambang batas minimal untuk kondisi 

ketahanan yang baik. Penurunan sedikit pada 2024 menjadi 2,19 

mengindikasikan perlu nya evaluasi dan penguatan kebijakan agar tren 

peningkatan dapat berlanjut. Secara keseluruhan Kabupaten Lombok 

Barat berada dalam kondisi ketahanan yang masih rentan dan kurang 

tangguh, sehingga program pembangunan dan penguatan ketahanan 

harus difokuskan  pada peningkatan aspek -aspek yang menjadi titik 

lemah agar indeks dapat meningkat menuju kategori "cukup tangguh" 

dan seterusnya. Pengukuran ini juga menjadi alat evaluasi penting untuk 

merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan terarah.  

2.1.4.2.3. Persentase Capaian Aksi HAM 

Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di kabupaten merupakan upaya 

sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

memastikan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM bagi 

seluruh warga masyarakat. Melalui program -program seperti Rencana 

Aksi Nasional HAM (Ranham), kabupaten berkomitmen untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada isu -isu 

seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, perlindungan anak, 

dan hak -hak kelompok rentan. Imple mentasi aksi HAM ini melibatkan 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 

masyarakat umum, serta diukur melalui indikator kinerja yang jelas 

untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, 

aksi HAM di kabupaten tidak h anya bertujuan untuk memenuhi 

kewajiban nasional dan internasional, tetapi juga menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan 

masyarakat.  
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Sumber : Bag. Hukum Setda Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 43  Capaian Rencan Aksi Nasional HAM (RANHAM)  

Capaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham)  

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama 

lima tahun terakhir, dimulai dari 81,25 poin pada tahun 2020, kemudian 

mengalami penurunan signifikan menjadi 49,2 poin di tahun 2021. 

Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 6 1,85 poin, yang 

kemudian diikuti oleh kenaikan lebih lanjut pada tahun 2023 dengan 

capaian 75 poin. Pada tahun 2024, capaian Ranham Kabupaten Lombok 

Barat kembali meningkat, mencapai 77,2 poin, menunjukkan upaya 

konsisten dalam memperbaiki dan memajukan im plementasi hak asasi 

manusia meskipun menghadapi tantangan yang beragam dari tahun ke 

tahun  

2.1.4.2.4. Angka Partisipasi Pemilu 

Angka Partisipasi Pemilu (APP) Kabupaten Lombok Barat dalam 

Pemilu 2024 mencapai 7 6,41%, mencerminkan tingkat partisipasi politik 

masyaraka t yang cukup tinggi dibandingkan rata -rata nasional (71,7%) 

dan provinsi NTB (70,5%). Capaian ini menunjukkan efektivitas program  

sosialisasi KPU Lombok Barat, termasuk: (1) pendekatan berbasis 

kearifan lokal melalui forum "Begawe" (musyawarah adat Sasak),  (2) 

kolaborasi dengan pesantren dan komunitas pemuda untuk edukasi 

pemilih pemula, serta (3) inovasi layanan mobil TPS keliling bagi wilayah 

terpencil seperti Sekotong dan Lembar  (4) pembentukan tim pemantauan 

pemilu dan pilkada (5) monitoring pemantaun p erkembangan politik di 
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kecamatan (6) sosialisasi bagi pemilih pemula (7) sosialisasi Pendidikan 

politik bagi perempuan . 

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar 

Kawasan 

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah 

Terdapat empat komponen dasar daya saing yang menjadi 

kerangka pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023  dan 

2024 , yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan 

ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke 

dalam 12 pilar daya saing.  

Komponen Lingkungan P endukung meliputi empat pilar, yaitu 

institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan 

aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian 

daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian 

daerah yang bern ilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor 

determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang 

meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, 

kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.  

Komponen Pasar meliput i empat pilar, yaitu pasar produk yang 

mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang 

mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya 

kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan 

sistem finansial perb ankan dan nonperbankan di daerah untuk 

memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan 

struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari 

perkembangan.  

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 

kesehatan yang merep resentasikan kualitas hidup manusia yang diukur 

dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya 

dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha.  

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinam isme 

bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha 
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untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas 

inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas  ekonomi 

bernilai tambah.  

Tabel 2. 59  Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022 -202 4 

Indeks Daya Saing Daerah 

(IDSD) 

Tahun 

2022  

Tahun 

2023  

Tahun 

202 4 

Nasional  3,26  3,44  3,43  

Nusa Tenggara Barat  3,22  3,44  3,50  

Lombok Barat  2,79  3,06  3,84  

Lingkungan Pendukung     

Á Pilar 1 4,31  4,19  4,64  

Á Pilar 2 2,18  2,48  4,00  

Á Pilar 3 2,82  4,04  4,29  

Á Pilar 4 2,75  3,21  3,84  

SDM     

Á Pilar 5 3,62  3,67  3,59  

Á Pilar 6 2,86  3,12  3,74  

Pasar     

Á Pilar 7 3,48  3,86  4,36  

Á Pilar 8 3,02  3,12  3,79  

Á Pilar 9 1,76  0,81  3,85  

Á Pilar 10 0,69  4,14  4,16  

Ekosistem Inovasi     

Á Pilar 11 5,00  2,01  3,56  

Á Pilar 12 0,98  2,07  2,23  
Sumber : BRIN, 2023 dan 2024  

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. 

Pada tahun 2022, IDSD Lombok Barat tercatat sebesar 2,79, kemudian 

meningkat menjadi 3,06 pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 3,84  

pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan dalam daya saing daerah. 

Sementara itu, IDSD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengalami 

peningkatan, dari 3,22 pada tahun 2022 menjadi 3,44 pada tahun 2023, 

dan mencapai 3,50 pada tahun 2024. Secara nasional, IDSD 

menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan nilai 3,26 pada tahun 

2022, naik menjadi 3,44 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 

3,43 pada tahun 2024. Peningkatan IDSD Lombok Barat yang lebih cepat 

dibandingkan dengan NTB dan nasional menunjukk an upaya dan 



 
 

II - 122  
 

kemajuan yang lebih besar dalam meningkatkan daya saing daerah 

tersebut . 

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 

2.1.4.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan  

Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

Tingkat Partisipasi Sekolah merupakan indikator penting dalam 

menilai keberhasilan daerah dalam menjamin akses pendidikan bagi 

penduduk usia sekolah. Tingkat Partisipasi Sekolah di Kabupaten 

Lombok Barat mulai dari Usia 5 -6 Tahun (Tingkat Pendidikan Paud), 

Usia 7 -12 Tahun (Tingkat Pendidikan D asar), Usia 13 -15 Tahun (Tingkat 

Pendidikan Pertama) , dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 

tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan . 

Tabel 2. 60  Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Usia  

di Kabupaten Lombok Barat  

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Jumlah anak usia 5 - 6 
tahun yang 

berpartisipasi dalam 
pendidikan (APS)  

Persen 58.76  67.45  91  80.33  86.4  

2 

Jumlah anak usia 7 -15 

tahun yang 

berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar (APS)  

Persen 99.89  95.38  94.53  99.28  97.69  

3 

Jumlah anak usia 7 -18 

Tahun yang 
berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 
(APS) 

Persen 0.77  62.64  80.3  37.6  74.24  

Sumber : Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat, 2024  

Tingkat Partisipasi Sekolah untuk kelompok usia 5ð6 tahun 

menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2020, tercatat sebesar 58,77% dan meningkat menjadi 

67.45% di tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 

2022 dengan capaian 91,01%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 
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2023 menjadi 80,33%, angka ini kembali meningkat di tahun 2024 

menjadi 86,4%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini cukup berhasil, 

meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi 

capaian. 

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-15 tahun dalam 

pendidikan dasar menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. 

Pada tahun 2020, APS mencapai 99,89%, namun mengalami penurunan 

signifikan di tahun 2021 menjadi 95,38% dan terus menurun tipis di 

tahun 2022 menjadi 94,53%. Di tahun 2023, APS kembali meningkat 

drastis mendekati capaian awal di angka 99,28%, sebelum sedikit turun 

di tahun 2024 menjadi 97,69%. Secara keseluruhan, partisipasi 

pendidikan dasar tetap tinggi di atas 94%.  

Sedangkan pada kelompok usia 7ð18 Tahun yang belum 

menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi 

dalam Pendidikan kesetaraan menunjukkan dinamika yang signifikan. 

Tahun 2020 dimulai dengan capaian yang cukup rendah, yakni 38,11%, 

namun meningkat menjadi 62,64% pada 2021 dan terus naik hingga 

mencapai 80,3% pada 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam 

menjadi 37,6%, yang kemudian pulih kembali menjadi 74,04% di tahun 

2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam 

mempertahankan keberlanjutan pendidikan di seluruh jenjang, 

terutama pada jenjang menengah atas. 

2. Kesehatan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan 

telah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 

merata dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan 

berbagai program strategis, penguatan layanan dasar, perluasan akses 

terhadap pelayanan kesehatan, serta peningkatan mutu layanan 

kesehatan daerah. Capaian indicator bidang kesehatan selama periode 

2020ð2024 dijabarkan berikut. 
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Tabel 2. 61 Capaian Indikator Bidang Kesehatan di  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 Jumlah Kematian Ibu  Orang  14  12  10  16  6 

2 

Prevalensi Stunting 
(Pendek dan  Sangat 

Pendek) Pada Balita  
(SSGI)  

Persen NA 28.9  34  NA 27.3  

3 

Persentase pelayanan 

kesehatan ibu hamil 
sesuai standar   

Persen 97.18  94.25  87.62  90.35  90.45  

4 
Persentase pelayanan 
kesehatan ibu bersalin 

sesuai standar  

Persen 98.54  97.41  90.47  90.5  84.91  

5 
Persentase Pelayanan 
kesehatan bayi baru 

lahir sesuai standar  

Persen 101.19  99.67  93.38  92.87  91.33  

6 
Persentase pelayanan 
kesehatan balita sesuai 

standar   

Persen 88.83  88.1  89.9  100  100  

7 

Persentase Pelayanan 

kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 

sesuai standar   

Persen 47.23  35.57  74.82  100  100 

8 

Persentase Pelayanan 
kesehatan pada usia 

produktif sesuai 

standar  

Persen 98.06  89.03  82.94  100  100  

9 

Persentase warga 
negara usia 60 tahun 

ke atas mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

sesuai standar   

Persen 39.79  28.13  62.86  100  100  

10  

Persentase Pelayanan 
kesehatan penderita 

hipertensi sesuai 

standar   

Persen 17.42  119.75  98.42  100  100 

11  

Persentase pelayanan 
kesehatan penderita 

diabetes melitus sesuai 
standar   

Persen 11.6  61.42  82.64  100  100  

12  

Persentase pelayanan 

kesehatan orang 
dengan gangguan jiwa 

berat sesuai standar   

Persen 34.74  43.95  52.56  100  100  

13  

Persentase Pelayanan 

kesehatan orang 
terduga tuberkulosis 

sesuai standar  

Persen 32.28  24.3  45.63  100  100  
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No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

14  

Persentase Pelayanan 

kesehatan orang 
dengan risiko  

terinfeksi virus yang 
melemahkan daya 

tahan tubuh manusia 
(Human 
Immunodeficiency 
Virus ) sesuai standar  

Persen 33.86  70.99  85.58  100  100  

 Sumber : Dinas Kesehatan Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Data kesehatan menunjukkan, jumlah kematian ibu mengalami 

fluktuasi dengan pola menurun dari 14 orang (2020) menjadi 12 orang 

(2021) dan 10 orang (2022), kemudian meningkat menjadi 16 orang 

(2023) sebelum turun drastis menjadi 6 orang (2024). Jumlah kematian 

ibu meskipun menunjukkan penurunan di tahun terakhir, masih 

memerlukan perhatian khusus mengingat fluktuasinya yang tidak stabil. 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi 

stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita menunjukkan 

dinamika fluktuatif selama periode pengukuran, dimulai dari angka 28,9 

persen pada tahun 2021, kemudian mengalami peningkatan yang 

signifikan menjadi 34,0 persen di tahun 2022, berhasil turun pada tahun 

2024 dengan capaian sebesar 27,3 persen.  

Selanjutnya, evaluasi kinerja pembangunan kesehatan dalam 

pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan 

ukuran pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah 

kepada setiap penduduk, tanpa terkecuali. Ketentuan ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan yang kemudian 

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 

2024. Keberhasilan pemenuhan SPM menjadi cerminan kapasitas 

daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan. 

Kabupaten Lombok Barat, dalam periode Tahun 2020ð2024, terus 

berupaya memenuhi 12 jenis pelayanan kesehatan yang tercantum 
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dalam SPM. Pada dasarnya SPM Bidang Kesehatan ini meliputi 

pelayanan yang terkait dengan siklus hidup, mencakup layanan bagi 

kelompok rentan dan prioritas seperti ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru 

lahir, balita, anak sekolah, usia produktif dan lanjut usia. Selain itu, 

SPM juga meliputi pelayanan terkait penyakit tidak menular, seperti 

penderita hipertensi, penderita Diabetes Mellitus dan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) serta kasus penyakit menular, seperti 

orang terduga TBC dan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Capaian 

setiap jenis pelayanan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan 

program serta dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang 

tersedia di tingkat daerah. 

Secara umum, capaian indikator SPM Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan progres positif, meskipun tidak seluruh jenis pelayanan 

berhasil mencapai target nasional. Beberapa jenis pelayanan seperti 

pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta 

imunisasi dasar lengkap pada bayi menunjukkan capaian yang tinggi, 

konsisten, dan mendekati universal coverage. Namun, sejumlah 

pelayanan lain seperti deteksi dini kanker leher rahim, penanganan 

penderita gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan pada usia 

produktif (PTM) masih menunjukkan capaian yang fluktuatif dan belum 

memenuhi target. 

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM umumnya terkait 

dengan kendala geografis, distribusi SDM kesehatan, pencatatan dan 

pelaporan yang belum optimal, serta keterbatasan alokasi anggaran di 

tingkat kabupaten. Meski demikian, berbagai inovasi seperti 

pemanfaatan teknologi informasi, penguatan peran kader kesehatan, 

dan integrasi lintas program telah mulai diimplementasikan sebagai 

strategi percepatan pencapaian SPM. Evaluasi indikator per jenis 

pelayanan berikut ini akan memberikan gambaran lebih rinci terhadap 

capaian dan tantangan pemenuhan SPM bidang kesehatan di Kabupaten 

Lombok Barat selama periode 2020ð2024. 

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian SPM yang terkait dengan 

siklus hidup menggambarkan pelayanan kesehatan dasar yang 
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diberikan pada tahapan usia tertentu mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, 

bayi baru lahir, balita, anak sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia. 

Pada indikator pertama, yaitu persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan kesehatan, capaian cenderung menurun dari 97,19% (2020) 

menjadi 87,62% (2022), namun kembali meningkat menjadi 90,45% 

pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan pasca-

pandemi terhadap layanan kehamilan di fasilitas kesehatan. 

Indikator kedua, yaitu persentase ibu bersalin yang mendapatkan 

pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, menunjukkan tren 

menurun yang cukup signifikan, dari 98,54% di tahun 2020 menjadi 

84,91% pada tahun 2024. Penurunan ini perlu mendapat perhatian, 

karena pelayanan bersalin merupakan salah satu bentuk intervensi 

penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga menunjukkan penurunan 

bertahap dari 100% (2020) menjadi 91,33% (2024), meskipun masih 

tergolong tinggi secara nasional. 

Untuk kelompok balita, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 

standar mengalami peningkatan signifikan, dari 88,83% pada tahun 

2020 hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini 

menunjukkan perbaikan sistem pelayanan di tingkat Puskesmas, 

Posyandu, dan jejaring lainnya. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan 

pada anak usia sekolah dasar, yang meningkat tajam dari hanya 47,23% 

(2020) menjadi 100% sejak tahun 2023. Ini mencerminkan keberhasilan 

integrasi UKS dan skrining kesehatan anak sekolah. 

Sementara itu, pelayanan pada usia produktif (15ð59 tahun) dan 

lansia (Ó60 tahun) juga menunjukkan tren peningkatan. Skrining usia 

produktif meningkat dari 82,94% (2022) menjadi 100% (2023ð2024), 

sedangkan skrining lansia melonjak dari 39,79% (2020) ke 100% dalam 

dua tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan upaya serius Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong deteksi dini 

penyakit di kelompok usia kerja dan lanjut usia. 

Untuk kelompok indikator SPM yang berkaitan dengan penyakit 

tidak menular dan menular, tren capaian secara umum menunjukkan 
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peningkatan yang signifikan menuju 100% pada tahun 2023 dan 2024. 

Pelayanan bagi penderita hipertensi, yang sebelumnya berada di angka 

rendah (17,42% pada 2020), telah meningkat drastis menjadi 100% pada 

tahun 2023 dan 2024. Hal serupa terjadi pada penderita diabetes 

mellitus, yang meningkat dari hanya 11,6% (2020) menjadi 100% dalam 

dua tahun terakhir. Capaian ini merupakan hasil dari penguatan 

skrining dan manajemen PTM di tingkat primer. 

Indikator selanjutnya yaitu penanganan orang dengan gangguan 

jiwa berat (ODGJ) juga menunjukkan progres positif. Pada tahun 2020, 

hanya 11,6% ODGJ berat yang tertangani sesuai standar. Namun pada 

tahun 2022 capaiannya mencapai 82,64% dan akhirnya menjadi 100% 

pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Lombok Barat semakin menguatkan aspek rehabilitatif dan pelayanan 

kesehatan jiwa berbasis masyarakat, misalnya melalui Puskesmas 

dengan layanan jiwa dan kerja sama lintas sektor. 

Pada indikator penyakit menular, pelayanan TBC menunjukkan 

perbaikan yang signifikan. Angka capaian naik dari hanya 32,28% di 

tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini 

mencerminkan keberhasilan program penemuan kasus aktif, penguatan 

pelaporan, dan keberlanjutan terapi TBC di fasilitas kesehatan. Upaya 

kolaboratif dengan kader dan pelibatan masyarakat sangat berperan 

dalam mencapai capaian optimal ini. 

Sementara itu, pelayanan deteksi dini HIV juga meningkat pesat, 

dari 33,86% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. 

Capaian ini menunjukkan meningkatnya komitmen dalam pengendalian 

HIV/AIDS melalui pendekatan aktif, layanan VCT, dan integrasi dengan 

pelayanan Inpeksi Menular Seksual (IMS) serta program-program 

pencegahan berbasis populasi risiko tinggi. Peningkatan ini juga bisa 

menjadi indikator membaiknya edukasi publik dan menurunnya stigma 

terhadap layanan HIV. 

Secara keseluruhan, indikator-indikator dalam kelompok penyakit 

menular dan tidak menular mengalami kemajuan pesat dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja 
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Dinas Kesehatan Lombok Barat dalam melakukan deteksi dini, 

intervensi dini, dan tata kelola penyakit berbasis masyarakat. Capaian 

ini harus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, 

pelibatan komunitas, serta integrasi layanan primer dan rujukan yang 

lebih baik. 

Upaya penanggulangan penyakit menular yang menjadi masalah 

kesehatan masyarakat utama seperti HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), 

dan Malaria (ATM) terus menjadi prioritas dalam pembangunan 

kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Ketiga penyakit ini tergolong 

dalam penyakit menular dengan beban penyakit tinggi dan berdampak 

luas terhadap sosial, ekonomi, serta produktivitas masyarakat. Oleh 

karena itu, strategi penanggulangan penyakit ATM tidak hanya 

diarahkan pada peningkatan akses layanan kesehatan, tetapi juga 

penguatan surveilans, deteksi dini, serta pengobatan yang tuntas dan 

efektif. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan 

secara konsisten melaksanakan program nasional pengendalian 

HIV/AIDS, TBC, dan Malaria dengan mengacu pada kebijakan dan 

pedoman Kementerian Kesehatan. Intervensi yang dilakukan meliputi 

perluasan layanan tes HIV secara sukarela dan mandiri, pelacakan 

kontak erat TBC, peningkatan jejaring laboratorium dan fasilitas DOTS 

(Directly Observed Treatment, Short Course), serta pengendalian vektor 

dan surveilans kasus malaria terutama di wilayah yang berisiko tinggi 

atau daerah yang masih endemis. 

Khusus untuk HIV/AIDS, fokus utama diarahkan pada pencegahan 

transmisi melalui pendekatan berbasis populasi kunci dan pelayanan 

deteksi dini yang terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya. Upaya 

ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan penemuan kasus dan 

mengurangi stigma terhadap penderita HIV/AIDS. 

Dalam penanganan TBC, strategi utama adalah penemuan kasus 

aktif (active case finding) dan penyelesaian pengobatan yang tuntas 

untuk mencegah resistensi obat. Sementara untuk Malaria, yang 

walaupun sudah sangat jarang ditemukan di Kabupaten Lombok Barat, 
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tetap dilakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk surveilans aktif 

dan respons cepat terhadap kasus yang ditemukan. 

Secara umum, ketiga indikator dalam kelompok ATM 

mencerminkan kemampuan sistem kesehatan dalam melakukan 

deteksi, pengobatan, pemantauan, serta pelibatan masyarakat dalam 

upaya pencegahan penyakit menular berbahaya. Dengan dasar tersebut, 

berikut ini disajikan data capaian indikator penanggulangan AIDS, 

Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Lombok Barat periode tahun 

2020ð2024. 

Berdasarkan tabel realisasi capaian penanggulangan penyakit ATM 

di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TBC) yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus Tuberkulosis yang 

berhasil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, termasuk 

diagnosis, pengobatan, dan pemantauan rutin. Data menunjukkan 

tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yakni dari 712 

kasus pada tahun 2020 menjadi 1.658 kasus pada tahun 2024. 

Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program penemuan aktif 

kasus (active case finding), serta pelibatan fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam sistem DOTS (Directly Observed Treatment, Short 

Course),. 

Capaian ini juga menggambarkan efektivitas penguatan jejaring 

layanan TBC di Puskesmas dan Rumah Sakit, serta peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap gejala dan risiko TBC. Namun, 

peningkatan jumlah penderita yang dilayani juga bisa 

mengindikasikan naiknya angka penularan, sehingga tetap 

diperlukan langkah-langkah pencegahan dan edukasi yang 

komprehensif untuk memutus mata rantai penyebaran. 

2. Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

Capaian indikator ini menunjukkan jumlah orang dengan HIV 

(ODHIV) yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar, 
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termasuk konseling, pengobatan antiretroviral (ARV), dan monitoring 

kesehatan. Pada tahun 2020 terdapat 28 ODHIV yang mendapatkan 

layanan, dan jumlahnya meningkat menjadi 52 orang pada tahun 

2024, meskipun sempat fluktuatif pada tahun 2022. 

Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 

keterbatasan deteksi dini, stigma masyarakat, atau mobilitas 

penduduk. Meski peningkatan pada 2023 dan 2024 cukup 

menggembirakan, namun jumlah ini masih dapat ditingkatkan 

melalui strategi yang lebih intensif seperti testing berbasis populasi 

kunci, pelacakan kontak, serta peningkatan akses ke layanan ARV 

yang ramah dan tidak diskriminatif. 

3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria 

Indikator ini mengukur jumlah masyarakat yang mendapatkan 

layanan kesehatan terkait malaria, baik berupa pemeriksaan, 

pengobatan, maupun pencegahan berbasis wilayah risiko. Jumlah 

penerima layanan malaria menunjukkan tren kenaikan dari 72 orang 

pada tahun 2020 menjadi 120 orang pada tahun 2024, dengan 

lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2023. 

Kenaikan ini dapat mencerminkan dua hal: pertama, adanya 

peningkatan cakupan surveilans kasus malaria, dan kedua, adanya 

peningkatan temuan kasus di wilayah tertentu yang mungkin masih 

berisiko. Meskipun Kabupaten Lombok Barat bukan daerah dengan 

endemisitas tinggi, namun pemantauan dan respons cepat terhadap 

temuan kasus tetap menjadi fokus penting agar tidak terjadi 

transmisi lokal berkelanjutan. 

Terdapat program prioritas pemerintah di bidang kesehatan pada 

tahun 2030 yaitu target eliminasi TBC, eliminasi NIV/AIDS dan eliminasi 

malaria pada tahun 2030 dengan status bebas malaria secara nasional 

pada tahun 2045. Dimana kondisi saat ini tahun 2024 Kabupaten 

Lombok Barat belum eliminasi malaria. Perlu adanya komitmen dan 

Kerjasama stakeholder untuk Lombok Barat segera eliminasi. 
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3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kinerja pemerintah daerah pada urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Tahun 2020 -2024  disajikan pada tabel berikut . 

Tabel 2. 62 Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase Luas layanan 

irigasi multikomoditas  
kewenangan kab/kota  

Persen - - - - 60.47  

2 

Persentase Kondisi 

irigasi kewenangan 
kab/kota  

Persen 58.32  61.52  63.17  63.44  65,02  

3 

Persentase peningkatan 

jumlah penduduk yang  

mendapatkan akses 
terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 
perpipaan terlindungi 

dan  bukan jaringan 
perpipaan terlindungi 

terhadap jumlah 

penduduk di 
kabupaten/kota  

Persen 81.12  82.13  83.08  93.53  94.45  

4 

Persentase penduduk 

yang menempati hunian 
dengan akses sanitasi 

(air limbah domestik) 
layak dan aman  

Persen - - - - 8,24  

5 

Persentase kepatuhan 

PBG & SLF 

Kabupaten/Kota  

Persen - - - - 62.59  

6 
Tingkat Kemantapan 

Jalan kabupaten  /kota  
Persen 69.56  71.8  74.33  75.11  64.45  

7 

Persentase tenaga kerja 

konstruksi yang terlatih 
dan tersertifikasi di 

wilayah kabupaten/kota 
yang  dibuktikan dengan 

sertifikat kompetensi 
kerja kualifikasi 

operator/teknisi/  analis  

Persen - - - - 12,71  

8 

Persentase Pengawasan 

penyelenggaran Jasa  
Konstruksi sesuai 

dengan peraturan 
perundang -undangan  

Persen - - - - 100  

9 
Persentase penyelesaian 
Kasus Pelanggaran 

Persen - - - - 100  
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No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

Pemanfaatan Ruang di 

Daerah Kab/Kota  

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Berdasarkan data capaian kinerja pada Tahun 2024, luas layanan 

irigasi multikomoditas yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota di 

wilayah Kabupaten Lombok Barat telah mencapai 60,47 persen, yang 

secara positif menunjukkan bahwa lebih dari  separuh infrastruktur 

irigasi untuk beragam komoditas pertanian telah berada dalam 

pengelolaan pemerintah daerah guna mendukung ketahanan pangan 

dan optimalisasi sumber daya air; namun demikian, capaian ini juga 

mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang pengembangan seluas 

39,53 persen yang memerlukan upaya serius dan intervensi strategis. 

Upaya ini semakin mendesak mengingat kondisi fisik jaringan irigasi 

yang menjadi fondasi layanan tersebut, meskipun terus mengalami 

peningkatan dari 58,32% (2020) menja di 65,02% (2024), masih berada 

pada tingkat yang belum optimal, sehingga intervensi ke depan harus 

difokuskan tidak hanya pada perluasan layanan melalui pembangunan 

baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas existing melalui rehabilitasi 

dan pemeliharaan berkala terhadap jaringan yang sudah ada, serta 

penguatan kelembagaan untuk mencapai target layanan yang optimal 

dan menyeluruh (100%).  

Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air 

Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan 

Perpipaan Terlindungi. Pada Tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan 

dari 81,12% menjadi 82,13%, naik sebesar 1,01 poin persentase. Tahun 

2021 ke 2022 naik lagi menjadi 83,08%, bertambah 0,95 poin 

persentase. Tahun 2022 ke 2023 terjadi lonjakan signifikan dari 8 3,08% 

menjadi 93,53%, atau naik sebesar 10,45 poin persentase, yang 

kemungkinan disebabkan oleh perluasan program SPAM atau intervensi 

besar -besaran dalam pelayanan air minum. Tahun 2023 ke 2024 

kembali mengalami kenaikan, meskipun melambat, menjadi 94,45% , 
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naik 0,92 poin persentase. Terjadi tren peningkatan stabil akses air 

minum dari tahun ke tahun, dengan lonjakan besar pada tahun 2023, 

yang menunjukkan intervensi besar dalam penyediaan air minum yang 

layak dan terlindungi.  

Persentase penduduk di Kabupat en Lombok Barat yang 

menempati hunian dengan akses terhadap sanitasi (air limbah domestik) 

yang layak dan aman tercatat sebesar 8,24 persen, suatu angka yang 

mengindikasikan bahwa cakupan layanan sanitasi aman masih sangat 

terbatas dan menjadi tantangan be sar yang memerlukan penanganan 

serius serta intervensi strategis yang komprehensif, mengingat sebagian 

besar populasi (91,76 persen) masih belum terlayani oleh sistem 

pengelolaan air limbah domestik yang memadai, sehingga diperlukan 

upaya percepatan yang m asif melalui pembangunan infrastruktur 

sanitasi berbasis masyarakat, advokasi perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), serta penguatan regulasi dan kelembagaan untuk mencapai 

target universal akses sanitasi layak dan aman demi mendukung 

peningkatan kualitas  kesehatan masyarakat dan perlindungan 

lingkungan . 

Sementara itu, Kepatuhan Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) 

dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Lombok Barat tercatat 

sebesar 62,59 persen, yang secara positif menunjukkan bahwa 

mayoritas pemilik gedung telah mematuhi regulasi dan menjalankan 

proses administrasi yang berlaku; namun demikian, capaian ini juga 

mengindikasikan bahwa masih terdapat 37,41 persen bangunan gedung 

yang belum memenuhi kewajiban kepatuhannya, sehingga diperlukan 

upay a intensif melalui sosialisasi yang masif, penyederhanaan prosedur 

perizinan, inspeksi dan penertiban secara berkala, serta penegakan 

hukum yang konsisten untuk mendorong peningkatan angka kepatuhan 

guna menjamin keselamatan, keandalan, serta ketertiban pe manfaatan 

bangunan gedung di wilayah Kabupaten Lombok Barat.  

Selanjutnya, p ada tahun 2020, tingkat kemantapan jalan di 

Lombok Barat  tercatat sebesar 69,56% berdasarkan SK panjang jalan 

sebesar 571,58 km. Nilai ini meningkat di tahun 2021 menjadi 71,80%, 
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dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 74,33%. Peningkatan 

berlanjut pada tahun 2023, dengan kemantapan jalan mencapai 75,11%, 

masi h menggunakan dasar panjang jalan yang sama. Namun, pada 

tahun 2024, meskipun secara fisik tidak terjadi penurunan kondisi jalan 

yang signifikan, angka tingkat kemantapan jalan tercatat menurun 

menjadi 64,45%. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian data dan  

perhitungan capaian jalan mantap berdasarkan Keputusan Bupati 

Lombok Barat Nomor : 188.45/486/DPUPR/2024 tentang Status Jalan 

dan Jembatan Kabupaten Lombok Barat , di mana total panjang jalan 

meningkat menjadi 784,833 km. Dengan bertambahnya cakupan jalan 

yang dihitung, terutama jalan -jalan yang belum dalam kondisi mantap, 

persentase kemantapan secara total mengalami penurunan secara 

signifikan . 

Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) dan 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Lombok Barat  tercatat sebesar 

62,59 persen, yang secara positif menunjukkan bahwa mayoritas pemilik 

gedung telah mematuhi regulasi dan menjalankan proses administrasi 

yang berlaku; namun demikian, capaian ini juga mengindikasikan 

bahwa masih terdapat 37,41 persen bang unan gedung yang belum 

memenuhi kewajiban kepatuhannya, sehingga diperlukan upaya intensif 

melalui sosialisasi yang masif, penyederhanaan prosedur perizinan, 

inspeksi dan penertiban secara berkala, serta penegakan hukum yang 

konsisten . 

Penyelesaian Kasus P elanggaran Pemanfaatan Ruang di 

Kabupaten Lombok Barat mencapai angka 100 persen, yang 

menunjukkan keberhasilan yang sempurna dan komitmen yang sangat 

kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang serta 

menangani setiap penyimpangan yang t erjadi secara tuntas; capaian 

optimal ini merefleksikan efektivitas mekanisme pengawasan, kecepatan 

respons dalam penindakan, dan sinergi yang solid antar dinas terkait, 

sekaligus menjadi fondasi yang kritis  dalam menjaga keselarasan 

pembangunan dengan Ren cana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
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memastikan keberlanjutan sumber daya, serta menciptakan kepastian 

hukum dan ketertiban dalam pemanfaatan ruang . 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Capaian i ndikator kinerja urusan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Kabupaten Lombok Barat  tahun 2020 -2024 disajikan 

pada tabel berikut.  

Tabel 2. 63  Capaian  Indikator urusan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Kabupaten Lombok Barat  Tahu n 2020 -2024  

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase warga 

negara korban bencana 
kabupaten/kota yang 

memperoleh rumah 
layak huni  

Persen 100  100  100  100  100  

2 

Persentase warga 

negara yang terkena 
relokasi  akibat program 

kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah yang 

layak huni  

Persen 99,56  100  100  100  100  

3 

Persentase Luas 
kawasan permukiman 

kumuh dibawah 10 ha 
yang ditangani  

Persen 25,84  71,07  29,24  31,00  

 

36,29  

 

4 

Persentase Rumah 

Tidak Layak Huni yang 
Tertangani  

Persen 2,32  2,24  2,04  1,30  6,07  

5 

Persentase perumahan 

yang sudah dilengkapi  
PSU (Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas 

Umum)  

Persen 8,17  100  100  100  100  

Sumber : Disperkim Kab upaten Lombok Barat, 2024  

Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang 

memperoleh rumah layak huni . Sejak  tahun  2020  hingga  2024,  warga 

negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak 

huni  mencapai  target  100%.  Ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  

Kabupaten  Lombok  Barat  memiliki  sistem  tanggap  bencana  dan  program  

rehabilitasi  perumahan  yang  sangat  efektif,  cepat,  dan  komprehensif.  
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Indikator  ini  mencerminkan  komitmen  tinggi  dan  kapasitas  pemerintah  

daerah  dalam  memastikan  seluruh  korban  bencana  mendapatkan  

penyediaan  atau  rehabilitasi  rumah  layak  huni  tanpa  terkecuali.  

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program 

kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang 

layak huni . Pada tahun 2020, hampir seluruh masyarakat terdampak 

relokasi telah difasilitasi rumah layak huni yaitu 99,56%. Tahun  2021 -

2024:  100%  Secara  konsisten  selama empat tahun berturut -turut (2021 -

2024), program ini berhasil mencapai target penuh. Ini menunjukkan 

keberhasilan dan konsistensi yang sangat tinggi dalam memastikan 

semua masyarakat yang direlokasi oleh program pemerintah 

mendapatkan akses ke rumah l ayak huni.  

Persentase  luas  kawasan  permukiman  kumuh  dibawah  10  ha  

yang  ditangani . Pada tahun 2020 , capaian Rendah (25,84%) , m asih 

menggunakan SK Kumuh 2014 dengan luas 230,6 ha.  Pada tahun yang 

sama  (2020) , terjadi pembaruan SK Kumuh menjadi 420,66 ha, hampir 

dua kali lipat dari sebelumnya, sehingga luas target kawasan bertambah.  

Hal ini menyebabkan persentase capaian tahun -tahun berikutnya 

terlihat lebih fluktuatif, karena basis penghitungan berubah secara 

signifikan.  Pada t ahun 2021  capaian melonjak (7 1,07%) , t erdapat 

intervensi besar -besaran pada penaganan program prioritas untuk 

penanganan permukiman kumuh.  Pada t ahun 2022 , capaian menurun 

tajam (29,24%) , karena Review RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) m ulai dilakukan.  

Perubahan SK kumuh memengaruhi penilaian capaian.  Pada tahun 

2023 luas penangan kumuh sebesar menunjukkan peningkatan  sebesar  

31,00 %, Tahun 2024 capaian penanganan Kawasan kumuh sebesar  

(36,29%).  

Persentase  Rumah  Tidak  Layak  Huni  yang  Tertangani . 

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok 

Barat menunjukkan dinamika yang fluktuatif dimulai dari 2,32% (2020), 

kemudian mengalami penurunan berturut -turut menjadi 2,24% (2021) 

dan 2,04% (2022), yang mengindikasikan perlambat an dalam 
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penanganan, sebelum kemudian meningkat menjadi 1,30% (2023) dan 

melonjak drastis hingga 6,07% pada tahun 2024 . D iperlukan strategi 

yang lebih agresif, alokasi anggaran yang lebih besar, serta kolaborasi 

dengan lebih banyak pihak untuk secara siste matis dan berkelanjutan 

mengurangi jumlah rumah tidak layak huni guna meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.  

Jumlah  perumahan  yang  sudah  dilengkapi  PSU (Prasarana,  

Sarana  dan  Utilitas  Umum) . Pada t ahun  2020  jumlah  perumahan  yang  

sudah  dilengkapi  PSU sebanyak 8,17 persen dari target. Pada t ahun  

2021 -202 4 capaian 100% yang konsisten selama empat  tahun ini 

menunjukkan bahwa seluruh  target  perumahan yang ditetapkan pada 

tahun -tahun tersebut telah berhasil dilengkapi dengan PSU . 

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

a. Satuan Polisi Pamong Praja 

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat 

utama terciptanya lingkungan sosial yang aman, kondusif, dan 

produktif. Gangguan terhadap trantibum, seperti pelanggaran aturan 

tata ruang, aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat, serta 

konflik sosial di lingkungan permukiman, berpotensi menghambat 

pembangunan dan menurunkan kualitas hidup warga.  Rasio ganguan 

trantimbun yang dapat di selesaikan dan juga  perda dan perkada yang 

ditegakkan oleh Sat POLPP Kabupaten Lombok Barat 2020ð2024 

sebagaimana pada tabel  berikut.  

Tabel 2. 64 Ganguan Trantimbun yang Delesaikan, Perda dan Perkada 

yang Ditegakkan Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase 

penyelenggaraan 
Tibumtranmas yang  

dilaksanakan oleh 

Satpol PP  

Persen 100  100  100  100  100  

2 
Persentase Perda 
dan Perkada yang 

Ditegakkan  

Persen 100  100  100  100  100  

 Sumber : SATPOLPP Kab upaten  Lombok Barat, 2024  
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Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol 

PP tercatat 100% setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini 

mencerminkan efektivitas sistem penanganan ketenteraman umum di 

daerah, serta koordinasi yang solid antara aparatur penegak 

peraturan dan masyarakat. Capaian konsisten ini menandakan bahwa 

setiap g angguan yang teridentifikasi berhasil ditangani sesuai 

prosedur.  

Untuk Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 

didapatkan Seluruh Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala 

Daerah (Perkada) yang menjadi objek penegakan berhasil 

dilaksanakan dengan capaian 100% tiap tahun. Hal ini menunjukkan 

komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi 

secara sistematis, baik melalui sosialisasi maupun penindakan. 

Penegakan ini turut berperan dalam menciptakan tata kehidupan 

masyarakat yang tertib, a man, dan selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan.  

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2020 ð2024 , dengan capaian sebagaimana pada 

tabel berikut . 

Tabel 2. 65 Ca[aian Indikator Penanggulangan Bencana  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð 2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan informasi rawan 
bencana  

Persen 97  87,19  100  100  100  

2 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 
bencana  

Persen 100  96,13  100  100  100  

3 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan penyelamatan 

Persen 98  93,19  100  100  100  
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No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

dan evakuasi korban 
bencana  

4 

Persentase penyelesaian 
dokumen kebencanaan 

sampai dengan 
dinyatakan sah/legal  

Persen NA 100  NA 100  100  

5 
Persentase penanganan 

pra bencana  
Persen 100  100  100  100  100  

6 
Persentase penanganan 

pasca bencana  
Persen 100  100  100  100  100  

7 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana  

Persen NA NA NA NA 100  

8 

Persentase pelayanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 
kebakaran  

Persen 74.47  83.33  86.05  73.42  80.43  

 Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Layanan informasi rawan bencana, capaian dimulai dari 97% 

(2020), sempat mengalami penurunan menjadi 87,19% (2021), namun 

berhasil diperbaiki secara sempurna dan dipertahankan pada angka 

100% dari tahun 2022 hingga 2024; pada layanan pencegahan dan 

kesiapsi agaan, capaian awal sebesar 100% (2020) turun menjadi 

96,13% (2021) sebelum kembali stabil di 100% pada tiga tahun 

berikutnya; sementara untuk layanan penyelamatan dan evakuasi 

korban, capaian juga menunjukkan pola serupa dari 98% (2020) dan 

93,19% (2021) lalu mencapai dan mempertahankan 100% hingga 

tahun 2024.  

Penyelesaian dokumen kebencanaan yang sah/legal capaian 

dimulai pada 100% di tahun 2021 dan berhasil dipertahankan 

sempurna pada 100% hingga tahun 2024, sementara penanganan pra 

bencana dan penangan an pasca bencana menunjukkan kinerja tanpa 

celah dengan capaian 100% yang absolut dan konsisten sepanjang 

lima tahun, dan ditopang oleh penyempurnaan sistem melalui 

penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang mencapai 

100% pada tahun 2024 .  
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Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan fluktuasi 

dinamis dengan tren yang cenderung meningkat meskipun belum 

mencapai tingkat optimal, dimulai dari 74,47% pada tahun 2020, 

kemudian mengalami pe ningkatan signifikan menjadi 83,33% (2021) 

dan 86,05% (2022) yang menjadi capaian tertinggi, namun turun 

kembali pada tahun 2023 menjadi 73,42%, sebelum akhirnya kembali 

pulih ke level 80,43% pada tahun 2024; meskipun rata -rata capaian 

selama lima tahun be rada pada kisaran 79,54% yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar layanan telah terpenuhi, fluktuasi dan belum 

tercapainya angka 100% mengindikasikan adanya 

ketidakkonsistenan dalam respons layanan, sehingga diperlukan 

upaya strategis seperti penguatan kapasi tas personil, penambahan 

dan pemeliharaan peralatan penyelamatan, serta peningkatan 

efektivitas sistem komunikasi dan koordinasi untuk memastikan 

cakupan layanan yang lebih stabil, konsisten, dan mendekati 

sempurna di masa mendatang.  

c. Bidang Pemadam Kebakaran 

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020ð2024 disajikan pada tabel  

berikut. 

Tabel 2. 66 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð 2024. 

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase 

pelayanan 

penyelamatan dan 
evakuasi korban 

kebakaran  

Persen 74,47  83,33  86,05  73,42  80,43  

Sumber : Dinas Kebakaran Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Pada tahun 2024, persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran mencapai 80,43%, mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 73,42% pada 
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tahun 2023. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam 

respons dan kinerja petugas p emadam kebakaran dalam menangani 

kejadian kebakaran, baik dari aspek kecepatan respons, 

keterjangkauan lokasi, maupun efektivitas evakuasi korban.  Jika 

dilihat dalam tren lima tahun terakhir, capaian persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan 

fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 74,47%, 

kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 83,33% dan kembali 

naik menjadi 86,05% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 

terjadi penurunan menjadi 73,42%, sebelum akh irnya kembali 

meningkat pada tahun 2024.  

6. Sosial 

Capaian indikator urusan bidang sosisal di Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2020ð2024 disajikan pada tabel  berikut. 

Tabel 2. 67 Capaian Indikator Bidang Sosial  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð 2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase penyandang  

disabilitas terlantar 
yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 

luar panti  

Persen 37.69  43.64  41.48  48.64  52.73  

2 

Persentase anak 

terlantar yang 
terpenuhikebutuhan 

dasarnya di luar panti  

Persen 39.46  40.80  56.84  78.13  75.00  

3 

Persentase lanjut usia 

terlantar yang  
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti  

Persen 81.20  80.10  100.00  64.82  66.76  

4 

Persentase gelandangan 

pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti  

Persen 100.00  50.00  100.00  80.00  73.33  

5 

Persentase korban 
bencana alam, sosial 

dan non alam yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasar pada saat dan 

setelah tanggap darurat 

bencana kabupaten  
/kota  

Persen 42.15  100  100  100  100  
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No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

6 

Persentase pemerlu 

pelayanan  

kesejahteraan  

sosial (PPKS) lainnya di 
luar HIV/AIDS yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti  

Persen 100  100  100  100  100  

7 
Pesentase Penerima 
manfaat yang terpenuhi 

kebutuhan dasar  

Persen 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

8 

Pesentase Penerima 

manfaat yang 

meningkat kemandirian 
ekonomi  

Persen NA NA NA NA 70.00  

Sumber : Dinas Sosial Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Penyandang disabilitas terlantar, pemenuhan kebutuhan dasar di 

luar panti menunjukkan tren positif yang konsisten dari 37,69% (2020) 

menjadi 52,73% (2024), meskipun angkanya masih relatif rendah; pada 

anak terlantar, terjadi peningkatan sangat signifikan dari 39,46% (2020) 

menjadi 75,00% (2024) dengan capaian puncak 78,13% di tahun 2023, 

yang mencerminkan keberhasilan program intervensi; untuk lanjut usia 

terlantar, capaian berfluktuasi dengan titik tertinggi 100% (2022) namun 

turun dan stabil di sekitar 65% pada 2023-2024, mengindikasikan 

perlunya perhatian khusus; sementara untuk gelandangan pengemis, 

capaian sangat fluktuatif dengan kisaran 50% (2021) hingga 100% (2020 

dan 2022), dan berada pada 73,33% di tahun 2024. Secara keseluruhan, 

meskipun terdapat peningkatan dan capaian yang baik untuk beberapa 

kelompok, fluktuasi dan belum optimalnya angka untuk disabilitas serta 

lansia menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih terarah, 

pendekatan berbasis data, dan alokasi sumber daya yang lebih tepat 

sasaran untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh 

kelompok rentan secara merata dan berkelanjutan. 

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, dimana 

untuk korban bencana, setelah capaian awal 42,15% di tahun 2020, 

berhasil ditingkatkan secara sempurna dan dipertahankan pada angka 

100% dari tahun 2021 hingga 2024; untuk Pemerlu Pelayanan 
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Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan secara 

keseluruhan Penerima Manfaat, pemenuhan kebutuhan dasar berhasil 

dicapai secara sempurna dengan capaian absolut 100% yang konsisten 

sepanjang lima tahun, yang merefleksikan efektivitas sistem distribusi 

bantuan dan jaminan perlindungan sosial; namun demikian, untuk 

indikator peningkatan kemandirian ekonomi yang baru mulai diukur 

pada tahun 2024, capaian sebesar 70,00% mengindikasikan bahwa 

meskipun kebutuhan dasar telah terpenuhi, upaya pemberdayaan 

untuk mencapai kemandirian berkelanjutan masih memerlukan strategi 

dan intervensi yang lebih intensif dan terfokus agar para penerima 

manfaat tidak hanya tergantung pada bantuan tetapi juga mampu 

menjadi mandiri secara ekonomi. 

2.1.4.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja 

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan 

bidang ketenagakerjaan guna menciptakan tenaga kerja yang 

berkualitas, produktif, dan kompetitif. Pelaksanaan kegiatan urusan 

ketenagakerjaan senantiasa diarahkan untuk mendukung perencanaan 

tenaga kerja daerah serta peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia. Capaian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam  

urusan ketenagakerjaan  tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 2. 68  Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu  

Ke Rencana Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð 2024.  

No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase kegiatan 
yang dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana 
tenaga kerja  

Persen 100  100  100  69,23  84,60  

2 

Persentase  Tenaga 

Kerja Bersertifikat 
Kompetensi  

Persen 61,95  11,25  4,30  8,92  0,05  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab upaten  Lombok Barat, 2024  
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Selama periode 2020 hingga 2022, pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja menunjukkan 

kinerja yang sangat baik, dengan capaian sebesar 100% setiap 

tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan pada tiga tahun pertama secara konsisten telah mengacu 

pada rencana tenaga kerja yang telah disusun, menunjukkan adanya 

keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja. 

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian yang cukup 

signifikan, yakni menjadi 69,23%. Penurunan ini mengindikasik an 

bahwa sebagian kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya 

mengacu pada rencana tenaga kerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya perubahan 

prioritas kebijakan, penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan  di 

lapangan, atau kendala koordinasi dan teknis dalam pelaksanaan.  

Memasuki tahun 2024, capaian indikator kembali menunjukkan 

peningkatan menjadi 84,60%. Peningkatan ini menunjukkan adanya 

perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan agar kembali mengacu pada 

rencana tenaga kerja. Meskipun belum mencapai angka ideal seperti 

pada tahun -tahun awal. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya 

komitmen dan upaya pemulihan dalam memastikan kegiatan yang 

dilaksanakan tetap relevan dan selaras dengan perencanaan tenaga 

kerja.  

Pada tahun 2020, capaian indikator Persentase  Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi  mencapai 61,95%, yang merupakan capaian 

tertinggi selama periode lima tahun. Persentase yang tinggi ini 

menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat dorongan yang 

kuat dalam program sertifikasi, baik melalui pelatihan, uji kompetensi, 

namun, pada tahun -tahun berikutnya terjadi penurunan signifikan. 

Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam 

pelaksanaan program sertifikasi kompetensi. Secara kes eluruhan, tren 

penurunan ini menjadi sinyal penting bahwa perlu dilakukan evaluasi 

dan perumusan kebijakan yang lebih terfokus agar sertifikasi 
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kompetensi tenaga kerja dapat kembali mencapai target yang 

diharapkan.  

Peningkatan produktivitas tenaga kerja bukan hanya menjadi 

tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. 

Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem kerja yang sehat, adaptif, 

dan berdaya saing tinggi sehingga bisa menurunkan angka 

pengangguran. Capaian pemerintah daerah dalam peningkatan 

Produktivitas Tenaga Kerja tertera dalam tabel berikut. 

Tabel 2. 69  Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja  

No Indikator  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Tingkat Produktivitas Tenaga 
Kerja (Juta Rupiah)  

2,95  2,85  3,85  2,89  2,83  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat 

selama periode 2020ð2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada 

tahun 2020, nilai produktivitas berada pada angka 2,95 juta rupiah, 

kemudian sedikit menurun menjadi 2,85 juta rupiah pada tahun 2021. 

Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 

3,85 juta rupiah, yang merupakan capaian tertinggi selama periode ini. 

Namun, tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 dan 2024 

capaian kembali menurun menjadi masing-masing 2,89 juta rupiah dan 

2,83 juta rupiah. Penurunan ini mencerminkan adanya fluktuasi dalam 

kontribusi tenaga kerja terhadap output ekonomi, yang bisa dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti struktur lapangan usaha dominan, tingkat 

keterampilan tenaga kerja, serta kondisi ekonomi regional secara umum. 

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa 

peningkatan produktivitas tenaga kerja masih perlu menjadi perhatian 

dalam pembangunan ketenagakerjaan ke depan, melalui peningkatan 

kualitas pelatihan, penguatan kemitraan dunia usaha, dan perluasan 

kesempatan kerja yang bernilai tambah tinggi. 
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Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang 

layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan). Penerapan tata kelola kerja yang layak 

di perusahaan merupakan salah satu indikator penting dalam 

mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan. Tata kelola ini mencakup keberadaan peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), pembentukan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, penerapan struktur dan skala upah, 

serta kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial 

ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Keempat komponen tersebut 

menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana perusahaan 

menjalankan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sesuai dengan 

regulasi dan standar ketenagakerjaan yang berlaku. Pemerintah daerah 

selalu mengupayakan perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja 

yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan capaian tersaji dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2. 70 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja  

yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan 

TerdaftarPeserta BPJS Ketenagakerjaan) 

No Indikator  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja 

yang layak (PP/PKB, LKS 
Bipartit, Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta BPJS 
Ketenagakerjaan)  

26,28  26,28  26,45  100  4,26  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat!, 2024 

Capaian indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan 

variasi capaian selama periode 2020ð2024. Pada tahun 2020 dan 2021, 

capaian berada pada angka 26,28%, yang kemudian mengalami sedikit 

peningkatan menjadi 26,45% pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan 

bahwa sebagian perusahaan mulai menerapkan unsur-unsur tata kelola 

kerja yang sesuai ketentuan, seperti Peraturan Perusahaan/Perjanjian 
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Kerja Bersama, pembentukan LKS Bipartit, penerapan Struktur dan 

Skala Upah, serta kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada 

tahun 2023, terjadi peningkatan capaian secara signifikan hingga 

mencapai 100%, yang menandakan adanya penguatan fasilitasi dan 

dukungan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Namun, pada 

tahun 2024, capaian kembali menurun menjadi 4,26%, yang perlu 

menjadi perhatian dalam penguatan keberlanjutan implementasi 

kebijakan kerja layak ke depan. Secara umum, capaian ini menunjukkan 

adanya dinamika dalam penerapan tata kelola kerja yang layak di tingkat 

perusahaan, dan ke depan perlu didukung oleh langkah-langkah 

pembinaan yang lebih konsisten serta sistem pelaporan dan verifikasi 

yang lebih akurat dan berkesinambungan. 

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar 

negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah 

kabupaten/kota. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan 

layanan antar kerja dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik 

di dalam maupun luar negeri, di wilayah kabupaten/kota. Layanan antar 

kerja merupakan salah satu mekanisme yang dijalankan oleh instansi 

pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan, dengan tujuan 

menjembatani antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara 

formal dan terstruktur. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 

(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam 

wilayah kabupaten/kota termuat dalam tabel berikut. 

Tabel 2. 71 Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar 

 Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah 

Kabupaten/Kota 

No Indikator  
Capaia n  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase Tenaga kerja 

yang ditempatkan (dalam 
dan luar negeri) melalui 

mekanisme layanan Antar 
Kerja dalam wilayah 
kabupaten/kota  

96,90  33,93  95,92  99,19  94,76  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat!, 2024 
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Capaian indikator persentase penempatan tenaga kerja melalui 

mekanisme layanan antar kerja, baik dalam maupun luar negeri, 

menunjukkan dinamika yang cukup signifikan sepanjang periode 2020 ð

2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 96,90%, 

mencermink an efektivitas pelaksanaan layanan antar kerja pada masa 

sebelum dampak penuh pandemi Covid -19  terasa. Namun, pada tahun 

2021, capaian menurun tajam menjadi 33,93% akibat pembatasan 

mobilitas tenaga kerja dan penurunan permintaan di pasar kerja yang 

merupa kan dampak langsung dari pandemi.  

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan regional, capaian 

kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 95,92%, 

dan terus membaik hingga mencapai 99,19% pada tahun 2023 . Hal ini 

menunjukkan bahwa mekani sme layanan antar kerja di Kabupaten 

Lombok Barat telah mampu menyesuaikan diri dengan tantangan pasca 

pandemi melalui penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan 

koordinasi lintas sektor, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha 

dan industri.  Pada tahun 2024, capaian sedikit menurun menjadi 94,76%, 

namun tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik secara agregat.  

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak di Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel 

berikut.  

Tabel 2. 72 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator  Satuan  

Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase ARG (Anggaran 

Responsive Gender) 

Daerah  

Persen 0.04  0.08  0.17  5.87  5.46  

2 

Persentase anak korban 
kekerasan yang 

mendapatkan layanan 
komprehensif  

Persen 100  100  100  100  100  

3 
Persentase  perempuan 
korban kekerasan dan  

Persen 100  100  100  100  100  
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No Indikator  Satuan  

Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

TPPO yang mendapatkan 

layanan komprehensif  

 Sumber : DP2KBP3A Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai bagian dari 

strategi pengarusutamaan gender (PUG) terus didorong untuk 

meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender di tingkat daerah. Salah 

satu indikator kunci keberhasilannya adalah persentase alokasi ARG 

terhadap belanja langsung dalam APBD.  Dalam periode tahun 2020 

hingga 2024, terjadi fluktuasi signifikan dalam capaian i ndikator ini, pada 

tahun 2020, persentase ARG terhadap belanja langsung APBD tercatat 

sebesar 0,04%, dan meningkat sedikit menjadi 0,08% pada tahun 2021. 

peningkatan berlanjut pada 2022 dengan capaian 0,17%, mencerminkan 

adanya upaya awal integrasi perenca naan anggaran yang lebih sensitif 

gender. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2023, di mana persentase 

ARG melonjak tajam menjadi 43,64%. Hal ini mengindikasikan adanya 

komitmen besar dalam mengalokasikan anggaran yang secara eksplisit 

mempertimbangkan asp ek gender, melalui penyesuaian program prioritas 

atau reformulasi kegiatan yang bersifat inklusif, meski begitu, pada tahun 

2024 angka ini kembali menurun drastis menjadi 5,46%.  

Kabupaten Lombok Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat 

dan konsisten dalam memberikan perlindungan serta layanan 

komprehensif kepada kelompok rentan selama periode 2020 -2024. 

Capaian 100% setiap tahun pada indikator persentase anak korban 

kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif, serta persentase 

perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) yang menerima layanan komprehensif, mencerminkan sistem 

perlindungan yang efektif dan responsif. Pencapaian ini menunjukkan 

adanya mekanisme pelaporan yang baik, ketersediaan layanan yang 

memadai,  serta koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, unit 

pelaksana teknis, dan lembaga terkait dalam menangani kasus -kasus 

kekerasan.  
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3. Pangan  

Persentase cadangan pangan merupakan indikator yang 

menggambarkan proporsi ketersediaan cadangan pangan yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan estimasi kebutuhan 

pangan minimal masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini 

mencerm inkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi 

darurat, krisis pangan, atau gangguan distribusi, serta menjadi bagian 

penting dari strategi ketahanan pangan daerah. Nilai persentase ini 

dihitung berdasarkan perbandingan antara volume cadangan pangan 

yang tersedia (seperti beras, jagung, atau bahan pangan pokok lainnya) 

dengan estimasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam kondisi normal 

maupun darurat dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). 

Adapun data persentase cadangan pangan dan perse ntase jumlah desa 

rawan pangan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 hingga 2024 dapat 

disajikan pada gambar berikut.  

 
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, 2024 
 

Gambar 2. 44 Persentase Cadangan Pangan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020ð2024 

Tren persentase cadangan pangan di Kabupaten Lombok Barat 

selama periode 2020ð2024 menunjukkan dinamika yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2020, cadangan pangan tercatat sebesar 9,4 

persen, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 

hanya 0,48 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, 

0,06 0 0,01 0,56 5,73

47,54 52,46

20,49

11,48

2020 2021 2022 2023 2024Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan



 
 

II - 152  
 

termasuk refocusing anggaran dan perubahan prioritas program. Pada 

tahun 2022, persentase cadangan pangan mencapai titik nol, antara lain 

karena keterbatasan alokasi anggaran dan belum optimalnya kebijakan 

pengadaan cadangan pangan daerah. Kondisi ini mulai membaik pada 

tahun 2023 dengan peningkatan kecil sebesar 0,56 persen, dan berlanjut 

secara signifikan pada tahun 2024 yang mencatat capaian 5,73 persen. 

Variasi ini mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas cadangan 

pangan, sekaligus menunjukkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan 

kebijakan yang mulai berjalan secara bertahap. 

Data menunjukkan peningkatan kerentanan dari 47,54% (2022) 

menjadi 52,46% (2023), kemudian turun drastis menjadi 20,49% pada 

tahun 2024. Lonjakan di tahun 2023 disebabkan oleh faktor eksternal 

seperti dampak perubahan iklim atau gangguan pasokan pangan, 

sementara penurunan tajam di tahun 2024 mencerminkan keberhasilan 

implementasi program intervensi terpadu dan kebijakan ketahanan 

pangan yang lebih efektif oleh pemerintah daerah. Capaian terakhir ini 

menunjukkan kemajuan penting dalam upaya pengurangan kerentanan 

pangan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk 

mencapai tingkat yang lebih ideal.  

Tabel 2. 73 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

Daerah Rawan 

Pangan  

Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun)  

2020  2021  2022  2023  2024  

Perioritas 1  NA 2 0 0 0 

Perioritas 2  NA 7 6 1 0 

Perioritas 3  NA 49  58  24  14  

Perioritas 4  NA 59  51  68  70  

Perioritas 5  NA 4 5 25  34  

Perioritas 6  NA 1 2 4 4 

Jumlah  - 122  122  122  122  

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Perkembangan daerah rawan pangan per tahun per kecamatan 

secara terinci di Kabupaten Lombok Barat tahun 2020-2024 tersaji pada 

tabel berikut. 
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Tabel  2. 74  Daerah  Rawan Pangan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

DAERAH 
RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 

2021  
KEC.  DESA  

TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 

2023  
KEC.  DESA  

TAHUN 

2024  
KEC.  DESA  

PERIORITAS 
1 

2 SEKOTONG  BUWUN MAS  0   0   0   

   KEDARO           

PERIORITAS 
2 

7 SEKOTONG  PELANGAN 6 
SEKOTON

G 
SEKOTONG 

BARAT 
1 SEKOTONG  

SEKOTONG 
TIMUR  

0   

   SEKOTONG 
BARAT 

 LEMBAR  
SEKOTONG 

TIMUR  
      

   BATU PUTIH   LINGSAR  GEGERUNG        

  NARMADA  
BUWUN 
SEJATI  

 GUNUNGS
ARI 

PENIMBUNG        

  LINGSAR  GEGERUNG    GELANGSAR        

  GUNUNGSA
RI 

MEKARSARI   BATULAYA
R 

LEMBAH SARI        

   GELANGSAR           

PERIORITAS 
3 

49 SEKOTONG  
GILI GDE 

INDAH  
58 

SEKOTON
G 

PELANGAN 24 SEKOTONG  
SEKOTONG 

BARAT 
14 SEKOTONG  

SEKOTONG 
BARAT 

   TAMAN BARU    KEDARO    CENDI MANIK    CENDI MANIK  

  LEMBAR  MEREJE    BATU PUTIH   LEMBAR  
JEMBATAN 

KEMBAR  
 LEMBAR  

SEKOTONG 
TIMUR  

   SEKOTONG 
TIMUR  

  GILI GEDE 
INDAH  

 GERUNG  BANYU URIP   GERUNG  BABUSSALAM  

   LEMBAR    TAMAN BARU    BABUSSALAM    TEMPOS  

   JEMBATAN 

KEMBAR  
 LEMBAR  

JEMBATAN 

KEMBAR  
  GAPUK  LABUAPI  KURANJI  

   EAT MAYANG    EAT MAYANG    GIRI TEMBESI    PEREMPUAN  

  GERUNG  BELEKE   GERUNG  BANYU URIP    TEMPOS   NARMADA  BADRAIN  

   KEBUN AYU    BABUSSALAM   LABUAPI  KURANJI    LEMBAH 
SEMPAGE  

   GAPUK   BELEKE    PEREMPUAN    PAKUAN 

   SUKA 
MAKMUR  

  KEBUN AYU    MEREMBU    BUWUN SEJATI  

   TEMPOS    TEMPOS   KEDIRI  
JAGARAGAIND

AH 
 GUNUNGSAR

I 
DOPANG 
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

  LABUAPI  KURANJI    GIRI TEMBESI   KURIPAN  
KURIPAN 

UTARA 
  GELANGSAR  

   PEREMPUAN   LABUAPI  KURANJI   NARMADA  
LEMBAH 

SEMPAGE  
  LEMBAH SARI  

   BAGIK POLAK    PARAMPUAN   BADRAIN     

   MEREMBU    BAJUR    GERIMAX 
INDAH  

   

   BAGIK POLAK 
BARAT 

  MEREMBU    PAKUAN    

  KEDIRI  
MONTONG 

ARE 
  BAGIK POLAK 

BARAT 
  BUWUN 

SEJATI  
   

   KEDIRI   KEDIRI  
JAGARAGA 

INDAH  
 LINGSAR  GIRI MADYA     

   GELOGOR    MONTNG ARE    BUG -BUG     

   OMBE BARU    KEDIRI   GUNUNGSARI  PENIMBUNG     

   DASAN BARU    GELOGOR    DOPANG    

  KURIPAN  
KURIPAN 
SELATAN  

  BANYU 
MULEK  

  MEKAR SARI     

   KURIPAN 
UTARA 

  OMBE BARU   BATU LAYAR  LEMBAH SARI     

  NARMADA  TANAK BEAK    KEIRI 
SELATAN  

      

   KERU    LELEDE        

   LEMBAH 
SEMPAGE  

 KURIPAN  
KURIPAN 
SELATAN  

      

   SESAOT   KURIPAN        

   KRAMA JAYA    KURIPAN 
UTARA 

      

   GOLONG    JAGARAGA        

   PAKUAN  NARMADA  SEMBUNG        

  LINGSAR  LINGSAR    BADRAIN        

   BATU MEKAR    TANAK BEAK        

   KARANG 
BAYAN 

  PERESAK       

   LANGKO    KERU        
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

   DUMAN    LEMBAH 
SEMPAGE  

      

   DASAN 
GERIA  

  DASAN 
TERENG  

      

   GIRI MADIA    KRAMA JAYA        

   BUG -BUG    GERIMAX 
INDAH  

      

  GUNUNGSA
RI 

PENIMBUNG    GOLONG        

   DOPANG   BUWUN 
SEJATI  

      

   KEKAIT   LINGSAR  LINGSAR        

   GUNTUR 
MACAN  

  BATU MEKAR        

   RANJOK    KARANG 
BAYAN 

      

   BUKIT 
TINGGI  

  LANGKO        

   JERINGO    GIRI MADYA        

  BATU 
LAYAR 

LEMBAH 
SARI 

  GEGELANG        

   BENGKAUNG    BUG -BUG        

   PUSUK 
LESTARI  

 GUNUNGS
ARI 

SESELA        

      DOPANG       

      TAMAN SARI        

      GUNUNGSARI        

      KEKAIT        

      MEKAR SARI        

      GUNTUR 
MACAN  

      

      JERIGO        

     BATU 
LAYAR 

BATU LAYAR        

      PUSUK 
LESTARI  
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

PERIORITAS 
4 

59   51 
SEKOTON

G 
BUUN MAS  68 SEKOTONG  PELANGAN 70 SEKOTONG  BUWUN MAS  

      CENDI MANIK    BUWUN MAS    KEDARO  

      LEMBAR    KEDARO    BATU PUTIH  

      LABUAN 
TERENG  

  BATU PUTIH    TAMAN BARU  

      MEREJE 
TIMUR  

  TAMAN BARU   LEMBAR  MEREJE  

      LEMBAR 
SELATAN  

 LEMBAR  MEREJE    JEMBATAN 
KEMBAR  

      JEMBATAN 
GANTUNG  

  LABUAN 
TERENG  

  LABUAN 
TERENG  

     GERUNG  
DASAN 
GERES  

  MEREJE 
TIMUR  

  JEMBATAN 
GANTUNG  

      DASAN TAPEN    EAT MAYANG   GERUNG  BANYU URIP  

      GAPUK  GERUNG  DASAN GERES    DASAN TAPEN  

      SUKA 
MAKMUR  

  DASAN TAPEN    BELEKE  

      GERUNG 
SELATAN  

  BELEKE    SUKA MAKMUR  

      MESANGGOK    SUKA 
MAKMUR  

  MESANGGOK  

     LABUAPI  
KARANG 

BONGKOT  
  KEBUN AYU    GIRI TEMBESI  

      TERONG 
TAAH 

  MESANGGOK   LABUAPI  PERAMPUAN  

      TELAGA ARU   LABUAPI  
KARANG 

BONGKOT  
  KARANG 

BONGKOT  

      BAGIK POLAK 
BARAT 

  TERONG 
TAWAH 

  TERONG 
TAWAH 

      BENGKEL    TELAGA WARU    BAJUR  

      LABUAPI    BAJUR    TELAGA WARU  

      KURANJI 
DALANG  

  BENGKEL    BENGKEL  

     KEDIRI  RUMAK    BAGIK POLAK    KURANJI 
DALANG  

      KARANG 
BARU 

  KURANJI 
DALANG  

  BAGIK POLAK  

     KURIPAN  GIRI SASAK    BAGIK POLAK 
BARAT 

 KEDIRI  
JAGARAGA 

INDAH  
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

      KURIPAN 
TIMUR  

 KEDIRI  
MONTONG 

ARE 
  MONTONG ARE  

     NARMADA  BATU KUTA    KEDIRI    GELOGOR  

      SEDAU    GELOGOR    OMBE BARU  

      SESAOT   OMBE BARU    DASAN BARU  

      SURANADI    KEDIRI 
SELATAN  

  KEDIRI 
SELATAN  

      SELAT   LELEDE    LELEDE  

      NYIUR 
LEMBANG  

  DASAN BARU   KURIPAN  
KURIPAN 
SELATAN  

      LEMBUAK   KURIPAN  
KURIPAN 
SELATAN  

  KURIPAN  

      NARMADA    KURIPAN    KURIPAN 
UTARA 

      PAKUAN   JAGARAGA    JAGARAGA  

      MEKAR SARI    GIRI SASAK    GIRI SASAK  

     LINGSAR  
PETELUAN 

INDAH  
  KURIPAN 

TIMUR  
  KURIPAN TIMUR  

      BATU 
KUMBUNG  

 NARMADA  SEMBUNG   NARMADA  SEMBUNG  

      DUMAN    BATU KUTA    BATU KUTA  

      DASAN GERIA    TANAH BEAK    TANAH BEAK  

      GONTORAN   PERESAK   PERESAK 

      SARIBAYE    KERU    KERU  

     GUNUNGS
ARI 

JATI SELA    SEDAU    SEDAU  

      MIDANG    SESAOT   SESAOT 

      KEKERI    SELAT   SELAT 

      MAMBALAN    DASAN 
TERENG  

  DASAN TERENG  

      RANJOK    KRAMA JAYA    KRAMA JAYA  

      BUKIT TINGGI    NARMADA    GERIMAX 
INDAH  
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

     BATU 
LAYAR 

SANDIK    GOLONG    NARMADA  

      MENINTING    MEKAR SARI    GOLONG  

      SENTELUK   LINGSAR  
PETELUAN 

INDAH  
  MEKAR SARI  

      BATULAYAR 
BARAT 

  BATU 
KUMBUNG  

 LINGSAR  
PETELUAN 

INDAH  

      BENGKAUNG    BATU MEKAR    BATU 
KUMBUNG  

         KARANG 
BAYAN 

  BATU MEKAR  

         LANGKO    KARANG BAYAN  

         DUMAN    LANGKO  

         DASAN GERIA    DUMAN  

         GEGERUNG    DASAN GERIA  

         GEGELANG    GEGERUNG  

         SARIBAYE    GIRI  MADIA  

        GUNUNGSARI  SESELA    GEGELANG  

         MAMBALAN    BUG -BUG  

         TAMAN SARI   GUNUNGSAR
I 

SESELA  

         KEKAIT    PENIMBUNG  

         GUNTUR 
MACAN  

  MAMBALAN  

         BUKIT 
GLANGSAR 

  TAMAN SARI  

         BUKIT TINGGI    KEKAIT  

         JERINGO    MEKARSARI  

        BATU LAYAR  SANDIK    GUNTUR 
MACAN  

         PUSUK 
LESTARI  

  JERINGO  

           BATU LAYAR  SANDIK  
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

            PUSUK LESTARI  

PERIORITAS 
5 

4   5 
SEKOTON

G 
SEKOTONG 

TENGAH  
25 SEKOTONG  

SEKOTONG 
TENGAH  

34 SEKOTONG  PELANGAN 

     LEMBAR  
MEREJE 
TIMUR  

  GILI GEDE 
INDAH  

  SEKOTONG 
TENGAH  

     GERUNG  
GERUNG 
UTARA 

 LEMBAR  LEMBAR    GILI GEDE 
INDAH  

      TAMAN AYU    LEMBAR 
SELATAN  

 LEMBAR  LEMBAR  

     BATU 
LAYAR 

SENGGIGI    JEMBATAN 
GANTUNG  

  LEMBAR 
SELATAN  

        GERUNG  
GERUNG 
UTARA 

  EYAT MAYANG  

         TAMAN AYU   GERUNG  DASAN GERES  

         GERUNG 
SELATAN  

  KEBUN AYU  

        LABUAPI  LABUAPI    GAPUK 

        KEDIRI  RUMAK    GERUNG 
SELATAN  

         BANYUMULEK    GERUNG 
UTARA 

        NARMADA  SURANADI    TAMAN AYU  

         NYIUR 
LEMBANG  

 LABUAPI  BAGIK POLAK  

         LEMBUAK    LABUAPI  

        LINGSAR  LINGSAR   KEDIRI  KEDIRI  

         GONTORAN   RUMAK  

        GUNUNGSARI  JATI SELA    BANYUMULEK  

         MIDANG   NARMADA  SURANADI  

         KEKERI    NYURLEMBANG  

         GUNUNGSARI    LEMBUAK  

         RANJOK   LINGSAR  LINGSAR  

        BATU LAYAR  MENINTING    GONTORAN 
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DAERAH 

RAWAN 
PANGAN 

JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  JUMLAH DESA  

TAHUN 
2021  

KEC.  DESA  
TAHUN 

2022  
KEC.  DESA  

TAHUN 
2023  

KEC.  DESA  
TAHUN 
2024  

KEC.  DESA  

         BATULAYAR    SARIBAYE  

         SENTELUK   GUNUNGSAR
I 

JATI SELA  

         BENGKAUNG    MIDANG  

            KEKERI  

            GUNUNGSARI  

            RANJOK  

            BUKIT TINGGI  

           BATU LAYAR  MENINTING  

            BATULAYAR  

            SENTELUK  

            BATULAYAR 
BARAT 

            BENGKAUNG  

PERIORITAS 
6 

1   2 LEMBAR  LEMBAR  4 LEMBAR  
JEMBATAN 

KEMBAR 

TIMUR  

4 LEMBAR  MEREJE TIMUR  

            JEMBATAN 
KEMBAR TIMUR  

     LINGSAR  LINGSAR   LINGSAR  SIGERONGAN   LINGSAR  SIGERONGAN  

        BATULAYAR  SENGGIGI   BATULAYAR  SENGGIGI  

         BATULAYAR 
BARAT 

   

TOTAL 122    122    122    122    

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, 2024 
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4. Pertanahan 

Capaian Indikator Pertanahan di Kabupaten Lombok  Barat pada 

tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut.  

Tabel  2. 75  Capaian Indikator Pertanahan di  Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  

No Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Ditetapkannya Hak 

Atas tanah dalam 
penguasaan dan 

pengelolaan 
Pemerintah Daerah  

Persen  27.38  34.25  50.57  53.86  56.19  

Sumber : BPKAD Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Penetapan Hak Atas Tanah dalam penguasaan dan pengelolaan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan 

perkembangan yang konsisten dan progresif, dimulai dari 27,38% pada 

tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 34,25% 

(2021), 50,57% (2022), 53,86% (2023), dan mencapai 56,19% pada tahun 

2024 . Capaian yang masih berada pada lev el 56,19%, menunjukkan 

bahwa masih terdapat 43,81% aset tanah pemerintah yang belum 

memiliki kepastian hukum, sehingga diperlukan percepatan dan 

intensifikasi program sertifikasi, alokasi anggaran yang memadai, serta 

optimalisasi koordinasi antar dinas ter kait dan Badan Pertanahan 

Nasional untuk memastikan seluruh aset tanah daerah telah terlindungi 

secara hukum dan dapat dikelola secara optimal untuk mendukung 

pembangunan dan pelayanan publik.  

5. Lingkungan Hidup 

Capaian I ndeks Kualitas Pengelolaan Sampah  (IKPS) Kabupaten 

Lombok Barat pada tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 2. 76  Capaian IK PS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

Indikator  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

IKPS Kabupaten 
Lombok Barat  

Indeks  NA NA NA NA 38.90  

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, 2024 
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Pada tahun 2024, Kabupaten Lombok Barat mencapai Indeks 

Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 38,90 persen, yang 

merupakan hasil evaluasi komprehensif terhadap sepuluh komponen 

utama. Pertama, kebijakan pengelolaan sampah menjadi fondasi dalam 

menentu kan arah strategis. Kedua, kualitas SDM pengelola sampah 

memengaruhi efektivitas operasional. Ketiga, ketersediaan sarana dan 

prasarana, termasuk pengangkutan dan pengolahan sampah, menjadi 

penunjang teknis. Keempat, alokasi anggaran pengelolaan sampah 

men entukan kelancaran program. Kelima, sosialisasi dan pemahaman 

masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi publik. Keenam, 

acceptibility  dan implementasi kebijakan mengukur penerimaan dan 

pelaksanaannya di lapangan. Ketujuh, capaian terhadap target d an 

kapasitas menunjukkan sejauh mana tujuan tercapai. Kedelapan, 

efisiensi anggaran dinilai melalui rasio incremental capaian dan target per 

kelas anggaran. Kesembilan, penilaian Adipura sebagai indikator kota 

bersih turut berkontribusi. Terakhir, nilai In deks Kualitas Air (IKA) dan 

komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi tolok ukur 

dampak lingkungan dari pengelolaan sampah. Dengan demikian, capaian 

IKPS tersebut merefleksikan integrasi multidimensi dalam pengelolaan 

sampah di Kabupaten Lom bok Barat.  

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat termuat dalam 

tabel berikut.  

Tabel 2. 77 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase Akta 

Kematian yang 
diterbitkan bagi yang  

melaporkan  

Persen 100  100  100  100  100  

2 

Persentase Akta 

Perkawinan yang 

diterbitkan bagi yang 
melaporkan  

Persen 100  100  100  100  100  
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No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

3 

Persentase Akta 
perceraian yang 

diterbitkan bagi yang 

melaporkan  

Persen 100  100  100  100  100  

4 

Persentase Akta 

Kelahiran yang 
diterbitkan  

Persen 87.63  90.68  97.02  97.73  98.21  

5 
Persentase  
Kepemilikan Kartu 

Identitas Anak  

Persen 11.42  23.36  27.75  32.12  36.29  

6 

Persentase 

Kepemilikan Identitas 
Kependudukan  

Digital  

Persen 0 0 0.28  0.65  1.00  

 Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Secara konsisten setiap tahun, pemerintah daerah Kabupaten 

Lombok Barat berhasil menerbitkan 100% Akta Kematian, 100% Akta 

Perkawinan, dan 100% Akta Perceraian bagi seluruh masyarakat yang 

melaporkan peristiwa tersebut. Pencapaian sempurna ini mencerminkan 

efektivitas sistem administrasi kependudukan yang telah dibangun, 

didukung oleh prosedur kerja yang efisien, sumber daya m anusia yang 

kompeten, serta komitmen kuat dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat.  

Penerbitan Akta Kelahiran mengalami peningkatan konsisten dari 

87,63% (2020) menjadi 98,21% (2024), mendekati target ideal 100%. 

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan kemajuan 

yang berarti dari 11,42% (2020) menjadi 36,29% (2024), meskipun masih 

perlu ditingkatkan untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Sementara 

itu, adopsi Identitas Kependudukan Digital mulai menunjukkan 

perkembangan sejak 2022 (0,28%) dan terus meningkat hingga mencapai 

1% di tahun 2024, menandai awal transformasi digital di sektor 

administrasi kependudukan. Pencapaian ini mencerminkan upaya 

pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan kependudukan 

melalui optimalisasi lay anan konvensional sekaligus memulai inisiatif 

digitalisasi, meskipun masih diperlukan percepatan khususnya dalam 

pengembangan identitas digital dan perluasan kepemilikan KIA untuk 

memenuhi hak dasar seluruh masyarakat . 
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7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Capaian indikator urusan bidang pemberdayaan masyarakat di 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. 78 Capaian Indikator Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator Kinerja  Satuan  2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase 

Peningkatan 
Status Desa 

Mandiri  

Persen 100.00  50.00  66.67  70.00  29.41  

2 

Persentase 

Fasilitasi Penataan 
Desa 

Persen 32.77  47.90  62.18  70.59  78.15  

3 

Persentase 

Fasilitasi 
Kerjasama Desa  

Persen 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

4 

Persentase 

Fasilitasi 

Pemberdayaan 
Lembaga 

kemasyarakatan 
Desa 

Persen 15.40  21.49  23.25  25.15  30.56  

5 

Persentase 

Fasilitasi 
Pemberdayaan 

Lembaga Adat  

Desa dan Lembaga 
Masyarakat 

Hukum Adat  

Persen 5.71  5.71  8.57  8.57  14.29  

 Sumber : DPMD Kabupateb Lombok Barat, 2024 

Fasilitasi penataan desa menunjukkan perkembangan yang sangat 

positif dan konsisten, dimulai dari 32,77% pada tahun 2020, kemudian 

mengalami peningkatan signifikan menjadi 47,90% (2021), 62,18% (2022), 

70,59% (2023), dan mencapai 78,15% pada tahun 2024. Tren kenaikan 

yang stabil dan progresif ini merefleksikan komitmen kuat pemerintah 

daerah dalam mempercepat proses penataan administrasi, perencanaan, 

dan pengembangan tata kelola desa, namun demikian, dengan capaian 

yang masih berada pada level 78,15%, menunjukkan bahwa masih 

terdapat 21,85% desa yang memerlukan fasilitasi penataan, sehingga 

diperlukan intensifikasi program pendampingan, alokasi anggaran yang 

memadai, serta penguatan koordinasi antar dinas terkait dan pemerintah 

desa untuk memastikan seluruh desa di Kabupaten Lombok Barat telah 
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tertata dengan baik dan mampu mengoptimalkan potensi 

pembangunannya secara mandiri dan berkelanjutan. 

Fasilitasi kerjasama desa secara konsisten mencapai angka 100,00% 

setiap tahunnya, yang menunjukkan pemerintah daerah memastikan 

seluruh desa memperoleh dukungan dan pendampingan untuk 

membangun kemitraan dan kolaborasi yang strategis. Sementara itu, 

fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menunjukkan 

perkembangan yang positif dan konsisten dengan peningkatan dari 

15,40% (2020) menjadi 30,56% (2024). Fasilitasi pemberdayaan lembaga 

adat dan lembaga masyarakat hukum adat juga mengalami kemajuan dari 

5,71% (2020) menjadi 14,29% (2024). Meskipun kedua indikator 

menunjukan tren yang meningkat, capaian absolut yang masih relatif 

rendah (dibawah 31% untuk lembaga kemasyarakatan dan dibawah 15% 

untuk lembaga adat) mengindikasikan bahwa sebagian besar potensi 

kelembagaan di tingkat desa belum tergarap secara optimal, sehingga 

diperlukan strategi yang lebih intensif dan terfokus melalui 

pendampingan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta 

alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan seluruh lembaga 

kemasyarakatan dan adat dapat berperan maksimal dalam mendukung 

governance dan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Indikator pada unsur pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana yang terdiri dari angka kelahiran total, persentase pemakaian 

kontrasepsi modern , dan persentase kebutuhan Ber -KB yang t idak 

terpenuhi serta angka kelahiran remaja umur 15 -19 tahun . Indikator  

tersebut mencerminkan efektivitas pelayanan keluarga berencana dan 

akses masyarakat terhadap informasi dan alat kontrasepsi modern, serta 

menunjukkan tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga.  
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Tabel 2. 79  Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Angka kelahiran total 

(Total Fertility 

Rate/TFR) per WUS 
usia 15 -49 Tahun  

Orang  
           

2.33  

           

2.33  

           

2.33  

           

2.33  

          

2.31  

2 

Angka prevalensi 

kontrasepsi 
modern/modern  

Contraceptive (mCPR)  

Persen 
         
78.51  

         
78.74  

         
64.26  

         
68.39  

        
65.41  

3 

Persentase kebutuhan 
ber -KB yang tidak 

terpenuhi (unmet 

need) 

Persen 
           

9.35  

           

9.85  

         

20.81  

         

11.60  

          

9.02  

4 

Angka kelahiran 
remaja umur 15 -19 

tahun (Age Specific 
Fertility Rate/ASFR 

15-19)  

Persen 
         

14.16  

         

19.27  

         

11.74  

           

9.47  

        

17.34  

 Sumber : DP2KBP3A Kab upateb  Lombok Barat, 2024  

Angka kelahiran total (TFR) relatif stabil di kisaran 2,33 per wanita 

usia subur (WUS) 15 -49 tahun, dengan sedikit penurunan menjadi 2,31 

di tahun 2024. Namun, prevalensi penggunaan kontrasepsi modern 

(mCPR) mengalami fluktuasi signifikan, turun dari 78,51% (2020) menjadi 

65,41% (202 4), sementara kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet 

need) sempat melonjak menjadi 20,81% di tahun 2022 sebelum turun 

kembali ke 9,02% di tahun 2024. Yang mengkhawatirkan, angka 

kelahiran remaja (ASFR 15 -19) menunjukkan tren tidak stabil, dengan 

puncak 1 9,27% (2021) dan 17,34% (2024), mengindikasikan perlunya 

intervensi khusus untuk kelompok usia ini. Data ini mengungkapkan 

tantangan dalam program KB dan perlunya strategi yang lebih efektif 

untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern sekaligus 

meneka n angka kehamilan remaja . 

9. Perhubungan 

Bidang Perhubungan memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

konektivitas wilayah dan efisiensi sistem transportasi.  Rasio konektivitas 
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dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang  di Kabupaten Lombok 

Barat 2020ð2024 sebagaimana pada gambar   berikut . 

 
Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 45 Rasio konektivitas dan Persentase Kelengkapan Jalan 

yang Terpasang di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perkembangan yang 

stagnan dalam aspek konektivitas dan kelengkapan jalan selama periode 

2020 -2024. Pada indikator konektivitas, rasio yang dicapai cenderung 

stabil di kisaran 0,37 dengan sedikit peningkatan menjadi 0,42 d i tahun 

2023, namun kembali turun ke 0,36 di tahun 2024. Sementara itu, 

persentase kelengkapan jalan kabupaten/kota hanya mengalami 

peningkatan marginal dari 40,44% di tahun 2020 menjadi 40,79% di 

tahun 2024, dengan pertumbuhan yang sangat minimal tiap tah unnya. 

Data ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur 

transportasi di wilayah tersebut belum menunjukkan kemajuan yang 

signifikan, dengan tingkat penyelesaian jalan yang masih jauh dari 

kondisi ideal (100%), sehingga diperlukan upaya percepatan d an inovasi 

dalam pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung mobilitas 

dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat.  

10. Komunikasi dan Informatika 

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan 

berbasis digital, pemerintah daerah melak sanakan berbagai upaya 

strategis di bidang komunikasi dan informatika.  
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Tabel 2. 80 Capaian Indikator Urusan Bidang Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator  2020  2021  2022  2023  2024  

1 Persentase Perangkat Daerah 
yang terhubung dengan akses  
internet yang disediakan oleh 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika  

100  100  100  100  100  

2 Persentase Perangkat Daerah 

(PD) di tingkat Kabupaten /Kota 
yang terhubung dengan 

Jaringan Intra Pemerintah 
Daera h  

100  100  100  100  100  

3 Persentase Perangkat Dearah 
yang Memanfaatkan Sistem 

Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah (SPLPD)  

100  100  100  100  100  

 Sumber : Diskominfostatistik Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Daerah 

menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam penyediaan 

layanan informasi dan teknologi yang mendukung keterhubungan serta 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin 

dari cap aian ketiga indikator yang konsisten mencapai 100% . 

11. Koperasi dan UMKM 

Capaian Indikator kinerja urusan pemerintahan  bidang Koperasi 

dan UMKM disajikan pada tabel berikut . 

Tabel 2. 81 Capaian Indikator Urusan Bidang Koperasi dan UMKM  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2023 

No Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Pertumbuhan Volume 

Usaha Koperasi  
Persen -28.68  -56.37  137.24  54.52  11.91  

- Volume Usaha Koperasi  
Miliar 

Rp 
 91.63   39.98   94.85   146.56   164.02  

2 

Usaha Mikro yang 

Bertransformasi dari 
Informal ke Formal  

Persen 25.55  30.17  34.87  39.68  42.39  

- 
Jumlah Usaha Mikro 
Informal  

UKM  11,171  11,617  10,835  10,035  9,583  

- 
Jumlah Usaha Mikro 

Formal  
UKM  4,250  5,018  5,800  6,600  7,052  

3 
Pertumbuhan 

Wirausaha  
Persen 15.13  15.3  13.48  12.12  6.41  
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No Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

- Jumlah Wirausaha  UKM  643  768  782  800  452  

Sumber : DiskopUMKM Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Pertumbuhan volume usaha mengalami kontraksi drastis pada -

28,68% (2020) dan -56,37% (2021) dengan volume usaha merosot dari 

Rp91,63 miliar (2020) menjadi Rp39,98 miliar (2021), kemudian terjadi 

pemulihan pertumbuhan 137,24% (2022) dengan  volume usaha melon jak 

ke Rp94,85 miliar, dilanjutkan pertumbuhan 54,52% (2023) menjadi 

Rp146,56 miliar, dan pertumbuhan 11,91% di tahun 2024 dengan volume 

usaha mencapai Rp164,02 miliar . Fluktuasi ini merefleksikan dampak 

pandemi pada periode 2020 -2021 serta efektivitas pro gram pemulihan 

dan stimulus pada tahun -tahun berikutnya, sementara capaian tahun 

2024 yang menunjukkan pertumbuhan positif dan volume usaha tertinggi 

mengindikasikan bahwa sektor koperasi telah memasuki fase stabilisasi 

dan optimasi, meskipun tetap diperlu kan strategi penguatan kapasitas 

manajerial, akses permodalan, dan inovasi produk untuk memastikan 

pertumbuhan yang berkelanjutan dan resisten terhadap gejolak ekonomi 

di masa depan.  

Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal 

menga lami peningkatan dari 25,55% (2020), 30,17% (2021), 34,87% 

(2022), 39,68% (2023), hingga mencapai 42,39% pada kondisi awal tahun 

2024 , dengan jumlah usaha mikro formal yang terus meningkat dari 

4.250 UKM (2020) menjadi 7.052 UKM (2024) .  Sementara jumlah usaha 

mikro informal berhasil dikurangi secara bertahap dari 11.171 UKM 

(2020) menjadi 9.583 UKM (2024) . Capaian ini merefleksikan efektivitas 

kebijakan pendampingan, dan program fasilitasi legalitas oleh pemerintah 

daerah . Namun demikian, dengan ma sih dominannya proporsi usaha 

informal (55,73%) dibanding formal (42,39%) pada tahun 2024, 

diperlukan strategi percepatan yang lebih intensif melalui 

penyederhanaan birokrasi, perluasan akses permodalan, dan penguatan 

ekosistem kemitraan untuk mendorong pe rcepatan transformasi menuju 

ekonomi formal yang berkelanjutan dan inklusif.  
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Jumlah wirausaha menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan 

tren peningkatan pada tiga tahun awal namun diikuti penurunan drastis 

pada tahun 2024, dimulai dari 643 UKM (2020), ke mudian meningkat 

menjadi 768 UKM (2021) dan 782 UKM (2022), mencapai puncaknya pada 

800 UKM (2023), namun mengalami penurunan sangat signifikan menjadi 

452 UKM pada kondisi awal tahun 2024 . Penurunan sebesar 43,5% dari 

tahun sebelumnya ini mengindikasikan adanya kerentanan serius dalam 

ekosistem kewirausahaan daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti tekanan ekonomi, persaingan pasar, dan dampak pascapandemi, 

maupun faktor internal seperti keterbatasan daya tahan usaha dan akses 

sumber daya, seh ingga diperlukan intervensi strategis yang komprehensif 

melalui program pemulihan usaha, fasilitasi akses permodalan, 

pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran untuk 

membangun ketahanan usaha dan mendorong pertumbuhan kembali 

jumlah wirausaha.  

12. Penanaman Modal 

Pertumbuhan nilai investasi yang masuk ke suatu daerah dari tahun 

ke tahun  mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun 

penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan di sektor -sektor 

ekonomi, baik oleh pelaku usaha swasta maupun pe merintah.  

Persentase peningkatan ini dihitung berdasarkan perbandingan 

antara total nilai investasi yang terealisasi pada tahun berjalan dengan 

nilai investasi pada tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai 

keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menci ptakan iklim usaha yang 

kondusif, memberikan kemudahan berusaha, serta menarik minat 

investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Capaian indikator ini 

mencerminkan dinamika pembangunan daerah, efektivitas promosi 

investasi, dan keberlanjutan pertumbuh an ekonomi lokal.  
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Tabel 2. 82 Data Persentase Peningkatan Investasi  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

Uraian  
Realisasi Investasi  

2020  2021  2022  2023  2024  

PMA (U$D)  20,861,345  23,490,750  8,869,481  33,309,432  17,008,446  

PMDN (Rp)  827,066,137,677  1,260,731,324,505  1,119,774,996,696  696,060,756,054  1,135,458,626,178  

TOTAL PMA 
+ PMDN 
(Rp) 

1,127,469,505,677  1,598,998,124,505  1,247,495,523,096  1,195,702,236,054  1,390,585,316,178  

Persentase 
Peningkatan 
(%) 

-48.18  41.82  -21.98  -4.15  16.30  

Realisasi 

Total 

terhadap 

Target 

Investasi 

(%) 

49.36 65.93 46.84 39.57 41.84 

 Sumber : DPMPTSP Kab upaten  Lombok Barat, 2025  

Persentase peningkatan realisasi investasi mengalami volatilitas 

signifikan: kontraksi drastis -48,18% (2020), diikuti pemulihan 41,82% 

(2021), kemudian kembali negatif -21,98% (2022) dan -4,15% (2023), 

sebelum akhirnya menunjukkan tren positif 16,30% pada tahun 2024 . 

Sementara itu, realisasi total terhadap target inves tasi menunjukkan 

capaian yang belum optimal dengan kisaran 39,57% - 65,93%, dimana 

tahun 2021 menjadi puncak pencapaian (65,93%) namun diikuti 

penurunan berturut -turut hingga 41,84% di tahun 2024 . Pola ini 

mengindikasikan ketidakstabilan iklim investasi da n adanya tantangan 

struktural dalam menarik dan merealisasikan komitmen investasi, 

sehingga diperlukan strategi percepatan yang mencakup perbaikan 

kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, promosi 

potensi investasi yang lebih agresif, serta p enguatan koordinasi antar 

lembaga untuk meningkatkan realisasi investasi secara konsisten dan 

mendekati target yang ditetapkan.  

13. Kepemudaan dan Olahraga 

Capaian Indikator kinerja pada bidang kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Lombok Barat disajikan pada gambar berikut.   



 
 

II - 172  
 

 

Sumber : Dispora Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 46  Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga  

Di Kabupaten Lombok Barat  

Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri relatif rendah 

dan tidak konsisten, dengan capaian tertinggi pada 2023 sebesar 1,14% 

dan terendah pada 2022 sebesar 0,08%. Sementara itu, partisipasi dalam 

organisasi kepemudaan dan s osial meningkat pada 2021 dan 2022 

(masing -masing 2,54% dan 2,98%), namun menurun drastis pada 2023 

sebelum kembali naik di 2024. Untuk indikator peningkatan prestasi 

olahraga, capaian menonjol terjadi pada 2021 (58) dan 2023 (147), 

meskipun pada tahun lai n angkanya sangat rendah.  Secara keseluruhan, 

capaian ini menunjukkan adanya potensi besar di sektor kepemudaan 

dan olahraga, namun dibutuhkan strategi yang lebih konsisten untuk 

memastikan partisipasi dan prestasi yang berkelanjutan.  

14. Statistik 

Capaian ind icator urusan bidang statistic di Kabupaten Lombok 

Barat disajikan pada tabel  sebagai berikut . 

Tabel 2. 83  Capaian Indikator Urusan Statistik   

Di Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2020 -2024  

Indikator Kinerja  Satuan  2020  2021  2022  2023  2024  

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS)  
Poin  - - - 2.9  2.72  

Sumber : Diskominfotik Kab upaten Lombok Barat, 2024  
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Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang baru mulai diukur pada 

tahun 2023 menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius, 

dengan capaian sebesar 2,9 poin pada tahun 2023 dan kemudian 

mengalami penurunan menjadi 2,72 poin pada tahun 2024 . Penurunan 

ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penguatan kapasitas 

kelembagaan, kualitas data, dan layanan statistik yang menjadi fond asi 

perencanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan intervensi 

strategis yang terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

statistik, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi 

koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS ) untuk memastikan 

peningkatan skor IPS secara berkelanjutan guna mendukung 

ketersediaan data yang akurat, andal, dan tepat waktu bagi perumusan 

kebijakan berbasis evidence . 

15. Persandian 

Indikator kinerja tingkat keamanan infomasi pemerintah  

menggambarkan sejauh mana sistem informasi dan komunikasi yang 

dimiliki oleh instansi pemerintah daerah telah dilindungi dari berbagai 

ancaman keamanan siber, baik internal maupun eksternal. Cakupan 

perlindungan meliputi:  

a. Keamanan data dan dokumen elektron ik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan;  

b.  Penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi dalam komunikasi 

antar perangkat daerah;  

c. Penerapan protokol keamanan seperti firewall , antivirus, dan sistem 

deteksi dini terhadap serangan siber;  

d.  Kepatuha n terhadap regulasi dan standar nasional mengenai 

perlindungan informasi rahasia dan terbatas.  
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Sumber : Dinas Kominfotik Kab. Lombok Barat, 2024  
 

Gambar 2. 47  Tingkat Keamanan Infomasi Pemerintah  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

Dari gambar tersebut, dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Daerah 

mulai memperhatikan keamanan informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan digital. Indikator yang digunakan adalah tingkat keamanan 

informasi pemerintah, yang menilai perlindungan sistem dari ancaman 

siber.  Pada 2020 dan 2021, belum ada capaian (0%) karena belum dimulai 

upaya sistematis.  Tahun 2022, mulai ada kemajuan dengan capaian 

23,8%, menandakan penerapan awal sistem keamanan seperti enkripsi 

dan firewall.  Capaian meningkat di 2023 menjadi 29,3%, mencerminkan 

perkembangan penerapan teknologi dan kebijakan , dan pada t ahun 2024, 

capaian sedikit menurun ke 23,54 %, menunjukkan perlunya peningkatan 

konsistensi dan pembaruan sistem.  Capaian ini menunjukkan kemajua n, 

tetapi Pemerintah Daerah masih perlu memperkuat keamanan informasi 

secara berkelanjutan.  

16. Kebudayaan 

Pelestarian cagar budaya merupakan  proses menilai sejauh mana 

upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya telah 

berhasil menjaga keaslian, integritas, dan keberlanjutan cagar budaya 

tersebut, berdasarkan indikator tertentu seperti kondisi fisik, 

pemeliharaan, dokumentasi,  dan partisipasi masyarakat.  Capaian 

indikator Terlestarikannya Cagar Budaya di Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 ð2024 sebagaimana pada gambar   berikut.  
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Sumber : Dinas Pariwisata Ka bupaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 48  Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya  
Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Capaian indikator Terlestarikannya Cagar Budaya menunjukkan 

tren peningkatan yang relatif lambat selama periode lima tahun terakhir. 

Pada tahun 2020, capaian berada di ang ka 3,46 persen, kemudian 

mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,51 persen pada tahun 2021. 

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 3,6 persen. 

Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, capaian indikator ini mengalami 

stagnasi di angka 3,6 per sen, tanpa ada peningkatan lanjutan. Kondisi 

ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya pelestarian, namun 

belum terjadi kemajuan signifikan dalam memperluas cakupan atau 

efektivitas pelestarian cagar budaya.  Stagnasi ini menjadi sinyal evaluasi 

terhadap strategi pelestarian yang telah diterapkan, serta pentingnya 

meningkatkan kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan 

pemanfaatan teknologi dalam pelindungan dan pengembangan cagar 

budaya ke depan.  

17. Perpustakaan 

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan ukuran 

yang menunjukkan seberapa besar minat, kebiasaan, dan aktivitas 

membaca masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media 

cetak maupun digital. Selanjutnya Indeks pembangunan literasi 

masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan 
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mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat 

untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan 

metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi 

masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), Nilai Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan 

Nasional. Capaian kedua indicator tersebut di Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020ð2024 sebagaimana pada gambar berikut.  

 

 

Sumber : Disarpus Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 49  Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat  dan 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  Di Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2020 -2024  

 

Selama lima tahun terakhir, nilai tingkat kegemaran membaca 

masyarakat mengalami peningkatan dan penurunan seiring 

waktu.Tahun 2020 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebesar 

52%, tahun 2021 sebesar 51,48%, menurun 0,52% dan tahun 2022 

mengalami penurunan secara drastic sebesar 30,57% yaitu pada 

capaian 20,57% . Namun demikian pada tahun tahun selanjtnya Nilai 

Tingkat Kegemaran Membaca mengalami pe ingkatan Kembali yaitu 

tahun 2023 menjadi 52,69%, dan meningkat tinggi  di 2024 hingga 

mencapai 70,25%. Kenaikan tajam ini mencerminkan keberhasilan 

berbagi program literasi dalam membangkitkan kembali minat baca 

masyarakat. 
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Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten 

Lombok Barat mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam lima 

tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, indeks tercatat stagnan di 

angka 14,92%. Lompatan besar terjadi pada tahun 2022, ketika indeks 

meningkat drastis menjadi 65,93% sebagai hasil dari berbagai inisiatif 

penguatan literasi. Namun, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan, 

karena indeks menurun pada tahun 2023 menjadi 46,34%, dan kembali 

turun di tahun 2024 menjadi 43,60%. Penurunan ini menunjukkan 

perlunya evaluasi dan penguatan kembali strategi pembangunan literasi 

agar pencapaian yang tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. 

18. Kearsipan 

Capaian indicator urusan bidang kearsipan di Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2020ð2024 sebagaimana pada gambar berikut. 

 
Sumber : Disarpus Kab upaten Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 50  Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan   

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Indikator kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup 

Pemerintahan Daerah menunjukkan capaian yang baru mulai terukur 

pada tahun 2023 dan 2024, dengan satuan pengukuran dalam nilai. 

Pada tahun 2023, indeks ini tercatat sebesar 47,96, namun menga lami 

penurunan signifikan di tahun 2024 menjadi 35,32. Penurunan capaian 

dari 2023 ke 2024 disebabkan beberapa factor antara lain : 1) Kurangnya 

kesadaran pimpinan unit kerja terkait pengelolaan arsip yang menjadi 

kewajibannya; 2) Terbatasnya jumlah arsipa ris pada perangkat daerah 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat; 3) Minimnya  sarana dan 

prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan; 4) 

Kurangnya dukungan dukungan anggaran dalam pengelolaan arsip; 5) 

Arsiparis belum bersertifikasi dan bel um memiliki kompetensi; 6) 

Organisasi Perangkat Daerah belum menetapkan pengelola arsip pada 

masing -masing Unit Kearsipan.  

 Langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan 

kearsipan di pemerintah daerah ke depan :  1) Implementasi Instruksi 

Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip 

(Instruksi Bupati GNSTA) Gerakan Nasional Sadar Tertip Arsip; 2) 

Mengusulkan ketercukupan arsiparis yang bersertifikasi; 3) Pemenuhan 

sarana dan prasrana kearsipan melalui penambahan anggaran; 4)  

Menganggarkan Pengelolaan Arsip Dinamis; 5) Perangkat Daerah 

menetapkan pengelola arsip pada masing -masing bidang dengan 

menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas; 6) Penerapan sistem 

manajemen arsip elektronik (e_arsip); 7) Sistem keamanan arsip yang 

komf rehensif  (CCTV); 8) Menerapkan pengelolaan arsip inaktif yang jelas 

dan terukur.  

2.1.4.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 

1. Kelautan dan Perikanan 

Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) merupakan indikator 

kinerja urusan bidang kelautan dan perikanan. Produksi perikanan 

budidaya dan tangkap disajikan pada gambar berikut. 
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Sumber : D inas Kelautan dan Perikanan  Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 51  Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)  
Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Berdasarkan data capaian kinerja, produksi perikanan tangkap 

yang diukur dalam satuan ton (Ton) menunjukkan tren pertumbuhan 

yang stabil dan konsisten selama lima tahun terakhir, dimulai dari 

12.632 ton pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan sebesar 

283 ton menjadi 12.915 ton di tahun 2021, dan selanjutnya bertambah 

387 ton mencapai 13.302 ton di tahun 2022; pada tahun 2023,  

pertumbuhan melambat dengan kenaikan tipis sebesar 5 ton menjadi 

13.307 ton, dan pola kenaikan minimal ini berlanjut di tahun 2024 

dengan penambahan 5 ton lagi, sehingga total capaian akhir periode ini 

berada pada level 13.312 ton.  

Produksi perikanan budi  daya mengalami fluktuasi yang signifikan 

selama periode lima tahun. Terdapat realisasi produksi perikanan 

budidaya yang menurun drastis pada tahun 2021 dibanding dengan 

tahun 2020, kontributor utama terjadinya hal ini adalah karena tidak 

adanya produksi rumput laut jenis cottonii yaitu jenis rumput laut yang 

dibudidayakan di perairan laut di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. 

Pembudidayaan rumput laut jenis cottonnii selalu gagal saat diupayakan 

kembali untuk dibudidayakan oleh para pembudi daya rumput laut di 

Kabupaten Lombok Barat, hal ini menyebabkan para pembudi daya 
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rumput laut enggan melanjutkan kegiatan produksinya dan kondisi ini 

terus berlanjut hingga tahun 2025.  

Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kerusakan pada banyak 

keramba jaring apung (KJA) yang ada di Kabupaten Lombok Barat, selain 

itu juga karena adanya alih profesi dari pembudidaya air laut ke profesi 

lainnya sebagai salah satu dampak panjang pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan berkurangnya jumlah produksi dari sektor KJA Laut.  

Dari sektor perikanan budi daya air tawar, produksi perikanan 

yang menurun juga diakibatkan oleh adanya peningkatan harga pakan 

pabrikan yang menyebabkan para pembudi daya ikan menurunkan 

volume produksinya, selain itu pengembangan Karamba Jaring Air 

Tawar juga dibatasi karena tidak diperbolehkannya penggunaan Jaring 

Apung di dalam bendungan maupun sungai. Hal-hal tersebut di atas 

menyebabkan produksi perikanan menurun. 

Namun pada akhir 2024, kondisi sedikit membaik dengan 

meningkatnya volume produksi perikanan. Salah satunya didorong 

dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik perikanan budi 

daya maupun perikanan tangkap bahkan pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan, selain itu dengan bertambahnya pelaku usaha 

perikanan dan adanya pembinaan bagi pelaku usaha perikanan yang 

rutin dilaksanakan oleh penyuluh perikanan maupun aparatur Dinas 

Kelautan dan Perikanan, tentunya memberikan kontribusi yang positif 

untuk peningkatan produksi perikanan.  

Penurunan  signifikan sejak 2020 dan stagnasi dalam b eberapa 

tahun berikutnya mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap 

pengelolaan sumber daya perikanan, dukungan terhadap nelayan dan 

pembudidaya ikan, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi 

perikanan guna mendorong keberlanjutan dan produktiv itas sektor ini  

2. Pariwisata 

Terdapat beberapa indi kator kinerja urusan bidang pariwisata, 

dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut . 
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Tabel 2. 84  Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Pariwisaata  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Pertumbuhan 
Investasi Penyediaan 

Akomodasi, Makan, 

Minum  

Persen      

2 

Pertumbuhan Tamu 

Wisatawan Asing 
(Hotel Berbintang 

non Bintang)  

Persen -183,60  -88,67  946,08  11,55  236  

 

Persentase pelaku 

ekonomi kreatif yang 
memiliki Kekayaan 

Intelektual  

Persen      

Sumber : Dinas Pariwisata Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Kabupaten Lombok Barat mengalami dinamika yang cukup ekstrem 

dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, sektor ini 

terpukul hebat akibat pandemi, ditandai dengan pertumbuhan negatif 

sebesar -183,60% dan -88,67%. Kondisi mulai membaik secara 

signifikan di tahun 2022, yang mencatatkan lonjakan pertumbuhan 

mencapai 946,08%, seiring pelonggaran pembatasan perjalanan dan 

promosi pariwisata yang masif. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023 

den gan pertumbuhan 11,55%, lalu melonjak kembali di tahun 2024 

menjadi 236,00%. Perkembangan ini mencerminkan pemulihan sektor 

pariwisata internasional yang progresif dan menunjukkan bahwa 

Lombok Barat kembali menjadi tujuan menarik bagi wisatawan dari 

berbag ai negara.  

3. Pertanian 

Peningkatan produksi pertanian menjadi sangat penting  agar 

kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan perekonomian berjalan 

dengan baik. Persentase peningkatan produksi pertanian di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2020 ð2024 disajikan pada gambar berikut.  
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Tabel 2. 85   Persentase Peningkatan Produksi Pertanian  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð2024  

No Uraian  Satuan  
Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Peningkatan produksi 
tanaman pangan  

Persen 
-

16.85  
- 2.27  3.95  2.21  1.18  

2 
Peningkatan Produksi 
Hortikultura  

Persen - 2.30  31.47  2.73  - 2.01  13.56  

3 
Peningkatan Produksi 
komoditas Peternakan  

Persen 3.06  - 2.93  - 0.18  
- 
17.48  

4.83  

4 
Peningkatan Produksi 

komoditas Perkebunan  
Persen - 0.95  - 5.05  4.68  1.22  0.98  

Sumber: Dinas Pertanian Kab upaten Lombok Barat,  2024  

Data peningkatan produksi sektor pertanian dari tahun 2020 

hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam pada empat komoditas 

utama: (1) Tanaman Pangan mengalami penurunan signifikan pada 

tahun 2020 (-16,85%) dan 2021 (-2,27%), kemudian berangsur pulih 

dengan pertumbuhan positif pada tahun 2022 (3,95%), 2023 (2,21%), 

dan 2024 (1,18%). Fluktuatifnya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 

disebabkan beberapa faktor antara lain: a) Tingkat Serangan hama dan 

penyakit tanaman (OPT) pada tanaman pangan kecendrungannya 

meningkat karena petani tidak melakukan pergantian varietas tanaman 

setiap musim tanam; b) Pemahanan dan kesadaran petani untuk 

menerapkan GAP (Good Agricalture Practice) atau cara budidaya yang 

baik dan benar kecendrungannya menurun; c) Tingkat adovsi inovasi 

teknologi baru oleh petani semakin belum optimal; d) Adanya perubahan 

iklim (kekeringan) yang menyebabkan terjadinya brow dan puso di 

beberapa wilayah bagian Selatan (Sekorong, Lembar, Kuripan) yang 

cukup tinggi sehingga terjadi penurunan luas panen; e) Adanya 

Pergeseran tanam dan f) Alih komoditi dari padi ke cabai, jagung, dan 

tembakau. 

 Pada komoditas kedua, yaitu tanaman h ortikultura menunjukkan 

fluktuasi tajam dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 (31,47%) 

dan terendah di tahun 2020 ( -2,30%), diikuti oleh peningkatan moderat 

pada tahun 2022 (2,73%) dan 2024 (13,56%), meskipun sempat turun di 

tahun 2023 ( -2,01%) . Fluktuatifnya Pen ingkatan Produksi Tanaman 

angan disebabkan beberapa faktor antara lain : a) Penataan kebun dan 
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pemeliharaan tanaman masih kurang terutama pada pemupukan buah -

buahan; b) Fakt or cuaca akibat kemarau panjang menyebabkan 

terjadinya penghambatan pertumbuhan cal on bakal buah durian dan 

manggis; c) Masih kurangnya upaya peremajaan tanaman; d) Penurunan 

produksi pada tanaman sayur -sayuran seperti tomat, kacang panjang, 

dan kangkung disebabkan oleh penurunan luas tanam, petani memilih 

beralih komoditi ke tanaman pan gan dan perkebunan seperti jagung dan 

tembakau; e) Terjadi fluktuasi harga.  

Pada komoditas p eternakan mencatat ketidakstabilan dengan 

pertumbuhan positif di tahun 2020 (3,06%) dan 2024 (4,83%), tetapi 

penurunan drastis di tahun 2023 ( -17,48%) serta penurun an kecil di 

tahun 2021 ( -2,93%) dan 2022 ( -0,18%) . Fluktuatifnya Peningkatan 

Produksi Peternakan disebabkan beberapa faktor antara lain: a) Masih 

adanya serangan penyakit hewan menular karena sarana prasaran 

(obat -obatan) belum memadai; b) Rendahnya KIE (K omunikasi Informasi 

dan Edukasi) peternak masih rendah; c) Rendahnya modal peternak 

yang mengakibatkan banyak peternak yang beralih ke bidang usaha 

yang lain; d) Tingginya mobilitas/lalulintas ternak; e) Lemahnya 

Pencatatan Pertambahan Populasi Ternak.  

Perkebunan yang relatif stabil dengan pertumbuhan positif di tahun 

2022 (4,68%), 2023 (1,22%), dan 2024 (0,98%), meskipun sempat 

mengalami kontraksi di tahun 2020 ( -0,95%) dan 2021 ( -5,05%). 

Fluktuatifnya Peningkatan Produksi Perkebunan disebabkan beberapa 

faktor antara lain : a) Rata -rata umur tanaman perkebunan sudah tua; 

b) Adanya penurunan areal tanam; c) Terjadinya penurunan 

produktivitas;  d) Mahalnya biaya produksi; e) Petani belum sepenuhnya 

menerapkan GAP ( Good Agricalture Practice ). 

Secara keseluruhan, hortikultura menjadi komoditas dengan 

pertumbuhan paling fluktuatif, peternakan mengalami penurunan 

terdalam pada tahun 2023, sementara tanaman pangan dan perkebunan 

menunjukkan tren pemulihan bertahap setelah kontraksi di awal 

periode. 
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Sumber: Dinas Pertanian Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 52  Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan  

Bencana DPI dan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus 

Penyakit Hewan Menular Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024   

Analisis data luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana 

DPI (Dampak Perubahan Iklim) untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika 

perubahan sebagai berikut: Pada tahun 2020 luas areal mencapai 

44,124.11 Ha, kemudian mengalami penurunan sebesar 3.23% di tahun 

2021 menjadi 42,701.00 Ha, diikuti kenaikan bertahap sebesar 1.31% di 

tahun 2022 (43,262.00 Ha) dan lonjakan signifikan sebesar 5.29% di 

tahun 2023 (45,550.00 Ha), sebelum akhirnya turun kembali sebesar 

3.48% di tahun 2024 menjadi 43,967.00 Ha. Fluktuasi ini 

mengindikasikan variasi dalam upaya pengendalian bencana dengan 

puncak tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan titik terendah di tahun 

2021, sementara tahun 2024 menunjukkan angka yang relatif stabil 

dibanding baseline tahun 2020. 

Pada tahun 2020, kasus penyakit hewan menular yang berhasil 

diatasi tercatat sebanyak 269 kasus scabies. Scabies merupakan salah 

satu penyakit kulit yang umum menyerang ternak, khususnya kambing 

dan domba, yang dapat menurunkan produktivitas dan populasi ternak. 

Kesadaran peternak yang mulai meningkat serta kegiatan penyuluhan 

dan pengobatan yang dilakukan secara rutin berkontribusi pada 

penurunan kasus di tahun berikutnya. 
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Tahun 2021, jumlah kasus scabies menurun menjadi 186 kasus. 

Penurunan ini menandakan keberhasilan program pengendalian 

berbasis komunitas yang didukung oleh keberadaan petugas kesehatan 

hewan di lapangan, serta meningkatnya pemahaman peternak terhadap 

pentingnya sanitasi kandang dan perawatan hewan secara berkala. 

Penurunan kasus berlangsung lebih signifikan pada tahun 2022, 

namun kondisi ini juga diwarnai oleh merebaknya wabah Penyakit Mulut 

dan Kuku (PMK) secara nasional, termasuk di Lombok Barat. Sebanyak 

16.715 kasus penyakit hewan menular berhasil ditangani pada tahun 

ini, terdiri dari 16.589 kasus PMK dan 126 kasus scabies. Besarnya 

jumlah kasus PMK yang tertangani menggambarkan tingginya tantangan 

yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengendalikan wabah, 

sekaligus menunjukkan kesigapan dan kapasitas respons yang kuat. 

Berbagai strategi seperti vaksinasi, karantina hewan, pengawasan lalu 

lintas ternak, dan edukasi kepada peternak dilaksanakan secara masif 

untuk mengendalikan penyebaran penyakit. 

Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun drastis menjadi hanya 

351 kasus scabies, menunjukkan dampak positif dari penanganan 

intensif yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini 

tidak hanya disebabkan oleh penurunan wabah PMK, tetapi juga hasil 

dari pemulihan sistematis yang didukung penguatan monitoring dan 

peningkatan layanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan dan desa. 

Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah kasus penyakit hewan 

menular kembali menunjukkan peningkatan, dengan total 1.145 kasus 

dan berhasil diatasi. Kasus tersebut terdiri dari 270 kasus PMK, 384 

kasus cacingan, dan 491 kasus scabies. Lonjakan ini mengindikasikan 

masih adanya potensi penyebaran penyakit hewan yang perlu 

diantisipasi secara berkelanjutan. Kasus cacingan yang mulai menonjol 

perlu menjadi perhatian karena meskipun tidak bersifat mematikan, 

penyakit ini berdampak langsung pada pertumbuhan dan efisiensi 

pakan, sehingga berimplikasi pada produktivitas ternak. 

Meskipun terdapat fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun, 

tren keseluruhan menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat 
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memiliki kapasitas dan sistem yang cukup baik dalam menangani 

penyakit hewan menular. Peningkatan jumlah kasus di tahun 2024 

menjadi pengingat bahwa upaya preventif tidak boleh melemah. 

Penguatan edukasi kepada peternak, ketersediaan vaksin dan obat-

obatan, peningkatan sanitasi lingkungan peternakan, serta penguatan 

koordinasi antar instansi menjadi strategi penting yang harus terus 

dikembangkan. 

4. Perdagangan 

Capaian kinerja urusan bidang perdagangan di Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2020 ð2024 sebagaimana pada gambar  berikut.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Gambar 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 
 

Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya 

(UTTP) yang bertanda tera sah dan masih berlaku di Kabupaten 

Lombok Barat, selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian 

yang relatif stabil. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 81,22 persen, 

kemudian mengalami penurunan menjadi 71,41 persen pada tahun 

2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan 

masing-masing menjadi 82,73 persen dan 83,28 persen, yang 

merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 

2024, angka tersebut sedikit menurun menjadi 78,81 persen. 

81,22
71,41

82,73 83,28 78,81

0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024

Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah
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5. Perindustrian 

Capaian kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2020 ð2024 sebagaimana pada tabel berikut.  

Tabel 2. 86  Capaian Indikator Urusan  Bidang Perindustrian  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No Indikator  Satuan  
Capaian Tahun  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Pencapaian sasaran 
pembangunan industri 

daerah, meliputi:  

      

a 

Pertumbuhan PDRB 
Sektor Industri 

Pengolahan Nonmigas 

Kabupaten/Kota  

Persen - 0.07 0.03 0.03 0.05 0.03 

b 

Kontribusi Sektor 
Industri Pengolahan 

Nonmigas terhadap 
PDRB Kabupaten/Kota  

Persen 4.51  4.39  4.31  4.30  4.37  

c 

Jumlah Tenaga Kerja 

Sektor Industri 
Pengolahan Nonmigas 

Kabupaten/Kota  

 - - - - - 

d 

Nilai Ekspor Sektor 

Industri Pengolahan 
Nonmigas  

Kabupaten/Kota  

 - - - - - 

e 

Nilai Investasi Sektor 
Industri Pengolahan 

Nonmigas 
Kabupaten/Kota  

 - - - - - 

2 

Persentase realisasi 
investasi sektor 

industri dan kawasan 
industri dibandingkan 

realisasi investasi 
seluruh sektor  

Persen - - - - - 

3 

Tersedianya informasi 

industri secara lengkap 

dan terkini  

Persen 85 .00  85 .00  55 .00  125 .00  125 .00  

 Sumber : Disper indag Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perkembangan yang 

stagnan dalam sektor industri pengolahan nonmigas selama periode 

2020-2024. Pertumbuhan PDRB sektor ini fluktuatif namun cenderung 

rendah, dimulai dari -0,07% (2020), kemudian stabil di kisaran 0,03-

0,05% (2021-2024). Sementara itu, kontribusi sektor industri 
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pengolahan nonmigas terhadap total PDRB justru mengalami 

penurunan dari 4,51% (2020) menjadi 4,30% (2023), meskipun sedikit 

meningkat menjadi 4,37% di tahun 2024. Data ini mengindikasikan 

bahwa sektor industri pengolahan nonmigas belum menjadi penggerak 

utama perekonomian daerah, dengan pertumbuhan yang minimal dan 

kontribusi yang relatif kecil serta cenderung menurun, sehingga 

diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk 

mengembangkan potensi industri pengolahan. 

Ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini di 

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perkembangan yang bervariasi 

selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat 

ketersediaan data tercatat stabil di angka 85,00 persen. Namun, pada 

tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 55,00 persen, yang 

mengindikasikan berkurangnya kelengkapan atau pembaruan data 

industri. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun 2023 dan 

2024, dengan capaian mencapai 125,00 persen. Nilai di atas 100 persen 

menunjukkan adanya peningkatan cakupan dan kualitas data yang 

melampaui target atau baseline yang ditetapkan. 

2.1.4.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Perencanaan 

Capaian Indikator Perencanaan  di Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2020ð2024 dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel 2. 87 Capaian Indikator Perencanaan 

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020ð2024 

Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

Persentase Program 

Prioritas Nasional 
yang didukung 

Program Daerah  

Persen  100  100  100  100  100  

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Barat, 2024 

Persentase program prioritas nasional yang didukung oleh program 

daerah di Kabupaten Lombok Barat pada periode Tahun 2020 ð2024 

mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan 
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agenda pembangunan nasional telah diintegrasikan secara penuh ke 

dal am perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Pencapaian ini 

mencerminkan keselarasan yang kuat antara kebijakan pusat dan 

daerah, didukung oleh koordinasi yang efektif antara pemerintah 

kabupaten dengan kementerian/lembaga terkait, serta optimalisasi 

alokasi sumber daya untuk memastikan implementasi yang tepat 

sasaran. Tingkat dukungan maksimal ini tidak hanya memperkuat 

sinergi pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa program prioritas 

nasional dapat diimplementasikan secara konkret di tingkat lokal, 

sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan 

masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.  

2. Keuangan 

Capaian Indikator Unsur Penunjang - Keuangan di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2020 ð2024 dapat disajikan sebagai berikut . 

Tabel 2. 88 Indikator Unsur Penunjang - Keuangan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 

No Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Persentase Belanja 

Pegawai di Luar 
Tunjangan Guru 

yang dialokasikan 
Melalui TKD  

Persen 28.21  36.66  35.53  36.02  39.29  

2 

Persentase PAD 

terhadap 

Pendapatan Daerah  

Persen 12.98  17.25  15.52  19.19  19.05  

3 

Persentase Realisasi 
Anggaran Belanja 

Urusan Wajib 
Pelayanan Dasar  

Persen 95.65  94.53  94.91  95.48  96.70  

4 

Persentase 

Penambahan Nilai 

Aset Tetap  

Persen 8.30  1.26  12.36  -2.55  -1.25  

5 

Persentase Alokasi 
Belanja 

Infrastruktur 
Pelayanan Publik  

Persen 45.57  34.46  35.24  31.27  29.03  

6 
Persentase 

Penurunan SILPA  
Persen -59.59  307.80  -86.82  148.89  1037.58  

Sumber : BPKAD, Bapenda, Kabupaten Lombok Barat, 2024 
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Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui Tranfer 

Keuangan  Daerah (TKD) menunjukkan tren peningkatan yang stabil 

selama periode 2020 -2024. Pada tahun 2020, persentase alokasi 

mencapai 28,21%, kemudian mengalami lonjakan signifikan di tahun 

2021 menjadi 36,66%. Di tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 

35,53 %, namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 36,02%, dan 

mencapai titik tertinggi di tahun 2024 sebesar 39,29%.  

Rasio PAD.  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lombok Barat menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun 

cenderung meningkat selama  periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 

2020, rasio PAD tercatat sebesar 12,98%, kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 17,25% di tahun 2021. Meskipun sempat menurun 

menjadi 15,52% pada tahun 2022, rasio ini kembali naik signifikan 

menjadi 19,19% pada 2023 d an stabil pada angka 19,05% di tahun 

2024. Peningkatan rasio PAD ini mencerminkan perbaikan dalam 

kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber -sumber pendapatan 

asli, yang menjadi indikator penting dalam kemandirian keuangan 

daerah.  

Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan 

dasar menunjukkan stabilitas yang tinggi dengan kecenderungan 

peningkatan selama periode 2020 -2024. Capaian tahun 2020 sebesar 

95,65% sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 

94,53%, namun k emudian terus menunjukkan perbaikan bertahap 

dengan realisasi 94,91% (2022), 95,48% (2023), dan mencapai titik 

tertinggi 96,70% di tahun 2024. Pola ini mengindikasikan konsistensi 

yang baik dalam penyerapan anggaran dengan rata -rata realisasi lima 

tahun se besar 95,45%, sekaligus mencerminkan kemampuan 

pelaksanaan yang semakin matang dalam mengelola anggaran 

pelayanan dasar, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi 

mencapai target 100% . 

Persentase penambahan nilai aset tetap menunjukkan fluktuasi 

yan g signifikan selama periode 2020 -2024 dengan pola yang tidak stabil. 

Capaian tahun 2020 sebesar 8,30% mengalami penurunan drastis di 
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tahun 2021 menjadi 1,26%, kemudian melonjak tajam mencapai 12,36% 

di tahun 2022. Namun, tren positif ini tidak berkelanjuta n karena pada 

tahun 2023 nilai aset justru mengalami penurunan sebesar 2,55% yang 

diikuti dengan penurunan lebih kecil sebesar 1,25% di tahun 2024.  

Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 

menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 -2024. Pada tahun 

2020, alokasi mencapai puncaknya sebesar 45,57%, namun mengalami 

penurunan signifikan di tahun 2021 menjadi 34,46%. Penurunan ini 

berlanjut secara bertahap dengan alokasi 35,24% (2022), 31,27% (2023), 

dan mencapai titik terendah 29,03% di ta hun 2024. Tren penurunan 

sebesar 16,54 poin persentase selama lima tahun ini mengindikasikan 

adanya perubahan prioritas anggaran atau kebijakan fiskal, di mana 

proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik semakin berkurang, 

sehingga diperlukan kajian me ndalam mengenai dampaknya terhadap 

kualitas pelayanan publik serta evaluasi terhadap realokasi anggaran 

yang dilakukan . 

Persentase penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 

menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 -2024. Pada tahun 2020 

tercatat pen urunan sebesar -59,59%, kemudian mengalami lonjakan 

luar biasa menjadi 307,80% di tahun 2021. Tren ini berbalik drastis di 

tahun 2022 dengan penurunan -86,82%, sebelum kembali melonjak 

menjadi 148,89% di tahun 2023 dan mencapai puncaknya di tahun 2024 

dengan angka fantastis sebesar 1.037,58%. Fluktuasi yang sangat tajam 

ini (dengan rentang perubahan mencapai 1.124,17 poin persentase 

antara titik terendah dan tertinggi) mengindikasikan ketidakstabilan 

yang serius dalam pengelolaan keuangan, baik dalam hal pe rencanaan 

anggaran maupun penyerapannya, sehingga memerlukan audit 

mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab volatilitas yang begitu 

tinggi dan mengevaluasi efektivitas mekanisme pengendalian SILPA yang 

selama ini diterapkan . 
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3. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Capaian urusan bidang Kelembagaan,  Kepegawaian , Pendidikan 

dan Pelatihan  di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð2024 disajikan 

pada gambar  berikut . 

 
Sumber : BKD -PSDM Kab. Lombok Barat 2024  

Gambar  2. 54  Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Capaian indikator Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan di Kabupaten Lombok Barat pada periode Tahun 2020ð2021 

belum ada penilaian (NA). Selanjutnya pada penilaian tahun 2022 

memperoleh nilai 73,57 dengan kategori penilaian "B", dan meningkat 

menjadi sebesar 85,62 dengan kategori penilaian òAó yang menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan-perbaikan 

standar kinerja dalam penguatan struktur organisasi, pengelolaan 

sumber daya manusia, serta penyelenggaraan program pengembangan 

kompetensi aparatur. Penilaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan 

dan implementasi tata kelola kelembagaan yang tertib, sistem rekrutmen 

dan pembinaan pegawai yang transparan, serta pelaksanaan diklat yang 

sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas ASN, sehingga 

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan  di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2020 ð2024 dapat disajikan sebagai berikut:  
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Sumber : Dinas Perindag Ka upaten . Lombok Barat, 2024  

Gambar 2. 55  Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan  
Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

 

Rasio pemanfaatan produk inovasi oleh pemerintah, masyarakat, 

industri, dan badan usaha di daerah menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat 

sebesar 6,67%, kemudian tidak tersedia data untuk tahun 2021. Di 

tahun 2022, terjadi kenaikan menjadi 13,33%, diikuti peningkatan lebih 

besar pada tahun 2023 mencapai 20,00%. Lonjakan paling drastis 

terjadi di tahun 2024 deng an rasio melonjak menjadi 53,33%, 

mengindikasikan percepatan adopsi inovasi oleh berbagai pemangku 

kepentingan di daerah. Tren ini mencerminkan perkembangan positif 

dalam pemanfaatan hasil inovasi . 

5. Unsur Pengawasan ð Inspektorat 

Capaian Indikator Unsur Pengawasan  di Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2020 ð2024 dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel 2. 89 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020ð2024 

No  Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Opini Laporan 
Keuangan (10 tahun 

terakhir)  

Opini  WTP WTP WTP WTP WTP 

2 
Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP)  

Level 

/Score  
NA 3.362  3.289  3.193  3.094  

6,67
0

13,33
20,00

53,33

2020 2021 2022 2023 2024

Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
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No  Indikator Kinerja  Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

3 
Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP)  

Level 
Level 

3 
Level 

3 
Level 

3 
Level 

3 
Level 

3 

4 
Manajemen Risiko 
Indeks  

Nilai  NA 3.160  3.169  3.169  3.094  

5 

Tindaklanjut 

Rekomendasi BPK 
Tahun Anggaran N -1 

Persen 88.57  85.61  85.13  84.53  83.27  

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lobar, 2024 

Selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2020 hingga 

2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini 

WTP merupakan bentuk tertinggi dalam penilaian akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa laporan 

keuangan disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

pemerintahan yang berlaku umum. Capaian ini mencerminkan 

komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan 

keuangan publik. 

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kapabilitas APIP 

Kabupaten Lombok Barat secara konsisten berada pada Level 3. Capaian 

ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah dilaksanakan 

secara proaktif, dengan proses audit yang dilakukan secara sistematis 

dan berbasis risiko. APIP pada level ini juga telah memiliki kompetensi 

yang memadai serta mampu memberikan jaminan (assurance) dan 

konsultasi (consulting) kepada manajemen dalam rangka peningkatan 

efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Konsistensi 

pada Level 3 mencerminkan stabilitas kelembagaan pengawasan intern, 

meskipun peningkatan menuju level yang lebih tinggi tetap diperlukan 

guna mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Selanjutnya tingkat maturitas SPIP di Kabupaten Lombok Barat 

menunjukkan capaian pada Level 3, yang mengindikasikan bahwa 

pengendalian intern telah berjalan cukup baik dan terdokumentasi. Nilai 
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skor SPIP mengalami penurunan bertahap, dari 3,362 pada tahun 2021, 

menjadi 3,289 pada 2022, 3,193 pada 2023, dan 3,094 pada 2024. 

Penurunan skor ini menunjukkan perlunya penguatan kembali pada 

aspek implementasi pengendalian intern, seperti konsistensi dalam 

pelaksanaan manajemen risiko, pengawasan internal yang lebih efektif, 

serta peningkatan budaya pengendalian di seluruh perangkat daerah. 

Meski demikian, Kabupaten Lombok Barat tetap berada dalam kategori 

òTerdefinisió (Level 3), menandakan sistem pengendalian intern telah 

dirancang dan dijalankan secara memadai, namun masih perlu 

ditingkatkan menuju level yang lebih tinggi untuk mencapai tata kelola 

pemerintahan yang lebih andal. 

Manajemen Risiko Indeks (MRI) ditentukan berdasarkan Laporan 

Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah, 

yang mencakup capaian MRI sebagai salah satu indikator penilaian. 

Berdasarkan hasil penilaian BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

terhadap Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Lombok Barat pada 

tahun 2024 sebesar 3.094.  

Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 menunjukkan 

fluktuasi dalam persentase penyelesaian dari tahun 2020 hingga 2024. 

Pada tahun 2020, capaian tertinggi tercatat sebesar 88,57%, kemudian 

mengalami penurunan bertahap menjadi 85,61% (2021), 85,13% (2022), 

84,53% (2023), dan 83,27% (2024). Tindak lanjut rekomendasi Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2020ð2024 pada 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mencapai 100%, yang 

menunjukkan bahwa belum seluruh temuan dan rekomendasi audit 

yang disampaikan oleh BPK belum ditindaklanjuti dan diselesaikan 

secara lengkap oleh pemerintah daerah.  

6. Fungsi Pengadaan 

Capaian indikator Fungsi Pengadaan di Kabupaten Lombok barat 

Tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut.  
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Tabel 2. 90  Capaian Indikator Fungsi Pengadaan  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No  
Indikator 
Kinerja  

Satuan  
Capaian  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Pemanfaatan 
Sistem 
Pengadaan  

Persen  - 71.43  30.67  53.90  66.13  

2 

Kualifikasi dan 

Kompetensi 
SDM PBJ  

Persen  - - 42.86  39.29  46.43  

3 

Tingkat 

Kematangan 
UKPBJ  

Persen  - - 11.00  88.90  100.00  

 Sumber: Sekretariat Daerah Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Pemanfaatan Sistem Pengadaan menunjukkan tren  fluktuasi 

dengan capaian 71,43 % (2021) lalu turun signifikan menjadi 30,67 % 

(2022), berhasil dikoreksi dengan tren pemulihan yang konsisten hingga 

mencapai 66,13 % pada tahun 2024 . Kualifikasi dan Kompetensi SDM 

PBJ yang diukur sejak 2022 (42,86 %) menunjuk kan perkembangan yang 

stabil dengan peningkatan akhir tertinggi menjadi 46,43 % di tahun 2024 

meski sempat ada koreksi kecil di tahun 2023 (39,29 %). Tingkat 

Kematangan UKPBJ dengan capaian  11,00 % persen (2022) menjadi 

88,90 % (2023) dan mencapai angka sempur na sebesar 100,00 % pada 

tahun 2024, yang mengindikasikan telah terbentuknya kelembagaan 

PBJ yang matang dan accountable . 

7. Hubungan dengan Perwakilan Daerah 

Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Daerah 

(DPRD) Kabupaten Lombok Barat selama periode 5 (lima) tahun terakhir 

tercermin pada indikator sebagaimana disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 2. 91  Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan 

Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No  
Indikator 

Kinerja  
Satuan  

Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Ketepatan 
Penetapan Perda 

APBD Tahun N  

Tepat 
/Tidak 

Tepat  

Tepat  Tepat  Tepat  Tepat  Tepat  
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No  
Indikator 
Kinerja  

Satuan  
Capaian Tahun 2020 - 2024  

2020  2021  2022  2023  2024  

2 

Persentase 

Penetapan 
RanPerda Tahun 

N 

Persen  75  80  85  85  90.00  

Sumber : DPRD Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

 

 Ketepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lombok 

Barat pada Tahun Anggaran 2020 ð2024 selalu tepat waktu, sesuai 

dengan ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk batas waktu 

penyusunan da n pengesahan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan 

turunannya. Konsistensi ini menunjukkan kedisiplinan dan efektivitas 

proses perencanaan anggaran serta koordinasi yang baik antara 

eksekutif dan legi slatif, sehingga memastikan kelancaran pelaksanaan 

pembangunan daerah dan pemenuhan hak masyarakat tanpa 

mengalami keterlambatan dalam alokasi anggaran.  

Demikian halnya pada indikator Persentase penetapan Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Lombok Barat pada periode 

Tahun 2020 ð2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 

2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian sebesar 75% meningkat 

menjadi 80% di tahun 2021, kemudian mencapai 85% di tahun 2022 

dan bertahan di level yang sama di tahun 2023. Pada tahun 2024, 

persentase tersebut kembali naik menjadi 90%  Pencapaian ini 

mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta 

efektivitas proses pembahasan dan pengesahan Ranperda sesuai dengan 

ketentuan perundang -undangan,  sehingga mendukung kepastian 

hukum dan pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal.  

 

2.1.4.5. Standar Pelayanan Minimum 

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi urusan wajib 
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sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri atas:  

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

5. Sosial 

6. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

 

2.1.4.5.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan. Capain SPM bidang pendidikan setelah  peraturan 

tersebut ditetapkan sebagai berikut.  

Tabel 2. 92  Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 -2022  

No Indikator Pencapaian  
Target 

SPM 

Capaian (%)  
Keterangan  

2020  2021  2022  

1 

Tingkat Partisipasi warga 
negara  usia  5-6  tahun 

dalam Pendidikan Anak 

Usia Dini  

100  58,76  67,45  91,00  

SPM sesuai 
Permendikbud 

No 32 Tahun 

2018  

2 

Tingkat Partisipasi 

Warga Negara 7 -15 

Tahun yang 
berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar  

100  99,89  95,38  94,53  

SPM sesuai 

Permendikbud 

No 32 Tahun 

2018  

3 

Tingkat Partisipasi 

Warga Negara 7 -18 
Tahun yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan  

100  0,77  62,64  80,30  

SPM sesuai 

Permendikbud 

No 32 Tahun 

2018  

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

 

Adanya pembaharuan terkait SPM bidang Pendidikan sesuai dengan 

Permendikbudristek No 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat juga 

telah melakukan pembaharuan sesuai dengan ketentuan terseb ut mulai 
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tahun 2023. Capaian SPM  bidang Pendidikan tahun 2023 -2024 disajikan 

pada tabel berikut.  

Tabel 2. 93  Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Barat 

Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022  

Indikator SPM Berdasarkan 

Permendikbudristek No 32 
Tahun 2018  

Indikator SPM Berdasarkan 

Permendikbudristek No 32 
Tahun 2022  

Capaian (%)  

2023  2024  

1 
Angka Partisipasi Sekolah 

Usia 5 -6 (APS) Tahun  
1 

Angka Partisipasi Sekolah 

Usia 5 -6 (APS) Tahun  
80,33  86,4  

2 
Angka Partisipasi Sekolah 

Usia (APS) 7 -15 Tahun  
2 

Angka Partisipasi Sekolah 

Usia (APS) 7 -15 Tahun  
99,28  97,69  

3 

Angka Partisipasi 

Sekolah(APS) Usia 7 -18 

Tahun Kesetaraan  

3 

Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) Usia 7 -18 Tahun 

Kesetaraan  

37,60  74, 24  

  

4 Kemampuan Literasi SD  51,48  54,95  

5 Kemampuan Numerasi SD  40,41  48,84  

6 
Iklim Keamanan Sekolah 

SD 
69,55  72,11  

7 Iklim Kebhinekaan SD  71,74  69,88  

8 Iklim Inklusivitas SD  52,72  55,68  

9 Kemampuan Literasi SMP  59,41  64,48  

10  
Kemampuan Numerasi 

SMP 
54,34  58,14  

11  
Iklim Keamanan Sekolah 

SMP 
66,06  67,72  

12  Iklim Kebhinekaan SMP  70,35  68,43  

13  Iklim Inklusivitas SMP  52,89  55,19  

14  

Proporsi Jumlah Satuan 

PAUD Terakreditasi 

Minimal B  

44,52  46,12  

15  
Proporsi Guru PAUD 

dengan Kualifikasi S1/D4  
75,40  75,4  

Sumber: Raport Pendidikan Lombok Barat Tahun 2022 -2024 

(Kemendikbudristek)  

 

Capaian pelaksanaan SPM bidang pendidikan Kabupaten Lombok 

Barat sampai dengan tahun 2024 terdapat 5 (lima) indikator yang 

mencapai target, namun masih terdapat 10 indikator yang belum mencapai 
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100%. Untuk memperbaiki  pencapaian pada indikator Standar Pel ayanan 

Minimal Pendidikan Dasar (SPM -Dikdas) tersebut, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat menyusun 

Roadmap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM - DIkdas) 

dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan Pe menuhan 

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM - Dikdas) jenjang 

SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Lombok Barat agar berjalan efektif, 

efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.  

2.1.4.5.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan  

Penerap an Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan 

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat 12 jenis 

pelayanan dasar pada bidang kesehatan tahun dengan target capain wajib 

100 % setiap tahunnya. Capaian penerapan SPM Bidang Kesehatan 2020 ð 

2024 tersaji pada tabel berikut.  

 Tabel 2. 94  Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab upaten  Lombok Barat 

Tahun 20 20 ð 2024  

No 
Uraian 

Kegiatan  
Indikator SPM  

Target 

(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 
Pelayanan 
Kesehatan 

Ibu Hamil  

Jumlah ibu hamil yang 

mendapatkan 

pelayanan antenatal 
sesuai standar  

100  105  94,25  87,62  90,35  90,45  

2 
Pelayanan 
Kesehatan 

Ibu Bersalin  

Jumlah ibu bersalin 

yang mendapatkan 

pelayanan persalinan 

sesuai standar di 
fasilitas pelayanan 

kesehatan  

100  98,66  97,39  90,47  90,50  84,91  

3 

Pelayanan 

Kesehatan 
Bayi Baru 

Lahir  

Jumlah bayi baru lahir 

usia 0 -28 hari yang 

mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir sesuai 

dengan standar  

100  101,19  99,21  93,38  92,87  91,3  

4 

Pelayanan 

Kesehatan 
Balita  

Jumlah Balita usia 12 -
23 bulan yang 

mendapat Pelayanan 

Kesehatan sesuai 

Standar + Jumlah 
Balita usia 24 -35 

bulan mendapatkan 

pelayanan kesehatan 
sesuai standar + Balita 

100  89,84  88,10  93,38  100  100  
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No 
Uraian 

Kegiatan  
Indikator SPM  

Target 
(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

usia 36 -59 bulan 
mendapatkan 

pelayanan  

5 

Pelayanan 

Kesehatan 

pada Usia 
Pendidikan 

Dasar  

Jumlah anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapat pelayanan 
kesehatan sesuai 

standar  

100  100,49  35,57  89,90  100  100  

6 

Pelayanan 

Kesehatan 
pada Usia 

Produktif  

Jumlah orang usia 15 ð

59 tahun di kab/kota 

yang mendapat 
pelayanan skrining 

kesehatan sesuai 

standar  

100  107,69  89,03  74,82  100  100  

7 

Pelayanan 
Kesehatan 

pada Usia 

Lanjut  

Jumlah warga negara 

berusia 60 tahun atau 
lebih yang mendapat 

skrining kesehatan 

sesuai standar 
minimal 1 kali  

100  41,47  28,13  62,57  100  100  

8 

Pelayanan 
Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi  

Jumlah penderita 
hipertensi usia >= 15 

tahun di dalam 

wilayah kerjanya yang 
mendapatkan 

pelayanan  kesehatan 

sesuai standar  

100  17,42  119,75  98,42  100  100  

9 

Pelayanan 
Kesehatan 

Penderita 

Diabetes 
Melitus (DM)  

Jumlah penderita 

diabetes mellitus usia 
>= 15 tahun di dalam 

wilayah kerjanya yang 

mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

sesuai standar  

100  49,83  61,42  82,64  100  100  

10  

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang 
dengan 

Gangguan 

Jiwa  
(ODGJ)  

Berat  

Jumlah ODGJ berat 
yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar  

100  34,72  43,95  52,56  100  100  

11  

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang 
Terduga 

Tuberkulosis  

Jumlah orang terduga 
TBC yang dilakukan 

pemeriksaan 

penunjang  

100  29,82  24,29  45,63  100  100  

12  

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang 
Dengan 

Risiko 

Terinfeksi 
Virus yang 

Melemahkan 

Daya Tahan 

Jumlah orang dengan 
risiko terinveksi HIV 

yang mendapatkan 

pelayanan sesuai 
standar  

100  33,84  70,99  85,58  100  100  
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No 
Uraian 

Kegiatan  
Indikator SPM  

Target 
(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

Tubuh 
Manusia 

(HIV) 

Sumber:  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lombok  Barat,  202 4 

Capain SPM Bidang Kesehatan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 

tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan capaian penerapan SPM yang 

cukup baik walaupun masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum 

mencapai 100%, sedangkan 8 indikator lainnya telah mencapai 100% . Tiga 

indikator yang tidak mencapai target hal ini disebabkan karena ada kasus 

keguguran pada kehamilan muda (0 -20 minggu) yang tidak menyelesaikan 

kehamilan sampai 40 minggu sebanyak 4,5%, tingginya peserta KB aktif 

sebesar 80 % dan angka Unmet Need 10% juga menjadi penghambat 

tercapainya target sasaran proyeksi ibu hamil. Hal ini juga memberi 

dampak pada capaian ibu bersalin dan bayi baru lahir yang juga tidak 

dapat memenuhi jumlah target proyeksi.  

Terdapat program prioritas pemerintah di bidang kesehata n pada 

tahun 2030 yaitu target eliminasi TBC, eliminasi NIV/AIDS dan eliminasi 

malaria pada tahun 2030 dengan status bebas malaria secara nasional 

pada tahun 2045. Dimana kondisi saat ini tahun 2024 Kabupaten Lombok 

Barat belum eliminasi.  

2.1.4.5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan 

Umum  

Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan 

Umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan P erumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat 

2 (dua) jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum. Capaian penerapan 

SPM Bidang Peke rjaan Umum tahun 2020 -2024 seperti tersaji pada tabel 

berikut.  
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Tabel 2. 95  Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar  

Indikator SPM  
Target 

(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Pokok Air 
Minum 

Sehari -Hari  

Persentase 
Jumlah Rumah 

Tangga Yang 

Mendapatkan 
Akses 

Terhadap Air 

Minum Melalui 
SPAM Jaringan 

Perpipaan dan 

Jaringan 
Bukan 

Perpipaan 

Terlindungi  

100  81,12  82,13  83,08  97,54  97,34  

2 

Penyediaan 

Pelayanan 
Pengolahan 

Air Limbah 

Domestik  

Persentase 

Rumah Tangga 

Dengan Akses 
Sanitasi Layak  

100  86,63  87,14  87,57  92,92  100  

Sumber  : Dinas  PUTR Kabupaten  Lombok  Barat,  202 4 

Capaian realisasi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum pada 

tahun 2024 terdapat peningkatan dengan tercapainya rumah tangga 

dengan akses sanitasi layak yaitu 100%. Namun pada rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpi paan 

dan jaringan bukan perpipaan terlindungan capaiannya sebesar 97,34%. 

Capaian ini terkedala pada pengumpulan data memerlukan waktu yang 

lama terkait update data dari prasarana eksisting maupun yang terbangun 

di setiap kecamatan yang tersebar di masing -masing desa, masih 

kurangnya titik pengambilan sumber mata air dan masih kurangnya 

alokasi pembiayaan untuk mencapai target capaian SPM Air Minum.  

2.1.4.5.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan 

Permukiman 

Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bi dang Perumahan 

dan Permukiman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis 

Pelayanan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang terdiri dari 2 

(dua) jenis pelayanan dasar. Capaian pener apan SPM Bidang Pekerjaan 

Umum tahun 2020 -2024 tersaji pada tabel berikut.  
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 Tabel 2. 96  Capaian SPM Perumahan dan Permukiman  

Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 -2024  

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator SPM  

Target 
(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Penyediaan & 
rehabiitasi rumah 

yang layak  huni 

bagi  korban 
Kab/kota  

bencana  

Persentase 

Jumlah  Warga 

Negara korban  
bencana  yang  

memperoleh 

rumah layak 
huni  

100  19,61  100  100  100  100  

2 

Fasilitasi 

Penyediaan rumah    
yang layak      

huni bagi 

masyarakat yang   
terkena relokasi 

program 

Pemerintah 

Daerah 
kabupaten/kota  

Persentase 
Jumlah  Warga 

Negara yang 

terkena relokasi 
akibat program 

Pemerintah  

Daerah 
kabupaten /kota   

yang  

memperoleh   

fasilitasi   
penyediaan  

rumah  yang  

layak huni  

100  - - - - - 

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Capaian realisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dari 

tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk penyediaan dan rehabiitasi rumah 

yang layak  huni bagi  korban bencana  telah mencapai 100%. Sedangkan 

pada penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang  terkena 

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak ada realisasi, 

karena pada tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak ada program relokasi 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.  

2.1.4.5.5. Ketetntraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal terdapat 5 (lima) jenis pelayanan yaitu:  

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. 

b. Pelayanan informasi rawan bencana. 

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.  



 
 

II - 205  
 

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  

Merujuk pada amanat Per mendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lombok Barat melaksanakan jenis pelayanan dasar 

Pelayanan Ketentraman  dan Ketertiban Umum. Capaian penerapan SPM 

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2020 -2024 tersaji 

pada tabel berikut.  

Tabel 2. 97  Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 

Satuan Polisi Pamong Praja  

Jenis 

Pelayanan  
Indikator SPM  

Target 

(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

Pelayanan 

ketentraman 

dan 
ketertiban 

umum  

Jumlah Warga Negara 

yang  memperoleh 

layanan akibat  dari 
penegakan hukum  

Perda dan perkada  

100  100  100  100  100  88,91  

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Dari capain penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP terdapat penurunan capaian 

SPM dari tahun sebelumnya tahun 2023 mencapai 100%, namun pada 

tahun 2024 capaiannya 88,91%. Secara pemberian layanan capaia n SPM 

Satpol PP telah mencapai 100%, namun pada mutu layanan yang diberikan 

capaiannya tidak mencapai 44,56%, sehingga secara total capaian SPM 

Satpol PP tidak mencapai 100%. Beberapa maslaah yang dihadapi terkait 

capaian tersebut antara lain jangkauan wil ayah yang cukup luas, jumlah 

SDM kurang serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional.  

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub -Urusan Bencana Daera h Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) 

jenis layanan dasar dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. Capaian penerapan SPM Sub Urusan 

Bencana Daerah tahun 2020 -2024 tersaji pada tabel berikut.  



 
 

II - 206  
 

Tabel 2. 98  Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020  

NO 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator SPM  

Target 

(%) 

Capaian (%)  

2020  

1 
Pelayanan 
informasi rawan 

bencana  

Persentase Warga Negara yang 
mendapatkan layanan informasi 

rawan bencana  

100  100  

2 

Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 
terhadap bencana  

Persentase Warga Negara yang 

mendapatkan layanan 
pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana  

100  100  

3 

Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 
bencana  

Persentase Warga Negara yang 

mendapatkan layanan 

penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana  

100  100  

Sumber: BPBD Kabupaten Lombok Barat, 2024  

 
Tabel 2. 99  Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 -2024  

No 
Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 
Target 

(%) 

Capaian (%) 

2021 2022 2023 2024 

1 Pelayanan 

Informasi 
Rawan 

Bencana 

1 Persentase 

penyelesaian 
dokumen sampai 

dengan dinyatakan 

sah/legal  

100  100  100  100  100  

2 Persentase jumlah 

penduduk di 
kawasan rawan 

bencana yang 

memperoleh 

informasi rawan 
bencana sesuai 

jenis ancaman 

bencana  

100  100  100  100  100  

2 Pelayanan 
Pencegahan 

dan 

kesiapsiagaan 

terhadap 
bencana 

3 Persentase 
penyelesaian 

dokumen sampai 

dinyatakan 

sah/legal  

100  100  100  0 100  

4 Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai 
dinyatakan 

sah/legal  

100  100  100  0 100  

5 Persentase jumlah 

aparatur yang ikut 

pelatihan  

100  100 100 100 100 

6 Persentase jumlah 
warga Negara yang 

ikut pelatihan  

100  100 100 100 100 
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No 
Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 
Target 

(%) 

Capaian (%) 

2021 2022 2023 2024 

  7 Persentase jumlah 

warga yang 

mendapat layanan 
Pusdalops 

Penanggulangan 

bencana dan 
sarana prasarana 

penanggulangan 

bencana  

100  100  100  100  100  

8 Persentase jumlah 

warga Negara yang 
mendapat 

peralatan 

perlindungan  

100  75,87  100  100  100  

3 Pelayanan 

Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban 

Bencana 

9 Persentase 

kecepatan respon 
kurang dari 24 jam 

untuk setiap 

status KLB (%)  

100  0 0 0 0 

10  Persentase 

kecepatan respon 
kurang dari 24 jam 

untuk setiap 

status darurat 
bencana  

100  100  100  100  100  

11  Persentase jumlah 
petugas yang aktif 

dalam penanganan 

darurat bencana  

100  100  100  100  100  

12  Persentase jumlah 

korban berhasil 
dicari, ditolong dan 

dievakuasi 

terhadap kejadian 
bencana  

100  99,99  99,99  99,98  99,90  

Sumber: BPBD Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Capaian SPM Sub -Urusan Bencana dari tahun ketahun terus 

mengalami peningkatan mencapai 100% hingga tahun 2024. Pada tahun 

2024 terdapat 2 indikator SPM sub unsur bencana yang belum mencapai 

100%. Yang pertamana yaitu pada indikator 9 (Sembilan) selama tahun 

2024 tidak  terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di seluruh Wilayah Kabupaten 

Lombok Barat sehingga untuk tidak ada capaiannya. Sedangkan pada 

indikator 12 terdapat 2.997 jiwa yang berhasil diselamatkan dari total 

seluruh korban terdampak sebanyak 3.000 jiwa, 3 diantara nya tidak 

tertolong dan meninggal dunia sehingga capainnya 99,90%.  
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Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) indikator SPM yangdilaksanakan oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran yaitu penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 

Capaian penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran tahun 2020 -2024 ter saji 

pada tabel berikut.  

Tabel 2. 100  Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  

Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 -2024  

Jenis 

Pelayanan 
Dasar  

Indikator SPM  
Target 

(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

Pelayanan 

penyelamatan 
dan evakuasi 

korban 

kebakaran  

Persentase 

jumlah  

layanan 

pemadaman,  
penyelamatan 

dan  

evakuasi korban 
dan  

terdampak 

kebakaran  
dalam tingkat 

waktu  

tanggap 

(Response 
Time) 

100  100  83,33  86,05  73,42  80,43  

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, 2024  

Capaian penerapan SPM Sub -Urusan Kebakaran dari tahun 2021 

hingga tahun 2024 tidak mencapai 100%. Berbagai faktor menyebabkan 

tidak tercapainya indikator SPM tersebut. Faktor utamanya adalah kondisi 

wilayah yang cukup  luas dengan jarak wilayah terhadap pos sektor/kantor 

Dinas Pemadam Kebakaran yang cukup jauh. Saat ini hanya ada 1 (satu) 

pos sektor/Unit Teknis Pelaksana Dinas (UPTD) yaitu UPTD Batulayar 

(wilayah bagian utara), sehingga wilayah lainnya terutama Sekotong  

(wuilayah bagian selatan) dan Narmada (wilayah bagian timur) sangat jauh 

dari pos sektor/kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Selain wilayah yang 

cukup luas, jumlah SDM serta sarana dan prasarana operasional 

pemadaman kebakarn juga menjadi kendala.  
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2.1.4.5.6. Bidang Sosial 

Jenis layanan dasar untuk kabupaten/kota bidang sosial yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota, terdapat 5 (lima) 

jenis pelayanan dasar bidang sosial. Capaian penerapan SPM Bidang Sosial 

tahun 2020 -2024 tersaji pada tabel berikut.  

Tabel 2. 101  Capaian Indikator SPM Bidang Sosial  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ð 2024  

No.  
Jenis 

Pelayanan  
Indikator SPM  

Target 
(%) 

Capaian (%)  

2020  2021  2022  2023  2024  

1.  
Pelayanan 
Rehabilitasi 

Sosial Dasar 

Penyandang 
Disabilitas 

Telantar di Luar 

Panti  

Persentase 

penyandang 

disabilitas 
terlantar yang 

terpenuhi 

kebutuhan 
dasarnya di luar 

panti  

100  37,69  43,64  100  97,70  100  

2.  
Pelayanan 
Rehabilitasi 

Sosial Dasar 

Anak Telantar di 
Luar Panti  

Persentase anak 

terlantar yang 

terpenuhi 
kebutuhan 

dasarnya di luar 

panti  

100  39,45  80,94  56,85  98,14  95,00  

3.  Pelayanan 

Rehabilitasi 
Sosial Dasar 

Lanjut Usia 

Terlantar di 
Luar Panti  

Persentase lanjut 

usia terlantar 
yang terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya di luar 
panti  

100  18,20  90,95  100  64,82  94,55  

4.  
Pelayanan 

Rehabilitasi 
Sosial Dasar 

Tuna Sosial 

Khususnya 
Gelandangan 

dan Pengemis di 

Luar Panti  

Persentase tuna 
sosial 

khususnya 

gelandangan dan 
pengemis yang 

terpenuhi 

kebutuhan 
dasarnya di luar 

panti  

100  100  16,67  100  80,00  73,33  

5 

Perlindungan 

dan Jaminan 
Sosial Pada Saat 

Tanggap dan 

Paska Bencana 
Bagi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota  

Persentase 

korban bencana 

alam dan sosial 
yang terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya pada 
saat dan setelah 

tanggap darurat 

bencana daerah 
kabupaten/kota  

100  48,80  100  100  100  100  

Sumber : Dinas Sosial Kab upaten  Lombok Barat, 202 4 
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Berdasarkan capai an di atas rata -rata capaian SPM bidang sosial 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rata2 capain SPM bidang sosial 

66,44% dan mengalami peningkatn pada tahun 2022 menjadi 91,37%. 

Namun pada tahun 2023 capaiannya ini menurun menjadi 88,13% dan 

naik Kembali pada tahun 2024 menjadi 92,58%. Berdasarkan rata -rata 

capain tersebut Dina Sosial harus melakukan upaya lebih baik lagi untuk 

dapat mencapai target SPM bidang sosial wajib 100%.  

Berdasarkan capaian pen erapan SPM tahun terakhir ( 2024 ), perlu 

perhatian yang lebih terhadap ketiga indikator pelayanan rehabilitasi sosial 

yang belum mencapai 100% , terlebih pada indikator layanan terhadap 

gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

panti  yang capainnya hanya 73,33%, serta tetap mempertahankan 

indikator yang capaiannya 100%.  

2.1.4.6. Kerjasama Daerah 

Kerja sama daerah penting karena dapat mempercepat pencapaian 

pembangunan dan target kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi 

potensi, peningkatan pelayanan publik, dan penanganan tantangan 

bersama . Kerja sama ini memungkinkan daerah untuk saling 

menguntungkan, meningkatkan daya saing, dan mengelola sumber daya 

secara lebih efektif.   

Kabupaten Lombok Barat, sebagai salah satu daerah dengan potensi  

pariwisata, pertanian, dan perikanan , aktif menjalin kerja sama daerah 

dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan 

investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Berikut adalah bentuk -

bentuk kolaborasi yang telah dan seda ng dilakukan . 
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Tabel 2. 102  Kerjasama Daerah yang Masih Berlangsung sampai dengan Tahun 2023  

NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

1 DINAS 
DUKCAPIL  

KEMENAG 
LOMBOK 
BARAT 

Perjanjian 
Kerja Sama  

Pemberian Kartu 
Keluarga  

470/67.1/DUKCA
P IL/2021 DAN B -
336/KK.18.01/PW
. 00/03/2021  

24 
Februari 
2021  

31 Desember 
2023  

Kartu Tanda 
Penduduk 
Elektronik, 
Kartu Keluarga 
Dan Buku Nikah  

Mekanisme 
Pelayanan 
Pendaftaran Dan 
Penerbitan 
Dokumen  

Pelayanan Adminduk 
Bagi Yang Menikah 
Termasuk Perubahan 
Kartu Tanda Pengenal 
Dan Kartu Keluarga  

2 DINAS 
DIKBUD  

POLITEKNIK 
NEGERI 

BALI  

Perjanjian 
Kerja Sama  

Tri Darma 
Perguruann 

Tinggi Melalui 
Program 
Pendidikan 
Diploma Iii 
Perhotelan 
Politeknik Negeri 
Bali Di Luar 
Kampus Utama 

(Psdku)  

100/466/DISDIKB
UD/2021 

PLB/KS/2021  

26 
Februari 

2021  

31 Desember 
2023  

Program 
Diploma Iii 

Perhotelan  

Mahasiswa 
Program Diploma 

Iii Perhotelan 
Politeknik Negeri 
Bali  

Peningkatan Capaian 
Rata -Rata Lama Sekolah 

Dan Mengurangi Tingkat 
Pengangguran Di 
Lombok Barat  

3 DINAS 
KOMINFOTIK  

PT. BNI 
(PERSERO) 
CABANG 
MATARAM  

Kesepakatan 
Bersama  

Pemanfaatan 
Fasilitas Jasa 
Layanan 
Perbankan Dan 
Dukungan 
Smart City  

HLB/021/MOU/ 
2021 DAN 5 
TAHUN 2021  

14 April 
2021  

14 April 
2024  

Layanan Dan 
Jasa Perbankan 
Menuju Smart 
City  

Layanan Dan Jasa 
Perbankan 
Pengembangan 
Sistem Pemerintah 
Berbasis Elektronik  

Peningkatan Pelayanan 
Berbasis Spbe Dan 
Smart City  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

4 DINAS 

KESEHATAN  

STIKES 

YARSI 

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruann 
Tinggi Dan 
Penguatan 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah  

8 TAHUN 2021 

DAN 
10/STIKES/Y.III/1
- A/VI/2021  

8 Juni 

2021  

8 Juni 2024  Penugasan 

Tenaga Ahli, 
Pertukaran Data 
Dan Informasi, 
Bimbingan 
Konsultasi 
Manajemen Dan 
Pendidikan 
Pelatihan  

Tri Darma 

Perguruan Tinggi 
Pengembangan 
Sdm Dan Bidang 
Lain Dalam Rangka 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Mendapatkan Tenaga 

Ahli, Tenaga Magang 
Dan Tenaga Pkl Dalam 
Puskesmas Dan Rumah 
Sakit Daerah  

5 DINAS 
TENAGA 
KERJA  

BP2MI  Nota 
Kesepakatan  

Penempatan 
Dan 
Perlindungan 
Pekerja Migran 
Indonesia  

18/KA/MOU/VI/ 
2021 DAN 9 
TAHUN 2021  

28 Juni 
2021  

28 Juni 2024  Sinergitas 
Penempatan 
Dan 
Perlindungan 
Pmi  

Pemberantasan 
Sindikat 
Pengiriman Ilegal, 
Pendidikan Dan 
Pelatihan Serta 
Perlindungan 
Calon Peker ja 
Migran  

Pedoman Dan 
Pembekalan Calon 
Tenaga Kerja Migran Di 
Kabupaten Lombok 
Barat Agar Melalui Jalur 
Yang Benar Dan 
Terpadu  

6 DINAS 
DIKBUD  

PT. BNI 
(PERSERO) 
CABANG 
MATARAM  

Perjanjian 
Kerja Sama  

Gerakan Bank 
Sampah Di 
Sekolah Dasar 
(Sd), Sekolah 
Menengah 
Pertama (Smp) 
Dan Sekolah 
Menengah Atas 

(Sma) 

10 TAHUN 2021  28 Juni 
2021  

31 Maret 
2024  

Pembentukan 
Bank Sampah Di 
Sekolah, 
Penyediaan 
Sampah Dari 
Siswa Dan 
Ditabung Dalam 
Bentuk 

Tabungan 
Sampah  

Penyiapan Dan 
Penyediaan 
Sampah Dari 
Sekolah Dan 
Pembelian Sampah 
Dari Pihak Ketiga  

Terciptanya Karakter 
Siswa Peduli Lingkungan 
Terutama Sampah 
Plastik Dan Pembiasaan 
Budaya Menabung Sejak 
Dini  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

7 DINAS 

KESEHATAN  

UNIVERSITA

S 
MUHAMADIY
AH 
MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi 
Pengembangan 
Sdm Dan 
Implementasi 
Merdeka Belajar 
Dan Kampus 
Merdeka  

15 TAHUN 2021 

DAN 
33/II.3.AU/O/VIII
/ 2021  

30 Agustus 

2021  

30 Agustus 

2023  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi  

Bidang Pendidikan 

Penelitian 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Merdeka Belajar 
Dan Kampus 
Merdeka  

Mendapatkan Tenaga 

Ahli, Tenaga Magang 
Dan Tenaga Pkl Dalam 
Puskesmas Dan Rumah 
Sakit Daerah  

8 DINAS 
KESEHATAN  

BPOM 
TERPADU 
MATARAM  

Kesepakatan 
Bersama  

 Pengawasan 
Obat Dan 
Makanan 
Terpadu  

KS.01.01.18A.18A 
4.12.21.88  

7 Oktober 
2021  

7 Oktober 
2023  

Obat -Obat 
Tradisional, 
Kosmetik, 
Suplemen 
Kesehatan, 
Makanan Dan 
Produk 

Tembakau, Sdm, 
Fasilitasi, 
Distribusi Dan 
Fasilitas 
Layanan 
Kesehatan  

Pengawasan 
Pembinaan 
Pengujian Lab, 
Penyampaian 
Komunikasi, 
Informasi 
Penguatan Jejaring 

Pertukaran Data  

Mend apatkan 
Pengawasan Dan 
Pembinaan Tenaga Ahli, 
Fasilitas Pengujian Lab 
Untuk Obat -Obat 
Tradisional, Kosmetik, 
Suplemen Kesehatan, 

Makanan Dan Produk 
Tembakau  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

9 BPKAD  PT. BANK 

NTB 
SYARIAH 
PUSAT 

Kesepakatan 

Bersama  

Pelaksanaan 

Transaksi Non 
Tunai Di 
Lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Melalui 
Penggunaan 
Layanan Pt. 

Bank Ntb 
Syariah  

17 TAHUN 2021 

DAN 
SPJ/604/15/50/ 
2021  

7 Oktober 

2021  

7 Oktober 

2023  

Penerapan 

Transaksi Non 
Tunai Melalui 
Pemanfaatan 
Produk Layanan 
Berbasis Digital  

Penerapan 

Transaksi Non 
Tunai Melalui 
Pemanfaatan 
Produk Layanan 
Berbasis Digital  

Kerjasama Strategis 

Dalam Mempercepat 
Penerapan Transaksi 
Non Tunai Di Kabupaten 
Lombok Barat  

10  DINAS 
KESEHATAN  

BPJS 
KESEHATAN  

Nota 
Kesepahaman  

Optimalisasi 
Program 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional  

158/KTR/XI -03/ 
1221  21 TAHUN 
2021  

1 
Desember 
2021  

15 Desember 
2024  

Optimalisasi 
Program 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional  

Pelaksanaan 
Program Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat Dan 
Optamilasi 
Sosialisasi  

Optimalisasi 
Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan 
Masyarakat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

11  BAPPEDA UNIVERSITA

S GADJAH 
MADA 
YOGYAKART
A 

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi 
Pengembangan 
Sdm Dan 
Implementasi 
Merdeka Belajar 
Dan Kampus 
Merdeka  

22 TAHUN 2021 

DAN 
8249/UNI.P/DIT -
KAUI/HK/2021  

15 

Desember 
2021  

15 Desember 

2023  

Bidang 

Pendidikan, 
Penelitian, 
Kelautan Dan 
Perikanan, 
Peternakan, 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Dalam Rangka 

Pengembangan 
Sdm  

Bidang Pendidikan, 

Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat Dalam 
Rangka 
Pengembangan 
Sdm Bidang Lain 
Yang Disepakat i 
Oleh Para Pihak  

Meningkatkan Motivasi 

Anak Usia Sekolah 
Untuk Melanjutkan 
Pendidikan Sampai 
Perguruan Tinggi, 
Masyarakat 
Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Digital Untuk 
Pemasaran Produk Dan 
Tempat Wisata Lokasi 

Kuliah Kerja Nyata, 
Promosi Produk Dan 
Wisata Melalui 
Mahasiswa Yang 
Melakukan Kkn, 
Mendapatkan Tenaga 
Ahli Dalam Melakukan 
Kajian Yang Dibutuhkan 

Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat  

12  BAGIAN 
PEREKONOMI
AN 

KAI 
LOGISTIK  

Kesepakatan 
Bersama  

Kerjasama 
Pengiriman 
Barang Hasil 
Pertanian Dan 
Ekonomi Kreatif 

Berbasis Moda 
Kereta Api Dan 
Moda Lainnya  

0038/KALOG/PJ/
03 /2022 DAN 6 
TAHUN 2022  

17 Maret 
2022  

17 Maret 
2023  

Pengiriman 
Barang Hasil 
Pertanian Dan 
Ekonomi Kreatif 
Khususnya 

Umkm Berbasis 
Moda Kereta Api 
Dan Moda 
Lainnya  

Pengiriman Barang 
Hasil Pertanian 
Dan Ekonomi 
Kreatif Umkm 
Pertukaran Data 

Data Dan Informasi 
Pergudangan  

Kemudahan Dalam Hal 
Pengiriman Produk 
Unggulan Dan Hasil 
Pertanian Kabupaten 
Lombok Barat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

13  DINAS 

PARIWISATA  

SEKOLAH 

TINGGI 
PARIWISATA 
(STP) 
MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi Dan 
Penguatan 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

8 TAHUN 2022 

DAN 
A.112/STP.M/A.9/ 
III/2022  

6 April 

2022  

6 April 2023  Pendidikan 

Pengkajian 
Analisis, 
Penelitian 
Pengembangan 
Teknologi 
Pemanfaatan 
Dan P enerapan 
Hasil Penelitian 
Pengabdian 

Kepada 
Masyarakat  

Pendidikan 

Penelitian 
Pengabdian Kepada 
Kepada Masyarakat 
Bidang Lain Dalam 
Rangka 
Penyelenggaraan 
Urusan Daerah  

Peningkatan Manfaat 

Sektor Pariwisata  

14  DINAS 
KESEHATAN  

STTL 
MATARAM  

Kesepakatan 
Bersama  

Tri Darma 
Perguruan 
Tinggi Dan 
Penguatan 
Penyelenggaraan 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

10 TAHUN 2022 
DAN 090/STTL -
K/2022  

6 April 
2022  

6 April 2024  Penugasan 
Tenaga Ahli 
Pertukaran Data 
Dan Informasi 
Pengkajian Dan 

Penelitian 
Pengembangan 
Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Peningkatan 
Kapasitas Dan 
Pengembangan 
Sdm, Penguatan 

Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah  

Tri Darma 
Perguruan Tinggi 
Pengembangan 
Sdm Dan Bidang 
Lain Dalam Rangka 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Peningkatan 
Pemaham an Masyarakat 
Dalam Bidang 
Kesehatan Lingkungan  



 
 

II - 217  
 

NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

15  BAPENDA  KANTOR 

PERTANAHA
N KAB. 
LOMBOK 
BARAT 

Nota 

Kesepakatan  

Pelaksanaan 

Konfirmasi 
Status Wajib 
Pajak  

7 TAHUN 2022 

DAN 
56/52.01/IV/2022  

6 April 

2022  

6 April 2023  Status Wajib 

Pajak Terhadap 
Pelayanan 
Perolehan Hak 
Atas Tanah  

Pertukaran Data 

Pbb P2 Dan 
Sinkronisasi Data  

Peningkatan Pad Di 

Sektor Pbb  

16  BAPENDA  KANTOR 
PERTANAHA
N KAB. 

LOMBOK 
BARAT 

Perjanjian 
Kerjasama  

Konfirmasi 
Status Wajib 
Pajak  

8 TAHUN 2022 
DAN 
56.1/52.01/IV/ 

2022  

6 April 
2022  

6 April 2023  Status Wajib 
Pajak Terhadap 
Pelayanan 

Perolehan Hak 
Atas Tanah  

Pertukaran Data 
Pbb P2 Dan 
Sinkronisasi Data  

Peningkatan Pad Di 
Sektor Pbb  

17  BAGIAN 
KESRA DAN 
DINAS 
KOMINFOTIK  

UNIVERSITA
S ISLAM 
NEGERI 
MATARAM  

Kesepakatan 
Bersama  

Tri Darma 
Perguruan 
Tinggi  

12 TAHUN 2022 
DAN 
35/Un.12/HM.01/ 
05/2022  

19 Mei 
2022  

19 Mei 2024  Tri Darma 
Perguruan 
Tinggi  

Bidang Pendidikan, 
Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Merdeka Belajar 
Dan Kampus 

Merdeka  

Meningkatkan Motivasi 
Anak Usia Sekolah 
Untuk Melanjutkan 
Pendidikan Sampai 
Perguruan Tinggi, 
Masyarakat 

Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Digital Untuk 
Pemasaran Produk Dan 
Tempat Wisata Lokasi 
Kuliah Kerja Nyata, 
Promosi Produk Dan 
Wisata Melalui 
Mahasiswa Yang 

Melakukan Kkn, 
Mendapatkan Tenaga 
Ahli Dalam Melakukan 
Kajian Yang Dibutuhkan 
Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

18  BAPPEDA YAYASAN 

PLAN 
INTERNASIO
NAL 
INDONESIA  

Kesepakatan 

Bersama  

Pelaksanaan 

Program 
Perlindungan 
Dan Pemenuhan 
Hak Anak Dan 
Kaum Muda 
Kab. Lombok 
Barat  

13 TAHUN 2022 

DAN 
160/PARTNERSHI
P/ 
FY22/YPH/CO/V/
2022  

31 Mei 

2022  

31 Mei 2023  Pelaksanaan 

Program 
Perlindungan 
Dan Pemenuhan 
Hak Anak Dan 
Kaum Muda 
Kab. Lombok 
Barat  

Pencegahan Dan 

Penurunan Angka 
Stunting , 
Perkawinan Anak, 
Pendidikan Seksual 
Dan Reproduksi 
Remaja, 
Peningkatan 
Sanitasi Berbasis 
Stbm  

Peningkatan Kesehatan 

Anak Remaja Dan 
Kesehatan Lingkungan  

19  BPKAD DAN 
DINAS 
KOMINFOTIK  

PT. BANK 
SYARIAH 
INDONESIA  

Kesepakatan 
Bersama  

Pemanfaatan 
Fasilitasi Jasa 
Layanan 
Perbankan Dan 
Dukungan 
Smart City  

14 TAHUN 2022 
DAN 02/096 -
MOU/DIR  

1 Juli 
2022  

Juli 2023  Layanan Dan 
Jasa Perbankan 
Menuju Smart 
City  

Layanan Dan Jasa 
Perbankan, 
Dukungan Visi Dan 
Misi Menuju Smart 
City , Peningkatan 
Dan 
Pengembangan 

Umkm, 
Pengembangan 
Sdm  

Terciptanya Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Spbe Dan Menuju 
Penerapan Smart City  

20  BAPPEDA YAYASAN 
BHAKTI 
TANOTO 

Kesepakatan 
Bersama  

Percepatan 
Penurunan 
Stunting  Di 
Kabupaten 
Lombok Barat  

18 TAHUN 2022 
DAN 
TF.JKT/ECED/Mo
U/ 2022/X/421  

3 
November 
2022  

3 November 
2024  

Percepatan 
Penurunan 
Stunting  

Pendampingan 
Terkait Stunting  

Pengembangan Sdm 
Dalam Rangka 
Pencegahan Stunting  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

21  DINAS 

KESEHATAN  

AKADEMI 

ADMINISTRA
SI RUMAH 
SAKIT 
MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi   

19 TAHUN 2022 

DAN 
25/PMFHM/KS.00
. 02/2022  

4 

November 
2022  

4 November 

2024  

Tenaga Ahli 

Pertukaran Data 
Dan Informasi, 
Analis Dan 
Penelitian Dan 
Pengembangan 
Sdm  

Tri Darma 

Perguruan Tinggi, 
Pengembangan 
Sdm Dan Bidang 
Lain Dalam Rangka 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Pengembangan Potensi 

Sdm Tenaga Kesehatan  

22  DINAS 

KESEHATAN  

POLITEKNIK 

MEDICA 
FARMA 
HUSADA 
MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Tri Darma 

Perguruan 
Tinggi Dan 
Penguatan 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

20 TAHUN 2022 

DAN 
25/PMFHM/KS.00
. 02/2022  

21 

November 
2022  

21 November 

2023  

Penugasan Para 

Ahli, 
Pertukaran, 
Pengkajian, Data 
Dan Informasi 
Pengembangan 
Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Penyelenggaraan 

Urusan 
Pemerintahan  

Tri Darma 

Perguruan Tinggi 
Pengembangan 
Sdm Dan Bidang 
Lain Dalam Rangka 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Meningkatkan Motivasi 

Anak Usia Sekolah 
Untuk Melanjutkan 
Pendidikan Sampai 
Perguruan Tinggi, 
Masyarakat 
Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Digital Untuk 
Pemasaran Produk Dan 
Tempat Wisata Lokasi 

Kuliah Kerja Nyata, 
Promosi Produk Dan 
Wisata Melalui 
Mahasiswa Yang 
Melakuka n Kkn, 
Mendapatkan Tenaga 
Ahli Dalam Melakukan 
Kajian Yang Dibutuhkan 

Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

2

3 

DINAS 

KOPERASI 
DAN UKM  

PT. 

PEGADAIAN 
AREA 
AMPENAN  

Kesepakatan 

Bersama  

Pemanfaatan 

Produk Dan 
Layanan 
Pembiayaan 
Pegadaian 
Pemasaran Area 
Ampenan  

Nomor : 

01/00732 -
01/2023  

10 

Februari 
2023  

10 

Februari 
2024  

Pemanfaatan 

Produk Dan 
Layanan 
Pembiayaan 
Pegadaian 
(Pemasaran) 
Dan Penyaluran 
Produk Non 
Gadai) Bagi 
Pegawai Negeri 

Sipil (Pns), Non 
Pegawai Negeri 
Sipil Negara, 
Usaha Mikro 
Kecil Menenga h 
(Umkm), Badan 
Usaha Milik 
Desa (Bumdes) 

Dan Pelajar Di 
Kabupaten 
Lombok Barat  

Ruang Lingkup 

Kesepakatan 
Bersama Ini 
Meliputi :                              
A. Pemberian 
Produk Non  Gadai. 
B. Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat, Usaha 
Mikro Dan 

Kelembagaan 
Ek onomi Guna 
Mendorong 
Perekonomian Yang 
Berkelanjutan. 
C.Sebagi Program 
Dalam Rangka 
Pengembangan 

Usaha 
D.Peningkatan 
Aksespembiayaan 
Bagi Aparatur Sipil 
Negara (Asn) Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah (Umkm), 
Badan Usaha Milik 
Desa (Bumdes) Dan 

Pelajar Kabupaten 
Lombok Barat  

A. Untuk Mengopti -

Malkan Pengelolaan 
Potensi Sumber Daya 
Yang Dimiliki Para Pihak 
Secara Efektif Dan 
Efesien Dalam 
Mewujudkan 
Ketersediaan Akses 
Keuangan Bagi 
Masyarakat Agar Lebih 

Produktif; Dan 
B.Mendorong 
Peningkatan Pihak 
Kedua Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

2

4 

DINAS 

PERHUBUNGA
N 

PT. ASDP 

INDONESIA 
FERRY 
(PERSERO) 

Kesepakatan 

Kerjasama  

Pengembanga

n Dan Penataan 
Kawasan 
Pelabuhan 
Lembar  

Nomor : MOU       

/HK.102/ASDP - 
2023  

24 

Februari 
2023  

24 

Februari 
2024  

Pengembanga

n Dan Penataan 
Kawasan 
Pelabuhan 
Lembar  

Ruang Lingkup 

Kesepakatan 
Bersama Ini 
Meliputi  : A. 
Pengembang -An 
Kawasan 
Pelabuhan Lembar 
Guna Menumbuh -
Kan Dan 
Meningkatkan 

Perekonomian 
Masyarak -At  B. 
Penataan Kawasan 
Pelabuhan Lembar 
Sebagai Akses 
Masuk Dan Keluar 
Lombok Barat Dan 
Prov. Nusa 

Tenggaara Barat; 
Dan C. Mendukung 
Visi Dan Misi 
Kabupaten Lombok 
Barat  

1. Untuk Diginakan 

Sebagai Landasan Bagi 
Para Pihak Untuk 
Melakukan 
Pengembangan Dan 
Penataan Kawasan 
Pelabuhan Lembar Yang 
Mana Saling Menunjang 
Tugas Pokok Fungsi 
Para Pihak 2.Dalam 

Rangka Upaya 
Pengembangan Dan 
Penataan Kawasan 
Pelabuhan Lembar 
Sebagai Ikon Gerbang 
Masuk Ke Wilayah 
Lombok Barat Maupun 
Pemerintah Kab. 

Lombok Barat Serta 
Dapat Membantu 
Peningkatan 
Perekonomian Daerah  

2
5 

BAGIAN 
EKONOMI  

PEMKOT 
MATARAM  

Mou  Distribusi Dan 
Pemasaran 

Pangan Serta 
Pengembangan 
Potensi Daerah  

- 30 Mei 
2023  

1 Tahun 
(30 Mei 

2024)  

Komoditas 
Pangan Strategis  

Sinergi 
Pembangunan 

Semesta Berencana  

Membantu Dan 
Mempercepat Distribusi 

Pangan  



 
 

II - 222  
 

NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

2

6 

BAPPEDA UNIVERSIT

AS 
AIRLANGGA 
SURABAYA 

Mou  Tri Dharma 

Perguruan 
Tinggi  

- 06 -Feb-

23  

06 -Feb-25 Penyelenggaraan 

Pendidikan Dan 
Penyajian 
Pemanfaatan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Dan Teknologi  

Pendidikan, 

Penelitian Dan 
Pengabdian  

Penyediaan Tenaga 

Ahli Untuk Kajian Yang 
Dibutuhkan Oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat  

2

7 

DINAS 

KESEHATAN  

BPJS 

KESEHATAN  

Rencana 

Kerja  

Penyelenggara

an Jamkesmas 
Bagi Penduduk 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Dalam Rangka 
Kepesertaan 
Jamkes 
Semester 
(Universal Health 
Coverage ) 

18 TAHUN 2023 

dan 203/KTR/A -
03/0923  

29 -Sep-

23  

31 -Dec-23 Jaminan 

Pembiayaan 
Kesehatan Bagi 
Penduduk 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Dan Pelayanan 
Kesehatan  

Perluasan 

Kepesertaan 
Jaminan 
Kesehatan Nasional 
Dalam Rangka 
Mewujudkan Dan 
Menjaga 
Keberlangsungan 
Kepesertaan 
Jaminan 
Kesehat an Semesta 
(Universal Health 
Coverage/Uhc ), 
Pembayaran Iuran 
Dan Bantuan Iuran 
Peserta Pbpu Dan 
Bp Pemerintah 
Kabupaten Lombok 

Barat, Dan 
Optimalisasi 
Pelayanan 
Kesehatan  

 Terselenggaranya 

Jaminan Kesehatan 
Nasional Kabupaten 
Lombok Barat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

28  DINAS PUTR PT. 

SARANA 
BUKIT 
ALAMI  

Kesepakatan 

Bersama  

Kegiatan 

Peningkatan 
Jalan 
Umum   Akses 
Pariwisata Teluk 
Mekaki Desa 
Pelangan 
Kecamatan 
Sekotong 
Kabupaten 

Lombok Barat  

24  TAHUN 2023    

DAN 011/SBA -
NTB/X/2023             

30 

Oktober 
2023  

31 Juni 

2025  

    Peningkata

n Jalan Umum 
Akses Pariwisata 
Teluk Mekaki 
Desa Pelangan 
Kecamatan 
Sekotong 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Berada Pada 

Kelompok Hutan 
Pelangan (Rtk.7) 
Dengan Fungsi 
Hut an Produksi 
Terbatas (Hpt) 
Dan Taman 
Wisata Alam 
(Twa) 

Kegiatan 

Peningkatan Jalan 
Umum Akses 
Pariwisata Teluk 
Mekaki Desa 
Pelangan 
Kecamatan 
Sekotong 
Kabupaten Lombok 
Barat.  

 Peningkatan Jalan 

Umum Akses Pariwisata 
Teluk Mekaki Desa 
Pelangan Kecamatan 
Sekotong Kabupaten 
Lombok Barat.  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

29  DINAS 

KOMINFOTIK  

FAKULTAS 

DAKWAH 
DAN ILMU 
KOMUNIKAS
I 
UNIVERSITA
S ISLAM 
NEGERI 
(UIN) 
MATARAM  

Perjanjian 

Kerja Sama  

Kegiatan 

Praktik Kerja 
Lapangan (Pkl), 
Magang, 
Pelatihan, 
Penelitian, Dan 
Pengabdian 
Masyarakat  

16 A TAHUN 

2023   
874/Un.12/PP.00.
9/09/FDIK/2023  

21 -Sep-

23  

21 -Sep-24 Transpormasi 

Digital, 
Keterbukaan 
Publik, 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat, 
Penelitian, 
Pengajaran  

1.      Penyelengga

raan Pendidikan/ 
Pengajaran, 
Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat.  

Pengemba ngan 

Sumber Daya Manusia 
Dan Peningkatan 
Kualitas Lulusan 
Fakultas Dakwah Dan 
Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri 
Mataram  

                  2.      Penyelengga
raan Kolaborasi 
Riset Pada Bidang 
Informasi Dan 
Komunikasi Publik  

  

                  3.      Penyelengga
raan Kegiatan 
Ilmiah, Kajian 
Ilmiah, Seminar 
Dan Lokakarya  

  

                  4.      Pemanfaata
n Bersama Sumber 
Daya, Data, Dan 

Informasi Untuk 
Keperluan 
Pendidikan, 
Penelitian, Dan 
Pelatihan Serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

                  5.      Penempatan 

Mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
Dan Ilmu 
Komunikasi Untuk 
Melakukan Praktek 
Kerja Lapangan 
(Pkl) Dan Magang.  

  

                  6.      Pendamping
an Ppid Desa Dan 
Komunitas 
Informasi 
Masyarakat  

  

                  7.      Penguatan 
Konten Informasi 
Dan Komunikasi 
Publik  

  

    
 

  
 

        8.      Pertukaran 

Informasi Terkait 
Peningkatan 
Sumber Daya 
Manusia Dan 
Peningkatan 
Kualitas Lulusan 
Fakultas Dakwah 
Dan Ilmu 

Komunikasi 
Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Yang Saling 
Mendukung 
Kegiatan Para 
Pihak.  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

30  DPMPD/BK

DPSDM  

UNIVERSIT

AS 
TERBUKA  

Kesepakatan 

Bersama  

Tridarma 

Perguruan 
Tinggi  

23 TAHUN 2023      

2926/UN31/WR4/
HK.08.00/2023  

27 

Oktober 
2023  

27 Oktober 

2026  

Penyelenggara

an Tridarma 
Perguruan 
Tinggi Di 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Yang 
Melanjutkan 
Pendidikan Di 
Universitas 

Terbuka 
Mataram.  

A.     Kegiatan 

Dalam Bidang 
Pendidikan, 
Penelitian, Dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat;  

    Memperluas 

Kesempatan Bagi 
Aparatur Pihak Kesatu 
Untuk Mengikuti 
Pendidikan Tinggi.  

                  B.      Peningkata
n Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia; Dan  

  

                  C.     Kerja Sama 

Dalam Rangka 
Menunjang 
Pelaksanaan Tugas 
Para Pihak Sesuai 
Dengan Fungsi 
Dan Kewenangan 
Masing -Masing 
Serta Berdasarkan 
Peraturan 

Perundang -
Undangan Yang 
Berlaku.  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

31  BAGIAN 

PEREKONOMI
AN 

PEMKOT 

MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Pencegahan,Pe

nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan  

18/MOU -

MTR/X/2023    
DAN 19 TAHUN 
2023  

02 

Oktober 
2023  

02 Oktober 

2024  

Pencegahan,Pe

nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan 
Meliputi 
Pengawasan 

Dan Operasi 
Pemadaman 
Kebakaran Serta 
Penyelamatan 
Korban Secara 
Mandiri Maupun 
Bersama S ama 

Pencegahan,Pena

nggulangan,Penyel
amatan,Kebakaran 
Dan Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan Yang 
Meliputi 
Perencanaan, 
Penganggaran, 

Pelaksanaan, 
Monitoring Dan 
Evaluasi  

Terpenuhinya Standar 

Pelayanan Minimal 
Dibidang Ketentraman, 
Ketertiba n Umum Dan 
Perlindungan 
Masyarakat Terkait 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non 
Kebakaran  
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NO 
INSTANSI 

PELAKSANA 
KERJASAMA  

MITRA 

KERJSAMA  

JENIS 
STATUS 

KERJASAMA  

TENTANG 

KERJASAMA  

NO 
KESEPAKATAN 

KERJASAMA  

TANGGAL 
TANDA 

TANGAN  

TANGGAL 

BERAKHIR  

OBJEK 

KERJASAMA  

RUANG LINGKUP 

KERJASAMA  
MANFAAT  

32  DINAS 

PEMADAM 
KEBAKARAN  

PEMKOT 

MATARAM  

Kesepakatan 

Bersama  

Pencegahan,Pe

nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan  

12/PKS -

MTR/X/2023    
DAN 22 TAHUN 
2023  

26 

Oktober 
2023  

26 Oktober 

2028  

Pencegahan,Pe

nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan Kota 
Mataram Dan 
Kabupaten 

Lombok Barat  

Pencegahan,Pena

nggulangan,Penyel
amatan,Kebakaran 
Dan Penyelamatan 
Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan Yang 
Meliputi 
Perencanaan, 
Penganggaran, 

Pelaksanaan, 
Monitoring Dan 
Evaluasi  

Terpenuhiny a Standar 

Pelayanan Minimal 
Dibidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum Dan 
Perlindungan 
Masyarakat Terkait 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non 
Kebakaran  

33  DINAS 
PEMADAM 
KEBAKARAN  

PEMKOT 
MATARAM  

Perjanjian 
Kerja Sama  

Pencegahan,Pe
nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 

Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan  

12/PKS -
MTR/X/2023    
DAN 22 TAHUN 
2023  

26 
Oktober 
2023  

26 Oktober 
2028  

Pencegahan,Pe
nanggulangan,P
enyelamatan,Ke
bakaran Dan 
Penyelamatan 

Non Kebakaran 
Antar Daerah 
Berbatasan Kota 
Mataram Dan 
Kabupaten 
Lombok Barat  

Pencegahan,Pena
nggulangan,Penyel
amatan,Kebakaran 
Dan Penyelamatan 
Non Kebakaran 

Antar Daerah 
Berbatasan Yang 
Mel iputi 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
Pelaksanaan, 
Monitoring Dan 
Evaluasi  

Terpenuhinya Standar 
Pelayanan Minimal 
Dibidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum Dan 
Perlindungan 

Masyarakat Terkait 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran  

Sumber : Setda Kab upaten  Lombok Barat, 2024  
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2.1.4.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat di 

Lombok Barat 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan konektivitas, dan memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat. Untuk memastikan 

percepatan pembangunan yang terarah dan terukur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui 

APBD/APBN telah menyusun rencana strategis pemb angunan infrastruktur untuk periode tahun 2025 ð2029.  

Tabel 2. 103  Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Di Kabupaten Lombok Barat  

NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

A Bidang Permukiman       
 

A1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)       
 

1. 

Pembangunan USB (Unit  
Sekolah Baru) dan/atau  
Pembangunan Sarana,  
Prasarana, dan Utilitas Sekolah  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup Kota  
Mataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  
Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 

 

2. 
Rehabilitasi Sarana, Prasarana,  
dan Utilitas Sekolah  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup Kota  
Mataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBDP 

 
Dinas  
Pendidikan  
dan  

Kebudayaan  

 

 

3. 
Pembangunan Gedung  
Universitas/Sekolah Tinggi /  
Akademi  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 
a. Pembangunan Kampus  
Universitas Mataram  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

  Universitas  

Mataram  

 
b. Pembangunan Kampus  
Universitas Islam Negeri  
(UIN) Mataram  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

  Universitas  

Islam Negeri  

Mataram  

4. 
Rehabilitasi Gedung  
Universitas/Sekolah Tinggi /  
Akademi  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

  Perguruan 

Tinggi Negeri 

dan / atau 

Swasta 

5. 
Pembangunan Sarana dan  
Prasarana Olahraga  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  

Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  

Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian 

Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas  

Pemuda dan  
Olahraga,  
Dinas PUPR  

Dinas yang  

membidangi  
olahraga,  
Dinas PUPR  

Komite 

Olahraga 

Nasional 

Indonesia 

6. 
Pembangunan Rumah Sakit  
Beserta Sarana dan Prasarana  
Pendukungnya  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Kesehatan 
Dinas  
Kesehatan  

  

7. 
Pembangunan Fasilitas  
Kesehatan Lainnya  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

Kesehatan 
Dinas  
Kesehatan  

 
Lembaga 

Kesehatan 

8. 
Pengembangan Fasilitas  
Kesehatan Lainnya  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

Kesehatan 
Dinas  
Kesehatan  

 
Lembaga 

Kesehatan 

9. 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan  
Rumah Sakit dan/atau  
Rehabilitasi dan Pemeliharaan  
Fasilitas Kesehatan Lainnya  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

a. Rehabilitasi dan  
Pemeliharaan Rumah Sakit  
dan/atau Fasilitas  

Kesehatan Lainnya  

Kawasan Perkotaan Mataram Raya di  
Kota Mataram yang mencakup 
KotaMataram dan Sebagian Kabupaten  

Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

Kesehatan 
Dinas  
Kesehatan  

  

A.3  
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  

10 . 

Pembangunan USB (Unit  
Sekolah Baru) dan/atau  
Pembangunan Sarana,  
Prasarana, dan Utilitas Sekolah  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  
Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 
Lembaga 

Pendidikan 

11 . 
Rehabilitasi Sarana, Prasarana,  
dan Utilitas Sekolah  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  

Barat  
APBN, APBDP,  

Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  

Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 
Lembaga 

Pendidikan 
Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok  
Barat  

12 . 

Pembangunan USB (Unit  
Sekolah Baru) dan/atau  
Pembangunan Sarana,  
Prasarana, dan Utilitas Sekolah  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  
Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 
Lembaga 

Pendidikan 
Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok  
Barat  

13 . 
Rehabilitasi Sarana, Prasarana,  
dan Utilitas Sekolah  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  
Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 

Lembaga 

Pendidikan 
Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok  
Barat  

14 . 
Pembangunan USB (Unit  
Sekolah Baru) dan/atau  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/atau 
sumber lain yang 
sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 
Dinas  
Pendidikan  

 
Lembaga 

Pendidikan 

15 . 
Rehabilitasi Sarana, Prasarana,  
dan Utilitas Sekolah  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/  
atau Sumber  
Lain yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Dinas  
Pendidikan  
dan  
Kebudayaan  

 
Lembaga 

Pendidikan 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

16 . 
Pembangunan Gedung  
U niversitas/S ekolah T inggi /  
Akademi  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, Swasta,  
dan/ atau  
Sumber Lain  
yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

  
Lembaga 

Pendidikan 

17 . 
Rehabilitasi Gedung  
U niversitas/S ekolah T inggi /  
Akademi  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, Swasta,  
dan/ atau  
Sumber Lain  
yang Sah  

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

  
Lembaga 

Pendidikan 

18 . 
Pembangunan Sarana dan  
Prasarana Olahraga  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
Swasta, dan/  
atau Sumber  

Lain yang Sah  

Kementerian 

Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas  
Pemuda dan  
Olahraga,  

Dinas PUPR  

Dinas yang  
membidangi  
olahraga,  

Dinas PUPR  

Komite 

Olahraga 

Nasional 

Indonesia 

19 . 

Pembangunan Rumah Sakit  
Beserta Sarana dan Prasarana  
Pendukungnya dan /atau  
Pembangunan Fasilitas  
Kesehatan Lainnya  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  Swasta dan /  

atau Sumber  
Lain yang Sah  

   Badan 

Usaha, 

Lembaga 

Kesehatan 

Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok  
Barat  

20 . 

Penyediaan Sarana dan  
Prasarana Pusat Distribusi  

Regional dan Pusat Distribusi  
Provinsi  

Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  Perkotaan Lembar di Kabupaten 

Lombok  Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  

Swasta  

Kementerian 

Perdagangan 
Dinas  

Perdagangan  

 

Badan Usaha 

B.  
Bidang Transportasi  

B1.  Proyek Jaringan Jalan  

B1.1.a  
Proyek Jalan Arteri Primer  

21 . 
Pelaksanaan Preservasi dan  

Peningkatan Jalan Arteri Primer  
Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermen  

- Bengkel)  
APBN Kementerian  PUPR 

   

  Dasan Cermen - Rumak  APBN Kementerian  PUPR    

  Rumak - Bts. Kota Gerung  APBN Kementerian  PUPR    

  Jln. Gatot Subroto 1 (Gerung)  APBN 
Kementerian  PUPR    



 
 

II - 233  
 

NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

  Bts. Kota Gerung - Lembar  APBN 
Kementerian  PUPR    

  Jln. A. Yani 2 (Gerung)  APBN 
Kementerian  PUPR    

  Lingkar Kota Gerung / Jln. Imam Bonjol  APBN 
Kementerian  PUPR    

  
Gerung - Kuripan atau yang dikenal  
dengan nama ruas jalan HR. Wasita  
Kusumah  

APBN 
Kementerian  PUPR 

   

  
Kuripan - Sulin atau yang dikenal  
dengan nama ruas jalan HR. Wasita  

Kusumah  

APBN 
Kementerian  PUPR 

   

  
Lembar - Sekotong - Pelangan (Segmen  
Lembar - Plb. Gilimas)  

APBN 
Kementerian  PUPR    

B1.1.b  Proyek Jalan Kolektor Primer  

22 . 

Pelebaran Jalan Menuju  
Standar, Rehabilitasi Jalan,  
Rekonstruksi Jalan,  

Pemeliharaan Berkala Jalan,  
Pemeliharaan Rutin Jalan,  
dan/atau Penyediaan  
Perlengkapan Jalan di Jalan  
Provinsi  

      

 

a. Pelebaran Jalan Menuju  
Standar, Rehabilitasi Jalan,  
Rekonstruksi Jalan,  
Pemeliharaan Berkala Jalan,  
Pemeliharaan Rutin Jalan,  
dan/atau Penyediaan  
Perlengkapan Jalan di Jalan  

Kolektor Primer 2 (JKP -2) 

Bengkel - Kediri  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Kediri - Rumak  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Kediri - Praya  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

  Kediri - Kuripan  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Kuripan - Giri Menang  
APBN dan/  

atau APBDP  
Kementerian  PUPR 

Dinas PUPR  
  

  Jln. Soekarno Hatta (Gerung)  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Jln. A. Yani 1 (Gerung)  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Jln. Gatot Subroto 2 (Gerung)  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

 

b. Pelebaran Jalan Menuju  
Standar, Rehabilitasi Jalan,  
Rekonstruksi Jalan,  
Pemeliharaan Berkala Jalan,  
Pemeliharaan Rutin Jalan,  
dan/atau Penyediaan  
Perlengkapan Jalan di Jalan  
Kolektor Primer 3 (JKP -3) 

Perampuan - Kebun Ayu - Lembar  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

  Lembar - Sekotong - Pelangan  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

23 . 
Pelebaran Jalan Menuju  
Standar  

  
 

  
 

 
a. Penanganan Jalan Ruas  
Pengantap - Motong Ajan - 
Kuta  

Pengantap - Mt. Ajan - Kuta  
APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR   

 

 b. Penanganan Jalan Ruas  
Pelangan - Pengantap  

Pelangan - Sp. Pengantap  APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR   

 

 

c. Penanganan Jalan Ruas  

Lembar - Sekotong - 
Pelangan (Segmen Plb  
Gilimas - Pelangan)  

Lembar - Sekotong - Pelangan  
APBN dan/  

atau APBDP  
Kementerian  PUPR 

Dinas PUPR  

  

24 . 
Pembangunan Jalan Lokal  
dan / atau Penyediaan  
Perlengkapan Jalan  

Jalan Lokal Primer yang melintasi  
Kawasan TPA Kebon Kongok  

APBDP 
 Dinas PUPR,  

Dinas  
Perhubungan  

  

B1.2.  Proyek Jalan Tol  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

25 . Pembangunan Jalan Tol  
Ruas jalan yang menghubungkan  
Pelabuhan Lembar - Pelabuhan  
Kayangan (Port to Port)  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

 
Badan Usaha 

B1.4.  Proyek Jembatan Timbang  

26 . 

Pengembangan Jembatan  
Timbang, Pemeliharaan  
Jembatan Timbang, dan/atau  
Rehabilitasi Jembatan Timbang  

Jembatan Timbang Bertais di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN 
Kementerian  
Perhubungan 

   

27 . 

Rehabilitasi Jembatan,  
Pemeliharaan Rutin Jembatan,  

dan / atau Pemeliharaan  
Jembatan  

Seluruh Jembatan pada ruas Jalan  
Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor  
Primer -1 (JKP -1) di Kota Mataram,  

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten  
Lombok Utara, Kabupaten Lombok  
Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur  

APBN 
Kementerian  PUPR 

   

28 . Penggantian Jembatan  
Jembatan Nyangget di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBDP 
 

Dinas PUPR  
  

  
Jembatan Midang I di Kabupaten  

Lombok Barat  
APBDP 

 
Dinas PUPR  

  

29 . 

Rehabilitasi Jembatan,  
Pemeliharaan Rutin Jembatan,  
dan / atau Pemeliharaan  
Jembatan  

Seluruh Jembatan pada ruas Jalan  
Kolektor Primer (JKP -2 dan JKP -3) di  
Kota Mataram, Kabupaten Lombok  
Barat, Kabupaten Lombok Utara,  
Kabupaten Lombok T engah, dan  
Kabupaten Lombok Timur  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

  

B2.  Proyek Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan  

B2.1  Proyek Lintas Penyeberangan Antarprovinsi  

30 . 

Koordinasi dan Sinkronisasi  
Pengawasan Pelaksanaan Izin  
Usaha Jasa Terkait Berupa  
Bongkar Muat Barang, Jasa  
Pengurusan Transportasi,  
Angkutan Perairan Pelabuhan,  
Penyewaan Peralatan Angkutan  

Laut atau Peralatan Jasa  
Terkait dengan Angkutan Laut,  
Tally Mandiri, dan Depo Peti  
Kemas  

      



 
 

II - 236  
 

NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

a. Pengembangan Angkutan  
Perairan Pelabuhan pada  
Pelabuhan Penyeberangan  
Kelas I  

Pelabuhan Lembar di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian  
Perhubungan 

Dinas  
Perhubungan  

 

Badan Usaha 

B3.  Proyek Sistem Jaringan Transportasi Laut 

B3.1  
Proyek Pelabuhan Laut 

B3.1.a  Proyek Pelabuhan Pengumpul 

31 . 

Pengoperasian dan  
Pemeliharaan Pelabuhan  

Pengumpan Regional dan / atau  
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan  
Angkutan Pelabuhan  
Pengumpul  

Pelabuhan Lembar di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  

dan / atau  
Swasta  

Kementerian  

Perhubungan 
Dinas  
Perhubungan  

 

Badan Usaha 

32 . 

Pengembangan Superhub  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Nusantara Bertaraf  
Internasional  

Pelabuhan Lembar di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian  
Perhubungan 

Dinas  
Perhubungan  

 

Badan Usaha 

B3.1.b  Proyek Pelabuhan Pengumpan  

33. 

Pengoperasian dan  
Pemeliharaan Pelabuhan  
Pengumpan Lokal dan / atau  
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan  

Angkutan Pelabuhan  Pengumpan 
Lokal  

Pelabuhan Labuhan Poh Sekotong di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
APBDK, dan/  

atau Swasta  

Kementerian  
Perhubungan 

Dinas  
Perhubungan  

Dinas  
Perhubungan  

Badan Usaha 

Pelabuhan Gili Gede di Kabupaten  
Lombok Barat  

Pelabuhan Teluk Sepi di Kabupaten  
Lombok Barat  

Pelabuhan Tawun di Kabupaten Lombok  
Barat  

Pelabuhan Tembowong di Kabupaten  
Lombok Barat  

34. 
Pembangunan Pelabuhan  
Pengumpan Lokal  

Pelabuhan Labuhan Poh Sekotong di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
APBDK, dan/  

Kementerian  
Perhubungan 

Dinas  
Perhubungan  

Dinas  
Perhubungan  

Badan Usaha 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

Pelabuhan Gili Gede di Kabupaten  
Lombok Barat  

atau Swasta  

B3.1.c  Proyek Terminal Umum  

35. 

Pengoperasian dan  
Pemeliharaan Terminal Umum  
dan/atau Pemenuhan Fasilitas  
Pelayanan Angkutan Terminal  

Umum  

Terminal Umum Gilimas di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian  
Perhubungan 

Dinas  
Perhubungan  

Dinas  
Perhubungan  

Badan Usaha 

B3.1.d  Proyek Terminal Khusus  

36 . 
Pembangunan Terminal Khusus  

**) 

Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Energi di Kota Mataram, Kabupaten  
Lombok Barat, Kabupaten Lombok  
Utara, Kabupaten Lombok Timur,  
Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten  

Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota  
Bima  

Swasta  

 

Dinas  
Kelautan dan  
Perikanan,  
Dinas ESDM  

 

BUMN 

37 . 

Pengoperasian dan  Pemeliharaan 
Terminal Khusus  dan/atau 
Pemenuhan Fasilitas  Pelayanan 
Angkutan Terminal  Khusus  

Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat,  
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok  
Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,  
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten  

Dompu, dan Kabupaten Bima  

Swasta  

 

Dinas  
Kelautan dan  
Perikanan,  
Dinas  
Pariwisata  

 

Badan Usaha 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

  

Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Energi di Kota Mataram, Kabupaten  
Lombok Barat, Kabupaten Lombok  
Utara, Kabupaten Lombok Timur,  

Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten  
Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota  
Bima  

Swasta  

   

BUMN 

  

Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Perikanan di Kabupaten Lombok Barat,  
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok  
Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,  

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten  
Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota  
Bima  

Swasta  

   

Badan Usaha 

  
Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Industri di Kabupaten Lombok Barat  
dan kabupaten Lombok Timur  

Swasta  

   
Badan Usaha 

  

Terminal Khusus dengan Usaha Pokok  
Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat,  

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok  
Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,  
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten  
Dompu, dan Kabupaten Bima  

Swasta  

   

Badan Usaha 

  
TUKS dengan Usaha Pokok Energi di  
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten  
Sumbawa, dan Kota Bima  

Swasta  
   

Badan Usaha 

  
TUKS dengan usaha pokok industri di  
Kabupaten Lombok Barat  

Swasta  
   

Badan Usaha 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

  

Dermaga Rakyat di Kabupaten Lombok  
Barat, Kabupaten Lombok Timur,  
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten  
Dompu, dan Kabupaten Bima, dan Kota  

Bima  

Swasta  

   
Badan 

Usaha, 

Masyarakat 

B3.2  Proyek Alur -Pelayaran di Laut  

38 . 

Koordinasi dan Sinkronisasi  
Pengawasan Pelaksanaan Izin  
Angkutan Laut Pelayaran  
Kewenangan Provinsi  

      

 
a. Pelaksanaan Alur -Pelayaran  

Umum dan Perlintasan  
ALKI II di Selat Lombok  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Pehubungan 
Dinas  
Perhubungan  

  

  

Alur -Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Lembar ð Benoa  Alur -
Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Lembar - Padangbai  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Pehubungan 
Dinas  
Perhubungan  

  

  

Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Lembar ð Banyuwangi  Alur 
Pelayaran Umum dan Perlintasan  

Pelabuhan Lembar ð Surabaya  Alur -
Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Lembar ð Waingapu   

     

  

Alur -Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Senggigi - Gili Air  Alur -
Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Senggigi - Gili Meno  Alur -
Pelayaran Umum dan Perlintasan  

Pelabuhan Senggigi - Gili Trawangan  
Alur -Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Senggigi ð Benoa  Alur -
Pelayaran Umum dan Perlintasan  
Pelabuhan Senggigi  - Padangbai  

APBN dan/  

atau APBDP  

Kementerian 

Pehubungan 
Dinas  

Perhubungan  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 
b. Pelaksanaan Alur -Pelayaran  
Masuk Pelabuhan  

Alur -Pelayaran Masuk Pelabuhan  
Lembar  Alur -Pelayaran Masuk 
Pelabuhan  Pemenang  Alur -Pelayaran 
Masuk Pelabuhan Carik  Alur -Pelayaran 

Masuk Pelabuhan  Labuhan Lombok  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Pehubungan 
Dinas  
Perhubungan  

  

39 . 
Penyelenggaraan Alur Pelayaran  
oleh Badan Usaha  

Alur -Pelayaran yang  Diselenggarakan  
oleh Badan Usaha yang Melintasi  
Perairan Kawasan Laut Flores Lombok,  
Perairan Kawasan Gili Sulat, Perairan  
Kawasan Alas, Perairan Kawasan  
Labuhan Lombok, Perairan Kawasan  
Labuhan Haji, Perairan Kawasan Teluk  

Jukung, Perairan Kawasan Maluk,  
Perairan Kawasan Samudera Hindia  
Lombok, Perairan Kawasan Samudera  
Hin dia Sumba Dompu, Perairan  
Kawasan Samudera Hindia Cempi  
Waworada, Perairan Kawasan Teluk  
Cempi, Perairan Kawasan Laut Flores  
Sumbawa, Perairan Kawasan Sape, dan  

Perairan Kawasan Laut Flores Bima  
Dompu  

Swasta  

   

Badan Usaha 

B5.  Proyek Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut  

40 . 

Pembangunan dan /atau  
Penyediaan Sealine dan/atau  

Waterbase Untuk Pendaratan di  
Laut  

Jalur Pendaratan dan Penerbangan  
Seaplane Gili Gede di Perairan Kawasan  
Lembar  

Swasta  

   

Badan Usaha 

C. Bidang Jaringan Energi  

C1.  Proyek Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi  

C1.1.  Proyek Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi  



 
 

II - 241  
 

NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

41 . Pengembangan Depot LPG  
Depot LPG Sekotong di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian  ESDM 
  BUMN 

42 . Pengembangan SPBN **)  
SPBN Sekotong di Kabupaten Lombok  

Barat  

APBN, APBDP,  

dan / atau  
Swasta  

Kementerian  ESDM 
Dinas ESDM  

 
Badan Usaha 

C1.2.  Proyek Jaringan Minyak dan Gas Bumi  

43 . 
Pembangunan Pipa Gas  
Pembangkit Listrik **)  

Pipa Gas Pembangkit Listrik Jeranjang  
yang Melintasi Perairan Kawasan  
LembarPipa Gas Pembangkit Listrik 
Sumbawa  yang Melintasi Kabupaten 
Sumbawa dan  Perairan Kawasan 

Pantura Sumbawa  Pipa Gas Pembangkit 
Listrik Kota Bima  yang Melintasi Kota 
Bima dan Perairan  Kawasan Teluk Bima  

APBN 
dan / atau  

Swasta  

Kementerian  ESDM 

  

BUMN 

44 . 
Pengembangan Pipa Gas  
Pembangkit Listrik **)  

Pipa Gas Pembangkit Listrik Jeranjang  
yang Melintasi Perairan Kawasan  
Lembar  Pipa Gas Pembangkit Listrik 
Sumbawa  yang Melintasi Kabupaten 
Sumbawa dan  Perairan Kawasan 

Pantura Sumbawa  

APBN 
dan / atau  
Swasta  

Kementerian  ESDM 

  

Badan Usaha 

C2.  Proyek Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan  

C2.1.  Proyek Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  

45 . 

Pengendalian dan Pengawasan  
Pelaksanaan Perizinan Operasi  
yang Fasilitas Instalasi dalam  

Daerah Provinsi  

      

 

a. Pengembangan Pembangkit  
Listrik Tenaga Uap (PLTU)  

PLTU Lombok (FTP 1) atau yang dikenal  
dengan nama PLTU Jeranjang di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN, APBDP, 
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM Dinas ESDM   BUMN 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 
b. Pengembangan Pembangkit  
Listrik Tenaga Gas (PLTG)  

PLTG MPP Site Lombok atau yang  
dikenal dengan nama PLTG MPP  
Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 
BUMN 

46 . 

Pengendalian dan Pengawasan  
Pelaksanaan Perizinan Usaha  
Jasa Penunjang Tenaga Listrik  
Bagi Badan Usaha Dalam  
Negeri/ Mayoritas Sahamnya  
Dimiliki oleh Penanam Modal  
Dalam Negeri  

Infrastruktur Pembangkitan Tenaga  
Listrik dan Sarana Pendukung di Kota  
Mataram, Kabupaten Lombok Barat,  
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok  
Timur  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

ESDM, Dinas 

PMPTSP 
Dinas ESDM  

 

Badan Usaha 

47 . 

Pemanfaatan Langsung Energi  

Baru Terbarukan **)  

      

a. Pembangunan dan  
Pemanfataan Langsung  
Energi Baru Terbarukan  
Pembangkit Listrik T enaga  
Air (PLTA)  

PLTA Meninting di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN 

 

f. Pengembangan dan  
Pemanfataan Langsung  

Energi Baru Terbarukan  
Pembangkit Listrik T enaga  
Mikro Hidro (PLTMH)  

PLTMH Meninting di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN 

PLTMH Narmada di Kabupaten Lombok  
Barat  

PLTMH Selenaik di Kabupaten Lombok  
Barat  

PLTMH Selenaik Atas di Kabupaten  
Lombok Barat  

PLTMH Batu Bedil di Kabupaten  
Lombok Barat  

 

g. Pembangunan dan  
Pemanfataan Langsung  
Energi Baru Terbarukan  
Pembangkit Listrik T enaga  
Mikro Hidro (PLTMH)  

PLTMH Meninting di Kabupaten Lombok 
Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN PLTMH Nirbaya di Kabupaten Lombok  
Barat  

PLTMH Kumbi di Kabupaten Lombok  
Barat  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

h. Pembangunan dan  
Pemanfataan Langsung  
Energi Baru Terbarukan  

Pembangkit Listrik T enaga  
Biomassa (PLTBm)  

PLTBm Kebon Kongok di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  

Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN 

 

i. Pembangunan dan  
Pemanfataan Langsung  
Energi Baru Terbarukan  
Pembangkit Listrik Tenaga  
Sampah (PLTSa)  

PLTSa Kebon Kongok di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN 

C2.2.  
Proyek Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  

48 . 

Pengendalian dan Pengawasan  
Pelaksanaan Perizinan Operasi  
yang Fasilitas Instalasi dalam  
Daerah Provinsi  

      

 

a. Pelaksanaan Operasi  
Fasilitas Instalasi/Pengembangan 
/Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi  
Tenaga Listrik Berupa  Saluran Udara 
Tegangan  Tinggi (SUTT)  

SUTT GI Mataram - GI Switching  
Mataram yang melintasi Kota Mataram  
dan Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 

  

BUMN 

  
SUTT GI Jeranjang - GI Ampenan yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kota Mataram  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

  

SUTT GI Tanjung - GI Switching  
Mataram yang melintasi Kabupaten  
Lombok Utara dan Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 

  

BUMN 

  
SUTT GI Sengkol - GI Jeranjang yang  
melintasi Kabupaten Lombok T engah  
dan Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

b. Pelaksanaan Operasi  Fasilitas 
Instalasi/Pengembangan /  
Rehabilitasi/ Peningkatan  Saluran 
Transmisi Lainnya  Berupa Saluran 
Kabel  Tegangan T inggi (S KTT)  

SKTT PLTGU Lombok Peaker - GI 
Switching Mataram yang melintasi Kota  
Mataram dan Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 

  

BUMN 

 

c. Pelaksanaan Operasi  Fasilitas 
Instalasi/Pengembangan /  
Rehabilitasi/ Peningkatan  Saluran 
Distribusi Tenaga  Listrik Berupa 
Saluran  Udara Tegangan Menengah  
(SUTM) 

SUTM Ampenan yang melintasi Kota  
Mataram, Kabupaten Lombok Barat,  
dan Kabupaten Lombok Utara  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 

  

BUMN 

  

SUTM Cakra yang melintasi Kota  

Mataram, Kabupaten Lombok Barat,  
dan Kabupaten Lombok T engah  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

 

d. Pelaksanaan Operasi  Fasilitas 
Instalasi/Pengembangan 
/Rehabilitasi/ Peningkatan  Jaringan 
Pipa /Kabel  Bawah Laut Penyaluran  
Tenaga Listrik  

Jaringan Kabel Bawah Laut Gili Gede  
yang melintasi Perairan Kawasan  
Lembar  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian 

ESDM, 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

  

BUMN 

 

e. Pelaksanaan Operasi  Fasilitas 

Instalasi/Pengembangan/  
Rehabilitasi/ Peningkatan  Gardu 
Listrik  

GI Jeranjang di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 

  

BUMN 

49 . 
Pembangunan Sarana  Penyediaan 
Tenaga Listrik  Belum Berkembang, 
Daerah  Terpencil dan Perdesaan  

  
 

  
 

 

a. Pembangunan Sarana  Penyediaan 
Tenaga Listrik  Belum Berkembangan  
Berupa Pembangunan dan/atau 
Pengembangan SUTT  

SUTT GI Mataram - GI Mantang yang  
melintasi Kota Mataram, Kabupaten  
Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok  
T engah  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementeri an ESDM 
  

BUMN 

  
SUTT GI Jeranjang - GI Sekotong yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

  
SUTT GI Sekotong - GI Kuta yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok T engah  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

  

SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2  
- GI Mataram yang melintasi Kabupaten  
Lombok Timur, Kabupaten Lombok 
Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan  
Kota Mataram  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

  

SUTT GI Switching Mataram - Landing  
Point Kabel Bawah Laut Koridor Senggigi  
Lombok - Bima NTB yang melintasi  

Kabupaten Lombok Barat  SUTT GI 
Switching Mataram - Landing  
Point Kabel Bawah Laut Koridor Senggigi  
- Goa Lawah Bali yang melintasi  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

 

b. Pembangunan Sarana  Penyediaan 

Tenaga Listrik  Belum Berkembangan  
Pembangunan dan/atau  
Pengembangan Jaringan  Pipa / 
Kabel Bawah Laut  Penyaluran 
Tenaga Listrik  

Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor  
Senggigi Lombok - Bima NTB yang  
melintasi Perairan Kawasan Gili Indah,  

Perairan Kawasan Selat Lombok,  
Perairan Kawasan Laut Flores Lombok,  
Perairan Kawasan Laut Flores  
Sumbawa, Perairan Kawasan Laut  
Flores Dompu, Perairan Kawasan Laut  
Flores Bima Dompu, da n Perairan  
Kawasan Teluk Bima  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

ESDM, 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas ESDM,  
Dinas  
Kelautan dan  
Perikanan  

 
BUMN 

  

Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor  
Senggigi - Goa Lawah Bali yang 
melintasi Perairan Kawasan Gili Indah  
dan Perairan Kawasan Selat Lombok  

APBN, APBDP,  

dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

ESDM, Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas ESDM,  
Dinas Kelautan 
dan  
Perikanan  

 

BUMN 
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

c. Pembangunan Sarana  Penyediaan 
Tenaga Listrik  Belum Berkembangan  
Berupa Pembangunan  dan/atau 

Pengembangan  Gardu Induk  

GI Sekotong di Kabupaten Lombok Barat  
 

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian ESDM 
  

BUMN 

50 . 

Pengendalian dan Pengawasan  
Pembangunan Sarana  Penyediaan 
Tenaga Listrik  Belum Berkembang, 
Daerah  Terpencil dan Perdesaan  

Jaringan Infrastruktur Penyaluran  
Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung di  
Kota Mataram, Kabupaten Lombok  
Barat, Kabupaten Lombok Utara,  
Kabupaten Lombok T engah, dan / atau  
Kabupaten Lombok Timur  

APBN, APBDP,  
dan /  atau  
Swasta  

Kementerian ESDM 
Dinas ESDM  

 

BUMN 

a. Pengembangan/Rehabilitasi/  
Peningkatan Sarana dan  Prasarana 
Pendukung  Komunikasi Berupa  

Jaringan Serat Optik (SO) **)  

Jaringan SO Labuapi - Sandubaya yang  
melintasi Kota Mataram  APBDP dan/  

atau Swasta  

 Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 

Badan Usaha 

Jaringan SO Sandubaya - Narmada yang  
melintasi Kota Mataram  

Jaringan SO Sandubaya - Labuapi yang  
melintasi Kota Mataram dan Kabupaten  
Lombok Barat  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 

Dinas  

Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 
Badan Usaha 

Jaringan SO Sandubaya - Sekotong yang  

melintasi Kota Mataram dan Kabupaten  
Lombok Barat  

Jaringan SO Mataram - Jonggat yang  
melintasi Kota Mataram dan Kabupaten  
Lombok Barat  

  

Jaringan SO Selaparang - Pemenang  
yang melintasi Kota Mataram,  
Kabupaten Lombok Barat, dan  

Kabupaten Lombok Utara  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  

Informatika  

 
Badan Usaha 

Jaringan SO Ampenan - Batu Layar  
yang melintasi Kabupaten Lombok Barat  APBDP dan/  

atau Swasta  

 Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 

Badan Usaha 

Jaringan SO Kuripan - Kediri yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

Jaringan SO Kediri - Labuapi yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  

Jaringan SO Kuripan - Jonggat yang  

melintasi Kabupaten Lombok Barat  

Jaringan SO Narmada - Pringgarata  
yang melintasi Kabupaten Lombok Barat  

  
Jaringan SO Sekotong - Praya yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok T engah  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 
Badan Usaha 

  

Jaringan SO Batu Layar - Pemenang  

yang melintasi Kabupaten Lombok Utara  
Jaringan SO Pemenang - Tanjung yang  
melintasi Kabupaten Lombok Utara  
Jaringan SO Tanjung - Gangga yang  
melintasi Kabupaten Lombok Utara  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 
Badan Usaha 

 

b. Penyediaan/Pengadaan  Sarana 
dan Prasarana  Pendukung 
Komunikasi  Berupa Jaringan Serat 

Optik  (SO) 

Jaringan SO Sekotong Tengah - 
Sekotong Barat yang melintasi  
Kabupaten Lombok Barat  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  

Informatika  

 
Badan Usaha 

 

d. Penyediaan/Pengadaan  Sarana 
dan Prasarana  Pendukung 
Komunikasi  Berupa Kabel Bawah 
Laut  Untuk Telekomunikasi  

Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor  
Senggigi Lombok - Bima NTB yang  
melintasi Perairan Kawasan Selat  
Lombok, Perairan Kawasan Gili Indah,  
Perairan Kawasan Laut Flores Lombok,  
Perairan Kawasan Laut Flores  
Sumbawa, Perairan Kawasan Laut  
Flores Dompu, Perairan Kawasan Laut  
Flores Bima Dompu, dan Perairan  
Kawasan Teluk Bima  

APBN dan/  
atau Swasta  

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika, 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

  
Badan Usaha 

D2.  Proyek Infrastruktur Jaringan Tetap  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

51 . Penyediaan/Pengadaan Sarana  
dan Prasarana Pendukung  
Informasi dan Komunikasi  
Publik *)  

      

 

a. Pengembangan/Rehabilitasi/  
Peningkatan Sarana dan  Prasarana 
Pendukung  Komunikasi Berupa 
Stasiun  Telepon Otomat (STO)  

STO Senggigi di Kabupaten Lombok  
Barat  

STO Gerung di Kabupaten Lombok  
Barat  

Swasta  

   

BUMN 

 

b. Penyediaan/Pengadaan  Sarana 
dan Prasarana  Pendukung 
Komunikasi  Berupa Stasiun Telepon  

Otomat (STO)  

STO Lembar di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBDP 
dan / atau  

Swasta  

 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  

Informatika  

 
Badan Usaha 

STO Sekotong di Kabupaten Lombok  

Barat  

 

c. Penyediaan/Pengadaan  Sarana 
dan Prasarana  Pendukung 
Komunikasi  Berupa Landing Point  
Jaringan Kabel Bawah Laut  

Landing Point Jaringan Kabel Bawah  
Laut di Kabupaten Lombok Barat  
Landing Point Jaringan Kabel Bawah  
Laut di Kabupaten Lombok Timur  

APBN 
dan / atau  
Swasta  

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 
  

Badan Usaha 

D3.  Proyek Jaringan Bergerak  

52 . 

Penyediaan/Pengadaan Sarana  

dan Prasarana Pendukung  Informasi 
dan Komunikasi  Publik *)  

 

 
 

 

 
 

 

a. Pengembangan/Rehabilitasi/  
Peningkatan Sarana dan  Prasarana 
Pendukung  Komunikasi Berupa  
Jaringan Bergerak Terestrial  

Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di  
Kota Mataram  
Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di  
Kabupaten Lombok Barat  
Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di  
Kabupaten Lombok Timur  

ABPN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 

 

 

b. Pengembangan/Rehabilitasi/  
Peningkatan Sarana dan  Prasarana 
Pendukung  Komunikasi Berupa  
Jaringan Bergerak Seluler  pada 
Stasiun Trasmisi  (Sistem) Televisi)  

Menara BTS di Kabupaten Lombok  
Barat  

ABPN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Dina s 
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 

c. Penyediaan/Pengadaan  Sarana 
dan PrasaranaPendukung 
Komunikasi  Jaringan Bergerak 
Seluler  

Menara BTS di Kabupaten Lombok  
Barat  

ABPN dan/  
atau APBDP  

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas  
Komunikasi,  
Statistik, dan  
Informatika  

 
 

E.  Bidang Sumber Daya Air  

E1.  Proyek Sistem Jaringan Irigasi  

53 . 
Peningkatan dan / atau  Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi  Permukaan  

 

 
 

 

 
 

 
a. Peningkatan dan/atau  Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi  Permukaan pada 
Daerah  Irigasi Kewenangan Nasional  

Jaringan Irigasi pada DI Remening  
Kompleks yang melintasi Kabupaten  
Lombok Barat dan Kota Mataram  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR Dinas PUPR   
 

Jaringan Irigasi pada DI Pengga yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok T engah  

Jaringan Irigasi pada DI Batujai yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  

Kabupaten Lombok T engah  

 

b. Peningkatan dan/atau  Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi  Permukaan pada 
Daerah  Irigasi Nasional Berupa  
Jaringan Irigasi Sistem  Suplesi **)  

Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate  
Hulu yang melintasi Kabupaten Lombok  
Barat dan Kabupaten Lombok Tengah  
Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate  
Hilir yang melintasi Kabupaten Lombok  
Tengah  Jaringan Irigasi pada DI Mujur II 
yang  melintasi Kabupaten Lombok 
Tengah  Jaringan Irigasi pada DI 

Surabaya yang  melintasi Kabupaten 
Lombok Tengah  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian  PUPR 
Dinas PUPR  

 

 

54 . 
Operasi dan Pemeliharaan  
Jaringan Irigasi Permukaan  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 
a. Operasi dan Pemeliharaan  
Jaringan Irigasi Permukaan  pada 
Daerah Irigasi  Kewenangan Nasional  

Jaringan Irigasi pada DI Remening  
Kompleks yang melintasi Kabupaten  
Lombok Barat dan Kota Mataram  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR   

 

  

Jaringan Irigasi pada DI Pengga yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok Tengah  Jaringan 
Irigasi pada DI Batujai yang  melintasi 
Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok Tengah  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR   

 

55 . 

Pembangunan Jaringan Irigasi  
Permukaan  

a. Pembangunan Jaringan  
Irigasi Permukaan pada  
Daerah Irigasi Nasional  
Berupa Jaringan Irigasi  
Sistem Suplesi **)  

Saluran Suplesi Meninting yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  

APBN 
Kementerian PUPR 

   

56 . 
Peningkatan dan / atau  Rehabilitasi 
Pemeliharaan  Jaringan Irigasi 
Permukaan  

Jaringan Irigasi pada DI Sesaot yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR  

  

  
Jaringan Irigasi pada DI Gebong yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok T engah  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR  

  

57 . 
Operasi dan Pemeliharaan  Jaringan 
Irigasi Permukaan  

Jaringan Irigasi pada DI Sesaot yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR  

  

  
Jaringan Irigasi pada DI Gebong yang  
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan  
Kabupaten Lombok Tengah  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR  

  

E2.  Proyek Sistem Pengendalian Banjir  

E2.1.  Proyek Bangunan Pengendalian Banjir  

58 . 
Pembangunan / Pengembangan /  
Rehabilitasi / Peningkatan  
Bangunan Pengaman Pantai  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

 
a. Pembangunan Bangunan  
Pengaman Pantai Lainnya  

Bangunan Pengaman Pantai di Perairan  
Kawasan Lembar  

APBN 
Kementerian PUPR, 

BNPB  
 

 

 
b. Pembangunan Revetment  
dan / atau Breakwater  

Revetment dan Breakwater Pantai Pulau  

Sophialouisa/Sepatang di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN 

Kementerian PUPR, 

BNPB  

 
 

  
Revetment dan Breakwater Pantai  
Tembowong di Perairan Kawasan  
Lembar  

APBN 
Kementerian PUPR, 

BNPB  

 
 

 c. Pembangunan Jetty  
Jetty Muara Sungai Dodokan di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN 
Kementerian PUPR 

 
  

 d. Rehabilitasi Revetment  
Revetment  Pantai Batu Bolong di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN 
Kementerian PUPR 

 
  

59 . 
Pembangunan Flood Forecasting  
and Warning System (FFWS)  

Kabupaten/Kota di Pulau Lombok  

Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian PUPR, 

BNPB 

Dinas PUPR,  
BPBD, Dinas  
Komunikasi,  
Informatika,  
dan Statistik  

 
Badan Usaha 

E3.  Proyek Bangunan Sumber Daya Air  

60 . 

Rehabilitasi Bendungan  dan/atau 
Operasi dan  Pemeliharaan 
Bendungan  

Bendungan Meninting di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN 
Kementerian PUPR 

 

 
 

61 . Pembangunan Bendungan  
Bendungan Meninting di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN 
Kementerian PUPR    

62 . 
Rehabilitasi Bendung dan/atau  
Operasi dan Pemeliharaan  
Bendung **)  

Bendung Sesaot di Kabupaten Lombok  
Barat  

Bendung Remening di Kabupaten  
Lombok Barat  
Bendung Gebong di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBN 
dan / atau  
APBDP 

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR  

 

 

F.  Bidang Jaringan Prasarana Lainnya  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

F1.  Proyek SPAM  

F1.1.  Proyek Infrastruktur SPAM  

63 . 

Penyediaan Prasarana, Sarana,  
dan Utilitas Umum di  
Permukiman Untuk Menujang  
Fungsi Permukiman  

Unit Air Baku di Kabupaten Lombok  
Barat  

APBDP dan/  
atau Swasta  

 
Dinas PUPR   

Badan Usaha 

  
IPAS di  Kabupaten  Lombok   Barat  
IPAS di  Kabupaten  Lombok  Utara  
IPAS di  Kabupaten  Lombok  T imur  

APBDP, 
APBDK, dan/  
atau Swasta  

 
Dinas PUPR  Dinas PUPR  

Badan Usaha 

F1.2.  Proyek Jaringan SPAM  

64 . 
Penyusunan Rencana,  
Kebijakan, dan Strategi Teknis  
SPAM 

      

 
a. Jaringan SPAM Regional  Pulau 
Lombok  

Jaringan SPAM Regional Pulau Lombok  
yang melintasi Kota Mataram,  
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten 

Lombok Utara, Kabupaten Lombok  
Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur  

APBN, APBDP,  
dan / atau  

Swasta  

Kementerian PUPR 
Dinas PUPR   

Badan Usaha 

 b. Jaringan SPAM Bawah Laut  

SPAM Bawah Laut Gili Kedis yang  
melintasi Perairan Kawasan Lembar  
SPAM Bawah Laut Gili Sudak yang  
melintasi Perairan Kawasan Lembar  
SPAM Bawah Laut Gili Tangkong yang  
melintasi Perairan Kawasan Lembar  

APBN, APBDP,  
dan / atau  
Swasta  

Kementerian PUPR 

Dinas PUPR,  
Dinas  
Kelautan dan  
Perikanan  

Dinas PUPR  
Badan Usaha 

F2.  Proyek SPAL  

F3.  Proyek Sistem Pengelolaan Limbah B3  
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NO PROYEK  LOKASI  
SUMBER 

PENDANAAN  

PELAKSANA  

KEMENTERIAN / 
LEMBAGA  

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI  

PERANGKAT 
DAERAH 

KABUPATEN  

PEMANGKU 

KEPENTIMNGAN  

65 . 

Koordinasi dan Sinkronisasi  
Pengelolaan Limbah B3 dengan  
Pemerintah Pusat dalam Rangka  
Pengangkutan, Pemanfaatan,  

Pengolahan, dan/atau  
Penimbunan  

PPST Regional Lemer di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBP  

Kementerian  
LHK,  
Kementerian  

PUPR 

Dinas LHK,  
Dinas PUPR  

  

F4  Proyek Sistem Jaringan Persampahan  

66 . 

Pembangunan TPA/TPST  
Kewenangan Provinsi dan/atau  
Penyediaan Sarana dan  Prasarana 
Persampahan  

PPST Regional Lemer di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas LHK,  
Dinas PUPR  

  

TPA Regional Rincung di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas LHK,  
Dinas PUPR  

  

67 . 
Rehabilitasi TPA/TPST  Kewenangan 
Provinsi dan/atau  Peningkatan 
Sarana dan  Prasarana Persampahan  

TPA Regional Kebon Kongok di  
Kabupaten Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas LHK,  
Dinas PUPR  

  

  
TPST Regional Lingsar di Kabupaten  
Lombok Barat  

APBN dan/  
atau APBDP  

Kementerian PUPR 
Dinas LHK,  
Dinas PUPR  

  

Sumber : Dikutip dari Ranwal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025 -2029  
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2.1.4.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda 

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lombok 

Barat dapat dilihat dari Return on Assets  (ROA), yang mengukur 

kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. 

ROA yang tinggi menunjukkan bahwa BUMD mampu memanfaatkan 

asetnya sec ara efektif untuk menghasilkan laba, sedangkan ROA yang 

rendah menunjukkan bahwa BUMD mungkin menghadapi kesulitan 

dalam memaksimalkan laba dari aset yang dimiliki  

Tabel 2. 104  Kinerja BUMD di Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 20 20-202 4 

No 
BUMD /Badan Usaha 

Lainnya  
2020  2021  2022  2023  2024  

1 
PT. Jamkrida NTB 

Bersaing  (Perseroda)  
2,86  2,97  4,41  4,58  7,39  

2 PT. Patut Patuh Patju  -2,31  -1,72  -1,58  -1,77  -0,25  

3 
PT. Air Minum Giri 
Menang (Perseroda)  

5,66  6,15  6,53  5,68  5,85  

4 PT. Bank  NTB Syariah  1,74  1,64  1,93  2,07  1,85  

5 PT. BPR NTB (Perseroda)  3,57  3,49  3,04  4,07  4,44  

6 
PT. BPR Pesisisr Layar 

Berkembang  
4,34  2,76  0,73  -2,99  4,82  

 Rata -Rata  2,64  2,55  2,51  2,16  4,02  

Sumber : Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lombok Barat, 202 5 

Berdasarkan tabe l di  atas, kinerja BUMD dilihat dari nilai ROA 

menunjukkan bahwa terdapat 4 BUMD yang mampu memanfaatkan 

asetnya secara efektif untuk menghasilkan laba, yaitu  PT Jamkrida 

NTB Bersaing; PT. AMGM; PT B ank  NTB; PT B ank  BPR. Sedangkan PT. 

Patu t Patuh Patju dan PT . BPR Pesisisr Layar Berkembang menghadapi 

kesulitan dalam memaksimalkan laba dari aset yang dimiliki.   

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah, 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu mengoptimalkan peran 

Badan Usaha Milik Da erah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi 

lokal sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu 

langkah strategis adalah menjadikan PT BPR Pesisir Layar Berkembang 

sebagai BUMD, sesuai ketentuan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerin tahan Daerah.  
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Transformasi ini akan memperkuat legalitas, tata kelola, dan 

keberlanjutan bisnis BPR, sehingga pemerintah daerah dapat 

memberikan penyertaan modal, pembinaan, serta pengawasan secara 

lebih optimal. BUMD sektor perbankan ini diharapkan mampu 

memperluas akses permodalan bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, 

dan pelaku usaha mikro lainnya, sehingga mendukung pengentasan 

kemiskinan, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja.   

Optimalisasi peran BUMD juga akan meningkatkan kontribusi  

PAD melalui dividen, yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan prioritas daerah , sehingga sejalan dengan 

misi transformasi ekonomi berkelanjutan, pengurangan ketimpangan 

wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat . 

Optimalisasi peran BUMD  dilakukan melalui  penerapan tata  

kelola  perusahaan  yang baik  (Good Corporate Governance ), peningkatan 

efisiensi bisnis , fokus pada bisnis yang menguntungkan , 

dan  penguatan pengawasan . Tujuannya adalah meningkatkan PAD, 

meminimalkan kerugian, dan menjadikan BUMD sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang profesional dan berkelanjutan.   

2.1. Gambaran Keuangan Daerah 

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengelolaan keuangan sebagai 

bagian dari pere ncanaan pembangunan memiliki peran penting  dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan 

tujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang 

dimiliki oleh daerah , dan mengalokasikan sumber dana secara tepat 

sesuai den gan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, serta 

mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tepat dan baik.  

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan 

untuk menghasilkan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan 
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keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan 

daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan 

dalam bentuk APBD, analisis ini dilakukan terhadap APBD dan laporan 

keuangan daerah pada umumnya. Untuk melakukan analisis tersebut, 

dibutuhkan  data realisasi kinerja keuangan daerah setidaknya selama 

tiga tahun sebelumnya. Data ini penting untuk memberikan gambaran 

yang akurat mengenai kinerja keuangan masa lalu, yang kemudian 

menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan di masa 

menda tang. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat 

keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya dan 

memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.  

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan 

Daerah selama periode 5 (Lima) tah un sebelumnya. Analisisnya 

mencangkup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang 

digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas 

keuangan Daerah. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan 

menganalisis data -data historis sepert i laporan realisasi keuangan, 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, 

berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk 

memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode 

waktu 5 (lima) tahun.  

Dasar  yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok 

Barat mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

yang diatur dalam:  

1.  Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Da erah;  

2.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 20 22  tentang Hubungan  Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah an Daerah;  

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
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5.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 20 14  

tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  

2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan Anggaran 

Pendap atan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengacu pada sejauh mana 

pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah ditetapkan 

dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk 

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi d alam penggunaan 

dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam 

mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek 

pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain -lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, 

Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek 

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan.  

a. Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui 

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui  sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih.  Rincian objek Pendapatan Daerah sudah menggunakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.  

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok 

Barat tahun 20 20  sampai tahun 202 4 dapat dilihat sebagai beriku t.
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Tabel 2. 105  Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Tahun 20 20-2024  

No  Uraian  

 REALISASI  
 Rata -rata 

Pertumbuhan  
 2020   2021   2022   2023   2024  

(Rp)   (Rp)   (Rp)   (Rp)   (Rp)  

4 PENDAPATAN   1.687.931.694.537,65  1.709.874.604.673,97  1.732.168.485.595,66  1.780.213.408.240,65  2.119.112.595.370,90  0,06  

4.1  
Pendapatan Asli 

Daerah  
 219.038.703.946,65   294.901.152.910,97   268.778.702.010,66   341.535.799.391,65   403.717.402.305,90  0,19  

4.1.01  Pajak Daerah   70.245.485.990,78   85.917.260.689,71   104.608.036.922,95   127.964.969.603,82   143.044.213.685,97  0,20  

4.1.02  Retribusi Daerah   13.032.536.313,49   16.857.187.574,03   15.784.355.591,69   16.799.098.946,00   189.189.024.166,00  0,05  

4.1.03  

Hasil Pengelolaan 

Keuangan daerah 

yang dipisahkan  

 13.338.227.432,62   12.812.440.435,79   13.981.407.706,00   16.062.886.905,00   16.910.147.245,00  0,06  

4.1.04  
Lain -lain PAD yang 

sah  
 122.422.454.209,76   179.314.264.211,44   134.404.901.790,02   180.708.843.936,83   54.574.017.208,93  0,23  

4.2  
Pendapatan 

Transfer  
 1.373.054.356.910,00  1.340.348.642.763,00  1.460.389.783.585,00  1.435.677.608.849,00  1.641.105.590.604,00  0,05  

4.2.01  
Transfer 

Pemerintah Pusat  
 1.301.968.919.451,00   1.271.504.743.296,00   1.370.518.197.761,00   1.336.910.844.028,00   1.534.940.245.886,00  0,04  

4.2.02  
Transfer Antar - 

Daerah  
 71.085.437.459,00   68.843.899.467,00   89.871.585.824,00   98.766.764.821,00   106.165.344.718,00  0,11  

4.3  

Lain -lain 

Pendapatan Daerah 

yang sah  

 95.838.633.681,00   74.624.809.000,00   3.000.000.000,00   3.000.000.000,00   74.289.602.461,00  5,65  

4.3.01  Pendapatan Hibah   95.838.633.681,00   74.624.809.000,00   3.000.000.000,00   3.000.000.000,00   -    -0,55  

4.3.02  Dana Darurat   -     -     -     -     -    0 

4.3.03  

Lain -lain 

Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan 

Peraturan 

Perundang -

Undangan  

 -     -     -     -     74.289.602.461,00  0,00  

Sumber  BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 202 5



 
 

  II - 259  
 

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah 

dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir (2020 -2024), terlihat 

bahwa Pendapatan mengalami rata -rata pertumbuhan positif yaitu 

sebesar 0,06% dari Rp.  1.687.931.694.537,65 pada tahun 2020 

kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 

angka Rp. 2.044.822.992.909,90 pada tahun 2024. Hal ini 

dipenga ruhi oleh angka Pendapatan Asli Daerah dengan rata -rata 

pertumbuhan yang mengalami kenaikan angka fluktuatif yang positif 

yaitu 18,87% dan Pendapatan Transfer sebesar 0,05%. Untuk Lain -

lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang cukup 

signif ikan yaitu 5,65%, kenaikkan ini karena adanya dana transfer 

hasil tambang dari PT. Amman Mineral Internasional pada tahun 2024 

sebesar Rp. 74.289.602.461.   

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di 

Kabupaten Lombok Barat dalam Lima  tahun terakhir  sempat 

mengalami penurunan akibat Covid -19  pada tahun 2020, kemudian 

bangkit kembali ditahun -tahun selanjutnya dan mengalami kenaikan 

berturut -turut sampai 2024, seperti yang terlihat pada grafik berikut . 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2025 , diolah.  

Gambar 2. 56  Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  (Milyar)  
 

Selanjutnya kinerja Pendapatan Daerah juga dapat dilihat dari 

peranan masing -masing sumber Pendapatan Daerah terhadap Total 

Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut.  

 2020  2021  2022  2023  2024

1.687,93 1.709,87 1.732,17 1.780,21 

2.119,11 
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Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2025  

Gambar 2. 57  Peranan Sumber -Sumber Pendapatan  

Kabupaten Lombok Barat Tahun 20 19-202 3 (Milyar)  

Berdasarkan gambar di atas  selama tahun 2020 -2024 

perkembangan pendapatan Kabupaten Lombok Barat  berdasarkan 

komponen pendapatan diketahui nilai rata -rata pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah berada di angka yang cukup tinggi dengan 

nilai yang positif yaitu 0,19% dengan didominasi oleh Lain -lain PAD 

yang sah dari tahun 2020 sampai dengan 2023, tetapi denga n ada 

pemindahan rekening jasa kesehatan untuk puskesmas dan Rumah 

Sakit pada retribusi daerah di 2024 mengakibatkan dominan yang 

lonjakan pertumbuhannya mencapai 10,26%. Rata -rata pertumbuhan 

untuk Pendapatan Tranfer dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2024 mengalami pertumbuhan yang positif hingga 0,05% miskipun di 

tahun 2021 dan 2023 sempat mengalami penurunan. Lain -lain 

pendapatan daerah yang sah menurun drastis hingga 5,65%. Proporsi 

sumber pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan 

pembangunan d i Kabupaten Lombok Barat  sudah dapat mengelola 

pendapatan daerah secara mandiri, akan tetapi angka ini belum dapat 

dikatakan baik karena masih belum konsisten mengalami 

pertumbuhan.  

 

 

 2020

 2021

 2022

 2023

 2024

219,04 

294,90 

268,78 

341,54 

403,72 

1.373,05 

1.340,35 

1.460,39 

1.435,68 

1.641,11 

95,84 

74,62 

3,00 

3,00 

74,29 

 PAD  Pendapatan Transfer  LLPYS
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b.  Belanja  Daerah  

Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun a nggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

daerah. Belanja d aerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan 

dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarannya telah  

ditetapkan sesuai dengan ketent uan peraturan perundang -undangan.   

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, komponen Belanja Daerah juga mengalami perubahan 

yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 2. 106  Sumber -Sumber Belanja Daerah  

Kode  PP No. 58 Tahun 2005  Kode  PP No. 12 Tahun 2019  

2.  Belanja Daerah  2.  Belanja Daerah  

2.1.  Belanja Tidak Langsung  2.1.  Belanja Operasi  

2.1.1.  Belanja Pegawai  2.1.1.  Belanja Pegawai  

2.1.2.  Belanja Hibah  2.1.2.  
Belanja Barang dan 
Jasa  

2.1.3.  Belanja Bantuan Sosial  2.1.3.  Belanja Bunga  

2.1.4.  

Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa  

2.1.4.  Belanja Subsidi  

2.1.5.  

Belanja Bantuan Keuangan kepada  

Provinsi/Kabupaten/Kota, 
pemerintahan Desa dan Partai 

Politik  

2.1.5.  Belanja Hibah  

2.1.6.  Belanja Tidak Terduga  2.1.6.  Belanja Bantuan Sosial  

2.2.  Belanja Langsung  2.2.  Belanja Modal  

2.2.1.  Belanja Pegawai  2.3.  Belanja Tidak Terduga  

2.2.2  Belanja Barang dan Jasa  2.4.  Belanja Transfer  

2.2.3.  Belanja Modal  2.4.1.  Belanja Bagi Hasil  
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Kode  PP No. 58 Tahun 2005  Kode  PP No. 12 Tahun 2019  

  2.4.2.  
Belanja Bantuan 

Keuangan  

Sumber : BPKAD Kab upaten  Lombok Barat, 2024  

Mengacu pada prinsip -prinsip penganggaran, belanja daerah 

Tahun Anggaran 2020 -2024, disusun menggunakan pendekatan 

anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang 

direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat 

Daerah da lam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran 

serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.  

Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja 

(Performance Budgeting ) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada 

pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah 

harus berorientasi pada kepenti ngan publik. Perkembangan realisasi 

belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 sampai tahun 

202 4 dapat dilihat sebagai berikut .
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Tabel 2. 107  Realisasi Belanja Daerah  Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2020 -2024  

No  Uraian  

 REALISASI  
 Rata -rata 

Pertumbuhan   2020   2021   2022   2023   2024  

(Rp)  (Rp)   (Rp)   (Rp)   (Rp)  

 5   BELANJA  1.784.074.477.631,73  1.661.844.691.559,49   1.740.587.495.615,02   1.740.037.330.520,10   1.942.769.587.862,97  0,02  

 5.1   Belanja Operasi  1.132.853.395.232,73  1.192.458.299.777,99   1.238.923.417.652,02   1.310.729.063.819,82   1.521.886.421.489,97  0,08  

 
5.1.01  

 Belanja Pegawai   615.169.082.951,00   734.165.553.240,91   749.135.856.329,09  746.192.744.446,61  880.430.555.011,55  0,10  

 
5.1.02  

 Belanja Barang dan 
Jasa  

 374.113.231.488,77   425.618.014.834,08   440.133.589.192,93  515.464.888.040,21  555.863.290.096,42  0,11  

 
5.1.03  

 Belanja Bunga   -     4.529.940.473,00   9.107.538.560,00  6.326.688.201,00  2.975.957.781,00  0,04  

 
5.1.04  

 Belanja Subsidi   -     -     -     -    
                                      

-    
0 

 
5.1.05  

 Belanja Hibah   135.801.080.792,96   27.772.291.230,00   36.685.178.695,00  36.015.596.281,00  69.967.857.738,00  0,11  

 
5.1.06  

 Belanja Bantuan Sosial   7.770.000.000,00   372.500.000,00   3.861.254.875,00  6.729.146.851,00  12.648.760.863,00  2,51  

 5.2   Belanja Modal    356.379.430.819,00   204.504.713.135,50   246.996.526.940,00   183.964.427.700,28      163.283.456.959,00  -0,15  

 
5.2.01  

 Belanja Tanah   3.766.594.630,00   8.160.594.944,00   25.360.427.278,00  5.297.556.615,00  256.263.000,00  0,38  

 
5.2.02  

 Belanja Peralatan dan 
Mesin  

 100.768.960.159,00   58.135.108.726,00   94.922.814.450,00  75.434.183.911,00  65.074.601.159,00  -0,03  

 
5.2.03  

 Belanja Bangunan dan 
Gedung  

 167.982.917.113,00   54.510.480.150,00   45.755.891.147,00  56.549.026.272,28  57.759.485.376,00  -0,14  

 
5.2.04  

 Belanja Jalan, Irigasi 
dan Jaringan  

 81.813.934.986,00   83.429.368.915,50   79.994.721.610,00  46.415.722.402,00  39.727.513.124,00  -0,15  

 
5.2.05  

 Belanja Aset Tetap 
lainnya  

 2.047.023.931,00   269.160.400,00   962.672.455,00  267.938.500,00  465.594.300,00  0,43  

 
5.2.06  

 Belanja Aset lainnya   -     -     -                                         -    0 

 5.3   Belanja Tidak Terduga    40.994.448.142,00   10.006.894.858,00   9.265.170.055,00   1.372.658.550,00          1.340.160.486,00  -0,43  

 
5.3.01  

 Belanja Tidak Terduga    40.994.448.142,00   10.006.894.858,00   9.265.170.055,00   1.372.658.550,00            1.340.160.486,00  -0,43  

 5.4   Belanja Transfer   253.847.203.438,00   254.874.783.788,00   245.402.380.968,00   243.971.180.450,00      256.259.548.928,00  0,00  

 
5.4.01  

 Belanja Bagi Hasil   11.466.845.185,00   11.330.418.632,00   11.166.149.568,00   13.349.581.762,00          15.232.364.688,00  0,08  

 
5.4.02  

 Belanja Bantuan 
Keuangan  

 242.380.358.253,00   243.544.365.156,00   234.236.231.400,00   230.621.598.688,00        241.027.184.240,00  -0,01  

Sumber  BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 202 5
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Berdasarkan pada tabel 2.106  dapat dilihat bahwa selama periode 

2020 -2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selain dari laju 

pertumbuhan, kinerja Belanja Daerah sebagian besar komponen 

Belanja Daerah mengalami fluaktif hanya komponen belanja barang 

dan jasa  yang terus mengalami  peningkatan,  hal tersebut dapat 

dilihat dari kontribusi masing -masing komponen sebagaimana tertera 

pada tabel berikut.  

 

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2025  

Gambar 2. 58  Peranan Komponen Belanja terhadap Total Belanja 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  

Tahun 2020 -2024  (Milyar)  

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami 

angka yang fluktuatif, hanya Belanja Operasi dan belanja tak terduga 

yang mengalami rata -rata pertumbuh an secara positif. Jika dilihat 

dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa 

Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi memiliki rata -rata 

pertumbuhan 0,08% kemudian untuk belanja modal megalami 

penurunan -0,15%, untuk belanja ti dak terduga terus mengalami 

penurunan dengan rata -rata pertumbuhan yaitu -0,43%, dan untuk 

belanja transfer mengalami rata -rata pertumbuhan positif miskipun 

sangat kecil yaitu 0,003%. Melihat kondisi ekonomi Kabupaten 

Lombok Barat dan dalam rangka diversif ikasi Pendapatan Daerah, 

maka porsi belanja Infrastruktur (Belanja Modal) harus lebih 

 2020

 2021

 2022

 2023

 2024

1.132,85 

1.192,46 

1.238,92 

1.310,73 

1.521,89 

356,38 

204,50 

247,00 

183,96 

163,28 

40,99 

10,01 

9,27 

1,37 

1,34 

253,85 

254,87 

245,40 

243,97 

256,26 

 Belanja Operasi  Belanja Modal  Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer






























































































































































































































































































































































































































































































































































